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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral
dari pembangunan nasional yang dilaksanakan untuk
peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan
akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing
daerah;

bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah
merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala
daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun
dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka
panjang daerah dan rencana pembangunan jangka
menengah nasional,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang, rencana pembangunan  jangka
menengah daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang ...
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-
2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6987);

Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7042);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4
Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51);

Dengan ...
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.

10.

Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah
adalah Daerah Kabupaten Sumedang.

Bupati adalah Bupati Sumedang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah Otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik
untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah
untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan
daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangannya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah
dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari
visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman
pada rencana jangka panjang Daerah dan rencana
pembangunan jangka menengah nasional terhitung sejak
Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan Pembangunan
Daerah.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas
dan fungsi.

Program Prioritas adalah program strategis yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen
untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang
diperoleh dengan teknik penurunan kinerja.

11. Kinerja ...
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11. Kinerja adalah capaian hasil kerja.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2
RPJMD berkedudukan sebagai:
a. pedoman Pembangunan Daerah selama 5 (lima) tahun;
b. pedoman dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah
Daerah dan rencana strategis Perangkat Daerah; dan
c. instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3
(1) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 terdiri atas:

a. BAB I . Pendahuluan;

b.BABII : Gambaran umum Daerah;

c. BABIIl : Visi, Misi, dan Program Prioritas
Pembangunan Daerah;

d.BABIV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja
penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

e. BABV : Penutup.

(2) Ketentuan mengenai uraian sistematika RPJMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Bupati melakukan  pengendalian dan  evaluasi
pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah.

(3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana
dimaksud ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar ...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 19 Agustus 2025

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,
PROVINSI JAWA BARAT : (8/114/2025)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan
nasional yang dilaksanakan untuk peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah
dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan
kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah sesuai kewenangannya yang telah dibagi berdasarkan urusan
pemerintahan konkuren diwajibkan menyusun perencanaan Pembangunan
Daerah yang disusun secara berjenjang meliputi rencana pembangunan
jangka panjang Daerah, RPJMD dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat
Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka
pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang
disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang
Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
Penyusunan RPJMD dilakukan untuk menjamin kesinambungan
Pembangunan Daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut
kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan
masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan
publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 60
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LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari Pembangunan
nasional yang dilaksanakan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan publik, serta daya saing daerah dengan memperhatikan
prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah sesuai kewenangannya
yang telah dibagi berdasarkan urusan pemerintahan konkuren diwajibkan
menyusun perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara berjenjang
meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada tanggal 27 November 2024 Kabupaten Sumedang telah
melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk periode Tahun 2025-
2029 yang diselenggarakan serentak secara nasional. Berdasarkan hasil
Pemilihan Kepala Daerah, maka ditetapkan pasangan Dr. H. Dony Ahmad
Munir, ST., M.M. sebagai Bupati dan M. Fajar Aldila, S.H., M.Kn sebagai Wakil
Bupati terpilih untuk periode tahun 2025 - 2029 dan telah dilantik pada tanggal
20 Februari 2025.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang —Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka Pemerintah
Kabupaten Sumedang berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah untuk periode Tahun 2025-2029 dan ditetapkan dengan
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Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih
dilantik.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah
dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat
indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman
pada RPJPD, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029
dilakukan untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama
dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung
menyentuh kebutuhan Masyarakat, baik pada aspek pembangunan,

pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa RPJMD
disusun secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif,
terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan dengan
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teknokratik, partisipatif,
politik, dan atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dalam
penyusunan RPJMD menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk
mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif
dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui
pelaksanaan konsultasi publik. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas
dimaksudkan bahwa RPJMD disusun dengan memperhatikan harapan
masyarakat di seluruh kabupaten yang diselaraskan dalam musyawarah
pembangunan dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) RPJMD yang bertujuan pada percepatan pembangunan daerah
dengan memperhatikan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Adapun
pendekatan politik dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala
Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka

menengah yang dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
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(DPRD).

Lebih lanjut, secara substansi penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang
Tahun 2025-2029 menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan
spasial. Pendekatan holistik-tematik bermakna dilakukannya penanganan
menyeluruh dan terfokus pada pencapaian program prioritas sehingga kegiatan
yang dilaksanakan betul-betul ditujukan untuk terwujudnya misi. Pendekatan
integratif bermakna adanya keterpaduan seluruh program yang saling
memperkuat dan selaras antara organisasi perangkat daerah dalam mencapai
program prioritas daerah. Adapun pendekatan spasial bermakna program
prioritas direncanakan berdasarkan data dan informasi yang akurat sehingga

memudahkan proses integrasi dan pemantauan di lapangan.

Pemerintah Pusat melaui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029 menyatakan bahwa sesuai dengan Undang — Undang
Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan penyusunan RPJMD wajib
selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 yang di
dalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik
Indonesia Tahun 2025 - 2029, dengan mempertimbangkan semangat otonomi
daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal, serta untuk memastikan
kesinambungan Pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada

Masyarakat, pasca pemilihan kepala daerah serentak.

Dalam upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah
daerah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, penyusunan
rancangan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dilaksanakan
dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah melalui pendekatan
manajemen stratejik, logic model, berfikir sistem, dan sistem dinamik, untuk
mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selain menjabarkan visi,
misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus
juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan
pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program
Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) yang
dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2025
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-2029.

Adapun tata cara yang dilakukan dalam penyusunan RPJMD Tahun
2025-2029 selain berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 juga memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Adapun tata cara
penyusunan RPJMD meliputi: persiapan penyusunan; pembahasan Visi dan
Misi secara Teknoktratik; penyusunan rancangan awal; pelaksanaan Forum
Konsultasi Publik; penyusunan rancangan; pelaksanaan Musrenbang;
perumusan rancangan akhir; dan penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD
Tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 merupakan
penjabaran periode pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 dan menjadi acuan dalam
penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029. Sehingga,
penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 2025-2029 berfokus pada
perincian substansi perencanaan pembangunan lima tahunan tahap pertama

RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045.

Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029
mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Sebagai media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih
yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;

2. Pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun dan rencana tahunan
(RKPD);

3. Merupakan ruang politis bagi kepala daerah terpilih dan DPRD, yang akan
berdampak tidak baik apabila tidak dapat tercapai;

4. Alat atau instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA);

5. Pedoman penilaian keberhasilan Pemerintahan daerah sesuai amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaran Pemerintahan Daerah; dan

6. Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Perangkat Daerah

selama 5 tahun.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan
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Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029

berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai

berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
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9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 50359) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
193);

14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);

16. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik

I-6 |[RPJMD KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029



Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6987);

17. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana
sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5041);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6133);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang
Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 259);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang
Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan
Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan
Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 19);

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 17
Nomor 1312);
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan
dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja
dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya
Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1419);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2050
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 231);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 4);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
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45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ..... Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor ....);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Sumedang Puseur Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Bina
Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sumedang Tahun
2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2043
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 11);
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Grand Design
Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2030 (Berita Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2025 Nomor 18).

1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah Lainnya
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RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen
perencanaan pembangunan daerah sebagai satuan kesatuan yang tidak
terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan pembangunan Nasional. Hubungan antara RPJMD dengan

dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut:

RTRW PROVINSI 4“7 RTRW KAB/KOTA

KLHS RPJMD

mempedomani
mempedomani

RANTEK RPIMD

mempedomani
mempedomani

RIPJPID RIPJPID

SHED mempeceman RHIFD RANTEK RPIMD
PROVINSI dilakukan simultan KAB/KOTA v

mempedomani
mempedomani

memperhatikan RPIMD
PROVINSI KAB/KOTA

EVALUASI CAPAIAN
PEMBANGUNAN 5
TAHUN TERAKHIR

EVALUASI CAPAIAN
PEMBANGUNAN 5
TAHUN TERAKHIR

emperhatikan
simultan
Itan

emperhatikan

simul

E' £
RENSTRA PD memperhatikan RENSTRA PD DOKUMEN
PROVINSI KAB/KOTA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAN SEKOTRAL

mempedomani
memperhatikan
memperhatikan
mempedomani

DOKUMEN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAN SEKOTRAL
LAINNYA

DOKUMEN DOKUMEN
MANAJEMEN RISIKO MANAJEMEN RISIKO
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN

LAINNYA

Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan
dan Sektoral Lainnya

(Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025)

Dokumen perencanaan sektoral lainnya yang dimaksud pada Gambar 1.1
antara lain Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA),
Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) dan Rencana

Penanggulangan Bencana.

1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan
RPJMN Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD diselaraskan dengan RPJM Nasional sebagaimana
telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-
2029. Hal ini dilakukan menyelaraskan kinerja dan periodesasi serta
mendukung pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh
belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (Quick

Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
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Periode 2025-2029.

1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan
RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045

Penyusunan RPJMD sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 merupakan tahap
pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-

2045.

PERWUJUDAN
CAPAIAN
2035-2039 PEMBANGUNAN
OPTIMALISAS! DAERAH
PEMBANGUNAN

DAERAH

2030-2034

AKSELERASI
PEMBANGUNAN

2025-2029 DAERAH

PENGUATAN PONDASI
PEMBANGUNAN
DAERAH

Gambar 1.2 Tahapan Pembangunan RPJPD Kabupaten Sumedang
Tahun 2025-2045
(Sumber : Perda RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045)

Pada Tahap Pertama ini adalah merupakan penguatan modalitas/sumber
daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pembangunan ke depan. Penguatan ini
dilakukan dengan menjaga kesinambungan pembangunan yang telah

dihasilkan dan meningkatkan capaian kinerja yang belum optimal.
Adapun upaya penguatan fondasi ini meliputi:

1. Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan dalam menunjang
Pembangunan Sumber Daya Manusia Berakhlak, Berkarakter, Berkualitas,
dan Inklusif;

Penguatan Produksi dan Produktivitas sektor Ekonomi Primer;

3. Penataan kelembagaan, regulasi, digitalisasi, dan pemberdayaan
masyarakat sipil yang Berintegritas, Kolaboratif dan Inovatif;

4. Penyelenggaraan Transformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Ideologi,

Politik, Hukum dan Keamanan Daerah;
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Peningkatan akses terhadap nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan;
Peningkatan Infrastruktur Dasar yang berkualitas;

Rehabilitasi sarana dan prasarana pelayanan dasar;

® N o o

Penataan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan.

1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045

Tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun
2025-2029 memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Hal
ini memastikan bahwa pembangunan di tingkat kabupaten telah sejalan dengan
arah pembangunan terutama dalam mendukung target kinerja Indikator Utama
Pembangunan (IUP) yang telah tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat
Tahun 2025-20209.

1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan
RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029
memperhatikan RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 yang memberi
acuan mengenai struktur dan pola ruang terkait dengan rencana pelaksanaan
program-program pembangunan, agar kebijakan dan sasaran dalam Rancangan

RPJMD selaras dan tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW.

1.3.5. Hubungan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

RPJMD dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat
ujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam
rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan
pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah,

yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

1.3.6. Hubungan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RPJMD dijabarkan kedalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) yang disusun setiap tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi
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daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

1.3.7. Hubungan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Sumedang
Tahun 2025-2029

Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029
memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten
Sumedang tahun 2025-2030. Hal ini bertujuan agar dapat tercipta keselarasan
antara kebijakan, rencana, dan program pembangunan dengan kaidah
pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu mengelola potensi yang

menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB)/ Sustainable Development Goals
(SDG’s) Strategis untuk KLHS RPJMD Kabupaten Sumedang merupakan hasil
analisis dari capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), kondisi
muatan lingkungan hidup dan dokumen-dokumen perencanaan publik di
Kabupaten Sumedang, serta telah didiskusikan bersama Pokja KLHS dan
Konsultasi Publik untuk menyepakati isu PB strategis pada KLHS RPJMD
Kabupaten Sumedang tahun 2025-2030. Disepakati bahwa terdapat 6 (enam)

isu PB strategis di Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

1. Perlindungan dan bantuan sosial, serta mitigasi bencana yang belum
maksimal dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan ketahanan
keluarga (berkaitan dengan TPB 1 dan TPB 13);

2. Infrastruktur dasar yang belum memadai seperti akses air bersih dan
sanitasi, tempat tinggal layak, konektivitas transportasi, ketenagalistrikan,
jaringan internet serta pengelolaan sampah dan limbah (berkaitan dengan
TPB 6, TPB 9 dan TPB 11);

3. Minimnya ekosistem ekonomi berbasis teknologi dan pembangunan
berkelanjutan serta rendahnya produktivitas sektor ekonomi primer dan
daya tarik pariwisata (berkaitan dengan TPB 8);

4. Belum optimalnya sarana prasarana dan pelayanan cakupan akses
kesehatan, pengendalian dan pencegahan stunting, penyakit menular, serta
kapasitas tenaga kesehatan yang masih rendah dan belum merata

(berkaitan dengan TPB 3);

I-14 |RPJMD KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029



5.

Kualitas regulasi dan koordinasi perencanaan dan pengelolaan wilayah yang
kurang mendukung upaya pelestarian keanekaragaman hayati (berkaitan
dengan TPB 15 dan TPB 16);

Belum meratanya akses dan kualitas pendidikan serta perlunya
peningkatan pelestarian budaya dan kearifan lokal (berkaitan dengan TPB

4).

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029

adalah untuk mewujudkan suatu perencanaan yang berkualitas dengan

mengintegrasikan antara kebijakan pembangunan nasional, provinsi maupun

daerah sehingga mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi

oleh daerah serta mencapai visi dan misi Bupati.

Adapun tujuan disusunnya RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-

2029 adalah:

1.

10.

11

12.

Menjabarkan Visi, Misi, dan program kerja Kepala Daerah ke dalam
kebijakan pembangunan yang terukur dan realistis;

Menyelaraskan Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah;
Menetapkan Prioritas Pembangunan Daerah;

Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah
(Renstra PD);

Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD setiap tahunnya;

Menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam melaksanakan monitoring,
pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;

Menjadi dasar dalam upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui
sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing para pemangku
kepentingan di Kabupaten Sumedang;

Memberikan arah pada keseimbangan lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata
kelola hukum dalam pembangunan yang berkelanjutan;

Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan
pembangunan dengan pemerintah daerah sekitar dan pemerintah pusat;

Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan;

. Memberikan kepastian ruang bagi partisipasi pemangku kepentingan

pembangunan daerah secara proporsional dan profesional;
Mengarahkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan,

dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika Penulisan
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Sistematika RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 disusun

berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, sebagai

berikut:

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan,
Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan
pembangunan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika

penulisan.
Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menyajikan data-data dan informasi dengan pendekatan 4
(empat) yaitu Aspek Geografi dan Demografi; Aspek Kesejahteraan
Masyarakat; Aspek Daya Saing Daerah; dan Aspek Pelayanan
Umum serta hasil evaluasi capaian pembangunan daerah 5 (lima)
tahun terakhir. Gambaran keuangan daerah yang meliputi
realisasi APBD, Neraca daerah tahun 2020-2024 dan proyeksi
keuangan daerah Tahun Anggaran 2026-2030; serta permasalahan

dan isu strategis.
Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini terdiri dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Strategi,

Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.

Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Bab ini menjelaskan tentang rencana Program Perangkat Daerah
dalam mencapai kinerja pembangunan daerah Tahun 2025-2030.
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk penentuan
target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) serta penentuan target
penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja

Daerah (IKD).
Penutup

Bab ini Dberisi Kesimpulan penting substansial, kaidah

pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap
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perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai

bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.
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BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Secara geografis, Kabupaten Sumedang berada pada posisi koordinat
06034°46,18”-7000°56,25” Lintang Selatan dan 107001’45,63”- 108012°59,04”

Bujur Timur (Gambar 2.1).

L' PETA ADMINISTRASI KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT e

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Sumedang
(Sumber: RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038)

Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Sumedang adalah sebagai
berikut:

a) Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu;

b) Sebelah Timur : Kabupaten Majalengka dan Kabupaten
Tasikmalaya;

c) Sebelah Barat : Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung; dan

d) Sebelah Selatan : Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung.

Luas wilayah Kabupaten Sumedang berdasarkan RTRW Kabupaten
Sumedang Tahun 2018-2038 adalah 155.872 (seratus lima puluh lima ribu
delapan ratus tujuh puluh dua) Ha yang terdiri dari 26 kecamatan dan terbagi

menjadi 270 desa dan 7 (tujuh) kelurahan. Kecamatan dengan wilayah terluas
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adalah Kecamatan Jatigede sebesar 11.392 Ha, dan luasan terkecil adalah
Kecamatan Cisarua sebesar 1.452 Ha. Adapun luas wilayah per Kecamatan,

sebagaimana Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan
di Kabupaten Sumedang

No Kecamatan Luas (Ha) | Desa | Kelurahan Persentase (%)
1 | Wado 7.331 10 4,71%
2 | Jatinunggal 6.322 9 4,05%
3 | Darmaraja 5.413 12 3,47%
4 | Cibugel 5.004 7 3,21%
5 | Cisitu 6.410 10 4,10%
6 | Situraja 5.668 15 3,64%
7 | Conggeang 11.186 12 7,20%
8 | Paseh 3.387 10 2,17%
9 | Surian 7.630 9 4,90%
10 | Buahdua 11.156 14 7,15%
11 | Tanjungsari 4.325 12 2,77%
12 | Sukasari 3.904 7 2,50%
13 | Pamulihan 5.377 11 3,44%
14 | Cimanggung 4.305 11 2,76%
15 | Jatinangor 2.570 12 1,64%
16 | Rancakalong 5.605 10 3,59%
17 | Sumedang Selatan 9.675 10 4 6,20%
18 | Sumedang Utara 3.141 10 3 2,01%
19 | Ganeas 2.531 8 1,62%
20 | Tanjungkerta 4.399 12 2,82%
21 | Tanjungmedar 6.687 9 4,29%
22 | Cimalaka 4.763 14 3,05%
23 | Cisarua 1.452 7 0,93%
24 | Tomo 7.541 9 4,87%
25 | Ujungjaya 8.692 9 5,61%
26 | Jatigede 11.394 11 7,31%
Jumlah 155.868 270 7 100%

Sumber: Perda No 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1.1. Aspek Geografi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berupa perbukitan dan
pegunungan kecuali di sebagian kecil wilayah utara Kabupaten Sumedang.

Dataran paling rendah yang terdapat di Kabupaten Sumedang ketinggiannya
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mencapai 26 meter di atas permukaan laut dengan puncak tertinggi adalah

puncak gunung Tampomas dengan ketinggian sekitar 1.684 meter di atas

permukaan laut.

1.

0-8%, merupakan daerah datar hingga berombak dengan luas area sekitar
12,24%. Kemiringan wilayah dominan di bagian timur laut, barat laut, barat
daya serta kawasan per kabupaten-an,;

8-15%, merupakan daerah berombak sampai bergelombang dengan area
sekitar 5,37%. Kemiringan wilayah dominan di bagian tengah ke utara, barat
laut dan bagian barat daya;

15-25%, merupakan daerah bergelombang sampai berbukit dengan
komposisi area mencakup 51,68%. Kemiringan lereng tipe ini paling
dominan di wilayah Kabupaten Sumedang. Persebarannya berada di bagian
tengah sampai ke tenggara, bagian selatan sampai barat daya dan bagian
barat;

25-40%, merupakan daerah berbukit sampai bergunung dengan luas area
sekitar 31,58%. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten
Sumedang bagian tengah, bagian selatan dan bagian timur;

Lebih dari kemiringan 40%, merupakan daerah bergunung dengan luas area
mencakup sekitar 11,36%. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah

Kabupaten Sumedang bagian selatan, bagian timur dan bagian barat daya.

Peta Kemiringan Kabupaten Sumedang yang bersumber dari RTRW

Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 diperlihatkan pada Gambar 2.2 di

bawah ini.

Gambar 2.2 Peta Kemiringan Lahan di Kabupaten Sumedang

(Sumber: Perda No 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038)
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Aspek hidrologi suatu wilayah sangat diperlukan di dalam pengendalian
dan pengaturan tata air wilayah. Wilayah Sungai (WS) Kabupaten Sumedang
sebagian besar merupakan jaringan lintas kabupaten, yaitu sungai yang hulu
atau hilirnya berada di antara Wilayah Kabupaten Sumedang dengan wilayah

kabupaten tetangga. Wilayah Sungai tersebut meliputi:

1. WS Cipunagara terkait dengan Kabupaten Subang adalah Sungai
Cipunagara;

2. WS Cipanas terkait dengan Kabupaten Indramayu dan Kabupaten
Majalengka adalah Sungai Cipanas, Sungai Cigalagah, dan Sungai
Cikandung;

3. WS Citarum terkait dengan Kabupaten Bandung adalah Sungai Cikeruh dan
Sungai Citarik (relatif kecil);

4. WS Cimanuk terkait dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Majalengka

adalah Sungai Cipelang, Sungai Cimanuk, dan Sungai Cilutung.

@ PETA HIDROLOGI KABUPATEN SUMEDANG

Gambar 2.3 Peta Hidrologi Kabupaten Sumedang

(Sumber: Perda No 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038)

Berdasarkan hidrogeologinya, aliran-aliran sungai besar di wilayah
Kabupaten Sumedang bersama anak-anak sungainya membentuk pola Daerah
Aliran Sungai (DAS) yang terdiri dari 4 (empat) DAS dengan 6 (enam) Sub DAS,

yaitu:
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1. DAS Cimanuk meliputi Sub DAS Cimanuk Hulu, Sub DAS Cipeles, Sub DAS
Cimanuk Hilir, dan Sub DAS Cilutung;
DAS Citarum meliputi Sub DAS Citarik;
DAS Cipunagara meliputi Sub DAS Cikandung; dan
DAS Cipanas.

2.1.1.1.1. Posisi Strategis Kabupaten Sumedang

Kabupaten Sumedang memiliki kondisi geo-economy yang terletak di
koridor ekonomi Jawa yaitu diantara 3 (tiga) kota metropolitan meliputi Jakarta
Raya, Bandung Raya, dan Cirebon Raya, yang merupakan posisi strategis bagi
Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang juga berada pada lokasi yang
sangat strategis bagi perekonomian nasional, karena sebagian wilayahnya
masuk dalam Kawasan Cekungan Bandung yang telah ditetapkan menjadi
Kawasan Strategis Nasional (KSN) oleh Pemerintah Pusat berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang
Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dan juga sebagai penyangga Ibukota

Provinsi.

Kabupaten Sumedang juga masuk kedalam kawasan pengembangan baru
berbasis perkotaan Inti Cirebon-Patimban-Kertajati yang selanjutnya disebut
REBANA yang didalamnya meliputi 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yaitu Subang,
Indramayu, Cirebon, Majalengka, Kuningan, Cirebon, Sumedang dan Kota
Cirebon berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang

Percepatan Pembangunan Kawasan REBANA dan Jawa Barat Bagian Selatan.
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Gambar 2.4 Posisi Strategis Kabupaten Sumedang
(Sumber: RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045)
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Seiring dengan pembangunan berbagai proyek strategis di Kabupaten
Sumedang, maka saat ini Kabupaten Sumedang mempunyai posisi strategis
terhadap wilayah yang ada di sekitarnya. Keberadaan Waduk Jatigede telah

menjadi potensi sumber daya air dengan peran antara lain:

1. Pengatur tata air (banjir, kekeringan) di daerah hilir DAS Cimanuk (Cirebon,
Indramayu).
Sumber air baku untuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cirebon Raya.

3. Waduk Jatigede menjadi sumber irigasi untuk pertanian daerah hilir DAS
Cimanuk, yang juga ditetapkan sebagai wilayah penumpu ketahanan

pangan nasional.
2.1.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Secara umum ada dua pandangan terhadap sumberdaya alam yakni yang
pertama adalah pandangan konservatif yang disebut juga sebagai pandangan
pesimis atau perspektif Malthusian dan pandangan eksploitatif atau perspektif
Ricardian (Fauzi A, 2010). Perspektif Malthusian memandang bahwa risiko akan
terkurasnya sumberdaya alam sehingga sumberdaya alam harus dimanfaatkan
secara hati-hati karena adanya faktor ketidakpastian terhadap apa yang akan
terjadi pada sumberdaya alam untuk generasi mendatang. Sedangkan

perspektif Ricardian memandang bahwa sumberdaya alam:

1. Dianggap sebagai “mesin pertumbuhan” yang mentransformasikan
sumberdaya ke dalam “manmade capital” yang pada gilirannya akan
menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi di masa yang akan datang;

2. Adanya keterbatasan dari sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan

ekonomi dapat disubstitusikan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi;

Jika sumberdaya menjadi langka, hal ini akan tercermin dalam dua
indikator ekonomi, yakni meningkatnya baik harga output maupun biaya
ekstraksi per satuan output. Meningkatnya harga output akibat meningkatnya
biaya per satuan output akan menurunkan permintaan terhadap barang dan
jasa yang dihasilkan oleh sumberdaya alam. Di sisi lain peningkatan harga
output menimbulkan insentif kepada produsen sumberdaya alam untuk
meningkatkan suplai. Namun karena ketersediaan sumberdaya yang terbatas,
kombinasi dampak harga dan biaya akan menimbulkan insentif untuk mencari
sumberdaya substitusi dan peningkatan daur ulang. Selain itu kelangkaan juga
akan memberikan insentif untuk mengembangkan inovasi-inovasi seperti

pencarian deposit baru, peningkatan efisiensi produksi dan peningkatan
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teknologi daur wulang sehingga dapat mengurangi tekanan terhadap

pengrusakan sumberdaya alam.

Terkait dengan hal di atas potensi sumberdaya alam dapat diartikan
sebagai segala kekayaan alam yang dapat dimanfaatkn untuk memenuhi
kebutuhan hidup manusia yang meliputi sumberdaya hayati, non hayati,

energi, ruang dan waktu.

Kabupaten Sumedang yang merupakan salah satu kabupaten yang
berbatasan langsung dengan Ibukota Provinsi Jawa Barat menyimpan cukup
banyak potensi sumber daya alam, diantaranya adalah potensi di sektor

pariwisata, kehutanan, pertambangan, pertanian dan lain-lain.
A. Pariwisata

Kabupaten Sumedang saat ini sudah memiliki Perencanaan
Pengembangan Kepariwisataan di Kabupaten Sumedang yang ditetapkan
melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Kabupaten Sumedang Tahun
2021-2025 sebagai upaya mendorong pengembangan Pariwisata di Kabupaten
Sumedang dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 177 Tahun 2022 tentang
Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata sehingga bisa menjadi pedoman

bagi penyelenggaraan desa wisata di Kabupaten Sumedang.

Wisata alam sebagai salah satu wisata yang memanfaatkan unsur-unsur
daya tarik alam dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik itu
alami maupun budidaya sebagai daya tarik wisata cukup dominan di
Kabupaten Sumedang disamping wisata lain seperti wisata sejarah, wisata
budaya, wisata kuliner, wisata edukasi, wisata olahraga dan wisata minat
khusus. Keberadaan pariwisata wisata alam di Kabupaten Sumedang tersebar

di beberapa kecamatan, seperti yang terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Sebaran Potensi Wisata Alam di Kabupaten Sumedang

No Nama Kecamatan Jumlah Wisata Alam
1 | Buahdua 2

2 | Cibugel 1

3 | Cimalaka 3

4 | Cimanggung 8

5 Cisarua -

6 Cisitu 5

7 | Conggeang 2
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No Nama Kecamatan Jumlah Wisata Alam

8 Darmaraja 1
9 Ganeas 1
10 | Jatigede 3

11 | Jatinangor -

12 [ Jatinunggal -

13 | Pamulihan 1

14 | Paseh -

15 | Rancakalong -

16 | Situraja 4

17 | Sukasari 1

18 | Sumedang Utara -

19 | Sumedang Selatan 10

20 | Surian -

21 | Tanjungkerta 1
22 | Tanjungmedar 1
23 | Tanjungsari 5
24 | Tomo -

25 | Ujungjaya -

26 | Wado -

Sumber. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
Sumedang, 2024 (diolah)

Perkembangan jumlah wisatawan mancanegara dan domestik di
Kabupaten Sumedang dari Tahun 2014-2023 menunjukkan trend meningkat
terutama pada tahun 2022 dan 2023. Penurunan jumlah pengunjung

puncaknya terjadi tahun 2021 dimana terjadi puncak pandemi Covid-19.

Tabel 2.3 Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di
Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024

Tahun | Mancanegara | Domestik Total
2020 7.784 874.038 881.822
2021 0 648.004 648.004
2022 11.410 1.248.543 1.259.953
2023 12.023 1.803.403 1.815.426
2024 13.721 1.810.983 1.824.704

Sumber. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)
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B. Kehutanan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana
tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
dikelola dan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Adapun
kewenangan yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah adalah pengelolaan

Taman Hutan Raya (Tahura).

Potensi kehutanan di Kabupaten Sumedang berupa Taman Hutan Raya
(Tahura), yaitu Tahura Gunung Palasari dan Tahura Gunung Kunci yang
merupakan salah satu kawasan konservasi di Sumedang dan berfungsi sebagai
kawasan  perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan
keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kedua gunung tersebut menjadi
kawasan taman hutan rakyat pada Tahun 2004 sehingga status kawasan
Gunung Kunci dan Gunung Palasari berubah fungsinya dari Kawasan Hutan
Produksi Terbatas menjadi Taman Hutan Raya yang pengelolaannya dilakukan

oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.692/Menhut-
I1/2009, kawasan Tahura Gunung Kunci dan Gunung Palasari telah ditetapkan
menjadi Taman Hutan Raya. Adapun luas Gunung Kunci sebesar 3,2 hektar
sedangkan Tahura Gunung Palasari luasnya 32,89 hektar. Saat ini Tahura di
Kabupaten Sumedang merupakan tempat tumbuh dan pelestarian alam
beberapa spesies flora seperti akasia (Acacia mangium), Eboni (Diospyros
celebica), Jati (Tectona grandis) dan Pinus (Pinus merkusii) serta beberapa
spesies fauna seperti Burung Kutilang (Pycnonotus sp.), Elang, Ular Bido

(Spilornis cheela) dan Tekukur.

Selain kawasan Tahura Gunung Kunci dan Gunung Palasari, di
Kabupaten Sumedang, kawasan hutan yang potensial untuk dikembangkan
adalah kawasan hutan yang pengelolaannya oleh Perum Perhutani dan Balai
Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Kementerian Kehutanan RIL
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022
tentang RTRW Provinsi Jawa Barat tahun 2022-2042, terdapat beberapa
kawasan konservasi di Kabupaten Sumedang. Tabel 2.4 merupakan daftar

kawasan konservasi beserta luasannya di Kabupaten Sumedang.
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Tabel 2.4 Kawasan Konservasi di Kabupaten Sumedang

Masigit Kareumbi

2. | Kecamatan

No. | Kawasan Konservasi Kecamatan Luas (Ha)
1 | Cagar Alam Gunung 1. | Kecamatan Jatigede | 133,64 Ha
Jagat (Sumber: SK Menteri
2. | Kecamatan Kehutanan Nomor 3585
Jatinunggal Tahun 2014)
2 | Taman Buru Gunung | 1. | Kecamatan Cibugel 12.420,70 Ha

(Sumber: Keputusan

Menteri Kehutanan RI
Nomor 298 Tahun 2998)

Cimanggung

3. | Kecamatan Cisitu

4. | Kecamatan
Darmaraja

5. | Kecamatan Ganeas

6. | Kecamatan
Pamulihan

Kecamatan Situraja

8. | Kecamatan
Sumedang Selatan

3 | Taman Hutan Raya Kecamatan Sumedang Gunung Palasari: 31,22 Ha

Gunung Palasari dan | Selatan Gunung Kunci: 3,57 Ha

Gunung Kunci (Sumber: Peraturan
Daerah Kabupaten
Sumedang No. 10 Tahun
2011)

4 | Taman Wisata Alam 1. | Kecamatan 1.250 Ha
Tampomas Buahdua (Sumber: Keputusan
2. | Kecamatan Menteri Pertanian Nomor
Cimalaka 423 Tahun 1979)

3. | Kecamatan
Conggeang

4. | Kecamatan
Tanjungkerta

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sumedang 2025-2029

Cagar Alam Gunung Jagat ditetapkan sebagai cagar alam seluas 133,64
Ha berdasarkan Keputusan Menteri SK. 3585/Menhut-
VII/KUH/2014 tanggal 2 Mei 2014. CA Gunung Jagat ini berlokasi di

Kehutanan No.

Kecamatan Jatigede dan Kecamatan Jatinunggal. Jenis tumbuhan di CA
Gunung Jagat terbagi menjadi tiga, yaitu kelompok berkayu, kelompok Semak
belukar, dan golongan liana dan epiphyt. Beberapa contoh tumbuhan yang
terdapat di CA Gunung Jagat adalah Teureup (Artocarpus elastica), Kiara (Ficus
septica), Manglid (Manglietia glauca), Burahol (Stelechocarpus burahol), Bungur
(Lagerstroemia indica), Kesambi (Schleichera oleosa), Mindi (Melia azedarach),
Harendong (Melastoma malabathricum). Kelebahe (Ligodium clociatum), Owar
(Flagellatia indica), Areuy Gember (Vibraurea chololeuca), Anggrek Merpati

(Phalaenopsis amabilis), Kadaka (Drynaria sp), dan Ketongkeng (Telosna
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cordata). Sementara itu, beberapa satwa liar yang ada di Cagar Alam Gunung
Jagat diantaranya Macan Kumbang (Panthera pardus), Kucing Hutan (Felis
bengalensis), Kancil (Tragulus javanica), Jelarang (Ratufa bicolor), Kalong
(Pteropus vampyrus), Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis), Lutung
(Trachypitecus auratus), Trenggiling (Manis javanica), dan Elang Ruyuk (Spilomis

cheela bido).

Taman Buru Masigit Kareumbi (TBMK) adalah satu-satunya kawasan
konservasi dengan fungsi sebagai Taman Buru di Pulau Jawa, dengan luas
12.420,70 Ha, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan RI
Nomor: 298/KPTS-11/998 tanggal 27 Februari 1998 (KSDAE KLHK, 2018).
Taman Buru ini berada di bagian selatan Kabupaten Sumedang, mencakup
Kecamatan Cimanggung, Pamulihan, Sumedang Selatan, Garut, Cibugel,
Situraja, Cisitu, dan Kecamatan Darmaraja. Beberapa jenis tumbuhan yang ada
di TBMK adalah Rasamala (Altingia excelsa), Huru Dapung (Actinodaphne
glomerata), Beurying (Picus fistulosa), Jamuju (Podocarpus imbricatus), Puspa
(Schima wallichi), Manglid (Magnolia blumei), dan Mara (Macaranga rhizinoides).
Sementara itu, beberapa jenis satwa yang terdapat di TBMK adalah Kijang
(Muntiacus muntjak), Meong Congkok (Felis bengalensis), Owa Jawa (Hylobates
moloch), Burung Gosong (Megapodius reinwaratii), Saeran (Dicrurus
leucophaeus), Musang (Priomodon linsang), Macan Tutul (Panthera pardus ssp.

Pardus), dan Macan Kumbang (Panthera pardus ssp. Melas).

Adapun Kawasan Hutan Gunung Tampomas ditunjuk sebagai taman
wisata alam  berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian  Nomor:
423 /KPTS/UM/7/1979, tanggal 5 Juli 1979, dengan luas 1.250 Ha (BKSDA
Jabar, 2023). TWA ini berada di tengah agak utara Kabupaten Sumedang,
mencakup Kecamatan Buahdua, Cimalaka, dan Kecamatan Conggeang.
Beberapa jenis flora di TWA Tampomas adalah Pasang (Quercus sp), Puspa
(Schima walichii), Rasamala (Altingia excelsa), dan Saninten (Castanea
argentea). Sementara beberapa jenis satwa yang ditemukan di TWA Tampomas
adalah Kancil (Tragullus javanicus), Lutung (Trachypithecus auratus), Owa Jawa
(Hylobates moloch), Surili (Presbytis comata), Monyet Ekor Panjang (Macaca
fascicularis), Bultok (Megalaema zeylanica), dan Elang Jawa (Spizaetus bartelsi).
Selain itu, Kabupaten Sumedang juga memiliki Taman Hutan Raya Gunung
Gunung Palasari dan Gunung Kunci seluas 31,22 Ha, serta hutan lindung
seluas sekitar 9.204 Ha. Sebaran kawasan konservasi dan hutan lindung di

Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada berikut.
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Gambar 2.5 Peta persebaran kawasan hutan konservasi dan hutan lindung di
Kabupaten Sumedang dan sekitarnya tahun 2023

(Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023)

Potensi keanekaragaman hayati di Kabupaten Sumedang dapat dilihat
dari jasa lingkungan yang mendukung keanekaragaman hayati dengan
klasifikasi tinggi dan sangat tinggi, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.5.
Secara umum, lokasi dengan potensi keanekaragaman hayati tinggi di
Kabupaten Sumedang berada di sekitar kawasan konservasi dan hutan lindung.
Wilayah-wilayah ini meliputi penutup lahan seperti hutan rimba,
perkebunan/kebun, dan semak belukar. Potensi keanekaragaman hayati ini
membentuk sebuah kesatuan kawasan, sehingga sangat diperlukan kerjasama
dengan wilayah kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan Kabupaten
Sumedang dalam pengelolaannya. Contohnya adalah hutan lindung di barat
Kabupaten Sumedang yang merupakan satu kesatuan dengan hutan lindung di

Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang.
C. Pertanian

Pertanian dan peternakan merupakan salah satu urusan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah. Secara sub sektor, urusan pertanian terdiri
dari 5 (lima) sub sektor yaitu pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan
perikanan. Urusan pertanian di Kabupaten Sumedang memiliki potensi yang
besar karena didukung oleh kondisi agroekosistem yang cocok untuk
pengembangan komoditas pertanian. Selain itu juga sektor pertanian pun
menjadi salah satu sektor utama yang berperan terhadap kontribusi
perekonomian di Kabupaten Sumedang mengingat sebagian besar penduduk

bekerja di sektor pertanian.
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Grafik 2.1 Produksi Komoditas Pertanian di Kabupaten Sumedang (Ton)
Tahun 2020-2024
(Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sumedang, 2025)

Produksi komoditas pertanian di Kabupaten Sumedang tahun 2024 yang
mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 adalah komoditas jagung dan
hortikultura, sementara produksi padi dan tanaman lainnya secara umum
mengalami penurunan. Hal ini tidak terlepas dari alih fungsi lahan pertanian
yang salah satunya akibat perluasan permukiman dan adanya proyek strategis

nasional di Kabupaten Sumedang seperti Bendung Cipanas.

Hal ini berbeda dengan produksi komoditas perkebunan yang secara
akumulatif mengalami peningkatan dari 7.261 ton tahun 2023 menjadi 8.833
ton pada tahun 2024. Perkembangan produksi komoditas dapat dilihan pada
grafik dibawah ini.
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Grafik 2.2 Produksi Komoditas Perkebunan di Kabupaten Sumedang
Tahun 2020-2024 (Ton)

(Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sumedang, 2025)

Rincian produksi komoditas perkebunan tahun 2024 sebagaimana

disajikan pada table berikut.

II-13 |RPJMD KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029



Tabel 2.5 Rincian Produksi Komoditas Perkebunan di Kabupaten Sumedang
Tahun 2024 (Ton)

PRODUKSI (Ton)
Tanaman Tahunan Tanaman Semusim
s < ]
No Bulan o 5 Bl | o |<|s £ i :c | £ s % E . = || - . . E Jumiah
g ® |z|5| £ |88 = S| 5 |28 & e g ElE| o | 2| 8 3
< 8 g5 2 |22 & g | 2 |E|E| 3 3 N = . 5
3 g | @ $ £ | 2 =
1 3 5 6 8 9 10 1 | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 |lanuari 127,32 [ I 2,52 - -l 13866 5,26 - - - - - - - - 29,65 - - 131,08 434,50
2 |Pebruari 122,04 - - - 2,36 - - 134,36 551 - - - - - - - - 26,46 - - 446,24 736,97
3 |Maret 126,81 I 1,41 - - 136,88 533 - - - - - - - - 28,43 - - 112,36 411,22
Triwulan | 376,18 - - - 6,29 - - 409,90 16,10 - - - - - - - - 84,54 - - 689,68 1.582,69
4 |April 134,96 I 2,10 - .| 15821 5,19 - - - 50,97 14,09 - 4,39 - 36,38 - - 125,13 531,43
5 |Mei 126,43 - - - 1,76 - - 161,77 5,59 - - - 328,19 127,14 - 551 - 29,65 - - 79,58 865,63
6 Juni 125,92 285,49 - - 171 - - 147,55 533 - - - 474,39 120,29 - 2,05 - 26,75 0,01 - 79,48 1.268,95
Triwulan Il 387,32 285,49 - - 5,57 - - 467,53 16,11 - - - 853,55 261,52 - 11,95 - 92,77 0,01 - 284,19 2.666,02
7 uli 129,87 635,44 - - 163 - - 154,66 533 - - - 261,98 39,01 - - - 25,37 - - 26,86 1.280,14
8 |Agustus 133,11 33970 -| - 0,76 - -l 15821 546 - - - 17,70 975| 82,65 - - 21,70 - 129,60 545,98 1.444,63
9  |September 119,50 70,69 - - 0,65 - - 163,55 519 - - - - - 13,08 - - 20,48 - - 415,97 809,11
Triwulan Il 382,48 1.045,84 - - 3,04 - - 476,42 15,98 - - - 279,68 48,77 95,73 - - 67,55 -| 129,60 988,82 3.533,89
10  Oktober 134,62 - - - 1,24 - - 157,86 519 2,03 - - - - - - - 19,87 - - 79,27 400,09
11 November 130,09 [ I 1,39 - .| 15839 5,06 3,57 - - - - - - - 21,43 - - 9,20 329,13
12 Desember 132,81 - - - 1,46 - - 159,64 4,80 1,89 - - - - - - - 21,12 - - - 321,72
Triwulan IV 397,52 - - - 4,09 - - 475,88 15,06 7,50 - - - - - - - 62,42 - - 88,47 1.050,94
JUMLAH 154349 133132 -| -| 19,00 - -l 1.82973| 6324 7,50 - .| 113323| 31029| 9573| 11,95 .| 307,29 0,01| 129,60 2.051,17 8.833,53

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sumedang, 2025

Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2028 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2028-2038, luas lahan
peruntukan pertanian tanaman pangan seluas kurang lebih 30.069 Ha yang
didalamnya meliputi lahan beririgasi dan lahan tidak beririgasi yang tersebar di

wilayah Kabupaten Sumedang.
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Grafik 2.3 Perkembangan Luas Lahan Sawah di Kabupaten Sumedang
Tahun 2020-2023 (Ha)

(Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sumedang, 2025)
Penurunan luas lahan sawah di Kabupaten Sumedang terjadi hampir
merata di setiap kecamatan terutama di wilayah dengan jumlah penduduk
tinggi seperti Jatinangor, Cimanggung, Tanjungsari, Sumedang Utara dan
Sumedang Selatan serta di Kecamatan Conggeang akibat adanya

pembanguanan Bendung Cipanas.
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Pada sektor pertanian, Kabupaten Sumedang telah membuat kebijakan
terkait dengan perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan
melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan

ketahanan pangan dan kedaulatan pangan daerah.

Tabel 2.6 Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten
Sumedang Tahun 2023

Luas (Ha)
No Kecamatan
Sawah Tegalan LP2B LCP2B
1 | Buahdua 2.188,90 91,85 1.283,02 24,53
2 | Cibugel 576,32 912,10 346,68 555,33
3 | Cimalaka 838,22 107,11 639,03 14,65
4 Cimanggung 390,16 797,13 330,78 644,96
5 | Cisarua 461,45 6,95 384,39 6,67
6 | Cisitu 984,53 313,39 690,94 179,23
7 Conggeang 1.676,11 150,56 1203,03 93,51
8 Darmaraja 755,39 67,46 246,33 1,10
9 Ganeas 592,17 39,95 356,93 1,41
10 | Jatigede 1011,92 306,10 330,66 77,20
11 | Jatinangor 346,78 392,91 106,02 123,47
12 [Jatinunggal 2325,23 275,17 1174,14 40,23
13 [ Pamulihan 627,85 1.399,42 536,00 1.041,38
14 | Paseh 1.072,34 38,71 836,85 23,74
15 | Rancakalong 1.012,58 406,78 890,55 337,49
16 | Situraja 1.166,39 129,00 899,47 91,13
17 | Sukasari 525,40 837,05 356,04 111,70
18 | Sumedang Selatan 1.307,08 298,05 647,20 80,29
19 [ Sumedang Utara 720,14 99,17 355,77 30,76
20 | Surian 805,45 166,47 343,74 109,76
21 | Tanjungkerta 1.505,54 93,49 1.224,56 65,42
22 | Tanjungmedar 1.315,79 1.100,29 1.070,22 818,41
23 | Tanjungsari 578,88 627,08 334,22 363,46
24 | Tomo 1.007,35 112,97 480,89 33,88
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Luas (Ha)
No Kecamatan
Sawah Tegalan LP2B LCP2B
25 | Ujungjaya 2.587,53 77,90 16,26 0
26 | Wado 899,34 883,39 538,86 633,41
Total 27.278,85 9,730,43 15.649,61 5.503,13

Sumber. Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang, 2024

Lahan pertanian di perkotaan semakin sempit seiring dengan
pertambahan penduduk perkotaan, sedangkan kebutuhan untuk konsumsi
hasil pertanian cukup tinggi. Wilayah perkotaan memiliki ketergantungan hasil
pertanian dari daerah lain, sehingga urban farming menjadi salah satu solusi
dalam mengurangi ketergantungan tersebut sekaligus membantu pengendalian
inflasi, mengembangkan ekonomi lokal, efisiensi biaya transportasi,
meningkatkan partisipasi masyarakat/komunitas, dan meningkatkan kualitas
lingkungan perkotaan.

Beberapa aktivitas yang tergolong urban farming antara lain berkebun
sayuran di taman kota, atap bangunan, atau dalam ruang tertutup seperti
rumah kaca. Kegiatan yang dilakukan pada wurban farming selain budidaya
tanaman, dapat juga berupa usaha peternakan. Meski hanya dilakukan di
beberapa wilayah perkotaan, pelaku usaha urban farming cukup banyak, yaitu
sebesar 146 Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) dan 146 unit Usaha
Pertanian Perorangan (UTP). Kegiatan urban farming tersebar di seluruh
Kecamatan di Kabupaten Sumedang. Pelaku kegiatan urban farming paling

banyak berada di Kecamatan Tanjungsari sebanyak 41 RTUP dan 41unit UTP.
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Grafik 2.4 Jumlah Rumah Tangga dan Usaha Pertanian Perorangan Urban
Farming Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2023

(Sumber: Sensus Pertanian, BPS (2023))

Selain sub sektor pangan, sub sektor peternakan di Kabupaten Sumedang
juga pada periode tahun 2020-2024 secara total menghasilkan komoditas
daging, telur dan susu yang terus meningkat, dengan produksi daging menjadi

komoditas yang paling signifikan kenaikannya.
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Grafik 2.5 Produksi Komoditas Peternakan Kabupaten Sumedang
Tahun 2020-2024 (Ton)

(Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Sumedang, 2025)

Untuk sub sektor perikanan di Kabupaten Sumedang juga pada periode
tahun 2020-2024 menghasilkan komoditas ikan konsumsi yang terus
meningkat. Pada tahun 2024 produksi ikan mencapai 10.568,33 ton dengan

peningkatan signifikan pada komoditas perikanan budidaya.
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Grafik 2.6 Produksi Komoditas Ikan Konsumsi Tahun 2019-2024 (Ton)
(Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Sumedang, 2025)

D. Geothermal (Panas Bumi)

Panas bumi merupakan salah satu energi terbarukan yang ada di
Indonesia yang telah dimanfaatkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas
Bumi (PLTP). Negara yang memiliki kapasitas kebangkitan dari PLTP yang besar
adalah sebagai berikut (Bertani, 2012): (1) Amerika Serikat, dengan kapasitas
PLTP sebesar 3.093 MW, (2) Philipina, dengan kapasitas PLTP sebesar 1.904
MW, dan (3) Indonesia, dengan kapasitas PLTP sebesar 1.197 MW.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas
Bumi. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air
panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang
secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi. Dickson
& Fanelli (2004) mendefinisikan panas bumi adalah panas yang terkandung

dalam bumi yang terjadi akibat fenomena geologi.

Secara umum pemanfaatan panas bumi terdiri atas dua jenis, yaitu
pemanfaatan langsung dan pemanfaatan tidak langsung. Panas bumi telah
dimanfaatkan sampai dengan saat ini, baik untuk pemanfaatan langsung
maupun pemanfaatan tidak langsung yaitu untuk pembangkit listrik
(Fridleifsson, 2001). Pemanfaatan langsung panas bumi dapat dimanfaatkan
untuk berbagai macam kegiatan, antara lain pertanian, perikanan dan wisata.
Pemanfaatan langsung panas bumi temperatur 20°c hingga lebih dari 100°C.
Sesuai perkembangan teknologi saat ini, pemanfaatan langsung panas bumi ini
dapat juga untuk pembangkit listrik. Air panas yang berasal dari manifestasi

panas bumi dapat digunakan untuk menghasilkan listrik.
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Kabupaten Sumedang memiliki potensi panas bumi yang signifikan,
terutama di wilayah Gunung Tampomas. Kajian Badan Geologi menunjukkan
bahwa Gunung Tampomas memiliki sumber daya panas bumi sebesar 100
megawatt (MW) dengan rencana pengembangan PLTP sebesar 55 MW. Gunung
Tampomas telah ditetapkan menjadi salah satu Wilayah Kerja Panas Bumi
(WKP) di Jawa Barat. Pemerintah telah merencanakan tahap eksekusi
pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang juga
menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Sumedang.

Gambar 2.6 Lokasi Geothermal (Panas Bumi) Gunung Tampomas
Kabupaten Sumedang

(Sumber: Bappppeda Sumedang 2024 (diolah))

E. Sumberdaya Air

Wilayah Kabupaten Sumedang terbagi habis oleh dua Daerah Aliran
Sungai (DAS), yakni DAS Cimanuk yang berada bagian di Timur dan DAS
Citarum yang berada di bagian barat Kabupaten Sumedang dengan kewenangan
pengelolaannya untuk DAS Cimanuk di bawah Balai Besar Wilayah Sungai
(BBWS) Cimanuk Cisanggarung dan DAS Citarum oleh BBWS Citarum.

Saat ini di kedua DAS tersebut sudah terbangun 3 bendungan besar yang
juga merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN). Bendungan di DAS Cimanuk

terdiri dari:

1. Bendungan Jatigede: Untuk pemenuhan kebutuhan air baku pertanian
seluas +90.000 Ha di wilayah Cirebon, Indramayu, dan Majalengka
Pengendalian banjir seluas +14.000 Ha dan sumber pemasok PLTA sebesar

110 MW (Jawa — Bali)
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2. Bendungan Cipanas: mempunyai kapasitas 190,52 juta m® dengan luas
genangan 1.315,95 hektar, dibangun untuk meredam banjir hingga 487,75
m?®/detik. Bendungan ini juga mengairi 9.273 hektar irigasi, menyuplai 850
liter/detik air baku (250 liter/detik untuk Kabupaten Indramayu dan 600
liter/detik untuk Kabupaten Sumedang), serta potensial untuk

menghasilkan listrik 3 MW dan fungsi lainnya.

Adapun untuk bendungan di DAS Citarum yakni di sungai Cipunagara
telah berdiri Bendungan Sadawarna yang sangat potensial bisa mengairi areal
irigasi seluas 4.500 Ha, air baku 0,12 m3/detik, dan mereduksi banjir 117
m3/detik. Ketiga bendungan tersebut di atas memiliki potensi besar untuk
dikembangkan, selain untuk irigasi dan air baku juga untuk pengembangan

perikanan, energi listrik, solar cell (renuwable energy) dan pariwisata.
2.1.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
A. Kinerja Layanan Ekosistem/Jasa Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan
pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan.
Keduanya dapat digunakan untuk mengetahui apakah kapasitas sumber daya
yang tersedia cukup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk

hidup lainnya.

Daya dukung lingkungan atau carrying capacity dimaksudkan sebagai
total maksimum populasi manusia yang dapat didukung oleh suatu lingkungan
tertentu secara tak terbatas tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan
(Feachmen, 1973 dalam Johan Iskandar, 2009), sedangkan daya tampung
lingkungan adalah merupakan kemampuan lingkungan untuk menyerap zat,
energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
Daya tampung lingkungan mengacu pada batas maksimum beban yang dapat
ditoleransi oleh lingkungan tanpa mengalami degradasi atau kerusakan serius.
Konsep ini penting dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah untuk
memastikan bahwa pembangunan dan aktivitas manusia tidak melebihi

kapasitas lingkungan

Gambaran umum yang dapat digunakan untuk melihat kondisi daya
dukung dan daya tampung lingkungan di suatu daerah adalah dengan
menghitung Jasa Lingkungan Hidup (JLH). Jasa Lingkungan hidup/Jasa
ekosistem adalah produk sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berupa
manfaat baik langsung (tangible) dan/atau tidak langsung (intangible). Dengan

demikian daya dukung dan daya tampung lingkungan adalah kapasitas JLH
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dalam mendukung kehidupan makhluk hidup di suatu wilayah ekoregion.
Ekoregion merupakan wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim,
tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi antara alam dengan
manusia yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup
(Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup).

Hal di atas menegaskan bahwa ekosistem dengan kualitas yang baik serta
telah menyediakan jasa lingkungannya berdasarkan fungsi ekoregionnya maka
akan membuat nilai DDDTLH pada suatu ekoregion semakin tinggi (Riqqi, et al.,
2019).

Terdapat 4 (empat) jenis JLH, yaitu layanan penyediaan (provisioning),
pengaturan (regulating), budaya (cultural), dan pendukung (supporting)
(Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Klasifikasi keempat JLH dapat dilihat
pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Klasifikasi Jasa Lingkungan

Klasifikasi Jasa

Lingkungan Definisi Operasional

Fungsi Penyediaan (Provisioning): jasa/produk yang didapat dari lingkungan

1 |Pangan Hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan),
hasil pertanian dan perkebunan untuk pangan, hasil
peternakan

2 | Air bersih Penyediaan air dari tanah (termasuk kapasitas
penyimpanannya), penyediaan air dari sumber
permukaan

3 |Serat (fiber) Hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian dan
perkebunan untuk material

4 |Bahan bakar Penyediaan kayu bakar dan bahan bakar yang berasal

(energi/ fuel) dari fosil

S | Sumber daya genetik Penyediaan sumber daya genetik termasuk flora dan

fauna

Fungsi Pengaturan (Regulating): manfaat yang didapatkan dari pengaturan lingkungan

1 |Iklim Pengaturan suhu, kelembaban dan hujan,
pengendalian gas rumah kaca dan karbon

2 |Tata aliran air dan banjir Siklus hidrologi, serta infrastruktur alam untuk
penyimpanan air, pengendalian banjir, dan
pemeliharaan air

3 |Pencegahan dan perlindungan |Infrastruktur alam pencegahan dan perlindungan
dari bencana dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai
dan tsunami

4 |Pemurnian air Kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai
dan menyerap pencemar

S |Pengolahan dan  penguraian|Kapasitas lokasi dalam menetralisir, mengurai dan
limbah menyerap limbah dan sampah

6 |Pemeliharaan kualitas udara Kapasitas mengatur sistem kimia udara
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Klasifikasi Jasa

Lingkungan Definisi Operasional

7 | Penyerbukan alami (pollination) Distribusi habitat spesies pembantu proses
penyerbukan alami

8 |Pengendalian hama dan penyakit |Distribusi habitat spesies trigger dan pengendali
hama dan penyakit

Fungsi Budaya (Cultural): manfaat yang tidak bersifat material/terukur dari lingkungan

1 | Spiritual dan warisan leluhur Ruang dan tempat suci, peninggalan sejarah dan
leluhur
2 |Tempat tinggal dan ruang hidup|Ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera, jangkar
(sense of place) “kampung halaman” yang memiliki nilai sentimental
3 | Rekreasi dan ekoturisme Fitur lanskap, keunikan alam, atau nilai tertentu
yang menjadi daya tarik wisata
Estetika Keindahan alam yang memiliki nilai jual
Pendidikan dan pengetahuan Memiliki potensi untuk pengembangan pendidikan

dan pengetahuan

Fungsi Pendukung (Supporting): jasa lingkungan yang diperlukan manusia

1 |Pembentukan lapisan tanah dan|Kesuburan tanah
pemeliharaan kesuburan

2 | Siklus hara (nutrient) Kesuburan tanah, tingkat produksi pertanian
3 | Produksi primer Produksi oksigen, penyediaan habitat spesies
4 |Biodiversitas Habitat dan keanekaragaman hayati

Sumber: Millenium Ecosystem Assessment (2005); Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (2011)

Di Kabupaten Sumedang, telah dilakukan perhitungan nilai JLH
berdasarkan data bentang lahan, vegetasi alami, dan penutup lahan.
Perhitungan nilai JLH dilakukan menggunakan bobot dari expert judgement
atau penilaian ahli untuk masing-masing data tersebut. Hasil perhitungan nilai
JLH akan bervariasi dengan nilai maksimal 5, sesuai dengan bobot dari para
pakar. Hasil penilaian tersebut kemudian diklasifikasikan menjadi 5 kelas, yaitu
sangat rendah (<1,8), rendah (1,8 — 2,6), sedang (2,6 — 3,4), tinggi (3,4 — 4,2), dan
sangat tinggi (4,2 — 5).

Pada Tabel 2.7. dapat dilihat luasan masing-masing JLH pada tiap
kelasnya. Angka luasan dengan cetak tebal menunjukkan klasifikasi dengan
luasan tertinggi di JLH tersebut. Tidak ada satupun jenis JLH yang memiliki
luas dominan di klasifikasi JLH sangat tinggi. Sementara itu, terdapat tujuh
jenis JLH yang luasnya dominan pada klasifikasi rendah. Ketujuh JLH tersebut
adalah JLH pembentukan lapisan tanah, JLH pemeliharaan udara, JLH
pendukung keanekaragaman hayati, JLH pengaturan iklim, JLH penguraian
limbah, JLH penyediaan serat, dan JLH penyediaan sumber daya genetik. Selain
itu, terdapat pula enam JLH yang luasnya dominan di klasifikasi sedang, seperti

JLH mitigasi bencana, JLH pengaturan tata air dan banjir, JLH pengendalian
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hama, JLH penyediaan air, JLH penyediaan pangan, dan JLH penyerbukan

alami. Hanya terdapat dua JLH yang luasnya dominan pada klasifikasi tinggi,

yaitu JLH pendukung produksi primer dan JLH pendukung siklus hara.

Tabel 2.8 Luas Jasa Lingkungan Hidup pada masing-masing klasifikasi dalam
Hektar (Ha)

Klasifikasi Jailsa Lingkungan Sangat Rendah Sedang Tinggi Sa.lnga.t
Hidup Rendah Tinggi
Mitigasi Bencana 0 48.859,49 | 63.426,33 | 3.531,07 39.750,95
Pembentukan Lapisan Tanah 2.055,61 80.817,50 34.320,18 6.663,46 31.711,09
Pemeliharaan Udara 4.888,91 107.396,91 | 6.792,59 4.782,60 31.706,83
Elzr;‘i‘;kung Keanekaragaman | ¢ 559 16 | 62.956,88 | 42.832,14 | 11.589,83 | 31.660,52
Pendukung Produksi Primer 2.584,23 12.741,71 44.873,76 | 70.146,61 | 25.221,53
Pendukung Siklus Hara 1.340,06 7.793,95 42.749,08 | 90.014,15 | 13.670,61
Pengaturan Iklim 4.888,91 83.699,26 | 30.509,38 | 4.763,46 31.706,83
Pengaturan Tata Air dan Banjir 0 30.766,09 86.361,02 1.951,31 36.489,42
Pengendalian Hama 4.888,91 44.097,45 | 63.926,30 366,35 42.288,83
Penguraian Limbah 1.378,96 101.219,49 | 51.095,13 1.874,26 0
Penyediaan Air 1.712,64 54.482,16 | 94.692,76 | 2.229,74 2.450,53
Penyediaan Pangan 1.844,05 48.947,19 67.219,72 | 12.238,94 25.317,94
Penyediaan Serat 6.528,46 106.003,17 | 7.062,37 35.973,84 0
Penyediaan Sumber Daya Genetik 3.786,32 61.103,00 54.602,36 6.529,71 29.546,45
Penyerbukan Alami 4.888,91 44.097,45 | 63.299,46 | 6.340,83 36.941,18

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sumedang, Tahun 2025-2045

B. Ambang Batas dan Status DDLH Penyedia Pangan

Pada Gambar 2.7, dapat dilihat hasil analisis status DDLH penyedia
pangan Kabupaten Sumedang tahun 2021. Hampir semua wilayah di
Kabupaten Sumedang (77,6% wilayah Kabupaten Sumedang) memiliki status

daya dukung penyedia pangan yang belum melampaui.
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Gambar 2.7 Status DDLH penyedia pangan di Kabupaten Sumedang
Tahun 2021 dalam sistem grid 5”x5”

(Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029)

Apabila ditinjau di setiap kecamatan, akumulasi ketersediaan,
kebutuhan, selisih ketersediaan, ambang batas penduduk, dan luasan yang
belum melampaui ambang batas penyedia pangan di Kabupaten Sumedang
terdapat pada Tabel 2.8. Berdasarkan hasil akumulasi tersebut, Kecamatan
Surian memiliki luasan yang belum melampaui ambang batas DDLH penyedia
pangan yang paling luas (97,3% luas wilayahnya), diikuti dengan Kecamatan
Jatigede dan Kecamatan Conggeang dengan masing-masing 94,1% dan 92,4%
wilayahnya belum melampaui ambang batas DDLH penyedia pangan.
Sementara itu, luasan terkecil wilayah yang belum melampaui DDLH
pangannya adalah Kecamatan Jatinangor sebesar 21,6% dan Kecamatan
Sumedang Utara sebesar 29%. Hanya kedua kecamatan tersebut yang memiliki
luas status DDLH pangan belum melampaui kurang dari 50% dari total luas
wilayahnya karena merupakan wilayah padat penduduk, pusat ekonomi dan
pemerintahan Kabupaten Sumedang. Selain itu, 24 dari 26 kecamatan di
Kabupaten Sumedang memiliki status DDLH penyedia pangan yang baik dan

belum melampaui ambang batas.
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Tabel 2.9 Akumulasi ketersediaan, kebutuhan, selisih ketersediaan, ambang
batas penduduk, dan status DDLH penyedia pangan disetiap Kecamatan di
Kabupaten Sumedang tahun 2021

. Selisih Ambang Luas wilayah
Ketersediaan| Kebutuhan .
Kecamatan P el e Ketersed!aan Batas yang Belun:n Status DDLH
kkal/tahun) | kial/tahun) Pangan (juta Perf‘duduk Melampaui Pangan
kkal/tahun) (jiwa (%)

BUAHDUA 75.784 25.325 50.460 96.294 90,5% | Belum Melampaui
CIBUGEL 33.669 18.701 14.967 42.960 84,90 | Belum Melampaui
CIMALAKA 31.125 48.971 -17.846 35.490 8,2%|Belum Melampaui
CIMANGGUNG 28.215 69.195 -40.980 35.868 [56,2% [Belum Melampaui
CISARUA 10.138 15.927 -5.789 12.922 53,4%|Belum Melampaui
CISITU 40.598 23.823 16.774 51.839 86,204 | Belum Melampaui
CONGGEANG 68.002 22.279 45,724 86.544 92,4% | Belum Melampaui
DARMARAIA 87.541 28.101 9.440 47.985 82, 1% |Belum Melampaui
GANEAS 16.538 19.929 -3.391 21.109 69,6% | Belum Melampaui
JATIGEDE 65.699 17.137 48.562 83.885 94,1% | Belum Melampaui
JATINANGOR 16.891 76.87 -59.981 21.555 21,6%|Melampaui

JATINUNGGAL 42.285 35.395 6.890 53.677 :-'glo% Belum Melampaui
PAMULIHAN 35.714 49,154 -13.481 45.438 47,9%|Belum Melampaui
PASEH 22.225 29.406 -7.181 28.254 6%,0% [Belum Melampaui
RANCAKALONG 37.038 | 31.326 5.711 47.101 7d,3%|Belum Melampaui
SITURAJA 36.352 |32.779 3.573 46.490 73} 7% | Belum Melampaui
SUKASARI 27.391 25.682 1.709 34.827 ,4%|Belum Melampaui
SUMEDANG SELATAN 61.015 62.005 -990 78.116 73| 3% |Belum Melampaui
SUMEDANG UTARA 20.604 77.665 -57.061 26.251 29,0% [Melampaui

SURIAN 46.667 B.666 38.001 59.507 97,3%| Belum Melampaui
TANJUNGKERTA 32.533 26.641 5.891 41.337 75]0% | Belum Melampaui
TANJUNGMEDAR 43.888 20.615 23.274 55.763 BS_,EM Belum Melampaui
TANJUNGSARI 28.457 6?@3? -39.439 36.131 50,9% | Belum Melampaui
TOMO 50840 18.232 32.608 64.550 91, 8% |Belum Melampaui
LJUNG JAYA 66.793 24.746 42.048 84.864 91,5%|Belum Melampaui
WADO 51,796 |33.999 17.797 65.864 76/5% | Belum Melampaui
KABUPATEN SUMEDANG 1.027.799 910.509 117.290 1.308.621 77,6%|Belum Melampaui

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sumedang, Tahun 2025-2045

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk
pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air,
baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan
atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan,
bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses

penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara
sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang
cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan
terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya
masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara

berkelanjutan.

Skor Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang 2 (dua) tahun
terakhir menunjukan tren meningkat dari 84,88 tahun 2023 menjadi 86,88
pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan ketahanan pangan di Kabupaten

Sumedang terus meningkat.
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Grafik 2.7 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang
Tahun 2019-2024

(Sumber: Badan Pangan Nasional (BAPANAS))
C. Ambang Batas dan Status DDLH Penyedia Air

Berdasarkan hasil analisis status DDLH penyedia air (Gambar 2.8)
wilayah dengan status telah melampaui ambang batas sangat sporadic dan
terdiri dari petak-petak kecil. Wilayah dengan status DDLH penyedia air telah
melampaui paling luas terdapat di Kecamatan Jatinunggal, Paseh, dan Ganeas.
Wilayah ini memiliki lahan pertanian yang besar. Sebaran dan luasan wilayah
yang memiliki status belum dan sudah melampaui ambang batas dapat

diketahui dengan pendekatan kuantitatif dan penggunaan sistem grid.
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Gambar 2.8 Status DDLH penyedia air terhadap ambang batas tahun 2021 di
Provinsi Jawa Barat dalam sistem grid 30”x30”

(Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029)

Tabel 2.10 memperlihatkan nilai ketersediaan, kebutuhan, selisih

ketersediaan, ambang batas populasi, dan luasan berstatus belum melampaui
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per kecamatan secara akumulatif di Kabupaten Sumedang tahun 2021. Secara
umum, 92,8% wilayah di Kabupaten Sumedang belum melampaui ambang
batas lingkungan dalam hal penyediaan air. Hal tersebut berarti bahwa sebagian
kebutuhan air masih dapat terpenuhi oleh ketersediaan air di tiap wilayah itu
sendiri.

Tabel 2.10 Akumulasi ketersediaan, kebutuhan, selisih ketersediaan, ambang

batas penduduk, dan status DDLH penyedia air di setiap kecamatan di
Kabupaten Sumedang tahun 2021

) ; . Selisih Ambang Luas Wilayah
Ketersediaan Air | Kebutuhan Air ) B .
Kecamatan (ribum3/tahun) | (ribu m3/tahun) Klftersedlaan Air Batas yang Bellfm Status DDLH Air
(ribu m3/tahun) | Penduduk | Melampaui (%)

BUAHDUA 1,220,337.3 82,432. 86,135.1 1,028,803 94.7%| Belum Melampaui
CIBUGEL 262,272.0 31,553.6] 43,457.2 526,421 b|Belum Melampaui
CIMALAKA 320,708.5|1 30,6589.3 38,684.4 508,973 Belum Melampaui
CIMANGGUNG 50072590 | 24 660.2] 38,190.1 530,052 97.4%| Belum Melampaui
CISARUA 78,972.3] | 14,440.9| 8,145.5 114,562 89,684 Belum Melampaui
CISITU 316,245.8|0 l42,405.7 48,0418 586,096 Belum Melampaui
CONGGEANG Lsss,zsu.sF 72,8944 78,6049 937,787 Belum Melampaui
DARMARAJA 292,437.0 29,918.3| 53,719.8 657,278 93.1%| Belum Melampaui
GANEAS 1288250 | 21,1074 15,737.0) 207,443 9%| Belum Melampaui
JATIGEDE 511,779.6 5D,043.5 96,327.4 1,136,270 Belum Melampaui
JATINANGOR 302,946.1 21,641.7] 15,990.6 282,986 96.9%| Belum Melampaui
JATINUNGGAL 329,390.3 .5 25,430.3 339,252 .6%|Belum MElamEaui
PAMULIHAN 306,558.3 35,920.3] 43,646.5 567,636 Belum Melampaui
PASEH 173,129.6 I | 34,243.4] 15,272.3 214,148 .7%|Belum Melampaui
RANCAKALONG 312,792.6 39,195.1] 43,321.4 541,118 92. Belum Melampaui
SITURAJA 283,169.9 k4 580.9 36,406.7 462,973 %| Belum Melampaui
SUKASARI 491,248.9 25,628.7] 35,354.8 442,093 Belum Melampaui
SUMEDANG SELATAN 485,083.2 ,043.4 85,8025 1,072,808 96.2%| Belum Melampaui
SUMEDANG UTARA 160,530.1 31,781.4] 14,122.1 262,371 Belum Melampaui
SURIAN 616,314.5 45,485.9 58,483.4) 687,551 Belum Melampaui
TANJUNGKERTA 425,262.5 48,147.4 24,332.2 315,449 87 Belum Melampaui
TANJUNGMEDAR 579,617.8 54412.2 43,366.6 527,824 29, Belum Melampaui
TANJUNGSARI 346,456.3 29,080.1] 34,319.8 483,569 Belum Melampaui
TOMO 72,8174 865,819 Belum Melampaui
WUNG JAYA 68,427.6 823,261 99.6%] Belum Melampaui
'WADO 68,555.0 #36,398 Belum Melampaui
KABUPATEN SUMEDANG 1,192,822.4] 14,959,941 92.8%)| Belum Melampaui

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029
2.1.1.1.4. Perubahan Iklim dan Ketahanan Bencana

Pemanasan global dan perubahan iklim sampai sekarang masih menjadi
permasalahan utama yang harus diperhatikan karena dapat memberikan
dampak pada berbagai sektor. Pada sektor pertanian perubahan iklim akan
mempengaruhi pola tanam, menurunkan hasil tanaman, merubah intensitas

tanam, tingkat serangan hama penyakit; dan lain sebagainya (DLH, 2019).

Dengan meningkatnya jumlah penduduk, berkurangnya luasan hutan,
belum memadainya saluran pengendali banjir dan pengelolaan sampah,
peningkatan bangunan yang berpotensi mengalami kerusakan dengan
runtuhan yang dapat menyebabkan adanya korban jiwa, penataan tata ruang
wilayah yang belum memperhatikan risiko iklim dan meningkatnya frekuensi
kejadian bencana akan menyebabkan tingkat kerentanan semakin tinggi.
Kerentanan (vulnerability) adalah kondisi yang ditentukan berdasarkan faktor
atau proses fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang meningkatkan

kerawanan (susceptibility) suatu komunitas untuk terkena dampak bahaya
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(DLH, 2019). Semakin tinggi tingkat kerentanan maka akan berisiko pada
semakin tingginya potensi dampak yang akan ditimbulkan oleh perubahan
iklim.

Pengurangan risiko dan dampak, baik untuk perubahan iklim atau
bencana pada umumnya, dapat dilakukan dengan melakukan kajian terkait
potensi bahaya, tingkat kerentanan, dan/atau kapasitas adaptasi suatu
wilayah. Seperti yang dilakukan oleh BNPB di mana membahas terkait Kajian
kerentanan yang dapat diperoleh pada portal InaRISK dengan keterangan
bahwa tahun dasar yang digunakan pada kajian tersebut adalah tahun 2023,

serta divisualisasikan per Kecamatan oleh BPBD Kabupaten Sumedang.

Potensi bencana alam yang banyak dijumpai di Kabupaten Sumedang
pada umumnya berupa gerakan tanah, erosi, banjir, angin puting beliung, dan
gempa bumi. Gerakan tanah yang terjadi di Kabupaten Sumedang pada
umumnya dipengaruhi oleh sifat fisik batuan dasar dan tanah pelapukan
pembentuk lereng terutama pada daerah-daerah yang dibentuk oleh batuan
dasar batu lempung ataupun terdapatnya lapisan batu lempung dalam batuan

dasar pembentuk lereng.

Sifat fisik batuan/tanah pelapukan merupakan salah satu faktor alam
penyebab terjadinya gerakan tanah disamping faktor-faktor alam lainnya seperti
curah hujan, struktur geologi (perlipatan, sesar dan kekar), stratigrafi
(kedudukan bidang perlapisan terhadap kemiringan lerengnya), tata guna
lahan, morfologi, dan kegempaan. Kawasan rawan bencana Gerakan tanah di
Kabupaten Sumedang memiliki luas kurang lebih 21.671 hektar yang tersebar
di sebagian wilayah Sumedang. Sedangkan bencana banjir sering disebabkan
oleh drainase yang kurang memadai dan banyaknya tutupan lahan. Secara rinci
Kawasan bencana Kabupaten Sumedang disajikan pada Tabel 2.11 di bawah
ini.

Tabel 2.11 Kawasan Rawan Bencana

No Kawasan Lokasi Keterangan
Bencana
1 | Gerakan Tanah | Tersebar di sebagian wilayah Luas kurang lebih

Kabupaten, terutama di sekitar 21.671 Ha
Kecamatan Surian, Kecamatan
Buahdua, Kecamatan Cimalaka,
Kecamatan Tanjungkerta, Kecamatan
Conggeang, Kecamatan Rancakalong,
Kecamatan Tomo, Kecamatan
Jatigede, Kecamatan Darmaraja, dan
Kecamatan Jatinunggal
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Kawasan c
No W Lokasi Keterangan
Bencana

2 | Banjir Kecamatan Jatinangor; Terjadi akibat dari

Kecamatan Cimanggung; drainase yang
kurang memadai,
tutupan lahan, dan
peningkatan debit
Kecamatan Sumedang Utara; dan | air di beberapa titik

Kecamatan Sumedang Selatan. lintasan sungai.

Kecamatan Ujungjaya;

Kecamatan Tomo;

"o a0 TP

3 | Puting Beliung Kecamatan Cimanggung;
Kecamatan Cimalaka;
Kecamatan Cisarua; -

Kecamatan Ujungjaya; dan

© oo T w

Kecamatan Wado.

4 | Gempa Bumi Kecamatan Jatinangor;
Kecamatan Cimanggung;
Kecamatan Pamulihan;
Kecamatan Tanjungsari;
Kecamatan Sukasari;
Kecamatan Rancakalong;

Kecamatan Sumedang Utara;

R

Kecamatan Sumedang Selatan;

[y

Kecamatan Ganeas;

Kecamatan Cisarua;

o

Kecamatan Cimalaka;

—

Kecamatan Paseh;
. Kecamatan Tanjungkerta; -
Kecamatan Tanjungmedar;
Kecamatan Situraja;
Kecamatan Cisitu;

Kecamatan Darmaraja;

A

Kecamatan Wado;
Kecamatan Jatinunggal;
Kecamatan Jatigede;
Kecamatan Tomo;
Kecamatan Ujungjaya;

Kecamatan Conggeang;

¥ g &g 0

Kecamatan Buahdua; dan

y. Kecamatan Surian.

Sumber: Perda No 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

Secara umum daerah rawan bencana di Kabupaten Sumedang dapat

dilihat pada Gambar 2.9 di bawah ini:
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e 1
Gambar 2.9 Peta Rawan Bencana Kabupaten Sumedang
(Sumber: RTRW Kabupaten Sumedang 2018-2038)

Berdasarkan data yang bersumber dari InaRISK BNPB Tahun 2023,
Wilayah yang Rentan Bencana Per Kecamatan di Kabupaten Sumedang adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.12 Wilayah yang Rentan Per Kecamatan pada Kabupaten Sumedang
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Kecamatan

Kebakaran

Hutan dan Suaca

Ekstrem

Tanah Kekeringa
Longsor n

Banjir

Buahdua
Cibugel
Cimalaka

Lahan

Cimanggung

Cisarua

Cisitu
Conggeang
Darmaraja
Ganeas

Jatigede

Jatinangor

Jatinunggal
Pamulihan
Paseh
Rancakalong
Situraja

Sukasari

Sumedang
Selatan
Sumedang
Utara

Surian

Tanjungkerta
Tanjungmedar
Tanjungsari
Tomo

\VWado

Ujung Jaya

Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Sumedang dari tahun 2022-2023

menunjukkan tren meningkat namun kembali menurun pada tahun 2024

sebagaimana tersaji pada grafik berikut.
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Grafik 2.8 Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Sumedang

Tahun 2018-2024

(Sumber: BPBD Kabupaten Sumedang, 2025)

Beberapa potensi kerentanan bencana di Kabupaten Sumedang dianalisis

dengan menggunakan 4 (empat) komponen yaitu komponen sosial, fisik,

ekonomi dan lingkungan. Dari analisis keempat komponen tersebut dapat

digambarkan kerentanan bencana di Kabupaten Sumedang, antara lain:

1. Kerentanan Bencana Banjir
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Kerentanan banjir cenderung tinggi di wilayah pinggiran sungai utama,
terutama Kecamatan Sumedang Utara dan Kecamatan Ujungjaya. Di wilayah
bagian utara Kabupaten Sumedang berpotensi mengalami bencana banjir lebih

tinggi dikarenakan wilayah tersebut merupakan pesisir sungai.

HAYA BANJIR

PETA BA BAI
java Seo KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT
_Jakarta W F S TCTR

gBopdung S
0 3000 6000 12,000
»»»»»» R

TSRS T
Skala 1:300.000 Pomenntan Kabupaten Sumedsng

Gambar 2.10 Peta Wilayah Kerentanan Bencana Banjir di
Kabupaten Sumedang

(Sumber: KLHS RPJMD, 2024 (InaRISK BNPB, 2023))
2. Kerentanan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Kabupaten Sumedang terdapat 4 (empat) area yang memiliki tingkat
kerentanan kebakaran hutan yang tinggi yang tersebar secara merata di seluruh
area Kabupaten Sumedang. Tingkat kerentanan bencana dibedakan
berdasarkan klasifikasi warna, dan wilayah dengan tingkat kerentanan
kebakaran hutan dan kekeringan tinggi ditunjukkan dengan warna merah

keunguan sesuai dengan gambar berikut.

Gambar 2.11 Peta Wilayah Kerentanan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
di Kabupaten Sumedang

(Sumber. KLHS RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029
(InaRISK BNPB, 2023))
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3. Kerentanan Bencana Tanah Longsor

Secara keseluruhan Kabupaten Sumedang memiliki tingkat kerentanan
bencana tanah longsor dari klasifikasi sedang sampai tinggi. Area yang memiliki
tingkat kerentanan bencana tanah longsor tinggi paling luas terdapat di bagian

selatan wilayah Sumedang, sebagaimana terlihat dari gambar berikut.

3000 6000

Skala 1:300.000

Gambar 2.12 Peta Wilayah Kerentanan Bencana Tanah Longsor di
Kabupaten Sumedang

(Sumber. KLHS RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029)
4. Kerentanan Bencana Kekeringan

Berdasarkan data BNPB visualisasi untuk menggambarkan tingkat
kekeringan di Kabupaten Sumedang terdiri dari 4 (empat) warna yaitu hijau
untuk kerentanan kekeringan rendah, kuning untuk kerentanan kekeringan
sedang, oranye untuk kerentanan kekeringan sedang menuju tinggi dan warna

merah untuk menggambarkan tingkat kerentanan kekeringan tinggi.

Wilayah Kabupaten Sumedang dengan tingkat bencana kekeringan
sedang hingga tinggi berada di wilayah bagian selatan Kabupaten Sumedang,

seperti yang ditunjukan gambar dibawah ini.
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Gambar 2.13 Peta Wilayah Kerentanan Bencana Kekeringan di
Kabupaten Sumedang
(Sumber. KLHS RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029)

5. Kerentanan Bencana Cuaca Ekstrim

Tingkat klasifikasi kerentanan cuaca ekstrem memiliki 7 (tujuh)
tingkatan, dan Kabupaten Sumedang memiliki kerentanan terhadap bencana
cuaca ekstrem dengan skala relatif tinggi hampir di seluruh wilayahnya seperti

yang dapat dilihat pada gambar berikut.

Cicalengka

N PETA BAHAYA CUACA EKSTREM

Jova sea KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT
w E
Jakarta -

Y e S
0 3000 6000 12,000
- — o

Skala 1:300.000 Pomerinan Kabupaten Sumedang.

Gambar 2.14 Peta Wilayah Kerentanan Bencana Cuaca Ekstrem di
Kabupaten Sumedang

(Sumber. KLHS RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029)

6. Kerentanan Bencana Gempa Bumi

Kabupaten Sumedang saat ini menjadi daerah yang rawan terhadap

bencana gempa bumi. Kejadian gempa bumi yang menimbulkan kerusakan
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terjadi pada awal tahun baru 2024 dengan dampak kerusakan yang cukup
signifikan. Seiring ditemukannya sesar baru di wilayah Kabupaten Sumedang
menyebabkan Kabupaten Sumedang cukup rentan terhadap bencana gempa

bumi.
2.1.1.2. Aspek Demografi

Berdasarkan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2024 semester Il yang tersebar di
26 Kecamatan dapat diketahui bahwa total jumlah penduduk di Kabupaten
Sumedang sebanyak 1.226.660 jiwa yang terdiri atas 619.513 jiwa penduduk
laki-laki dan 607.147 jiwa penduduk perempuan. Dengan demikian angka sex
ratio Kabupaten Sumedang adalah 102,04.

Tabel 2.13 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Kepadatan dan Pertumbuhan

Penduduk serta Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten
Sumedang Tahun 2024

Jumlah I..uas Kepadatan
No Kecamatan Peniluduk Wilayah (Jiwa/Km?) Pertumbuhan
(Jiwa) (Km2)
1 | Wado 46.842 84,27 556 840
2 | Jatinunggal 47.423 72,12 658 (45)
3 | Darmaraja 38.360 49,38 777 472
4 | Cibugel 26.383 59,52 443 583
5 | Cisitu 31.329 65,03 482 (114)
6 | Situraja 43.389 43,23 1.004 (202)
7 | Conggeang 29.600 106,98 277 (241)
8 | Paseh 39.611 31,62 1.253 248
9 | Surian 12.411 70,88 175 187
10 | Buahdua 34.188 107,68 317 167
11 | Tanjungsari 91.015 44,86 2.029 2.494
12 | Sukasari 36.149 41,82 864 937
13 | Pamulihan 67.968 50,70 1.341 2.286
14 | Cimanggung 96.120 55,55 1.730 3.258
15 | Jatinangor 96.329 31,60 3.048 2.693
16 | Rancakalong 43.477 55,07 789 972
17 | Sumedang 83.998 92,51 908 1.042
Selatan
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Jumlah I...uas Kepadatan
No Kecamatan Pen(.iuduk Wilayah (Jiwa/Km2) Pertumbuhan
(Jiwa) (Km?2)
18 | Sumedang 104.874 30,40 3.450 2.695
Utara
19 | Ganeas 26.728 22,90 1.167 475
20 | Tanjungkerta 36.003 43,72 823 239
21 | Tanjungmedar 28.064 60,67 463 678
22 | Cimalaka 65.505 43,29 1.513 1.203
23 | Cisarua 21.710 17,71 1.226 350
24 | Tomo 23.903 84,74 282 (49)
25 | Ujungjaya 32.211 86,23 374 (155)
26 | Jatigede 23.070 106,24 217 (38)
Total Kabupaten 1.226.660 1.558,72 787 20.975

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2025)

Selanjutnya penduduk di Kabupaten Sumedang dapat dianalisis
berdasarkan jenis kelamin dan struktur umurnya sebagaimana digambarkan

dalam grafik di bawah ini.
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65-69
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Grafik 2.9 Piramida Penduduk Kabupaten Sumedang Tahun 2024
(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang,

2025 (diolah))

Terlihat dari bentuk piramida penduduk yang menyerupai segitiga,
penduduk Kabupaten Sumedang dapat dikatakan berstruktur umur muda. Hal
ini dapat dilihat dari persentase penduduk usia anak-anak (0-14 tahun) sebesar
22.21 persen, jumlah penduduk yang berusia produktif (15-64 tahun)
berjumlah 67,37 persen, dan jumlah penduduk lansia (> 65 tahun) tergolong
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kecil yaitu 10,41 persen. Dengan struktur seperti tersebut diatas merupakan
bonus demografi bagi Kabupaten Sumedang apabila bisa memanfaatkan

struktur penduduk ini dengan kebijakan yang baik dan tepat guna.

Komposisi penduduk berstruktur umur muda ini memberikan implikasi
bahwa potensi kelompok umur muda perlu mendapatkan perhatian dan
pengembangan sehingga mampu menghasilkan tenaga-tenaga muda yang
terampil, mandiri, dan cekatan untuk mengisi dan menciptakan peluang-
peluang ekonomi yang tersedia. Struktur umur penduduk juga digunakan
untuk melihat Angka Beban Tanggungan (ABT). Pada tahun 2023 ABT di
Kabupaten Sumedang sebesar 48,42%. Angka ini dapat menyimpulkan bahwa
terdapat 48 orang usia tidak produktif yang ditanggung oleh 100 orang
penduduk usia produktif di Kabupaten Sumedang. Angka tersebut mengalami

penurunan jika dibandingkan dengan ABT Tahun 2023 sebesar 55 persen.

Untuk itu peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan
mutu pendidikan diperlukan sehingga kedepannya masyarakat Sumedang
menjadi masyarakat yang maju. Oleh karena itu sebaiknya Pemerintah Daerah
harus dapat mengelola dan memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya,
karena jika tidak dikelola dan dimanfaatkan atau tidak adanya sistem serta

persiapan yang baik akan menyebabkan peningkatan angka pengangguran.

26.884

m Silent Generation
m Baby Boomers

Gen X

>

. . 248.884
Gen Y (Millenial)

mGenZ

m Post Gen Z 273.538

Grafik 2.10 Struktur Umur Penduduk Kabupaten Sumedang Tahun 2024
(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang,

2025 (diolah))

Berdasarkan Grafik 2.10 menunjukkan bahwa pada Tahun 2024
komposisi penduduk sesuai struktur umur didominasi oleh generasi Z atau
tahun kelahiran 1998-2013 sebanyak 301.880 orang atau 24,61% dari jumlah
total penduduk dengan kisaran usia 12 sampai dengan 27 tahun. Maka dari itu
Pemerintah Daerah menyediakan banyak program untuk generasi ini untuk

menghadapi tantangan di masa depan sehingga diharapkan angka
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pengangguran terbuka dapat ditekan. Program yang disediakan diantaranya
adalah program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, yang
mempunyai aktivitas menyediakan pelatihan kerja secara gratis bagi angkatan

kerja.

Upaya pengendalian penduduk di suatu wilayah salah satunya dapat
dilihat dari angka Total Fertility Rate (TFR) merupakan parameter fertilitas untuk
mengetahui angka kelahiran total per wanita usia subur (15-49 tahun). Angka
kelahiran total (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh
seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya, apabila perempuan
tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Semakin rendah
angka ini menunjukkan makin terkendalinya jumlah kelahiran penduduk. TFR
di bawah 2,1 dapat mengindikasikan bahwa populasi suatu wilayah cenderung
menurun dalam jangka panjang (tanpa migrasi masuk), sementara TFR di atas

2,1 menunjukkan potensi pertumbuhan populasi.

Total Fertility Rate (TFR)

2,14
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Grafik 2.11 TFR Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2024
(Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Sumedang, 2025)
Berdasarkan grafik diatas, kelahiran total di Kabupaten Sumedang tahun
2023 adalah 2,05. Target yang ditetapkan pada tahun 2023 untuk Kabupaten
Sumedang adalah 2,04 sehingga capaian kinerja tahun 2023 terhadap target
nasional sudah mencapai 99,51%. Sementara untuk tahun 2024 TFR
Kabupaten Sumedang adalah 2,03. Manfaat tercapainya TFR untuk masyarakat
salah satunya adalah menunjang pencapaian bonus demografi dengan

terciptanya SDM yang berkualitas, kecukupan pendidikan, dan kesehatan.
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi di daerah bukan hanya tentang angka statistik,

tetapi juga menyangkut kualitas hidup masyarakat, akses terhadap pekerjaan
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layak, pendapatan yang cukup, layanan publik yang adil, dan peluang untuk
berkembang. Sayangnya, ketimpangan antara pusat dan daerah masih menjadi

tantangan besar di Indonesia.

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan
tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus
juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek

pemerataan menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama untuk
mengukur sejauh mana kemajuan sebuah negara atau wilayah dalam
meningkatkan kapasitas produksinya dan kesejahteraan masyarakat. Dalam
konteks pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi bukan hanya
dipandang dari segi angka produk domestik bruto (PDB), tetapi juga
mencerminkan kemampuan sebuah negara untuk menciptakan lapangan kerja,
meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan yang
stabil dan berkelanjutan juga menciptakan landasan untuk pembangunan

sosial dan infrastruktur yang lebih baik.

Namun, pertumbuhan ekonomi tidaklah seragam di seluruh sektor
ekonomi. Oleh karena itu, sangat penting untuk melihat bagaimana sektor-
sektor ekonomi berkontribusi terhadap pertumbuhan tersebut. Hal ini
membawa kita pada pembahasan mengenai pertumbuhan sektoral, yaitu
perubahan yang terjadi dalam berbagai sektor perekonomian, seperti sektor
pertanian, industri, dan jasa, yang memiliki peran berbeda dalam mendorong

perekonomian secara keseluruhan.

Grafik di bawah ini menunjukkan pertumbuhan lapangan usaha pada
PDRB Kabupaten Sumedang dari tahun 2015 hingga 2024, yang
mengilustrasikan bagaimana berbagai sektor ekonomi berkontribusi terhadap
perkembangan ekonomi daerah selama periode tersebut. Secara umum, sektor-
sektor utama dalam perekonomian Sumedang menunjukkan variasi dalam

tingkat pertumbuhannya.

Pada tahun 2020, terjadi penurunan signifikan dalam pertumbuhan
sektor-sektor ekonomi, terutama akibat dampak dari pandemi COVID-19.
Sektor Informasi dan Komunikasi (warna oranye) mengalami lonjakan
pertumbuhan yang sangat tinggi pada tahun 2020 dengan kontribusi mencapai
22,90%, mencerminkan adaptasi yang cepat terhadap kebutuhan digitalisasi
dan teknologi. Meskipun pada tahun tersebut sektor lainnya seperti Pertanian

dan Industri Pengolahan (warna hijau dan merah) mengalami penurunan yang

II-39 |RPJMD KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029



tajam akibat gangguan pandemi, sektor Informasi dan Komunikasi menjadi

sektor yang paling resilient, mencatatkan pertumbuhan 22,90% pada 2020.

Pertumbuhan Lapangan Usaha pada PDRB Kabupaten Sumedang 2015-2024
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Grafik 2.12 Pertumbuhan Lapangan Usaha pada PDRB Kabupaten Sumedang
Tahun 2015-2024

(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang 2025, diolah)

Sektor jasa lainnya, yang mencakup berbagai kegiatan non-produktif dan
jasa, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, juga mengalami
pertumbuhan signifikan di tahun 2020, dengan kontribusi besar dalam mengisi
gap yang ditinggalkan oleh sektor lainnya yang terpuruk akibat pandemi. Jasa
Pendidikan (warna hijau muda) juga mengalami pertumbuhan yang relatif baik,
meskipun sempat menurun tajam pada 2020 akibat penutupan sementara

fasilitas pendidikan selama pandemi.
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Setelah tahun 2020, grafik menunjukkan pemulihan yang relatif kuat
pada beberapa sektor, seperti Pertanian (warna hijau), yang mengalami
kenaikan lagi pada tahun 2021 dan 2022, mencerminkan keberlanjutan sektor
ini sebagai pilar ekonomi Sumedang. Sektor Industri Pengolahan juga
menunjukkan pemulihan pasca-pandemi, meskipun lebih lambat dibandingkan

sektor lainnya, dengan kontribusi yang tetap signifikan.

Pertumbuhan lapangan usaha di Sumedang menunjukkan cepatnya
pertumbuhan sektor-sektor yang lebih berbasis pada jasa, seperti Informasi dan
Komunikasi, dibandingkan sektor yang lebih tradisional seperti Pertanian dan
Industri Pengolahan. Sektor-sektor yang lebih terdiversifikasi dan berbasis
teknologi menunjukkan ketahanan yang lebih kuat terhadap krisis ekonomi
global, sementara sektor-sektor tradisional lebih rentan terhadap guncangan

eksternal seperti yang terjadi pada tahun 2020.

Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang
mengalami dinamika dalam 10 tahun terakhir. Pada awal periode, sekitar tahun
2015 hingga 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang menunjukkan
angka yang relatif stabil dengan sedikit fluktuasi, mencatatkan angka sekitar
5,25% hingga 6,33%. Namun, saat memasuki tahun 2020, dampak besar dari
pandemi COVID-19 sangat terlihat dalam grafik.

Tren Pertumbuhan Ekonomi 2015-2024

Wilayah (Long3)
B 'NDONESIA
JA

LPE (%)

Grafik 2.13 Trend Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang, Jawa Barat
dan Nasional Tahun 2015-2024

(Sumber: BPS (diolah), 2025)

Seperti yang dapat dilihat, pertumbuhan ekonomi Sumedang mengalami
penurunan tajam menjadi -1,12% pada tahun tersebut, mencerminkan krisis
ekonomi global yang mempengaruhi hampir semua sektor ekonomi. Penurunan

ini sangat mencolok, meskipun tidak seburuk beberapa wilayah lain di regional
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Jawa Barat dan nasional, namun tetap menjadi tantangan berat bagi ekonomi
daerah. Setelah mengalami penurunan yang dalam pada 2020, ekonomi
Kabupaten Sumedang mulai menunjukkan pemulihan namun menjadi
tertinggal dibandingkan Jawa Barat secara umum dan nasional. Bahkan, di
tahun 2024 LPE Sumedang semakin tertinggal karena mengalami perlambatan

menjadi 4,05%.

Tren Prtumbuhan Ekonomi Kabupaten Kota di Jawa Barat

kategori

LPE (%)

Grafik 2.14 Trend Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Tahun 2015-2024

(Sumber: BPS (diolah), 2025)

Grafik ini menggambarkan tren pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten
Sumedang dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota lain di Jawa Barat
dari tahun 2015 hingga 2024. Tren LPE menunjukkan bagaimana
perekonomian daerah berkembang dan bagaimana Sumedang menyesuaikan

diri dengan perubahan kondisi ekonomi di tingkat provinsi dan nasional.

Secara keseluruhan, Sumedang mengalami pertumbuhan yang relatif
lambat dalam beberapa tahun terakhir, dengan LPE yang tercatat pada angka
4,05% pada tahun 2024. Meskipun mengalami sedikit pemulihan pasca-
pandemi, pertumbuhannya masih tertinggal dibandingkan dengan Jawa Barat
yang mencatatkan LPE sekitar 4,95% pada tahun yang sama. Hal ini
menunjukkan bahwa meskipun ada pemulihan, Sumedang masih berada di

bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi.

Sementara itu, beberapa kabupaten lain seperti Karawang, Bekasi, dan
Bandung menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan lebih
stabil, dengan kontribusi besar terhadap PDRB Jawa Barat. Perbedaan ini

mencerminkan diversifikasi sektor ekonomi yang lebih baik di kabupaten/kota
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besar, yang mengandalkan sektor industri, perdagangan, dan jasa yang lebih

berkembang.

Meskipun Sumedang mengalami tantangan dalam  mengejar
ketertinggalannya, sektor-sektor seperti pertanian dan perdagangan masih
menjadi pilar utama dalam perekonomian daerah ini, meskipun kontribusinya

terhadap pertumbuhan ekonomi tidak secepat sektor industri atau jasa.

Kontribusi & Pertumbuhan Lapangan Usaha PDRB Kab. Sumedang Tahun 2024

Sektor =
Industri Pengolahan | | NN 1o.32 -1.13 022
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan || N 12.27 | IS | EES
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobi _ 15.82 - 5.76 - 0.91
Konstruksi 10.22 2.43 025l
Jasa Pendidikan 6.42 Bl cor 0.45
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5.49 B s 58 0.48
Transportasi dan Pergudangan 5.37 - 11.28 P oe1
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jam. 4.96 3.97 0.20
Jasa Keuangan dan Asuransi [JJJj 4.32 4.94 0.21
Informasi dan Komunikasi -3.73 -6.71 0.25
Jasa Lainnya [J] 2.05 4.72 0.10
Real Estate ] 1.45 677 0.10
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial || 1.06 Ml s 0.06
Pengadaan Listrik dan Gas | 0.31 4.74 0.01
Jasa Perusahaan | 0.10 s 0.01
Pertambangan dan Penggalian ‘ 0.08 -5.59 - 0.00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah d.. | 0.02 | EEE) 0.00
0 10 20 10 0 10 2041 0 1 2
Kontribusi & Pertumbuhan Sumber Pertumbuhan

Grafik 2.15 Capaian Kontribusi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha PDRB
Kabupaten Sumedang Tahun 2024

(Sumber: BPS (diolah), 2025)
Grafik di atas menunjukkan kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap
PDRB Kabupaten Sumedang pada tahun 2024, Laju Pertumbuhan Ekonomi
(LPE) Sumedang tercatat sebesar 4,05%, dengan sektor-sektor tertentu

berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan, sementara beberapa sektor

mengalami kontraksi yang mengurangi laju pertumbuhan secara keseluruhan.

Secara khusus, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan
kontribusi besar terhadap LPE, dengan 1,26% dari total pertumbuhan yang
disumbangkan oleh sektor ini. Sektor pertanian yang dominan ini menunjukkan
pentingnya sektor primer dalam perekonomian Sumedang, meskipun
pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan sektor industri. Kontribusi ini
mengindikasikan bahwa pertanian masih memainkan peran vital dalam
menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama dalam menciptakan lapangan

pekerjaan dan mendukung sektor-sektor lain.
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Kontribusi & Pertumbuhan Lapangan Usaha terhadap PDRB Tahun 2024

PDRB (ADHB)
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Grafik 2.16 Kontribusi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha terhadap PDRB
Tahun 2024

(Sumber: BPS (diolah), 2025)

Namun, ada penurunan signifikan dalam beberapa sektor, seperti
Industri Pengolahan dan Konstruksi, yang masing-masing mengalami kontraksi
pada tahun 2024. Kedua sektor ini memberikan kontribusi yang sangat besar
terhadap PDRB Sumedang, mencapai 29,49% dari total PDRB, namun
penurunan di kedua sektor ini mengurangi laju pertumbuhan ekonomi daerah
secara keseluruhan. Sektor Industri Pengolahan dan Konstruksi, yang
sebelumnya menjadi pilar utama dalam pembangunan infrastruktur dan
industri lokal, menunjukkan tanda-tanda perlambatan akibat faktor eksternal

maupun perubahan dalam pola investasi.

Dengan adanya kontraksi pada sektor-sektor penting ini, Sumedang perlu
mengevaluasi kembali strategi investasi dan kebijakan industri untuk
mempercepat pemulihan. Terlepas dari itu, sektor Pertanian tetap menjadi
sumber pertumbuhan yang stabil, dengan sektor lainnya, seperti Perdagangan
dan Jasa Pendidikan, turut memberikan kontribusi penting dalam mendukung
ekonomi lokal. Keseimbangan antara sektor primer dan sektor industri serta
jasa akan menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif dan

berkelanjutan di masa depan.
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Grafik 2.17 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2024
(Sumber: BPS (diolah), 2025)

Perlambatan ekonomi di Sumedang sudah mulai terlihat, terutama pada
sektor sekunder, sejak Triwulan I 2024. Pada sektor sekunder (digambarkan
dengan garis warna ungu), yang mencakup sektor industri dan konstruksi,
terdapat penurunan tajam sejak Triwulan I 2024, dengan angka -6,07% pada
Triwulan I 2024 dan -5,27% pada Triwulan II 2024. Hal ini menunjukkan bahwa
sektor industri pengolahan dan konstruksi yang biasanya menjadi pendorong
utama pertumbuhan ekonomi Sumedang mulai mengalami perlambatan yang

signifikan.

Sebaliknya, sektor primer (warna hijau) menunjukkan pertumbuhan yang
positif, meskipun masih fluktuatif. Pada Triwulan I 2024, sektor ini mengalami
penurunan sebesar -12,40%, tetapi mulai menunjukkan pemulihan dengan
angka positif pada Triwulan II dan III 2024. Sektor tersier (warna biru), yang
mencakup sektor jasa, juga mengalami penurunan ringan, tetapi secara
keseluruhan kontribusinya terhadap PDRB Sumedang lebih stabil dan tidak

mengalami fluktuasi tajam seperti sektor sekunder.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa sektor industri dan konstruksi,
yang sebelumnya memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan
ekonomi Sumedang, kini mulai menghadapi tantangan, yang mungkin dipicu
oleh faktor eksternal seperti penurunan permintaan global, keterbatasan
investasi, atau masalah dalam rantai pasokan. Sementara itu, sektor pertanian
dan jasa masih mampu memberikan kontribusi positif meskipun ada

penurunan di sektor sekunder.
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Dengan demikian, perlambatan ekonomi Sumedang pada awal 2024 lebih
jelas terlihat pada sektor-sektor yang bergantung pada industri dan konstruksi,
dan ini harus menjadi perhatian penting dalam merumuskan kebijakan
ekonomi ke depan untuk memastikan keseimbangan pertumbuhan antar

sektor.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu lima
tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung menurun
secara keseluruhan. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan tercatat sebesar
10,26 persen. Angka ini sempat mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi
10,71 persen, yang diduga kuat dipengaruhi oleh dampak sosial ekonomi akibat
pandemi COVID-19. Memasuki tahun 2022, kondisi mulai membaik dengan
penurunan tingkat kemiskinan menjadi 10,14 persen, dan berlanjut pada tahun
2023 yang mencatat penurunan cukup signifikan sebesar 0,78 persen, sehingga
tingkat kemiskinan turun ke angka 9,36 persen. Penurunan ini mencerminkan
pulihnya aktivitas ekonomi dan mulai berfungsinya program-program

pemulihan sosial ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Namun, pada tahun 2024, penurunan tingkat kemiskinan tercatat hanya
sebesar 0,26 persen, dengan angka kemiskinan berada di angka 9,10 persen.
Penurunan yang relatif lebih lambat ini menunjukkan adanya tantangan dalam
menurunkan kemiskinan ke tingkat yang lebih rendah, terutama dalam
menghadapi kemiskinan struktural dan multidimensi yang memerlukan

pendekatan lintas sektor dan jangka panjang.

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang menunjukan
trend menurun pada dua tahun terakhir dimana sebelumnya mengalami
kenaikan salah satunya akibat dampak Pandemi Covid-19 pada periode tahun

2020-2021.
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Grafik 2.18 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sumedang
Tahun 2019-2024

(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang (diolah), 2025)

Melihat gambar diatas, tingkat kemiskinan Kabupaten Sumedang lebih
tinggi daripada rata-rata Provinsi Jawa Barat. Faktor-faktor yang menyebabkan
tingkat kemiskinan yang tinggi di Kabupaten Sumedang merupakan tantangan
dalam sektor pertanian, akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan
pendidikan, serta kurangnya lapangan kerja yang layak. Namun, upaya
Pemerintah =~ Kabupaten @ Sumedang dalam  menerapkan  kebijakan
penanggulangan kemiskinan tampaknya telah memberikan hasil yang positif
dimana Kabupaten Sumedang mampu menurunkan tingkat kemiskinan lebih

cepat dibandingkan kabupaten kota di Jawa Barat.
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Gambar 2.15 Komparasi Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Kemiskinan di
Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

(Sumber: BPS (diolah), 2025)
Tingkat kemiskinan Kabupaten Sumedang dibandingkan dengan Provinsi
Jawa Barat tidak hanya menggambarkan situasi ekonomi lokal, tetapi juga
memberikan gambaran tentang kontribusi wilayah tersebut terhadap total
jumlah penduduk miskin di tingkat provinsi. Dalam analisis ini, data
menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Sumedang memiliki tingkat
kemiskinan yang masih lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, kontribusinya

terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Barat semakin menurun.

Penurunan kontribusi jumlah penduduk miskin dari Kabupaten
Sumedang terhadap jumlah keseluruhan penduduk miskin di Provinsi Jawa
Barat menunjukkan adanya perbaikan dalam kondisi sosial ekonomi di
Kabupaten Sumedang. Meskipun tingkat kemiskinan mungkin masih tinggi,
penurunan ini mengindikasikan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan
yang dilakukan di tingkat lokal telah memberikan dampak positif yang

signifikan.
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Grafik 2.19 Komparasi Jumlah Penduduk Miskin dan Pertumbuhannya di
Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

(Sumber: BPS (diolah), 2025)

Kedalaman Kemiskinan (P1)

Selain tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, data juga menunjukkan
bahwa kedalaman kemiskinan di Kabupaten Sumedang masih lebih besar
daripada Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan. Kedalaman kemiskinan
mengacu pada seberapa jauh individu atau keluarga yang hidup di bawah garis
kemiskinan tersebut berada di bawah ambang batas tersebut, atau seberapa

jauh pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan relatif.

Grafik 2.20 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sumedang
Tahun 2010-2024

(Sumber: BPS (diolah), 2025)

Implikasi dari kedalaman kemiskinan yang lebih tinggi di Kabupaten
Sumedang adalah bahwa warga di wilayah ini cenderung menghadapi kesulitan
ekonomi yang lebih besar daripada rata-rata warga di Provinsi Jawa Barat. Hal
ini menunjukkan bahwa meskipun upaya telah dilakukan untuk mengurangi
tingkat kemiskinan secara umum, masih ada tantangan yang signifikan dalam

mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi di Kabupaten Sumedang.
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Kedalaman kemiskinan yang lebih besar dapat mengindikasikan adanya
ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan dan akses terhadap peluang
ekonomi di Kabupaten Sumedang. Hal ini dapat mencerminkan
ketidakmampuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif di
tingkat lokal, yang dapat mengakibatkan tekanan sosial dan ekonomi yang lebih

besar bagi keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Untuk mengatasi kedalaman kemiskinan yang tinggi, diperlukan upaya
yang lebih besar dan terkoordinasi dari pemerintah daerah, pemerintah pusat,
dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Diperlukan program-program
yang lebih efektif untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan dan
pelatihan keterampilan, pembangunan infrastruktur yang mendukung
pertumbuhan inklusif, serta kebijakan sosial yang mendukung seperti program

bantuan sosial dan perlindungan sosial bagi keluarga yang rentan.
Keparahan Kemiskinan (P2)

Selain tingkat dan kedalaman kemiskinan yang lebih tinggi, data juga
menunjukkan bahwa keparahan kemiskinan di Kabupaten Sumedang masih
lebih besar daripada Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan. Keparahan
kemiskinan mengacu pada tingkat kesulitan atau penderitaan yang dialami oleh
individu atau keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan tersebut, yang
dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti tingkat pendapatan, akses

terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Implikasi dari keparahan kemiskinan yang lebih tinggi di Kabupaten
Sumedang adalah bahwa warga di wilayah ini cenderung mengalami kondisi
hidup yang lebih sulit daripada rata-rata warga di Provinsi Jawa Barat. Tingkat
keparahan kemiskinan yang tinggi dapat menunjukkan bahwa pendapatan
yang rendah dan akses terhadap layanan dasar yang terbatas mengakibatkan

kondisi hidup yang tidak stabil dan berisiko bagi keluarga yang terkena dampak.

Grafik 2.21 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sumedang
Tahun 2010-2024

(Sumber: BPS (diolah), 2025)
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Keparahan kemiskinan yang tinggi juga dapat mencerminkan kurangnya
resiliensi atau ketahanan ekonomi di Kabupaten Sumedang, yang membuat
masyarakat rentan terhadap perubahan ekonomi atau krisis keuangan. Ini
dapat mengakibatkan meningkatnya risiko kemiskinan kronis dan peningkatan

ketidaksetaraan dalam distribusi kesejahteraan di wilayah tersebut.

Untuk mengatasi keparahan kemiskinan yang tinggi, diperlukan upaya
yang lebih besar dalam meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti
pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pangan, serta mendukung upaya
untuk meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja yang layak.
Selain itu, perlunya pengembangan program-program sosial yang menyasar
kelompok rentan dan kerja sama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat,

dan berbagai pemangku kepentingan lainnya juga menjadi penting.

Perkembangan angka pengangguran di Kabupaten Sumedang

menunjukan tren yang terus menurun pada empat tahun terakhir.

e=@== |NDONESIA JAWA BARAT Sumedang
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Grafik 2.22 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) di Kabupaten
Sumedang Tahun 2019-2024

(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang (diolah), 2025)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sumedang masih lebih
rendah apabila dibandingkan dengan TPT Jawa Barat tetapi lebih tinggi apabila
dibandingkat TPT Nasional. Hal ini menunjukkan perlunya percepatan

penciptaan lapangan kerja formal untuk meningkatkan stabilitas ekonomi.

Apabila dilihat dari usia, TPT di Kabupaten Sumedang didominasi oleh

usia muda antara 15-24 Tahun.
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Grafik 2.23 Komposisi TPT berdasarkan Umur di
Kabupaten Sumedang Tahun 2024

(Sumber: BPS (diolah), 2025)

Berdasarkan data BPS tahun 2024, ditengah kondisi TPT yang terus
menurun dari tahun 2021-2024, tingkat pengangguran usia muda (15-24 tahun
menunjukkan tren meningkat pada tahun 2023 dan 2024.
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Grafik 2.24 Tren Proporsi TPT Usia Muda (15-24 Tahun) di Kabupaten
Sumedang Tahun 2024

(Sumber: BPS (diolah), 2025)

Secara umum indikator ketenagakerjaan di Kabupaten Sumedang dapat

digambarkan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.14 Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja di Sumedang

Variabel Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
Angkatan Kerja Orang 637,668 639,867 609,471 626159 646,454
Bukan Angkatan Orang 286,961 | 294,136 333,498 297,915 287,169
Kerja
TPAK Persen 68.96 68.51 64.63 67.76 69.24
TPT Persen 9.89 9.18 7.72 6.94 6.16
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Variabel Satuan 2020 2021 2022 2023 2024

Jumlah Orang 63,062 58,770 47,055 43,485 39,816
Pengangguran

Penduduk Bekerja Orang 574,606 @ 581,097 562,416 582,674 606,638

Penduduk Usia Orang 924,629 @ 934,003 @ 942,969 924,074 933,623
Kerja

Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Sumedang terus
menurun pada dua tahun terakhir. Nilai Rasio Gini Kabupaten Sumedang pada
tahun 2024 sebesar 0,337. Kondisi ini lebih rendah apabila dibandingkan
dengan Rasio Gini Nasional dan Jawa Barat. Penurunan ini menunjukkan
bahwa upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi di Sumedang berhasil
menekan kesenjangan pendapatan khususnya di wilayah perkotaan, sementara

di perdesaan terjadi fluktuatif.

—— INDONESIA JAWA BARAT Sumedang
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0402 0403
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’ 0,384 0,384 : 0,379
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0,359
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0,344
0,32 0,337
0,30
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Grafik 2.25 Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dan
Nasional Tahun 2019-2024

(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang (diolah), 2025)
2.1.2.1.1. Analisis Sektor Unggulan Daerah

Selain berguna untuk melakukan analisis pertumbuhan ekonomi,
pendapatan masyarakat, dan kontribusi sektoral, data PDRB juga dapat
digunakan untuk melakukan analisis sektor unggulan daerah di Sumedang.
Sektor unggulan disini berarti sektor bisnis yang tidak akan habis seandainya
dieksploitasi oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang. Identifikasi sektor
unggulan merupakan dasar untuk memahami kondisi daerah dengan
mengenali potensi, sumber daya, dan keunggulan daerah agar perencanaan
pembangunan daerah lebih terarah (efektif dan efisien) dan dapat berjalan
dengan baik. Dengan hasil ini, Pemerintah dapat merumuskan strategi

peningkatan dan pengembangan potensi unggulan. Potensi-potensi ini berperan
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sebagai modal dan panduan bagi instansi terkait untuk menciptakan

pertumbuhan ekonomi.

Metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi sektor unggulan
di Sumedang yaitu Location Quotient (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ),
shift-share analysis, dan Klassen Typology. Ketiga metode tersebut digunakan
untuk mengetahui dengan cepat sektor yang dianggap unggul, berdasarkan
hasil perhitungan data-data PDRB di tingkat Kabupaten Sumedang dan Provinsi

Jawa Barat.

1. Analisis Location Quotient (LQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ)

Analisis LQ dan DLQ adalah dua metode yang saling melengkapi,
digunakan untuk menganalisis spesialisasi industri atau sektor ekonomi di
suatu wilayah. Analisis LQ adalah analisis yang paling sederhana dan
merupakan perbandingan antara peran suatu sektor ekonomi di suatu daerah
terhadap besarnya peran sektor ekonomi yang sama suatu daerah yang
memiliki cakupan administratif yang lebih besar, sementara DLQ merupakan
analisis LQ yang mempertimbangkan laju pertumbuhan sektor dari waktu ke

waktu. Interpretasi hasil LQ dapat diartikan sebagai berikut:

e LQ>1: mengindikasikan sektor unggulan (peranan sektor lebih besar di
Sumedang daripada di Provinsi Jawa Barat).

e LQ<1: mengindikasikan sektor non unggulan (peranan sektor lebih kecil
di Sumedang daripada di Provinsi Jawa Barat).

Sedangkan interpretasi DLQ dapat diartikan sebagai berikut:

e DLQ>1: menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat dari rata-rata
pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (memiliki potensi unggulan di
masa depan).

e DLQ<1: mengalami pertumbuhan yang lebih lambat daripada rata-rata
pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (tidak memiliki potensi

unggulan di masa depan).

Dengan menggunakan perbandingan data PDRB ADHK Sumedang dan
Provinsi Jawa Barat 3 tahun terakhir, didapat 10 (sepuluh) sektor yang berperan

sebagai basis/unggulan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.15 Analisi LQ Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2024

LQ Rata- Interpretasi
S M 2022 | 2023 | 2024 | & L
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,34 2,40 2,54 2,43 | Basis
Pertambangan & Penggalian 0,06 0,06 0,05 0,06 | Non Basis
Industri Pengolahan 0,47 0,46 0,44 0,46 | Non Basis
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Interpretasi

Lapangan Usaha 2022 | 2023 | 2024 L
Pengadaan Listrik & Gas 1,16 1,18 1,25 1,20 | Basis
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, 0,26 0,28 0,29 0,28 | Non Basis
& Daur Ulang
Konstruksi 1,40 1,36 1,25 1,34 | Basis
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil 1,09 1,15 1,17 1,14 | Basis
& Sepeda Motor
Transportasi & Pergudangan 0,91 0,91 0,91 0,91 | Non Basis
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum 1,75 1,77 1,82 1,78 | Basis
Informasi & Komunikasi 1,01 0,99 0,99 1,00 | Non Basis
Jasa Keuangan & Asuransi 1,56 1,56 1,58 1,57 | Basis
Real Estate 1,37 1,37 1,39 1,37 | Basis
Jasa Perusahaan 0,19 0,21 0,22 0,21 | Non Basis
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, & 2,85 2,87 2,77 2,83 | Basis
Jaminan Sosial Wajib
Jasa Pendidikan 2,17 2,16 2,20 2,18 | Basis
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial 1,68 1,67 1,69 1,68 | Basis
Jasa lainnya 0,94 0,98 0,96 0,96 | Non Basis

Sumber: Hasil Analisis BAPPERIDA Kabupaten Sumedang, 2025

Dari Tabel 2.15, didapat informasi bahwa nilai LQ terbesar secara rata-
rata pada sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan Sosial
Wajib kemudian disusul sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, namun
sektor yang disebutkan pertama tersebut selama 3 tahun pemantauan nilai LQ-
nya mengalami fluktuasi, yang kemungkinan disebabkan laju pertumbuhan
ekonomi sektoral Kabupaten Sumedang sedang lebih besar atau lebih kecil
dibandingkan dengan sektoral Provinsi Jawa Barat. Sedangkan sektor kedua,
meskipun secara rata-rata bukan LQ terbesar, namun secara volatilitas paling
stabil untuk dijadikan kegiatan basis. Dengan kontribusi yang cukup tinggi dan
juga nilai LQ yang juga cukup tinggi dan stabil menjadikan kegiatan ini sebagai

kegiatan basis yang sangat baik untuk terus didorong.

Terlepas dari hasil analisis di atas, teknik LQ belum bisa memberikan
kesimpulan akhir dari sektor-sektor yang teridentifikasi sebagai sektor strategis
karena kelemahannya yang tidak memperhitungkan laju pertumbuhan sektor.
Perlu analisis tambahan agar hasil sektor unggulan benar-benar
menggambarkan potensi Sumedang sesungguhnya. Namun sebagai tahap awal,
analisis dianggap cukup memberi gambaran terhadap kemampuan Sumedang

dalam sektor yang teridentifikasi.

Analisis LQ yang lebih dinamis untuk mempertimbangkan pergerakan
data dari waktu ke waktu dan kelebihannya dalam memberikan informasi
tentang potensi sektor untuk menjadi unggulan di masa depan menggunakan

teknik DLQ LQ Dinamis). Dengan menggunakan perbandingan data PDRB
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ADHK Sumedang dan Provinsi Jawa Barat 5 tahun terakhir, ternyata didapat

hasil yang menunjukkan bahwa hampir seluruh 17 sektor PDRB (kecuali sektor

Transportasi dan Pergudangan) prospektif untuk berkembang di masa depan

dan sektor Konstruksi serta Jasa Perusahaan memperoleh skor DLQ terbesar,

sebagaimana berikut.

Tabel 2.16 Analisis DLQ Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2024

DD R .
S 2021 2022 2023 2024 ) . DL(

Pertanian, Kehutanan, | 0,853648395 | 0,972673046 | 1,050220062 | 1,141467366 1,005 | Prospektif

dan Perikanan

Pertambangan & 1,395149719 | 0,977254087 | 0,929012791 | 0,768301781 1,017 | Prospektif

Penggalian

Industri Pengolahan 1,032532451 | 1,098154897 | 0,954316126 | 0,919316727 1,001 | Prospektif

Pengadaan Listrik & 0,880219131 0,88473066 | 1,067307987 | 1,218732537 1,013 | Prospektif

Gas

Pengadaan Air, 0,782866364 | 0,994548848 | 1,203807877 | 1,069124287 1,013 | Prospektif

Pengelolaan Sampah,

Limbah, & Daur Ulang

Konstruksi 1,291788904 | 1,195484602 | 0,910743249 | 0,699968528 1,024 | Prospektif

Perdagangan Besar & 0,971926333 | 0,903488381 | 1,162244396 | 0,975267707 1,003 | Prospektif

Eceran; Reparasi Mobil

& Sepeda Motor

Transportasi & 0,884521806 | 1,046800323 | 1,058293778 | 1,005564261 0,999 MNGEN

Pergudangan Prospektif

Penyediaan Akomodasi | 0,997919594 | 1,049085526 | 0,955697422 | 0,997588669 1,000 | Prospektif

& Makan Minum

Informasi & 0,961711931 | 1,044003275 | 0,995500031 1,00056871 1,000 | Prospektif

Komunikasi

Jasa Keuangan & 0,945019923 | 0,996466097 | 1,015036093 | 1,046224589 1,001 | Prospektif

Asuransi

Real Estate 0,880970645 1,05756827 | 1,044873607 | 1,031979063 1,004 | Prospektif

Jasa Perusahaan 0,699194869 | 0,950278188 | 1,342027939 | 1,102365816 1,023 | Prospektif

Administrasi 1,125741499 | 1,013900734 | 1,042089728 | 0,849459109 1,008 | Prospektif

Pemerintahan,

Pertahanan, &

Jaminan Sosial Wajib

Jasa Pendidikan 1,036607349 | 0,908827441 | 1,008888277 | 1,049675585 1,001 | Prospektif

Jasa Kesehatan & 1,005123092 | 0,970083178 | 1,012818509 | 1,012337767 1,000 | Prospektif

Kegiatan Sosial

Jasa lainnya 0,880466913 | 1,278804057 | 1,070189583 | 0,806103429 1,009 | Prospektif

Sumber: Hasil Analisis BAPPERIDA Kabupaten Sumedang, 2025

Dengan menggabungkan hasil (overlay) perhitungan LQ dan DLQ, akan

didapat hasil analisis komprehensif yang menunjukkan struktur ekonomi yang

memiliki potensi untuk dikembangkan saat ini dan di masa depan. Jika dibuat

dalam sebuah kuadran,

hasil kombinasi

digambarkan sebagai berikut.

dari

kedua teknik tersebut
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Tabel 2.17 Kuadran Analisis LQ DLQ Sumedang

DLQ>1 (Prospektif) DLQ<1 (Tidak Prospektif)

Type | Type lll
Sektar. Basis, Prospektif Sektor Basis. Tidak Prospektif

Batsnizn. Kehutapsn. dan Perkanan *  TAsponssidan Bemurangso
Eengadagp Listrik dan Gas

Konstuksi

Eerdapangan Bessr dan Egerap; Bepaasi Mobil dan Segeda Motor
Eegyedisan sbampdasi dan bakan Miaum

Jaza Keyangandan Ssytansi

Real Estate

Sdministras) Berrprintahan, Bedabanan. dan Jamipap. Sosisl Waib.
Jazs Pendidikan

Jaza Kesehatap dan Kegiatan, Sosial

LQ=>1 (Basis)

Type ll Type IV

Eegsmbangsn dan EsnggaliAn
Indyst Bengolshan
Eengadasp Al Bangslolaan, Sa0apab. Limkak dan Daur LaRs.

Infesmas) dan Eomunikasi:

Jasa Perusahzan

Jasa Lalnnys

LQ<1 (Non Basis)

Sumber: Hasil Analisis BAPPERIDA Kabupaten Sumedang, 2025

Lima sektor yang berada pada kuadran I (type I), memiliki potensi untuk
menjadi sektor unggulan dengan pertumbuhan yang pesat, sedangkan sektor-
sektor yang berada pada kuadran II (type II) akan mengalami reposisi dari saat

ini yang bukan sektor unggulan, menjadi unggulan di masa depan.

2. Analisis Shift-share

Selain menggunakan LQ dan DLQ, untuk menemukenali potensi serta
sektor unggulan Sumedang juga dapat menggunakan shift-share analysis.
Analisis shift-share digunakan untuk menganalisis peranan suatu sektor
ataupun pergeseran suatu sektor di daerah terhadap sektor yang sama dalam
perekonomian daerah administratif di atasnya. Analisis ini membandingkan laju
pertumbuhan suatu sektor di wilayah yang sempit terhadap wilayah yang lebih
luas. Dengan analisis ini, dapat memahami bagaimana struktur ekonomi suatu
wilayah berubah, bagaimana sektor unggulan bergeser, serta bagaimana kinerja

ekonomi wilayah tersebut jika dibandingkan wilayah lainnya.
Analisis shift share memiliki tiga komponen yaitu:

1. National/regional share, untuk melihat bagaimana pengaruh
pertumbuhan ekonomi  nasional/provinsi terhadap daerah
(kabupaten/kota). Hal ini dilakukan dengan cara menganalisis
perubahan pengerjaan agregat secara sektoral dibandingkan dengan
perubahan pada sektor yang sama di perekonomian yang dijadikan

acuan.
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2. Proportional shift, untuk mengukur perubahan pertumbuhan atau

penurunan pada daerah dibandingkan dengan perekonomian yang

lebih besar yang dijadikan acuan. Pengukuran ini dapat mengetahui

apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada sektor-sektor yang

tumbuh lebih cepat dibanding perekonomian yang dijadikan acuan.

3. Differential shift, untuk menentukan seberapa jauh daya saing suatu

sektor ekonomi

di daerah

(lokal)

cakupannya lebih besar yang dijadikan acuan.

dengan perekonomian yang

Dengan menggunakan perbandingan data PDRB ADHK Sumedang dan

Provinsi Jawa Barat masing-masing pada tahun pantauan 2012 dan 2024

didapat hasil perhitungan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.18 Analisis Shift-share Kabupaten Sumedang

Pertumbuhan

Pertumbuhan

Pergeseran

Lapangan Usaha Proporsional Pangsa Wilayah Bersih Interpretasi PP Inte;ppl;tasi Int:irpl;rBeta
(PP, %) (PPW, %) (PB, %)
Pertanian, Kehutanan, dan -35,52 3,92 -31,60 | Tidak Bertumbuh | Berdaya Saing Tumbuh
Perikanan Cepat Lamban
Pertambangan & Penggalian -71,69 21,52 -50,17 | Tidak Bertumbuh | Berdaya Saing Tumbuh
Cepat Lamban
Industri Pengolahan -5,09 11,90 6,81 | Tidak Bertumbuh | Berdaya Saing Progresif
Cepat
Pengadaan Listrik & Gas -63,84 60,95 -2,89 | Tidak Bertumbuh | Berdaya Saing Tumbuh
Cepat Lamban
Pengadaan Air, Pengelolaan 26,21 -39,77 -13,56 | Bertumbuh Cepat Tidak Berdaya | Tumbuh
Sampah, Limbah, & Daur Saing Lamban
Ulang
Konstruksi 2,64 9,95 12,59 | Bertumbuh Cepat Berdaya Saing Progresif
Perdagangan Besar & Eceran; -18,30 7,87 -10,43 | Tidak Bertumbuh | Berdaya Saing Tumbuh
Reparasi Mobil & Sepeda Cepat Lamban
Motor
Transportasi & Pergudangan 36,00 -23,60 12,40 | Bertumbuh Cepat Tidak Berdaya | Progresif
Saing
Penyediaan Akomodasi & 31,14 3,78 34,92 | Bertumbuh Cepat Berdaya Saing Progresif
Makan Minum
Informasi & Komunikasi 210,94 -42,40 168,54 | Bertumbuh Cepat Tidak Berdaya | Progresif
Saing
Jasa Keuangan & Asuransi -1,95 2,87 0,92 | Tidak Bertumbuh | Berdaya Saing Tumbuh
Cepat Lamban
Real Estate 47,14 -16,42 30,72 | Bertumbuh Cepat Tidak Berdaya | Progresif
Saing
Jasa Perusahaan 16,40 21,94 38,34 | Bertumbuh Cepat Berdaya Saing Progresif
Administrasi Pemerintahan, -38,71 -7,62 -46,33 | Tidak Bertumbuh | Tidak Berdaya | Tumbuh
Pertahanan, & Jaminan Cepat Saing Lamban
Sosial Wajib
Jasa Pendidikan 39,92 -2,69 37,22 | Bertumbuh Cepat Tidak Berdaya | Progresif
Saing
Jasa Kesehatan & Kegiatan 63,56 9,90 73,46 | Bertumbuh Cepat Berdaya Saing Progresif
Sosial
Jasa lainnya 42,69 8,99 51,68 | Bertumbuh Cepat Berdaya Saing Progresif

Sumber: Hasil Analisis BAPPERIDA Kabupaten Sumedang, 2025

Interpretasi

pertumbuhan proporsional

“Bertumbuh Cepat”/positif

mengandung makna pertumbuhan sektoral Provinsi Jawa Barat lebih tinggi

dibandingkan pertumbuhan total Provinsi Jawa Barat, yang menyebabkan

pertumbuhan sektoral di Kabupaten Sumedang bertumbuh cepat, karena
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mendapatkan efek pertumbuhan yang juga cepat dari pertumbuhan Provinsi
Jawa Barat. Sebaliknya, jika pertumbuhan proporsional “Tidak Bertumbuh
Cepat”/negatif mengandung makna pertumbuhan sektoral Provinsi Jawa Barat
lebih rendah dibandingkan pertumbuhan total Provinsi Jawa Barat, yang
menyebabkan pertumbuhan sektoral di Sumedang tidak tumbuh
cepat/tergolong lamban, karena mendapatkan efek pertumbuhan yang juga

tidak cepat dari pertumbuhan Provinsi Jawa Barat.

Pertumbuhan pangsa wilayah yang “Berdaya Saing”/positif mengandung
makna daya saing sektoral di Sumedang lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa
Barat. Sebaliknya “Tidak Berdaya Saing”/negatif mengandung makna daya
saing sektoral di Kabupaten Sumedang lebih rendah/tidak punya daya saing
dibandingkan Provinsi Jawa Barat. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas serta Jasa
Perusahaan Sumedang adalah dua sektor yang paling memiliki daya saing relatif

dibandingkan sektoral Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan jika pergeseran bersih berkriteria “Progresif”’/positif artinya
pertumbuhan sektoral di Sumedang tersebut maju/progresif, dan jika
negatif/”Tumbuh Lamban” diartikan sebaliknya. Sektor Informasi dan
Komunikasi memiliki pergeseran bersih terbesar sehingga diartikan bahwa

sektor tersebut paling progresif dari seluruh sektor yang ada.

Dari hasil analisis, secara umum ada beberapa sektor yang memenuhi
ketiga kategori bertumbuh cepat, berdaya saing, dan progresif, yakni sektor
Konstruksi; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Perusahaan; Jasa

Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta Jasa Lainnya.

3. Analisis Klassen Typology

Analisis tipologi Klassen digunakan untuk melihat pola dan struktur
pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan membagi sektor-sektor ekonomi
dalam empat kuadran berdasarkan pertumbuhan dan kontribusi masing-
masing sektor terhadap PDRB: sektoral maju dan cepat tumbuh, sektoral maju
tapi tertekan, sektoral potensial berkembang cepat, dan sektoral relatif

tertinggal. Elaborasi dari 4 kuadran tersebut yaitu:

= Cepat Maju dan Cepat Tumbuh (kuadran I):
Laju pertumbuhan dan kontribusi sektoral PDRB Sumedang lebih tinggi
dari rata-rata sektoral Provinsi Jawa Barat. Ini menunjukkan bahwa
sektoral tersebut memiliki potensi ekonomi yang kuat dan pertumbuhan

pesat.
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Potensial Berkembang (kuadran II):

Laju pertumbuhan sektoral Sumedang lebih tinggi, tetapi kontribusi
sektoral PDRBnya masih di bawah Provinsi Jawa Barat.Ini bisa
menunjukkan bahwa sektoral tersebut memiliki potensi pertumbuhan
yang besar, tetapi perlu meningkatkan produktivitas/output sektornya.
Maju Tapi Tertekan (kuadran III):

Kontribusi sektoral PDRB Sumedang lebih tinggi, tetapi laju pertumbuhan
sektoralnya lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Barat. Ini bisa
disebabkan oleh berbagai faktor, seperti stagnasi sektor ekonomi atau
adanya tantangan dalam menciptakan lapangan kerja.

Relatif Tertinggal (kuadran IV):

Sektor ini memiliki laju pertumbuhan PDRB dan kontribusi sektoral yang
lebih rendah dibanding Provinsi Jawa Barat. Ini menunjukkan bahwa
sektor tersebut membutuhkan perhatian khusus dalam pembangunan

ekonomi dan peningkatan produktivitasnya.

Dengan menggunakan perbandingan data PDRB ADHB Sumedang dan

Provinsi Jawa Barat selama lima tahun terakhir didapat hasil perhitungan

Klassen Typology sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.19 Analisis Klassen Typology Kabupaten Sumedang

pangan Rata-rata Rata-rata Rata-rata Rata-rata
Pertumbuhan | Komposisi | Pertumbuhan | Komposisi Keterangan
(%) (%) (%) (%)

Pertanian, Kehutanan, 5,56 8,64 6,77 19,00 | Sektor pertumbuhan

dan Perikanan cepat

Pertambangan & 4,48 1,08 7,64 0,08 | Sektor potensial

Penggalian berkembang

Industri Pengolahan 8,10 41,68 6,42 19,90 | Sektor relatif
tertinggal

Pengadaan Listrik & Gas 4,75 0,48 2,11 0,36 | Sektor relatif
tertinggal

Pengadaan Air, 7,49 0,10 6,98 0,02 | Sektor relatif

Pengelolaan Sampah, tertinggal

Limbah, & Daur Ulang

Konstruksi 8,66 8,43 8,14 10,72 | Sektor maju tapi
tertekan

Perdagangan Besar & 7,67 14,48 9,67 15,12 | Sektor pertumbuhan

Eceran; Reparasi Mobil & cepat

Sepeda Motor

Transportasi & 12,97 5,55 10,65 4,94 | Sektor relatif

Pergudangan tertinggal

Penyediaan Akomodasi & 10,05 2,91 12,88 4,88 | Sektor pertumbuhan

Makan Minum cepat

Informasi & Komunikasi 7,25 3,87 6,30 3,78 | Sektor relatif
tertinggal

Jasa Keuangan & 7,72 2,85 6,64 4,39 | Sektor maju tapi

Asuransi tertekan
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Provinsi Jawa Barat Sumedang

Lapangan Usaha Rata-rata Rata-rata Rata-rata Rata-rata Kuadran
Pertumbuhan | Komposisi | Pertumbuhan | Komposisi Keterangan
(%) (%) (%) (%)

Real Estate 8,69 1,17 5,95 1,54 | Sektor maju tapi 3
tertekan

Jasa Perusahaan 11,81 0,44 12,27 0,09 | Sektor potensial 2
berkembang

Administrasi 2,45 1,93 2,89 5,43 | Sektor pertumbuhan 1

Pemerintahan, cepat

Pertahanan, & Jaminan
Sosial Wajib

Jasa Pendidikan 5,16 3,40 4,97 6,66 | Sektor maju tapi 3
tertekan

Jasa Kesehatan & 9,03 0,80 4,50 1,18 | Sektor maju tapi 3

Kegiatan Sosial tertekan

Jasa lainnya 10,52 2,19 11,76 1,89 | Sektor potensial 2
berkembang

Sumber: Hasil Analisis BAPPERIDA Kabupaten Sumedang, 2025

Tabel 2.20 Kuadran Analisis Klassen Typology Sumedang

PERTUMBUHAN SEKTORAL

gir=g gicg
Kuadran.| Kuadran.lll
Sektor Rertumbuban Cepat, Sektor Maju, Tapi Tertskan
0 . Eetsuisn, Kehutapsn, dan Bedkanan . Konatouksi
a *  Eerdapapgsn Besscdan Ecacep: ReparasiMobil dan Sepeda Motor ¢ asalkeusqgan,
< *  Bemyedisendbomodssi, dan Makso Minun *  ReslEstst=
ot . - ip . E , dan Jaminan. Sosist Waib - Ja=a Pandidikan
E ¢ Jass Kesshateo dan Kegiatan, Sosisl
4
17}
W
n
2 Kuadran. Il Kuadran IV
= Sektor Retensial Berkembang, sekior Relatif Terinagal
E " . Bedambapgsan den Eeongelian . \ndlustd
=] v . Ja=a Perusahzan . Eengadasp Listrik dan Gas
o w . Jasa Lainnys . Bengadasn Air. Fepoelplaan Sampabs Lirkah den Daug LIARg.
. Trarspoctash dan Bemgudangsn
. \nfasmasi dan BomRURKASL
Keterangan

ai’ Perfumbuhan sekioral PDRB Sumedang
o Pertumbuhan sektoral PDRB Provinsi Jawa Barat
si- Kontribusi sektoral PDRB Sumedang

s~ Kontribusi sekloral PDRB Provinsi Jawa Barat

Sumber: Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah Bapperida, 2025

Jika dilakukan overlay terhadap 17 sektoral PDRB dengan menggunakan
seluruh metode yang digunakan di atas, hanya satu sektor yang memenuhi
keenam kriteria hijau, yaitu sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum,
dan ada empat sektor yang meraih lima kriteria hijau (sektor Konstruksi; Jasa
Perusahaan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta Jasa Lainnya) yang
sekaligus dapat dianggap sebagai sektor unggulan berdasarkan metode yang
digunakan di atas. Lebih detail penggolongan sektoral berdasarkan 6 kriteria

tersebut ditampilkan pada tabel berikut.
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Tabel 2.21 Overlay Analisis Sektor Unggulan di Sumedang

Lapangan Usaha

Analisis

LQ

Analisis
DLQ

Pertumbuhan
Proporsional

Analisis Shift-share

Pertumbuhan
Pangsa Wilayah

Pergeseran
Bersih

Analisis Klassen

Pertanian, Kehutanan, | Basis Prospektif | Tidak Berdaya Saing Tumbuh Sektor
dan Perikanan Bertumbuh Lamban pertumbuhan cepat
Cepat
Pertambangan & | Non Basis | Prospektif | Tidak Berdaya Saing Tumbuh Sektor potensial
Penggalian Bertumbuh Lamban berkembang
Cepat
Industri Pengolahan Non Basis | Prospektif | Tidak Berdaya Saing Progresif Sektor relatif
Bertumbuh tertinggal
Cepat
Pengadaan Listrik & | Basis Prospektif | Tidak Berdaya Saing Tumbuh Sektor relatif
Gas Bertumbuh Lamban tertinggal
Cepat
Pengadaan Air, | Non Basis | Prospektif | Bertumbuh Tidak Berdaya | Tumbuh Sektor relatif
Pengelolaan Sampabh, Cepat Saing Lamban tertinggal
Limbah, & Daur Ulang
Konstruksi Basis Prospektif | Bertumbuh Berdaya Saing Progresif Sektor maju tapi
Cepat tertekan
Perdagangan Besar & | Basis Prospektif | Tidak Berdaya Saing Tumbuh Sektor
Eceran; Reparasi Mobil Bertumbuh Lamban pertumbuhan cepat
& Sepeda Motor Cepat
Transportasi & | Non Basis | Tidak Bertumbuh Tidak Berdaya | Progresif Sektor relatif
Pergudangan Prospektif | Cepat Saing tertinggal
Penyediaan Akomodasi | Basis Prospektif | Bertumbuh Berdaya Saing Progresif Sektor
& Makan Minum Cepat pertumbuhan cepat
Informasi & | Non Basis | Prospektif | Bertumbuh Tidak Berdaya | Progresif Sektor relatif
Komunikasi Cepat Saing tertinggal
Jasa Keuangan & | Basis Prospektif | Tidak Berdaya Saing Tumbuh Sektor maju tapi
Asuransi Bertumbuh Lamban tertekan
Cepat
Real Estate Basis Prospektif | Bertumbuh Tidak Berdaya | Progresif Sektor maju tapi
Cepat Saing tertekan
Jasa Perusahaan Non Basis | Prospektif | Bertumbuh Berdaya Saing Progresif Sektor potensial
Cepat berkembang
Administrasi Basis Prospektif | Tidak Tidak Berdaya | Tumbuh Sektor
Pemerintahan, Bertumbuh Saing Lamban pertumbuhan cepat
Pertahanan, & Cepat
Jaminan Sosial Wajib
Jasa Pendidikan Basis Prospektif | Bertumbuh Tidak Berdaya | Progresif Sektor maju tapi
Cepat Saing tertekan
Jasa Kesehatan & | Basis Prospektif | Bertumbuh Berdaya Saing Progresif Sektor maju tapi
Kegiatan Sosial Cepat tertekan
Jasa lainnya Non Basis | Prospektif | Bertumbuh Berdaya Saing Progresif Sektor potensial
Cepat berkembang

Sumber: Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah Bapperida, 2025

2.1.2.2.

Kesehatan Untuk Semua

Perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH) di Indonesia, Jawa Barat, dan

Kabupaten Sumedang dari tahun 2019 hingga 2023 memperlihatkan pola yang

sedikit berbeda. Secara nasional, UHH di Indonesia menunjukkan peningkatan

yang stabil dari 71,5 tahun pada tahun 2019 menjadi 74,15 tahun pada tahun

2024. Meskipun peningkatan ini tidak terlalu besar, tren ini mencerminkan

adanya perbaikan dalam pelayanan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat

S€cara umuiml.
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Grafik 2.26 Capaian Usia Harapan Hidup Kabupaten Sumedang, Jawa Barat
dan Indonesia Tahun 2020 — 2024

(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang (diolah), 2025)

Di tingkat provinsi, Jawa Barat memperlihatkan kinerja yang lebih baik
dalam hal UHH. Pada tahun 2019, UHH Jawa Barat berada di sekitar 73,5 tahun
dan terus meningkat hingga mencapai 75,16 tahun pada tahun 2024.
Peningkatan yang lebih signifikan ini menunjukkan efektivitas program
kesehatan dan upaya peningkatan kualitas hidup yang dilakukan oleh
pemerintah provinsi Jawa Barat. Kabupaten Sumedang menunjukkan capaian
UHH yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Nasional dan Provinsi.
Pada tahun 2019, UHH Sumedang berada di sekitar 75,29 tahun, lebih rendah
dibandingkan dengan Jawa Barat tetapi masih di atas rata-rata Nasional.
Namun, Sumedang mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama
setelah tahun 2021. Pada tahun 2024, UHH Sumedang mencapai 75,04 tahun,
sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Barat dan jauh di atas rata-rata

nasional.

Perbedaan ini mencerminkan keberhasilan program kesehatan di
Sumedang yang mungkin lebih terfokus dan efektif. Program kesehatan
masyarakat yang komprehensif, akses yang lebih baik ke layanan kesehatan,
dan inisiatif lokal yang kuat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat

kemungkinan besar berkontribusi pada peningkatan signifikan ini.

Secara keseluruhan, meskipun UHH Sumedang masih lebih tinggi
dibandingkan dengan Jawa Barat dan Nasional, tren peningkatan yang
signifikan menunjukkan bahwa dengan terus diimplementasikannya kebijakan
dan program kesehatan yang efektif, Kabupaten Sumedang dapat terus
mempertahankan dan bahkan meningkatkan capaian UHH-nya di masa depan.
Analisis ini juga menunjukkan pentingnya peran program dan kebijakan lokal

dalam mempengaruhi indikator kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
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Indeks Keluarga Sehat (IKS)
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Grafik 2.27 Capaian Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Sumedang
Tahun 2020-2024

(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2024))
Keluarga yang tergolong dalam keluarga sehat adalah keluarga dengan
IKS > 0,8 sesuai dengan pernyataan yang disampaikan dalam pedoman Program

Indonesia Sehat-Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Kementerian Kesehatan.

Perkembangan Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Sumedang selama
periode tahun 2020-2024 semakin baik. Bahkan pada tahun 2020 saat Pandemi
Covid-19 merebak tidak sampai menurunkan Indek Kesehatan Keluarga di

Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.22 Indikator Kesehatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024

No Uraian Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

1 Prevalensi Stunting

(SSa) - 22 27,6 - 17,1
2 Prevalensi Stunting

(EPPGBM) 17,5 10,99 8,27 7,89 7,32
3. Prevalensi Stunting

(Survei Kesehatan - - - 14,4 -

Indonesia)
3 Jumlah Kematian

Bayi (jiwa) 137 161 212 148 187
4 Jumlah Kematian

Tbu (orang) 21 36 17 22 21

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2024)

Stunting merupakan kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan
indeks tinggi badan menurut umur dibandingkan dengan menggunakan
standar WHO. Prevalensi stunting merupakan indikator untuk mengukur
persentase anak balita yang tingginya di bawah ketinggian rata-rata penduduk
acuan. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek dari kekurangan gizi yang
kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang

sosial dan ekonomi yang buruk.
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Berdasarkan data pada tabel di atas, terkait dengan data prevalensi
stunting terdapat 2 (dua) data yang dihasilkan, 1) data berdasarkan Elektronik-
Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM); 2) data
berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia. Melalui kedua cara perhitungan data
tersebut didapatkan perbedaan data prevalensi stunting yang cukup signifikan,
hal ini dikarenakan adanya perbedaan metode pengumpulan data. Data yang
dihasilkan berdasarkan EPPGBM dilakukan melalui pengisian aplikasi oleh
kader posyandu di seluruh wilayah setiap bulan penimbangan. Survei
Kesehatan Indonesia merupakan survei integrasi antara Riset Kesehatan Dasar
(Riskesdas) dengan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI). SSGI dilakukan dengan
memilih rumah tangga balita hasil pemutakhiran secara systematic sampling
dengan implicit stratification pendidikan kepala rumah tangga, dalam hal ini

dilakukan dengan sampel sebanyak 1.162 balita pada tahun 2023.

Tren pravalensi stunting Kabupaten Sumedang terus mengalami
penurunan. Keberhasilan ini merupakan dampak dari efektifnya pelaksanaan
program penurunan stunting baik program intervensi spesifik dan intervensi
sensitif. Penggunaan teknologi juga menjadi bagian penting dalam proses
penurunan stunting baik dari aspek perencanaan, penganggaran, monitoring

dan evaluasi.

Data jumlah kematian bayi tahun 2024 bertambah 39 menjadi 187 bayi
dari 148 bayi pada Tahun 2023 dengan penyebab kematian terbesar karena
BBLR.

Jumlah Kematian Bayi
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150 61

137
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Grafik 2.28 Jumlah Kematian Bayi Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024
(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2024))
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Dan wuntuk penyebab kematian bayi untuk tahun 2020-2024
digambarkan pada grafik di bawah ini.

Penyebab Kematian Bayi Tahun 2020 - 2024

90
80
70

60

Axis Title

KELAINAN

| i
: Ll R
0 | I_ - . - IIH| I -ih\ \I - L]
KELAINAN

KELAINAN CARDIOVA
KELAINAN KELAINAN
KELAINAN KONGENIT SKULAR KONDISI PNEUMON MENINGITI| PENYAKIT = DEMAM
BBLR ASFIKSIA SEPSIS INFEKSI BAWAAN KONGENIT AL XF[VA(?VE,S‘JL DAN PERINATAL LAIN-LAIN A DIARE S/él;::/:N S SARAF  BERDARAH
JANTUNG RESPIRATO
RI

m2020 41 27 4 0 14 0 0 0 0 0 40 7 2 2 0 0 0
m2021 42 32 0 9 0 21 0 0 0 0 46 6 5 0 0 0 0
2022 82 37 0 2 0 26 0 0 0 0 49 7 7 0 1 1 0
2023 60 30 13 11 0 0 0 8 0 1 47 10 4 0 0 2 1
w2024 53 0 0 14 0 17 2 5 54 2 21 10 6 0 0 3 0

Grafik 2.29 Penyebab Kematian Bayi Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024
(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2024))

Sedangkan untuk data Jumlah Kematian Ibu mencerminkan kualitas
pelayanan kesehatan selama hamil, penanganan persalinan dan masa nifas.
Jumlah kematian ibu dan penyebab kematian ibu digambarkan pada grafik

berikut.
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Grafik 2.30 Jumlah Kematian Ibu Kabupaten Sumedang Tahun 2024
(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2024))
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Grafik 2.31 Penyebab Kematian Ibu Kabupaten Sumedang Tahun 2024
(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2024))

2.1.2.

Tingkat kemiskinan di

3.

Kemiskinan

Kabupaten Sumedang menunjukkan tren

penurunan, meskipun kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan

(P2) menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin masih jauh di

bawah garis kemiskinan. Indikator kemiskinan di Kabupaten Sumedang pada

tahun 2024, dapat dilihat bahwa meskipun terjadi perbaikan pada beberapa

aspek, tantangan terkait kemiskinan masih menjadi isu yang signifikan.

Komparasi Indikator Kemiskinan 2024
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Grafik 2.32 Komparasi Indikator Kemiskinan Tahun 2024

(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2025 (Diolah))

Sumedang memiliki angka yang lebih

rendah dibandingkan dengan rata-rata Jawa Barat dan Indonesia. Hal ini

mencerminkan adanya penurunan yang relatif stabil dalam garis kemiskinan,
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namun masih tertinggal jika dibandingkan dengan wilayah lain. Sumedang
perlu mempercepat perbaikan di sektor ekonomi untuk mengurangi gap ini agar

bisa mencapai kesejahteraan yang lebih merata di masyarakat.

Dalam hal Persentase Penduduk Miskin (PO), Sumedang tercatat dengan
angka yang sedikit lebih tinggi daripada Jawa Barat, meskipun masih lebih
rendah dibandingkan dengan Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa
meskipun ada penurunan, kemiskinan masih mempengaruhi sebagian besar
penduduk Sumedang, dan kebijakan yang lebih terfokus pada peningkatan daya
beli masyarakat dan pemberdayaan ekonomi akan sangat diperlukan untuk

mengurangi angka kemiskinan lebih lanjut.

Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) di Sumedang mengalami angka yang
lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi, menunjukkan bahwa
penduduk miskin di Sumedang masih mengalami kesulitan yang cukup dalam
untuk keluar dari kemiskinan. Kedalaman kemiskinan yang relatif tinggi ini
mengindikasikan bahwa meskipun ada penurunan angka kemiskinan, terdapat
segmen masyarakat yang masih sangat rentan secara ekonomi dan memerlukan
perhatian khusus dalam hal pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses ke

sumber daya.

Keparahan Kemiskinan (P2) di Sumedang juga menunjukkan angka yang
lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, yang mengindikasikan
bahwa ketimpangan sosial masih menjadi masalah yang perlu segera ditangani.
P2 yang relatif tinggi menunjukkan bahwa kemiskinan di Sumedang tidak
hanya melibatkan banyak orang, tetapi juga memiliki dampak yang lebih dalam
pada kualitas hidup mereka. Ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang
fokus pada pengurangan ketimpangan dan penguatan program perlindungan

sosial.

II-68 |RPJMD KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029



Tren Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota di Jawa Barat
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Grafik 2.33 Tren Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Tahun 2024

(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2025 (Diolah))

Berdasarkan tren tingkat kemiskinan yang ditampilkan, posisi Kabupaten
Sumedang menunjukkan perbaikan, meskipun masih berada di atas rata-rata
Provinsi Jawa Barat dan kota-kota besar lainnya. Sumedang menunjukkan
penurunan yang relatif stabil dalam tingkat kemiskinan selama beberapa tahun
terakhir, namun tetap berada pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan
dengan wilayah-wilayah seperti Kota Depok, Kota Bandung, dan Kota Banjar,

yang mengalami penurunan tingkat kemiskinan jauh lebih signifikan.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, yang juga menunjukkan
tren penurunan yang stabil, Sumedang sedikit tertinggal. Namun, Sumedang
lebih baik dari beberapa kabupaten lainnya seperti Tasikmalaya dan
Majalengka, yang masih memiliki angka kemiskinan yang lebih tinggi.
Tantangan terbesar di Sumedang adalah meningkatkan pendapatan
masyarakat miskin dan mengurangi ketimpangan, terutama bagi kelompok

miskin ekstrem.

Upaya yang akan dilakukan dalam menangani kemiskinan secara
berkelanjutan dilakukan melalui upaya menurunkan beban pengeluaran
masyarakat miskin dengan melaksanakan program-program perlindungan
sosial. Selanjutnya upaya peningkatan pendapatan masyarakat miskin
dilakukan dengan melaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan
program usaha mikro kecil dan menengah. Kemiskinan juga timbul akibat dari

kondisi infrastruktur dasar yang tidak memadai. Oleh sebab itu, program
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peningkatan infrastruktur dasar meliputi pembangunan jalan, jembatan, irigasi
dan sarana pelayanan dasar akan dilakukan secara bertahap dan

berkesinambungan.
2.1.2.4. Pendidikan yang berkualitas dan Merata

Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Indonesia, Jawa Barat,
dan Kabupaten Sumedang dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren
peningkatan. Secara nasional, RLS di Indonesia mengalami kenaikan dari 8,48
tahun pada tahun 2020 menjadi 8,85 tahun pada tahun 2024. Peningkatan ini
mencerminkan upaya yang berhasil dalam memperpanjang masa pendidikan di
tingkat nasional, menunjukkan keberhasilan program-program pendidikan

yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Di tingkat Provinsi, Jawa Barat juga menunjukkan peningkatan yang
konsisten dalam RLS. Pada tahun 2020, RLS Jawa Barat berada di sekitar 8,55
tahun dan terus meningkat hingga mencapai 8,87 tahun pada tahun 2024.
Kinerja Jawa Barat ini menggambarkan efektivitas dari program pendidikan
yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi, termasuk wupaya untuk

meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah provinsi.
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Grafik 2.34 Capaian Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) di Kabupaten Sumedang,
Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2020 - 2024

(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2025)

RLS Kabupaten Sumedang di tahun 2020 di angka 8,51 tahun lebih tinggi
dari angka RLS Nasional namun lebih rendah dari angka RLS Provinsi, dan
tahun 2024 angka RLS Kabupaten Sumedang sebesar 8,74 tahun lebih rendah
dibandingkan angka RLS Nasional dan angka RLS Provinsi. Kenaikan angka
RLS Kabupaten Sumedang dari tahun 2022-2024 hanya 0,01 setiap tahunnya.
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Secara keseluruhan, meskipun RLS Sumedang silih berganti posisi
dengan angka RLS Nasional, tren yang terus meningkat yang kuat
menunjukkan bahwa dengan terus diimplementasikannya kebijakan
pendidikan yang efektif, Kabupaten Sumedang dapat mencapai dan bahkan
melampaui rata-rata nasional di masa depan. Analisis ini juga menekankan
pentingnya peran program dan kebijakan lokal dalam meningkatkan indikator

pendidikan di tingkat kabupaten.

Dalam grafik Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun) periode tahun 2020-
2024 dibawah, kita dapat melihat posisi Kabupaten Sumedang yang selalu
dibawah angka HLS Nasional tetapi di atas angka HLS Provinsi Jawa Barat.
Fenomena yang terlihat di grafik ini, ketiga wilayah ini mengalami tren yang
terus meningkat, tetapi angka HLS Kabupaten Sumedang peningkatannya tren
peningkatan tiap tahunnya yang paling rendah, dengan garis grafik yang landai
dan moderat dibandingkan angka HLS Nasional dan HLS Provinsi Jawa Barat

yang lebih cepat peningkatannya.

Angka-angka HLS Kabupaten Sumedang pada periode tahun 2020-2024
ini trennya terus meningkat hanya kenaikannya 0,01 tiap tahunnya kecuali dari
tahun 2022 ke 2023 naik 0,02 poin. Tahun 2020 12,97 tahun, naik di tahun-
tahun berikutnya menjadi 12,98; 12,99; 13,01; dan 13,02 pada tahun 2021
sampai dengan tahun 2024.
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12,00
2020 2021 2022 2023 2024

—&— HLS Sumedang 12,97 12,98 12,99 13,01 13,02
HLS Jawa Barat 12,50 12,61 12,62 12,68 12,80
HLS Indonesia 12,98 13,08 13,10 13,15 13,21

Grafik 2.35 Capaian Harapan Lama Sekolah (Tahun) di Kabupaten Sumedang
Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2020 - 2024

(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2025)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Sumedang
memiliki HLS yang cukup baik pada awal periode, peningkatan di tingkat Jawa
Barat dan Nasional menunjukkan tren yang lebih kuat dan stabil. Pemerintah

Kabupaten Sumedang perlu memperhatikan dan mungkin mengadopsi
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beberapa kebijakan atau strategi dari tingkat Provinsi dan Nasional untuk lebih

meningkatkan HLS-nya.

Era globalisasi ditandai dengan tuntutan bagi setiap masyarakat untuk
memiliki berbagai kompetensi atau kemampuan agar mampu bersaing. Salah
satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia
adalah kemampuan literasi dan numerasi. Dengan demikian pada tahun 2021
evaluasi belajar siswa yang disebut Ujian Nasional (UN) digantikan dengan

sistem Asessmen Nasional (AN).

Pelaksanaan AN menggunakan sistem sampel dengan jumlah peserta
yang terbatas dari setiap sekolah, akan mengevaluasi dan memetakan sistem
pendidikan berupa input, proses dan hasil melalui 3 (tiga) bagian aspek
pelaksanaan, salah satunya adalah Asessmen Kompetensi Minimal (AKM) yang
dirancang dengan tujuan untuk mengukur tingkat pencapaian peserta didik

dari hasil belajar kognitif pada bidang literasi dan numerasi.

Kompetensi literasi adalah kemampuan siswa untuk mengakses,
menggunakan, menafsirkan dan mengkomunikasikan informasi dan ide melalui
berbagai teks. Asessmen literasi bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa
dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi dan merefleksikan berbagai

jenis teks untuk menyelesaikan masalah.

Kompetensi numerasi adalah untuk memahami dan menggunakan angka
dan simbol matematika dasar, serta menganalisis informasi dalam grafik, tabel
dan bagan atau untuk mengaplikasikan bilangan atau keterampilan hitung
untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari hari dalam berbagai
jenis konteks yang relevan. Kemampuan numerasi yang baik dapat membantu
siswa menghadapi tantangan matematika, menyelesaikan masalah dan berpikir

secara logis.

Penguatan literasi dan numerasi pada peserta didik memerlukan
keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari tingkat pusat, daerah,
hingga satuan pendidikan, karena penguatan literasi dan numerasi merupakan
suatu program pada urusan pendidikan yang akan berkelanjutan. Dengan
demikian, Kabupaten Sumedang menjadikan persentase siswa dengan nilai
kompetensi literasi dan numerasi yang memenuhi kompetensi minimum sebagai

Indikator Kinerja Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh
Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan
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Dasar, dan Pendidikan Menengah. Sebelum Tahun 2023 data mutu pendidikan
terpisah-pisah (UN, akreditasi, survei). Rapor Pendidikan menggabungkan hasil
Asesmen Nasional, Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dan evaluasi daerah

menjadi satu sistem digital.

Pada 2023 momen pertama seluruh daerah memiliki dashboard rapor
pendidikan yang seragam di bawah Permendikbudristek No. 9 Tahun 2022,
Sehingga tahun 2023 menjadi tahun pertama evaluasi mutu pendidikan
dilakukan dengan data pembelajaran pasca-pandemi, sehingga Rapor
Pendidikan bisa memotret kondisi terbaru untuk merancang intervensi maka
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mulai menerapkan
Rapor Pendidikan secara penuh sebagai instrumen tunggal evaluasi mutu
pendidikan pada semua jenjang. Kebijakan ini dilaksanakan sebagai bagian dari
program Merdeka Belajar untuk memperkuat perencanaan berbasis data dan

meningkatkan akuntabilitas kinerja pendidikan di tingkat satuan pendidikan,

daerah, maupun nasional.

Berikut realisasi persentase siswa dengan kompetensi literasi dan
numerasi yang memenuhi kompetensi minimum yang tertuang pada tabel di
bawah ini.

Tabel 2.23 Capaian Persentase Siswa dengan Kompetensi Literasi dan

Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum
Tahun 2020-2024

Capaian

No Indikator

2020

2021

2022

2023

2024

Persentase siswa

56,18

82,67

dengan
kompetensi
literasi

2. | Persentase siswa - - - 49 4 77,90
dengan
kompetensi

numerasi
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang (2024)

2.1.2.5. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif adalah pendekatan perlindungan sosial
yang dirancang untuk bisa merespons dan menyesuaikan diri terhadap berbagai
risiko dan guncangan, baik yang bersifat mendadak (seperti bencana alam atau
pandemi) maupun yang bertahap (seperti perubahan iklim atau transformasi

ekonomi).

II-73 |RPIJMD KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029



Tujuan utama dari perlindungan sosial yang adaptif adalah meningkatkan
ketahanan masyarakat-terutama kelompok rentan-dalam menghadapi risiko

sosial, ekonomi, maupun bencana, dengan sistem yang fleksibel dan responsif.
Perlindungan sosial adaptif menggabungkan 3 sistem:

1. Sistem Perlindungan Sosial Reguler seperti PKH, BPNT, JKN, bantuan
disabilitas, dan lain-lain.

2. Manajemen Risiko Bencana: penanganan darurat, evakuasi, pemulihan
pasca-bencana.

3. Adaptasi Perubahan Iklim: dukungan terhadap mata pencaharian yang

terancam, seperti pertanian terdampak kekeringan atau banjir.
2.1.2.6. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sumedang naik dari
72,09 (Tahun 2020) menjadi 77,60 (Tahun 2024). Angka 77,60 menunjukkan
populasi masyarakat di 26 kecamatan se-Kabupaten Sumedang masuk pada
kategori kerukunan tinggi.

79
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76 75,32
75

I 72,7

73 72,09

72

71

70

69

2020 2021 2022 2023 2024

77,60

Grafik 2.36 Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten
Sumedang Tahun 2022-2024

(Sumber: Bagian Kesra Setda Kabupaten Sumedang, 2025)

Upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya lokal
menjadi hal yang sangat penting dalam upaya melestarikan budaya lokal di
Kabupaten Sumedang. Modernisasi yang semakin menguat di Tengah
perkembangan global mengakibatkan berkurangnya apresiasi terhadap budaya
lokal. Hal ini tentunya perlu diperhatikan seiring dengan teknologi informasi
yang berkembang cepat perlu dioptimalkan pemanfaatannya untuk
pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan
dan cagar budaya, serta pembinaan sumber daya manusia kebudayaan dan
lembaga kebudayaan. Saat ini di Provinsi Jawa Barat terdapat 147 Kampung

Budaya yang menjadi kekuatan dalam mempertahankan dan melestarikan
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budaya yang ada Dimana 21 Kampung Budaya diantaranya ada di Kabupaten
Sumedang, yaitu: Sakurjaya, Cikuleu, Ujungjaya, Cibuluh, Rancakalong,
Cicere, Cibunar, Pasirbiru, Pamekaran, Cigumentong, Sindulang, Karedok,
Ungkal, Mekarasih, Cibubuan, Padaasih, Cijolang, Kutamaya, Cijeler, Pajagan

dan Cihawir.

147 KAMPUNG BUDAYA (KB) DI JAWA BARAT

1 K0 Gpershy  6.K0 Papreseh
2 KB Purwabels 7,48 lamosng KB Majasuka 21 KB. Akdar Jago
1 K8 Koo 8,43 Egtulavang ok 22 KBPhangsan i :
&K Smagr 908 Tupy Seteean 23 KB Cpelus 2 KB. Tang Sambang
S (8 Gwung 10K Lngge Muts . KB.CRali 24.KB.Cgaray 5. K. Nguryung
11 KB Bojonghule K. Sukapens 25 (B Haulass 4 KD Asare
3

Sementara itu di Kabupaten Sumedang terdapat 25 Lembaga adat desa

¥B. Csarua
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Gambar 2.16 Sebaran Kampung Budaya di Jawa Barat
(Sumber: DPMD Provinsi Jawa Barat, 2025)

yang tersebar di 13 Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2.24 Lembaga Adat Desa di Kabupaten Sumedang

No Lembaga Adat Desa Desa Kecamatan
1 |Kampung Pawenang Pawenang Jatinunggal
2 |Kampung Cikuleu & Ujungjaya Sukarjaya Ujungjaya
3 |Kampung Ujungjaya Ujungjaya Ujungjaya
4 | Kampung Cibuluh Cibuluh Ujungjaya
5 | Kampung Ujungjaya Ujungjaya Ujungjaya
6 |Kampung Dangiang Jagakerti Cipelang Ujungjaya
7 |Kampung Rancakalong Rancakalong Rancakalong
8 |Kampung Cijere Nagarawangi Rancakalong
9 |Kampung Cibunar Cibunar Rancakalong
10 |Kampung Pasirbiru Pasirbiru Rancakalong
11 |Kampung Pamekaran Pamekaran Rancakalong
12 |Kampung Cigumentong Sindulang Cimanggung
13 |Kampung Sekarwangi Sekarwangi Buahdua
14 |Kampung Musaraka/kampung adat Karedok Karedok Jatigede
15 |Kampung Mekarasih Mekarasih Jatigede
16 |Kampung Ungkal Ungkal Conggeang
17 |Kampung Cibubuan Cibubuan Conggeang
18 |Kampung Padasih Padasih Conggeang
19 |Kampung Congeangkulon Congeangkulon Conggeang

20 |Kampung Cijolang, Citengah, Cisoka Citengah Sumedang Selatan

21 |Kampung Cihawing, Karanganyar Karangpakuan Darmaraja

22 |Kampung Kutamaya Padasuka Sumnedang Utara

23 |Kampung Cijeler, Cisambeng, Cibogor, Cigumiwang Cijeler Situraja

24 |Kampung Pajagan, Cicau Pajagan Cisitu

25 |Kampung Cinanggerang Cinanggerang Pamulihan

Sumber: DPMD Kabupaten Sumedang, 2025
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Selain lembaga adat desa, Kabupaten Sumedang memiliki kesenian
tradisional yang merupakan ciri khas serta menggambarkan karakteristik dan
kearifan lokal masyarakat Kabupaten Sumedang. Adapun beberapa kesenian

tradisional dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Karinding (Lokasi Gn. Kerenceng, Sukajaya, Kec. Sumedang Selatan,

Kab. Sumedang)

Gambar 2.17 Kesenian Tradisional Karinding
(Sumber: DISPARBUPORA Kabupaten Sumedang, 2025)

“Karinding” adalah alat musik tradisional Sunda yang terbuat dari bambu
atau pelepah aren. Alat ini dimainkan dengan cara ditiup dan dipukul ringan
untuk menghasilkan getaran suara yang khas. Dulu, Karinding digunakan tidak
hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai alat komunikasi dan sarana untuk
berhubungan dengan alam. Suaranya yang halus dan berirama mencerminkan
kedekatan masyarakat Sunda dengan lingkungan serta nilai-nilai spiritual yang
mereka anut. Kini, karinding kembali diangkat sebagai warisan budaya yang

patut dilestarikan oleh generasi muda.

II-76 |RPIMD KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029



2. Ketuk Tilu (Lokasi Buah Dua, Situraja, Darmaraja Kabupaten Sumedang)

Gambar 2.18 Kesenian Tradisional Ketuk Tilu
(Sumber: DISPARBUPORA Kabupaten Sumedang, 2025)

Ketuk Tilu adalah seni tradisional yang termasuk dalam tari pergaulan, di
mana penarinya adalah laki-laki (pamogoran/jawara) dan perempuan
(ronggeng) yang menari dengan gerakan-gerakan menggembirakan. Selain dari
gerakannya, ekspresi para penari pun menggambarkan kegembiraan dari tarian
satu ini. Sebelum dimulai, penampilan biasanya diawali dengan musik
pengiring untuk mengumpulkan para penonton. Untuk menarik penonton,
maka dibutuhkan pengiring musik yang mengundang rasa penasaran maupun
minat penonton untuk menyaksikan pertunjukan tari sebagai hiburan. Setelah
para penonton berkerumun, barulah para penari memasuki area tari dengan

lagu berenuk naek kembang beureum.
3. Pencak Silat (Tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Sumedang)

Penca Silat adalah seni bela diri tradisional yang tumbuh dari kearifan
lokal masyarakat Sunda. Lebih dari sekadar teknik bertarung, penca silat
mengandung nilai-nilai filosofi, etika, dan spiritualitas yang mendalam.
Gerakannya luwes namun penuh tenaga, mencerminkan keseimbangan antara
kekuatan dan kelembutan. Dalam budaya Sunda, penca silat juga menjadi
bagian dari pertunjukan seni, sering dipadukan dengan musik tradisional
seperti kendang penca. Warisan leluhur ini tidak hanya mengajarkan
ketangkasan, tapi juga membentuk karakter, menghormati guru, dan

menjunjung tinggi tata krama.
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Gambar 2.19 Kesenian Tradisional Pencak Silat
(Sumber: DISPARBUPORA Kabupaten Sumedang, 2025)

4. Seni Reak (Lokasi Kecamatan Rancakalong, Tanjungsari, Sukasari,

Jatinangor, dan Cimanggung)

Gambar 2.20 Kesenian Tradisional Reak
(Sumber: DISPARBUPORA Kabupaten Sumedang, 2025)

Seni Reak adalah salah satu kesenian tradisional khas Jawa Barat,
khususnya berkembang di daerah Bandung dan sekitarnya. Kesenian ini
biasanya ditampilkan dalam bentuk arak-arakan yang diiringi musik
tradisional, tari-tarian, dan pertunjukan kuda lumping. Reak sering dikaitkan
dengan unsur magis karena beberapa penarinya bisa mengalami trance atau
kesurupan saat pertunjukan berlangsung. Awalnya, Reak digunakan untuk
merayakan khitanan atau acara adat lainnya, namun kini juga menjadi bagian

dari pertunjukan budaya yang memperkaya warisan seni Sunda.
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5. Seni Tutunggulan (Lokasi Dusun Wareng, Pangadegan Rancakalong,

Kabupaten Sumedang)

Gambar 2.21 Kesenian Tradisional Tutunggulan
(Sumber: DISPARBUPORA Kabupaten Sumedang, 2025)

Seni Tutunggulan adalah kesenian tradisional khas Sunda yang berasal
dari Jawa Barat. Kesenian ini menggunakan alat musik utama berupa lesung
dan alu, yang dulunya dipakai untuk menumbuk padi. Ritme yang dihasilkan
dari tabuhan ini menciptakan bunyi yang khas dan dinamis, sering
dikombinasikan dengan gerakan tari sederhana. Awalnya, Tutunggulan
dimainkan sebagai hiburan saat panen atau kegiatan gotong royong di desa,
namun kini tampil sebagai bagian dari pelestarian budaya Sunda yang sarat

nilai kebersamaan dan tradisi agraris.

6. Tari Jayengrana Kasumedangan (Lokasi Kabupaten Sumedang

(Sumedang Selatan)

Tarian Jayengrana Kasumedangan diciptakan tahun 1942 adalah
salahsatu karya Maestro tari R. Ono Lesmana Kartadikoesoemah yang
menggambarkan kegembiraan atas Kemenangan Amir Hamzah dalam
peperangan. Tarian Jayengrana Kasumedangan telah menjadi Warisan Budaya

Tak Benda (WBTB) Nasional tahun 2022.
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Gambar 2.22 Kesenian Tradisional Tari Jayengrana Kasumedangan
(Sumber: DISPARBUPORA Kabupaten Sumedang, 2025)

7. Tari Jakasona Kasumedangan (Lokasi Kabupaten Sumedang)

Gambar 2.23 Kesenian Tradisional Tari Jakasona dan Topeng Klana
Kasumedangan

(Sumber: DISPARBUPORA Kabupaten Sumedang, 2025)

Tarian Jakasona diciptakan tahun 1947 dan Tari Topeng Klana diciptakan
pada tahun 1942 oleh R.Ono Lesmana Kartadikoesoemah. Tari Jakasona adalah
tarian yang sumber inspirasi dari Legenda sangkuriang yang menggambarkan
pemuda yang berkelana, yang biasa hidup mandiri dan penuh dedikasi
meskipun mengalamai kekecewaan dalam bercinta. Tari ini termasuk dalam
rumpun tari wayang gaya Kasumedangan, yang memiliki ciri khas tersendiri
dalam gerakan, musik, dan busana. Tari Jakasona menjadi salah satu tari yang
populer dan sering ditampilkan dalam berbagai acara di Sumedang, khususnya

yang berkaitan dengan seni dan budaya.
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8. Tari Topeng Klana Kasumedangan (Lokasi Kabupaten Sumedang)

)JANG JAJAKA

GRAND FINAI

Gambar 2.24 Kesenian Tradisional Tari Topeng Klana Kasumedangan
(Sumber: DISPARBUPORA Kabupaten Sumedang, 2025)

Topeng Klana Kasumedangan adalah salah satu bentuk seni tari topeng

tradisional dari daerah Sumedang, Jawa Barat. Tari Topeng Klana

Kasumedangan menggambarkan Dewi Sekar Kendoja terkabul kesaktiannya
dan menyamar untuk melawan musuhnya yaitu Raja Barun. Kesenian ini tidak

hanya menyajikan keindahan gerak, tetapi juga sarat makna filosofis dan nilai

moral yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Sumedang.

9. Tari Jaipongan (Lokasi tersebar di wilayah Kabupaten Sumedang)
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Gambar 2.25 Kesenian Tradisional Tari Jaipongan
(Sumber: DISPARBUPORA Kabupaten Sumedang, 2025)

Jaipongan adalah seni tari tradisional modern yang berasal dari Jawa
Barat, diciptakan oleh Gugum Gumbira pada tahun 1970-an. Tarian ini

menggabungkan elemen pencak silat, ketuk tilu, dan ronggeng, dengan iringan

musik khas Sunda seperti kendang, gong, dan rebab. Jaipongan dikenal dengan
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gerakannya yang lincah, enerjik, dan penuh ekspresi, serta menjadi simbol
semangat dan keceriaan masyarakat Sunda. Kini, Jaipongan tidak hanya tampil
di acara adat, tetapi juga di panggung seni nasional dan internasional sebagai

identitas budaya Jawa Barat.

10. Kuda Renggong (Lokasi Kabupaten Sumedang)

Gambar 2.26 Kesenian Tradisional Kuda Renggong
(Sumber: DISPARBUPORA Kabupaten Sumedang, 2025)

Kuda Renggong adalah kesenian tradisional khas Sumedang, Jawa Barat,
yang menampilkan kuda yang telah dilatih untuk menari mengikuti irama
musik. Biasanya dipertunjukkan dalam arak-arakan saat acara khitanan atau
perayaan adat lainnya. Kata "renggong" berasal dari kata ronggeng yang berarti
menari. Kuda yang digunakan dihias dengan ornamen warna-warni dan diiringi
musik tradisional yang meriah. Kesenian ini mencerminkan keharmonisan
antara manusia dan hewan, serta menjadi kebanggaan budaya masyarakat

Sunda.
11. Songah (Lokasi Citengah, Kabupaten Sumedang)

Songah (Songah Citengah) adalah sebuah alat Musik Ritmis tidak bernada
yang dibuat oleh Desa Citengah Kec. Sumedng Seletan Kab. Sumedang Jawa
Barat. Alat Musik ini terinsirasi dari sebuah alat Rumah Tangga berupa
Songah/alat meniup api berbahan dasar Bumbu, agar api menyala pada
tungku/hawu.Satu set alat musik Songah terdiri dari Songsong besar, Songsong
Kecil, Hatong besar, kokoproak dan hatong kecil. berdasarkan kreativitas dan
inovasi, kini songah memiliki alat musik pendukung bernada seperti Hatong
renteng, hatong akor dll. selain itu songah juga bisa berkolaborasi dengan alat

musik lainnya.
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Gambar 2.27 Kesenian Tradisional Songah
(Sumber: DISPARBUPORA Kabupaten Sumedang, 2025)

12. Seni Kriya Wayang Golek (Lokasi Pamulihan, Kabupaten Sumedang)

Sentra Seni Ukir Wayang Golek di Pamulihan, Sumedang, merupakan
pusat kerajinan tradisional yang terkenal dengan pembuatan wayang golek khas
Sunda. Di sini, para pengrajin ahli mengukir boneka kayu dengan detail halus
dan ekspresi wajah yang hidup, mengikuti cerita pewayangan yang kaya nilai
budaya dan sejarah. Sentra ini tidak hanya menjaga kelestarian seni ukir dan
wayang golek, tetapi juga menjadi pusat pendidikan budaya dan destinasi
wisata seni di Sumedang. Melalui karya mereka, tradisi pewayangan terus hidup

dan diteruskan ke generasi muda.

Gambar 2.28 Kesenian Tradisional Wayang Golek
(Sumber: DISPARBUPORA Kabupaten Sumedang, 2025)
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13. Rengkong (Lokasi Rancakalong, Kabupaten Sumedang)

Gambar 2.29 Kesenian Tradisional Rengkong
(Sumber: DISPARBUPORA Kabupaten Sumedang, 2025)

Seni Rengkong diambil dari nama sebuah alat yang dipergunakan seni
tertentu, yaitu sebuahpikulan tersebut dari bmbu bitung batangan (leunjeuran)
yang panjangnya sekitar 2,5 m yang dipotong tepat pada ruasnya. sehingga
ujungnya merupakan rua-ruas tertutup. Seni Rengkong atau ada juga yang
menyebut dengan istilah seni Gotong Pare (Banten Kidul), pada dasarnya
merupkan seni tradisi msyarakat sunda, dalam trasidi yang biasanya dilakukan
setelah panen dan sekalgus sebagai ungkapan dilakukan setelah panen dan

sekaligus ungkapan rasa syukur dan gembira hasil panen.

14. Seni Tayuban dan Ibing Keurseus (Lokasi Kabupaten Sumedang)

Gambar 2.30 Kesenian Tradisional Tayuban dan Ibing Keurseus
(Sumber: DISPARBUPORA Kabupaten Sumedang, 2025)
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Tari Tayub (Ibing Tayub) merupakan salah satu jenis tarian yang hidup di
Jawa Barat. Istilah "Tayub" pada tari tayub sejalan dengan sejarah perwujudan
berasal dari jawa "Sayub" atau "Nyabub". Tarian ini muncul di Jawa barat
terutama di Sumedang. Tayuban atay kemudian berkembang menjadi ibing
Keurseus muncul pada pesta - pesta perayaan daur hidup seperti khitanan,
perkawinan dan perayaan-perayaan kenegaraan seperti hari jadi dan peringatan

hari-hari besar.

15. Angklung Jenghung (Lokasi Cirangkong, Kabupaten Sumedang)

Gambar 2.31 Kesenian Tradisonal Angklung Jenghung
(Sumber: DISPARBUPORA Kabupaten Sumedang, 2025)

Angklung Jenglung yang berkaitan dengan Bambu yang dijadikan bahan
pembuatannya, yaitu diambil dari 9 (sembilan) pasir (bukit). Artinya satu
angklung dibuat dari bambu yang diambil dari satu bukit, sehingga Angklung
Jenglung terdapat 9 buah, karena bambu yang dibuat sebagai bahan angklung
diambi dari 9 bukit (pasir). Angklung Jenglung ini bernada salendro, namun

kondisinya saat ini nada/suaranya sudah pales (sumbang).
16. Beluk Cirangkong (Lokasi Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang)

Beluk adalah bentuk seni suara bebas dengan pupuh sebagai rumpaka
yang banyak menggunakannada tinggi (menurut Supandi). Beluk berasal dari
kata meluk yaitu melagu dengan menggunakan nada tinggi dengan ornamen
meliuk mengalun meliku-liku (pendapat Enip Sukanda). Penyajian seni Beluk
biasanya dilaksanakan di dalam rumah (tempat tertutup) yang dilaksanakan

pada saat kelahiran bayi, sunatan, perkawinan, syukuran bayi dan resepsi.
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Gambar 2.32 Kesenian Tradisonal Beluk Cirangkong
(Sumber: DISPARBUPORA Kabupaten Sumedang, 2025)

17. Bangreng (Terebang dan Ronggeng, Lokasi Kabupaten Sumedang)

Terbang adalah alat bunyi-bunyian yang terbuat dari kayu dengan muka
bulat yang berkulit, seperti rebana. Sedangkan kata Ronggeng adalah juru
kawih merangkap penari wanita dalam ketuk tilu dengan tarian dan nyanyian

melayani tarian pria yang menghadapinya.

Seni Bangreng sebagai seni tradisional khas Sumedang, merupakan
metamorfosa dari seni Terbang yang pada mulanya berfungsi sebagai sarana
dakwah agama Islam. Bangreng merupakan seni pertunjukan yang berkembang
di Kabupaten Sumedang. Kesenian bangreng terlahir dari kesenian terbang
yang berkembang menjadi kesenian gembyung, dan kemudian berkembang lagi

menjadi kesenian bangreng.

Gambar 2.33 Kesenian Tradisional Bangreng (Terebang dan Ronggeng)
(Sumber: DISPARBUPORA Kabupaten Sumedang, 2025)
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18. Umbul (Lokasi Situraja, Kabupaten Sumedang)

Gambar 2.34 Kesenian Tradisional Umbul
(Sumber: DISPARBUPORA Kabupaten Sumedang, 2025)

Tari umbul merupakan tari khas Situraja, Kabupaten Sumedang. Pada
awalnya Tari Umbul dikenal sebagai tarian dalam pertunjukan Reog, tarian
tersebut mengandung unsur erotik dan humoris yang menjadi ciri khasnya. ada
juga yang berpendapat bahwa Tari Umbul berasal dari daerah Indramayu, yang
dibawa oleh salah seorang seniman bernama Kalsip, kemudian berkembang di
daerah Sumedang. Menurut Bapak Dadi (Seniman dan Budayawan Desa Cijeler)
Tari Umbul diperkirakan muncul pada tahun 1940, Tari Umbul berkembang di
Desa Pasireungit, Kecamatan Paseh melalui sebuah perkumpulan seni yang
dinamakan Seni Umbul Pangreka Budi. Selain di Kecamatan Paseh, Tari Umbul

juga tumbuh di Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang.
19. Seni Calung (Lokasi Conggeang, Kabupaten Sumedang)

Calung berfungsi sebagai seni pertunjukkan yang menampilkan
kolaborasi antara seni musik, vokal, dan humor. Sebetulnya seni Calung ini
hampir ada di semua Desa. Calung memiliki peran penting dalam budaya
masyarakat Jawa Barat terutama perannya dalam aspek hiburan masyarakat

sekitar.
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Gambar 2.35 Kesenian Tradisional Calung
(Sumber: DISPARBUPORA Kabupaten Sumedang, 2025)

20. Goong Renteng/Koromong (Lokasi Cisarua, Darmaraja, Rancakalong,

Kabupaten Sumedang)

Istilah “goong renteng” merupakan perpaduan dari kata “goong” dan
“renteng”. Kata ‘goong’ merupakan istilah kuno Sunda yang berarti gamelan,
sedangkan kata ‘renteng’ berkaitan dengan penempatan pencon-pencon
kolenang (bonang) yang diletakkan secara berderet/berjejer, atau ngarenteng
dalam bahasa Sunda. Jadi, secara harfiah goong renteng adalah goong (pencon)
yang diletakkan/disusun secara berderet (ngarenteng). Koromong merupakan
kesenian gamelan yang merupakan warisan para raja-raja Sumedang tempo
dulu. Kaslian alatnya pun masih dipertahankan sejak pertama dimainkan,

paruh abad ke-15 sampai abad ke-16.

Gambar 2.36 Kesenian Tradisional Goong Renteng/Koromong
(Sumber: DISPARBUPORA Kabupaten Sumedang, 2025)
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21. Ajeng Kasumedangan (Lokasi Ujungjaya, Kabupaten Sumedang)

Seni Ajeng adalah salah satu kesenian asli Kabupaten Sumedang,
tepatnya berasal dari Desa Cipelang, Kecamatan Ujungjaya. “Ajéng’adalah
nama sebuah kesenian dan juga nama seperangkat alat musik. Alat musik ini
dulunya diketemukan dalam sebuah penggalian yang dilakukan oleh Eyang
Jagakerti dalam pembuatan saluran air, ketika sedang menggali tana. Tiba-tiba
pada kedalaman tertentu Eyang Jagakerti menemukan seperangkat alat musik,
alat-alat musik tersebut terkubur dan terlilit ditengah akar-akar tanaman yang
sangat banyak. Sehingga dulunya alat musik ini dinamai Jangkar Alam, karena
ditemukan di tengah lilitan-lilitan akar. Kesenian Jangkar Alam masih selalu
dimainkan sebagai salah satu wasiat Jagakerti untuk melestarikan kesenian
tersebut. Alat musik Jangkar Alam selanjutnya diwariskan secara turun-

temurun pada keturunannya, sebagai sebuah pusaka (benda bersejarah).

Gambar 2.37 Kesenian Tradisional Ajeng Kasumedangan
(Sumber: DISPARBUPORA Kabupaten Sumedang, 2025)

Di kabupaten Sumedang saat ini terdapat 2 (dua) museum yaitu museum
Prabu Geusan Ulun yang merupakan salah satu cagar budaya di Kabupaten
Sumedang terletak di pusat kota Sumedang serta site museum Lembah Cisaar

yang terletak di desa Jembarwangi Kecamatan Tomo.

Selain kesenian tradisional di Kabupaten Sumedang terdapat 39 cagar

budaya sebagai berikut:
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Tabel 2.25 Data Cagar Budaya Kabupaten Sumedang

Nama Cagar

Jenis Cagar

No Budaya Alamat Budaya Keteragan Gambar Surat Keputusan Bupati
1. [Makam Cut Nyak [Desa Sukajaya, |[STRUKTUR Makam Cut Nyak Dien terletak SK Bupati Sumedang Nomor
Dien Kec. Sumedang di kompleks pemakaman 363 Tahun 2022 ttg
Selatan, anggota keluarga milik Siti Perubahan Kedua atas SK
Sumedang Khodijah yang berjarak Bupati Sumedang Nomor
beberapa ratus meter arah 645/KEP.500-
selatan Kota Sumedang. Siti DISPARBUDPORA/2017 ttg
Khodijah merupakan sosok Penetapan CB Peringkat
yang merawat Cut Nyak Dien Kabupaten
selama di pengasingannya di
Sumedang. Kondisi makam
masih terawat, terjaga serta
mempunyai juru pelihara
makam.
2. |Monumen Lingga |Alun-alun STRUKTUR Monumen Lingga merupakan SK Bupati Sumedang Nomor
Sumedang, Kel. tugu peringatan yang 363 Tahun 2022 ttg
Regol Wetan, diperuntukan mengenang jasa- Perubahan Kedua atas SK

Kec. Sumedang
Selatan,
Sumedang

jasa Bupati Sumedang
Pangeran Aria Soeria Atmadja.
Bentuk bangunan utama dari
monumen berbentuk lingga
yang terbagi menjadi tiga
bagian, yaitu dasar, badan dan
puncak.

Bupati Sumedang Nomor
645/KEP.500-
DISPARBUDPORA/2017 ttg
Penetapan CB Peringkat
Kabupaten
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Nama Cagar

Jenis Cagar

No Budaya Alamat Budaya Keteragan Gambar Surat Keputusan Bupati
3. |Gedung Bumi Kawasan BANGUNAN Gedung Bumi Kaler merupakan SK Bupati Sumedang Nomor
Kaler Museum Prabu bagunan yang terdiri dari 363 Tahun 2022 ttg
Geusan Ulun, beberapa ruang yang saat Perubahan Kedua atas SK
Kel. Regol sekarang digunakan sebagai Bupati Sumedang Nomor
Wetan, Kec. gedung utama Museum Prabu 645/KEP.500-
Sumedang Geusan Ulun. Gedung ini DISPARBUDPORA/2017 ttg
Selatan, dibuat dengan konstruksi Penetapan CB Peringkat
Sumedang panggung/berkolong dengan Kabupaten
konstruksi utama terbuat dari
bahan kayu. Dibangun pada
tahun 1850 pada masa
pemerintahan Pangeran Soeria
Koesoema Adinata.
4. |Benteng Gunung |[Kp. Gunung SITUS Situs Gunung Gadung ¥ |SK Bupati Sumedang Nomor

Gadung

Gadung, Desa
Sukajaya, Kec.
Sumedang
Selatan,
Sumedang

merupakan bangunan
pertahanan kolonial Belanda
yang dibangun untuk
mempertahankan
kekuasaannya di daerah yang
sebelumya bernama Priangan.
Secara keseluruhan Benteng
Gunung Gadung terdiri dari
tiga kompleks tinggalan.
Benteng pertama terletak di
Pasir Laja, yang kedua terletak
di Pasir Kolecer dan ketiga
berada di Gunung Darmaga.

% 1363 Tahun 2022 ttg

Perubahan Kedua atas SK
Bupati Sumedang Nomor
645/KEP.500-
DISPARBUDPORA/2017 ttg
Penetapan CB Peringkat
Kabupaten
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Nama Cagar

Jenis Cagar

No Budaya Alamat Budaya Keteragan Surat Keputusan Bupati
5. |Benteng Gunung |(Kel. Kotakulon, [SITUS Benteng Gunung Koentji SK Bupati Sumedang Nomor
Koentji (Kunci) Kec. Sumedang dibangun antara tahun 1914- 363 Tahun 2022 ttg
Selatan, 1917. Benteng tersebut Perubahan Kedua atas SK
Sumedang dibangun di Sumedang oleh " |Bupati Sumedang Nomor
pemerintah kolonial Belanda 645/KEP.500-
dalam menghadapi Perang 22| DISPARBUDPORA /2017 ttg
Dunia I juga dalam rangka 4| Penetapan CB Peringkat
menghadapi situasi politik di ]| Kabupaten
Sumedang sendiri yang tidak
menentu. Benteng ini
menempati lahan kurang 3,8
Ha berada di atas bukit yang
strategis yang terdapat 17
ruang/kamar-kamar yang
kesemuanya dihubungkan oleh
anak tangga.
6. |Benteng Gunung |Kel. Kotakulon, |SITUS Gunung Palasari merupakan | SK Bupati Sumedang Nomor

Palasari

Kec. Sumedang
Selatan,
Sumedang

lokasi tinggalan yang terdiri
dari bangungan perbentengan
yang dibangun dengan teknik
beton yang dikamuflase dengan
lingkungan sekitarnya, di
bagian puncak Gunung
Palasari. Terdiri dari 8
bangunan inti yang terpisah
satu dengan yang lainnya,
struktur yang mempunyai bak
air, struktur pintu gerbang,
dan struktur yang menyerupai
pendopo di dekat beberapa
bangunan inti. Situs ini diduga
memiliki fungsi sebagai depot
logistik, gudang persenjataan
dan tempat pengawasan
pemerintah kolonial Belanda.

363 Tahun 2022 ttg
Perubahan Kedua atas SK

| |Bupati Sumedang Nomor

645 /KEP.500-

{ [ DISPARBUDPORA /2017 ttg

Penetapan CB Peringkat
Kabupaten
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Nama Cagar

Jenis Cagar

No Budaya Alamat Budaya Keteragan Gambar Surat Keputusan Bupati
7. |Gedung J1. Prabu BANGUNAN Gedung Disparbudpora SK Bupati Sumedang Nomor
Disparbudpora Geusan Ulun diketahui didirikan pada tahun 363 Tahun 2022 ttg
No. 36, Kel. 1939 oleh pemerintah kolonial Perubahan Kedua atas SK
Regol Wetan, Belanda. Bangungan bergaya Bupati Sumedang Nomor
Kec. Sumedang arsitektur Art Deco Geometric 645/KEP.500-
Selatan, ini pertama kali difungsikan DISPARBUDPORA/2017 ttg
Sumedang sebagai gedung Rehentschaap Penetapan CB Peringkat
Raad atau Gedung Dewan Kabupaten
Perwakilan Rakyat untuk
wilayah Priangan. Setelah
kemerdekaan gedung ini kerap
kali berubah fungsi
disesuaikan dengan instansi
pemerintah yang
menggunakannya, di antaranya
pernah digunakan sebagai
kantor BKD. Saat ini gedung
difungsikan sebagai kantor
Disparbudpora
8. |Struktur Desa STRUKTUR Jembatan Cincin Cikuda SK Bupati Sumedang Nomor
Jembatan Cincin |Hegarmanabh, menghubungkan dua kawasan 363 Tahun 2022 ttg
Cikuda Kec. perbukitan yang dipisahkan Perubahan Kedua atas SK
Jatinangor, oleh aliran Cikeruh. Jembatan Bupati Sumedang Nomor
Sumedang Cincin atau jembatan kereta 645/KEP.500-

api Cikuda adalah jembatan
bekas jalur kereta api yang
menghubungkan Jatinangor,
Tanjungsari, Rancaekek yang
dibangun sekitar tahun 1888.
Pada saat itu, jembatan ini
digunakan sebagai penunjang
lancarnya kegiatan
perkebunan, sarana angkut
hasil kebun karet yang
berdampak besar pada

DISPARBUDPORA/2017 ttg
Penetapan CB Peringkat

. | Kabupaten
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Nama Cagar

Jenis Cagar

No Budaya Alamat Budaya Keteragan Gambar Surat Keputusan Bupati
perkembangan sosial ekonomi
dan politik pada masanya.
9. |Struktur Jl. Staat STRUKTUR Jembatan Cincin Kuta Mandiri SK Bupati Sumedang Nomor
Jembatan Cincin |Spoors, Desa merupakan bagian dari jalur 363 Tahun 2022 ttg
Kuta Mandiri Cilayung, Kec. kereta api yang Jembatan Perubahan Kedua atas SK
Jatinangor, Cincin Tanjungsari merupakan Bupati Sumedang Nomor
Sumedang bagian dari kereta api yang 645/KEP.500-
dibangun pada masa DISPARBUDPORA/2017 ttg
pemerintah kolonial Belanda Penetapan CB Peringkat
sekitar tahun 1888. Terbuat Kabupaten
dari konstrukti beton dengan
bentuk tiang utama penyangga
jembatan berbentuk prisma.
10. |Makuta Koleksi Kawasan BENDA Makuta Koleksi Museum Prabu SK Bupati Sumedang Nomor

Museum Prabu
Geusan Ulun

Museum Prabu
Geusan Ulun,
Kel. Regol
Wetan, Kec.
Sumedang
Selatan,
Sumedang

Geusan Ulun dipajang di
Gedung Pusaka. Bahan dari
makuta adalah logam mulia.
Makuta ini menggambarkan
seni yang terkait dengan
sejarah kerajaan masa lalu,
dibuat dengan gaya yang khas
karya seni di Kabupaten
Sumedang.

363 Tahun 2022 ttg
Perubahan Kedua atas SK
Bupati Sumedang Nomor
645/KEP.500-
DISPARBUDPORA/2017 ttg
Penetapan CB Peringkat
Kabupaten
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Nama Cagar

Jenis Cagar

No Budaya Alamat Budaya Keteragan Surat Keputusan Bupati
11. |Meriam Koleksi Kawasan BENDA Meriam koleksi Museum Prabu SK Bupati Sumedang Nomor
Museum Prabu Museum Prabu Geusan Ulun ini terletak di 363 Tahun 2022 ttg
Geusan Ulun Geusan Ulun, dalam Gedung Srimanganti. Perubahan Kedua atas SK
Kel. Regol Bahan dari meriam adalah Bupati Sumedang Nomor
Wetan, Kec. logam campuran dengan 645/KEP.500-
Sumedang panjang 157 cm. Menurut DISPARBUDPORA/2017 ttg
Selatan, sejarah lisan, meriam ini Penetapan CB Peringkat
Sumedang merupakan salah satu meriam Kabupaten
peninggalan pemerintah
Kolonial Belanda di Benteng
Gunung Koentji.
12. |Bunker Jatisari Desa Jatisari, |BANGUNAN Bunker Jatisari merupakan SK Bupati Sumedang Nomor

Kec.
Tanjungsari,
Sumedang

bunker peninggalan
pemerintah kolonial Belanda.
Kuat dugaan pembangunan
bunker dilakukan bersamaan
dengan terus berkembangnya
perkembangan Bandung
sebagai kota sarana strategis,
maka setelah Perang Dunia I
pemerintah kolonial Belanda
mulai menyiapkan konsep
pertahanan bagi Kota
Bandung.

363 Tahun 2022 ttg

7 |Perubahan Kedua atas SK

Bupati Sumedang Nomor
645/KEP.500-
DISPARBUDPORA/2017 ttg
Penetapan CB Peringkat
Kabupaten
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Nama Cagar

Jenis Cagar

No Budaya Alamat Budaya Keteragan Gambar Surat Keputusan Bupati

13. |Pendopo J1. Pendopo BANGUNAN Bangunan pendopo sampai kini SK Bupati Sumedang Nomor
Kecamatan Tegal Kalong, masih asli bentuknya, 363 Tahun 2022 ttg
Sumedang Utara |Kel. Talun, Kec. merupakan bangunan terbuka Perubahan Kedua atas SK

Sumedang dengan atap berbentuk Bupati Sumedang Nomor

Utra, limasan. Bagian puncak - |645/KEP.500-

Sumedang bangunan terdapat bagian DISPARBUDPORA/2017 ttg
kemuncak (memolo) dengan Penetapan CB Peringkat
bentuk menara ratna. Dalam Kabupaten
sejarahnya, dahulu bangunan
ini merupakan bangunan
pendopo dari Kawedanaan
Sumedang Larang.

14. |Prasasti Desa Ciherang, |BENDA Prasasti ini berisi berita SK Bupati Sumedang Nomor
Pembangunan Kec. Sumedang tentang kegiatan pembobokan 363 Tahun 2022 ttg

Jalan raya Pos
(Postweg) di Cadas
Pangeran

Selatan,
Sumedang

bukit cadas di lokasi yang saat
sekarang disebtu sebagai
Cadas Pangeran. Kegiatan
pembobokan batu cadas untuk
kepentingan pembangunan
jalan yang melewati kawasan
bukit batu cadas tersebut
merupakan bagian dari jalur
jalan raya pos (postweg)

Perubahan Kedua atas SK
Bupati Sumedang Nomor
645/KEP.500-
DISPARBUDPORA/2017 ttg
Penetapan CB Peringkat
Kabupaten
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Nama Cagar

Jenis Cagar

No Budaya Alamat Budaya Keteragan Gambar Surat Keputusan Bupati
15. |Rumah Cut Nyak |Kel. Kotakulon, |BANGUNAN Bangunan rumah bekas tinggal SK Bupati Sumedang Nomor
Dien Kec. Sumedang Cut Nyak Dien berdasarkan 363 Tahun 2022 ttg
Selatan, bentuk dan gaya konstruksinya Perubahan Kedua atas SK
Sumedang dapat dikategorikan sebagai Bupati Sumedang Nomor
bangunan dengan gaya 645/KEP.500-
arsitektur lokal rumah sunda DISPARBUDPORA/2017 ttg
dengan bentuk rumah Penetapan CB Peringkat
panggung. Rumabh ini Kabupaten
merupakan rumah
pengungsian sementara Cut
Nyak Dien pada masa
pembuangannya di wilayang
Sumedang.
16. |Siger Koleksi Kawasan BENDA Siger Koleksi MPGU terbuat SK Bupati Sumedang Nomor

Museum Prabu
Geusan Ulun

Museum Prabu
Geusan Ulun,
Kel. Regol
Wetan, Kec.
Sumedang
Selatan,
Sumedang

dari logam mulia yang terletak
di komplek pendopo Kabupaten
Sumedang. Siger ini dipajang di
Gedung Pusaka bersama
Makuta dan perhiasan lainnya
didalam sebuah lemari kaca
berbentuk segitiga. Siger ini
bukti karya budaya yang
monumental dan merupakan
wujud dari bentuk pencapaian
teknologi dan seni. Selain
memiliki nilai sejarah, juga
unik dan langka.

363 Tahun 2022 ttg
Perubahan Kedua atas SK
Bupati Sumedang Nomor
645/KEP.500-
DISPARBUDPORA/2017 ttg
Penetapan CB Peringkat
Kabupaten
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Nama Cagar

Jenis Cagar

No Budaya Alamat Budaya Keteragan Gambar Surat Keputusan Bupati
17. |Gedung Kawasan BANGUNAN Gedung Srimanganti SK Bupati Sumedang Nomor
Srimanganti Museum Prabu merupakan bagunan yang 363 Tahun 2022 ttg
Geusan Ulun, terdiri dari beberapa ruang Perubahan Kedua atas SK
Kel. Regol yang saat sekarang digunakan Bupati Sumedang Nomor
Wetan, Kec. sebagai gedung utama Museum 645/KEP.500-
Sumedang Prabu Geusan Ulun. Gedung DISPARBUDPORA/2017 ttg
Selatan, ini terdiri atas pendopo dan Penetapan CB Peringkat
Sumedang serambi di keempat arah mata Kabupaten
angin dan pintu masuknya
juga di keempat arah. Jendela
di gedung ini terbuat dari kayu
dan kaca, bentuk atas setengah
lingkaran dan ada hiasan
bunga di bagian muka
lingkungan dan ada yang polos
dengan jelusi.
18. |Struktur Kel. Kotakulon, |[STRUKTUR Bendungan Ragadiem SK Bupati Sumedang Nomor
Bendungan Kec. Sumedang merupakan satu-satunya 363 Tahun 2022 ttg
Ragadiem Selatan, struktur DAM yang dibangun Perubahan Kedua atas SK

Sumedang

di era Kolonial untuk mengatur
penggunaan di aliran Sungai
Cipelas. Dengan luas
lingkungan 500 m2,
bendungan ini memiliki tujuh
pintu air yang masing-masing
pintu memiliki lebar 4 m.

Bupati Sumedang Nomor
645/KEP.500-
DISPARBUDPORA/2017 ttg
Penetapan CB Peringkat
Kabupaten
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Nama Cagar

Jenis Cagar

No Budaya Alamat Budaya Keteragan Gambar Surat Keputusan Bupati
19. |Wisma Gending |Jl. Pangeran BANGUNAN Wisma Gending secara SK Bupati Sumedang Nomor
Santri No. 43, arsitektural sangat unik dan 363 Tahun 2022 ttg
Kel. Kotakulon, menarik. Bagunan bagian Perubahan Kedua atas SK
Kec. Sumedang depan memiliki jendela kaca Bupati Sumedang Nomor
Selatan, dengan bentuk melengkung di 645/KEP.500-
Sumedang atas, mirip dengan lengkungan DISPARBUDPORA/2017 ttg
Romanesk. Luas lokasi ini Penetapan CB Peringkat
sekitar 2 Ha. Kabupaten
20. |Monumen Loji Desa Sayang, |BANGUNAN Monumen Loji dikenal sebagai SK Bupati Sumedang Nomor

Kec.
Jatinangor,
Sumedang

Menara Sirine, dan Menara
Baron Van Baud. Disebutkan
dahulu di atas menara terdapat
sirine yang digunakan sebagai
penanda waktu untuk pegawai
perkebunan karet yang dikelola
oleh Baron Van Baud (1816-
1879). Pada masa
pemerintahan kolonial Belanda
digunakan untuk waktu kerja
penyadap karet.

363 Tahun 2022 ttg
Perubahan Kedua atas SK
Bupati Sumedang Nomor
645/KEP.500-
DISPARBUDPORA/2017 ttg
Penetapan CB Peringkat
Kabupaten
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Nama Cagar

Jenis Cagar

No Budaya Alamat Budaya Keteragan Gambar Surat Keputusan Bupati
21. |Situs Gunung Dsn. SITUS Situs Gunung Lingga ¢ SK Bupati Nomor 135 Tahun
Lingga Sempurmayung berdasarkan sejarah tradisional| } 2022 ttg Penetapan Struktur
, Desa _C_imarga, merupakan makam dari salah dan Situs CB Peringkat
Kec. Cisitu, satu tokoh sejarah Kabupaten Kabupaten Sumedang
Sumedang
Sumedang yang bernama
Prabu Tajimalela. Situs
Gunung Lingga memiliki
tinggalan budaya kebendaan
berupa sebaran batuan dengan
jenis andesit yang memiliki
pola membentuk punden
berundak dengan dua batu
tegak pada bagian puncak.
22. |Situs Dsn. SITUS Dalam Situs Dayeuhluhur SK Bupati Nomor 135 Tahun
Dayeuhluhur Dayeuhluhur, terdapat kompleks yang terbagi 2022 ttg Penetapan Struktur
Desa kedalam 3 bagian besar. dan Situs CB Peringkat
Dayeuhluhur, Bagian pertama merupakan Kabupaten Sumedang
Kec. Ganeas, kompleks makam umum dan
Sumedang juga para juru kunci kompleks

makam, bagian kedua dengan
tanah yang lebih tinggi di
sebelah utara bagian yang
pertama berisi makam Ratu
Harisbaya dan beberapa
makam lainnya dan bagian
ketiga bagian belakang dan
teratas berisi makam Prabu
Geusan Ulun, makam Rangga
Gempol I, makam Kyai Demang
Cipaku dan beberapa makam
lainnya yang tidak dikenal.
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No

Nama Cagar
Budaya

Alamat

Jenis Cagar
Budaya

Keteragan

Surat Keputusan Bupati

23.

Situs Jaya
Perkasa

Dsn.
Dayeuhluhur,
Desa
Dayeuhluhur,
Kec. Ganeas,
Sumedang

SITUS

Makam Embah Jayaperkasa
terdapat di sebelah selatan
Kantor Desa Dayeuhluhur.
Makam terletak di puncak

Gunung Rengganis. Menuju
makam, melalui jalan
menanjak berteras yang
terbuat dari semen. Makam

diletakkan pada lokasi tertinggi

di situs. Makam dikelilingi
pagar kawat dengan pintu
terdapat di sisi utara. Makam
Embah Jaya Perkasa bukan
merupakan kubur, tetapi
sebagai tempat ngahyang.

SK Bupati Nomor 135 Tahun
2022 ttg Penetapan Struktur
dan Situs CB Peringkat
Kabupaten Sumedang

24.

Situs Cigobang

Dsn. Cigobang,
Desa
Cikondang,
Kec. Ganeas,
Sumedang

SITUS

Situs Cigobang berada di blok
Gunung Goong. Situs
merupakan kompleks makam
dengan tokoh utama Nyi Mas
Cukang Gedung Waru, istri
kedua dari Prabu Geusan

Ulun.

SK Bupati Nomor 135 Tahun
2022 ttg Penetapan Struktur
dan Situs CB Peringkat
Kabupaten Sumedang
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Nama Cagar

Jenis Cagar

No Budaya Alamat Budaya Keteragan Surat Keputusan Bupati
25. |Struktur Panday |JI1. Kebonkol STRUKTUR Struktur berupa satu makam SK Bupati Nomor 135 Tahun
Lingkungan Pangeran Rangga Gede. Kondisi 2022 ttg Penetapan Struktur
Panday, Kel. sekarang merupakan makam dan Situs CB Peringkat
Regol Wetan, bertingkat dua, berdenah segi Kabupaten Sumedang
Kec. Sumedang empat dan orientasi utara
Selatan, selatan. Kondisi sekarang,
Sumedang makam terdiri dari jirat dan
nisan.
26. |Situs Pasarean Lingkungan SITUS Situs Pesarean Gede berlokasi SK Bupati Nomor 135 Tahun

Gede

Pasarean, Kel.
Kota Kulon,
Kec. Sumedang
Selatan,
Sumedang

di Gunung Ciung merupakan
kompleks makam yang
sekarang menyatu dengan
pemukiman. Areal kompleks
makam terdapat dua pintu,
pintu pertama atau pintu
depan melalui Jl. P. Geusan
Ulun, sedangkan pintu kedua
melalui Jalan Kutamaya. Situs
ini merupakan kompleks
pemakaman Ratu Pucuk Umun
dan suaminya, Pangeran
Santri, beserta para
keturunannya.

2022 ttg Penetapan Struktur
dan Situs CB Peringkat
Kabupaten Sumedang
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Nama Cagar

Jenis Cagar

No Budaya Alamat Budaya Keteragan Gambar Surat Keputusan Bupati
27. |Situs Gunung Desa Sukajaya, |SITUS Situs Gunung Puyuh berada di SK Bupati Nomor 135 Tahun
Puyuh Kel. Regol sebuah bukit yang dikenal 2022 ttg Penetapan Struktur
\S)VetanCi Kec. dengan nama Gunung Puyuh. %ar]; Situs CSB Perlé'lgkat
sulme ang Situs Gunung Puyuh abupaten Sumedang
Se ataél’ merupakan kompleks makam
umedansg para bupati Sumedang dan
keluarga keturunan Prabu
Geusan Ulun. Situs Gunung
Puyuh ini identik dengan situs
Pangeran Soegih.
28. |Situs Buyut Dusun SITUS Situs Buyut Lengka merupakan SK Bupati Nomor 135 Tahun
Lengka Kaduwulung, kompleks makam yang 2022 ttg Penetapan Struktur
Desa dikeramatkan. Kompleks dan Situs CB Peringkat
Kaduwulung, makam dikelilingi oleh pagar Kabupaten Sumedang
gﬁ;g&gfgja’ bambu dengan ketinggian 90-

110 cm dengan dibagi 3 bagian,
sisi barat, tengah, dan timur.
Jumlah makam di situs ini
adalah 20 makam.
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No

Nama Cagar
Budaya

Alamat

Jenis Cagar
Budaya

Keteragan

Gambar

Surat Keputusan Bupati

29.

Situs
Marongge/Gunun
g Hade

Desa Marongge,
Kec. Tomo,
Sumedang

SITUS

Situs Marongge merupakan
komplek makam yang berada

di puncak Gunung Hade.
Terdapat makam empat orang
putri bersaudara yang berasal
dari Mataram, yaitu Nyi Mas
Gabug, Nyi Mas Setayu, Nyi
Mas Naibah dan Nyi Mas
Naidah, serta sebuah makam
berupa struktur batu andesit
yang dikenal sebagai makam
Embah Putih Jagariksa.

SK Bupati Nomor 135 Tahun
2022 ttg Penetapan Struktur
dan Situs CB Peringkat
Kabupaten Sumedang

30.

Situs Astana Gede
Cipaku

Desa Cipaku,
Kec.
Darmaraja,
Sumedang

SITUS

Di Situs Astana Gede Pakualam
terdapat makam Prabu Lembu
Agung, Nyi Mas Siti Sujiah dan
Embah Jalul, serta Kyai
Demang Cipaku yang
tergenang air Waduk Jatigede.

SK Bupati Nomor 135 Tahun
2022 ttg Penetapan Struktur
dan Situs CB Peringkat
Kabupaten Sumedang
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Nama Cagar

Jenis Cagar

No Budaya Alamat Budaya Keteragan Surat Keputusan Bupati
31. |Situs Pasir Dsn. Cimalela, [SITUS Situs Cengkok merupakan SK Bupati Nomor 135 Tahun
Cengkok Desa kompleks pemakaman tua yang 2022 ttg Penetapan Struktur
Mulyajaya, terdiri atas makam Aria dan Situs CB Peringkat
Keec. Wado, Nanggadisuta dan beberapa Kabupaten Sumedang
Sumedang batu tegak yang dipercaya
sebagai makam yang dibangun
mengelilingi makam Aria
Nanggadisuta.
32. |Situs Pasir Dsn. Legok, SITUS Situs Putrapada oleh SK Bupati Nomor 135 Tahun

Putrapada

Desa Sirnasari,
Kec.
Jatinunggal,
Sumedang

masyarakat setempat disebut
juga dengan makam Aria
Sacagati. Situs Putrapada
merupakan sebuah makam
yang ditempatkan pada lahan
yang lebih tinggi dari lokasi
sekitarnya. Makam berbentuk
punden berundak/berteras tiga
dan makam Aria Sacagati
berada

pada teras yang paling tinggi.

2022 ttg Penetapan Struktur
dan Situs CB Peringkat
Kabupaten Sumedang
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Nama Cagar

Jenis Cagar

No Budaya Alamat Budaya Keteragan Surat Keputusan Bupati
33. |Situs Kabuyutan |Blok SITUS Kabuyutan Citembong Girang SK Bupati Nomor 483 Tahun
Citembong Girang |Kabuyutan, oleh masyarakat setempat 2022 ttg Penetapan Struktur
Dsn. Ganeas, disebut juga dengan petilasan dan Situs CB Peringkat
Desa Ganeas, (magom) Aji Putih ketika belum Kabupaten Sumedang
Kec. Ganeas, mendirikan Kerajaan Tembong
Sumedang Agung di Darmaraja. Lokasi
kabuyutan berada di puncak
bukit, sisi selatan jalan Desa
Ganeas. Kondisi sekarang,
untuk menuju kabuyutan
melalui jalan tanah berbatu
dan menanjak
34. |Situs Kompleks Blok Cihuni, SITUS Lokasi makam Embah SK Bupati Nomor 483 Tahun

Makam Keramat
Embah
Nangganan

Dsn.
Cileuweung,
Desa
Sukawening,
Kec, Ganeas,
Sumedang

Nangganan berada di tepian
Sungai Cisudajaya. Kompleks
makam terdiri atas dua
makam, yaitu Keramat Embah
Nangganan dan Embah Batara
Kusumah. Posisi makam
Embah Nangganan berada di
+100 meter sebelah barat daya
Embah Batara Kusum

2022 ttg Penetapan Struktur
dan Situs CB Peringkat
Kabupaten Sumedang
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Nama Cagar

Jenis Cagar

No Budaya Alamat Budaya Keteragan Gambar Surat Keputusan Bupati
35. |Situs Embah Blok Buyut Nur [SITUS Tinggalan utama yang disebut SK Bupati Nomor 483 Tahun
Nuridin Sidiq, Dsn. sebagai Situs Embah Nuridin 2022 ttg Penetapan Struktur
Tarikolot, Desa adalah struktur makam kuno dan Situs CB Peringkat
Mekarmulya, yang terbuat dari susunan Kabupaten Sumedang
Sumedang boulder andesit yang sudah
mengalami pembundaran,
terdiri dari 3 makam yang
terletak di dalam pagar batu
yang juga terbuat dari susunan
boulder andesit yang sudah
mengalami pembundaran.
36. |Situs Makam Blok Sirah SITUS Tinggalan utama yang disebut SK Bupati Nomor 483 Tahun
Karomah Cikadu |Cikadu, Dsn. sebagai Situs Makam Karomah 2022 ttg Penetapan Struktur
Cikadu, Dsa Cikadu adalah dua struktur B dan Situs CB Peringkat
Cikadu, Kec. makam kuno, yaitu Makam s Kabupaten Sumedang
Situraja, Embah Dalem Wirakara di
Sumedang bagian selatan dan Makam

Embah Sumadikara dan
Natadikara di bagian utara

kompleks makam. Kedua
struktur makam tersebut
dibuat

dari susunan boulder andesit
yang sudah mengalami

pembundaran.
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Nama Cagar

Jenis Cagar

No Budaya Alamat Budaya Keteragan Gambar Surat Keputusan Bupati
37. |Situs Pasir Ipis Blok Pasir Ipis, [SITUS Lokasi temuan berupa SK Bupati Nomor 483 Tahun
Desa gundukan bukit memanjang 2022 ttg Penetapan Struktur
Darmawangi, barat timur dengan ukuran dan Situs CB Peringkat
Kec. Tomo, diameter sekitar kurang lebih Kabupaten Sumedang
Sumedang 5x 10 m dengan tinggi sekitar 5
meter. Deposit fosil berada di
Formasi Citalang dengan
litologi berupa pasir halus
lempung coklat kehitaman
dengan perkiraan umur sekitar
2-1,5 juta tahun yang lalu.
38. |Struktur Raden Blok Pasarean |STRUKTUR Raden Raden Aria Wiraraja I SK Bupati Nomor 483 Tahun

Aria Wiraradja I

Pasir Ipis, Dsn
Darmawangi,
Desa
Darmawangi,
Kec. Tomo,
Sumedang

merupakan adik dari Raden

Rangga Gede putra dari Prabu
Geusan Ulun dari Permaisuri
Nyi Mas Cukang Gedeng Waru.
Kompleks makam berpagar
keliling dengan panjang 24 m
dan lebar 12,5 m.

2022 ttg Penetapan Struktur
dan Situs CB Peringkat
Kabupaten Sumedang
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Nama Cagar

Jenis Cagar

No Budaya Alamat Budaya Keteragan Gambar Surat Keputusan Bupati
39. |Struktur Makam |Blok STRUKTUR Makam Pranantaka berada di SK Bupati Nomor 483 Tahun
Paranantaka Cibayawalk, Tanah Kas Desa Jembarwangi. 2022 ttg Penetapan Struktur
g%n. U Pranantaka merupakan Kepala %ar]; Situs CSB Perlcrllgkat
Dleseang ng, Desa Darmawangi pada masa abupaten Sumedang
Jembarwangi, Pemerintahan Pangeran
Kec. Tomo, Panembahan
Sumedang

Sumber: DISPARBUDPORA Kabupaten Sumedang, 2025
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2.1.2.7. Keluarga berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat
Inklusif

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian
kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan
ketimpangan gender. IPG digunakan wuntuk mengetahui kesenjangan
pembangunan manusia antara lak-laki dan perempuan. Indikator IPG terdiri
dari Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan, Angka Melek Huruf (AMH)
Perempuan, Rata-Rata Lama Sekolah dan Sumbangan pendapatan. IPG
Kabupaten Sumedang pada Tahun 2023 sebesar 96,13 poin, dan pada tahun
2024 menjadi 96,22 poin atau naik 0,09 poin dibanding tahun 2023. Nilai IPG
ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Sumedang pembangunan manusia
antara laki-laki dan perempuan telah setara atau lebih baik jika dibandingkan

dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat.

98,00
96,00
94,00
92,00
90,00
88,00
86,00
84,00

= e Qe o

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
=@ Jabar 89,19 89,26 89,20 89,36 89,80 90,91 91,04
Sumedang 94,88 95,01 95,18 95,18 95,09 96,13 96,22

«=@==Jabar Sumedang

Grafik 2.37 IPG Kabupaten Sumedang dan Jawa Barat
Tahun 2018-2024

(Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (diolah), 2025)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan salah satu indikator yang
digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender.
IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dengan
indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan Kkerja,
keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam
pengambilan keputusan, sehingga IDG dapat digunakan untuk mengukur

pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

IDG Kabupaten Sumedang Tahun 2024 sebesar 76,99 meningkat
dibanding Tahun 2023 yang mencapai 72,60 poin. Nilai IDG Kabupaten
Sumedang berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat yang baru mencapai
72,76 poin pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten
Sumedang perempuan berperan lebih aktif dalam bidang ekonomi, partisipasi

politik dan pengambilan keputusan dibanding tahun sebelumnya.
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Grafik 2.38 IDG Kabupaten Sumedang dan Jawa Barat Tahun 2018-2024
(Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (diolah), 2025)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan kerugian/kegagalan
(loss) dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan
gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam
pasar tenaga kerja. Semakin kecil IKG berarti semakin rendah ketimpangan

gender, dan sebaliknya.
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Grafik 2.39 IKG Kabupaten Sumedang dan Jawa Barat Tahun 2018-2024
(Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (diolah), 2025)

IKG dinilai rendah jika nilainya kurang dari 0,399, menengah bawah jika
IKG berada dalam interval 0,400-0,449, menegah atas jika IKG berada pada
interval 0,450-0,499 dan dinilai tinggi jika IKG di atas atau sama dengan 0,500.
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IKG Sumedang tahun 2024 sebesar 0,217 poin masuk kategori
ketimpangan rendah. Hal ini menunjukkan penurunan ketimpangan dibanding
tahun 2023 yang mencapai 0,438. Nilai ini lebih rendah dari IKG Jabar sebesar
0,458.

Kota Bekasi

Indramayu

Kota Cirebon

a Banjar
0,239

g

Gambar 2.38 IKG Kab/Kota Jabar Tahun 2024
(Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (diolah), 2025)

Mencermati ketimpangan gender di Kabupaten Sumedang yang sudah
masuk kategori rendah, maka peran semua pihak dibutuhkan untuk
mempertahankan dan meningkatkan perbaikan dalam berbagai dimensi agar
perempuan memiliki kesempatan lebih untuk meningkatkan akses dan

kapasitasnya.
2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengukur Indeks Daya Saing
Daerah (IDSD) sebagai upaya penyediaan data dasar tahunan bagi daerah. IDSD
sendiri merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan

kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

Daya saing daerah memiliki beberapa aspek yang terdiri dari kemampuan
ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan

sumber daya manusia.

Berdasarkan pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2024
yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), bahwa Kabupaten
Sumedang masuk pada kategori Daya Saing Tinggi dengan nilai 3,92. Nilai
tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang berada pada nilai 3,48 dari
hasil pengukuran terhadap 4 komponen dan 12 pilar yang dapat dijelaskan
pada tabel berikut.
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Tabel 2.26 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Sumedang
Tahun 2022-2024

K K Ekosist Nilai
Komponen Lingkungan Pendukung Rl Komponen Pasar omponen ?SIS em thal
SDM Inovasi IDSD
= H w o H v ‘@
D . - c = S el o o c c e
Tahun g &? 2 £s £ =3 ] a % 5 = g i:%; o
E 183 g 832 g |sE|e3|&2|EB| S5 dg |dy
5 |28 5|25 x SsIR8|6B 58|58 &§& |&£
o I N - i B8 55 58580 =€ |[&E3
I} ‘€ » = 0 = Q| = E—CU B © ©
= £l 8 | 8= S ¥ | & & F|g = £ e
a a a a a ]
2022 | 4,45 | 2,11 | 3,39 | 2,66 4,08 3 3,35 | 2,57 | 334 1,6 5 3,84 3,28
2023 | 4,58 | 2,37 | 458 | 2,77 4,07 3,24 | 335 | 2,72 2,6 | 4,52 3,2 3,79 3,48
2024 | 4,62 | 3,58 | 463 | 3,62 4,02 3,67 | 441 | 2,86 2,2 | 455 5 3,92 3,92

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah BRIN, 2025

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2024,
beberapa pilar masih memiliki nilai yang rendah, yaitu Pilar Infrastruktur (3,58);
Pilar Stabilitas Ekonomi Makro (3,62); Pilar Keterampilan (3,67); Pilar Pasar
Tenaga Kerja (2,86); Pilar Sistem Keuangan (2,20) serta Pilar Kapabilitas Inovasi
(3,92). Pilar tersebut harus dioptimalkan agar Daya Saing Daerah Kabupaten
Sumedang dapat meningkat. Sedangkan pilar yang telah memiliki nilai yang
tinggi diantaranya Pilar Institusi (4,62); Pilar Adopsi TIK (4,63); Pilar Kesehatan
(4,02); Pilar Pasar Produk (4,41) dan Pilar Ukuran Pasar (4,55). Tingginya nilai
pada pilar tersebut didukung oleh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE); jangkauan jaringan internet; tingginya Angka Harapan Hidup; serta
tingginya PDRB. Pilar yang memiliki nilai maksimal adalah Dinamisme Bisnis
(5,00). Pilar yang meningkat pesat dari Tahun 2023 adalah Pilar Dinamisme

Bisnis (meningkat 1,8 point) dan Pilar Infrastruktur (meningkat 1,21 point).
2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kabupaten Sumedang tengah menghadapi dinamika kependudukan yang
penting untuk diperhatikan, khususnya terkait peningkatan beban
ketergantungan yang terus menunjukkan tren naik dari tahun ke tahun. Beban
ketergantungan adalah rasio jumlah penduduk usia non-produktif (di bawah 15
tahun dan di atas 65 tahun) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun).
Berdasarkan grafik proyeksi, rasio ini terus mengalami peningkatan dari angka
45,77 pada tahun 2020 hingga diproyeksikan mencapai 57,16 pada tahun 2045.
Kenaikan ini menunjukkan bahwa secara perlahan, proporsi penduduk yang

membutuhkan dukungan ekonomi dari kelompok usia produktif semakin besar.

Tahun 2024 menjadi salah satu titik penting dalam transisi demografi
Sumedang. Dengan rasio ketergantungan sebesar 0,4729 atau 47,29%, berarti

dari setiap 100 orang usia produktif, terdapat sekitar 47 orang yang bergantung
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pada mereka secara ekonomi dan sosial. Ini menjadi tantangan nyata, karena
semakin besar beban ketergantungan, semakin tinggi pula tekanan terhadap
layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial yang harus

ditanggung oleh angkatan kerja aktif.

Perubahan struktur usia ini juga terlihat jelas dari piramida penduduk
antara tahun 2023 dan proyeksi 2045. Jika pada tahun 2023 masih terlihat
dominasi usia muda, maka pada 2045 bentuk piramida berubah menjadi lebih
gemuk di kelompok usia tengah dan atas, mengindikasikan peningkatan
populasi lansia. Kondisi ini mencerminkan bahwa Sumedang akan memasuki
fase aging population, di mana penduduk lanjut usia menjadi kelompok
signifikan dalam komposisi penduduk secara keseluruhan. Tanpa persiapan
yang matang, hal ini dapat menjadi beban ekonomi yang berat bagi pemerintah

daerah dan masyarakat.

Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar yang harus
dimanfaatkan. Penduduk usia muda, terutama kelompok 20-34 tahun yang
mendominasi piramida penduduk 2023, merupakan aset potensial yang dapat
menopang perekonomian daerah di masa depan. Masa ini merupakan fase
bonus demografi, yaitu ketika jumlah penduduk usia produktif berada dalam
puncaknya. Apabila pemerintah mampu mengelola potensi ini dengan baik—
melalui peningkatan keterampilan, pengembangan pendidikan vokasi, serta
dukungan terhadap wirausaha dan industri kreatif—maka Sumedang tidak
hanya mampu menahan laju beban ketergantungan, tetapi juga meningkatkan

pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Dengan demikian, peningkatan beban ketergantungan harus disikapi
bukan hanya sebagai tantangan, tetapi juga sebagai momentum untuk
melakukan transformasi struktural di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, dan
ekonomi. Peran pemuda akan sangat menentukan arah dan kekuatan
perekonomian Sumedang di masa depan, terutama dalam menjawab tantangan

era masyarakat menua (aging society) yang tak terelakkan.
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Grafik 2.40 Komposisi Penduduk dan Rasio Ketergantungan
(Sumber: BPS (diolah), 2024)

2.1.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

1. Inovasi

Kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan
daerah tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya kreativitas daerah untuk
meningkatkan daya saingnya. Berdasarkan banyak bukti empiris, inovasi
merupakan faktor kunci untuk keberhasilan pencapaian daya saing sebuah
daerah. Inovasi tidak dapat berkembang dengan sendirinya, melainkan harus
didukung berbagai elemen lain. Dukungan nyata agar inovasi dapat
berkembang dengan optimal adalah dengan membangun suatu sistem, yaitu

sistem inovasi.

Batasan atau definisi tentang inovasi sangatlah beragam, tetapi secara
umum, yang dimaksud dengan inovasi adalah penerapan atau implementasi
dari sesuatu yang baru. Lebih luas lagi, inovasi merupakan tindakan penerapan
ide-ide baru yang menciptakan nilai bagi organisasi bisnis, pemerintah, dan
masyarakat. Bisa dikatakan bahwa inovasi merupakan (penerapan) cara yang

lebih baik dan cerdas dalam melakukan sesuatu.

Dalam konteks daerah, pembangunan berbasis inovasi sudah menjadi
keniscayaan, bahkan sudah menjadi kebutuhan. Hal ini seiring dengan
tumbuhnya kesadaran bersama bahwa majunya suatu daerah sangat
ditentukan oleh inovasi yang dilakukan daerah tersebut. Untuk itu maka
diperlukan adanya acuan kebijakan terhadap berbagai kegiatan yang berkaitan
dengan peningkatan kreativitas keinovasian daerah. Peningkatan keinovasian
masyarakat serta merta akan meningkatkan dan memacu kreativitas untuk

meningkatkan daya saing daerah.
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Sistem Inovasi Daerah merupakan suatu bentuk cara pandang/
pendekatan pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, inovatif,
holistik, berkelanjutan, dengan lebih menekankan kerja kolaboratif antar
stakeholders pembangunan daerah. Sistem Inovasi Daerah juga dapat
dikatakan sebagai suatu kesatuan dari sehimpunan pelaku pembangunan,
kelembagaan (termasuk kebijakan), hubungan interaksi dan proses produktif
yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusi
inovasi, termasuk teknologi, dan praktek baik/terbaik serta proses

pembelajarannya.

Inovasi yang telah disusun oleh Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota,
akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri RI melalui pengukuran Indeks
Inovasi Daerah (IID) dan pemberian penghargaan Innovative Government Award
(IGA) setiap tahunnya. Perkembangan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten

Sumedang dalam kurun waktu 2021-2024 adalah sebagai berikut:

=¢— Indeks Inovasi Daerah
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Grafik 2.41 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2021-2024

(Sumber: Indeks Inovasi Daerah Kemendagri, 2024)

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu 3 tahun
terakhir mengalami fluktuasi. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kematangan
inovasi yang dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri melalui 2 aspek yakni aspek
Satuan Pemerintah Daerah yang terbagi menjadi 3 variabel dan 15 indikator.
Serta Aspek Satuan Inovasi terbagi menjadi 5 variabel dan 20 indikator. Pada
tahun 2021 Kabupaten Sumedang memperoleh Indeks Inovasi sebesar 60,19
dan mengalami kenaikan pada Tahun 2022 dengan indeks 63,21. Sedangkan
pada Tahun 2023 mengalami sedikit penurunan menjadi 60,06 point. Kenaikan
yang signifikan pada tahun 2024 menjadi 73,23 point. Prestasi yang didapatkan

tersebut diharapkan menjadi pondasi untuk memperoleh predikat kategori
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Kabupaten Terinovatif. Adapun hasil Hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah

tahun 2024 dapat dijelaskan melalui diagram berikut ini:

Grafik 2.42 Hasil Pengukuran Komponen Indeks Inovasi Daerah
Tahun 2024

(Sumber: Indeks Inovasi Daerah Kemendagri, 2024)

Variabel yang memiliki indeks tinggi diantaranya adalah Sumber Daya
Manusia (100 point), Ekosistem Inovasi dan Kajian (100 point), Infrastruktur
(96,67 point), Output Pengetahuan dan Teknologi (83,33), Institusi (78,33 point),
Kecepatan Bisnis Proses (76,19 point). Sedangkan variable yang masih rendah
adalah Kecanggihan Produk (66,67 point) dan Jumlah Inovasi dan Hasil Kreatif
(59,22 point).

Dari hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) tersebut dapat
diketahui bahwa inovasi yang disusun oleh Perangkat Daerah di Kabupaten
Sumedang, tingkat kematangannya belum optimal. Inovasi tersebut sudah
berjalan dengan baik dilapangan, namun belum dilengkapi dengan data dukung

administrasi.

Kabupaten Sumedang memiliki beberapa inovasi unggulan yang
menjuarai beberapa event inovasi tingkat nasional dan provinsi. Diantaranya
penilaian inovasi tingkat nasional lainnya yang dilaksanakan oleh Kementerian
Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi. Inovasi yang lolos
menjadi Top Inovasi yaitu Pantasi Mart (Pusat Pengadaan Fasilitas Sanitasi
Masyarakat — Top 40/2017) dan Angka Stunting Sumedang Turun 20 Persen
Dalam Waktu 3 Tahun dengan Aplikasi SIMPATI — Top 45/2023. Sedangkan di
tingkat provinsi melalui Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB), Kabupaten
Sumedang telah menjuarai sebanyak 4 kali berturut-turut. Adapun inovasi
tersebut adalah Sakip Desa (Juara 1 KIUB 2020); E Office Kabupaten Sumedang
(Juara 1 KIJB 2021); Penurunan stunting melalui Aplikasi SIMPATI (Juara 1
KIJB 2022); dan WA KEPO (Juara 1 dan Best of The Best Innovation KIJB 2023).
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Sedangkan Tahun 2024, Inovasi Sistem Informasi Cegah Kematian Persalinan

(SICAKEP) menjadi TOP 25 KIJB 2024.

Untuk menjaga agar semangat berinovasi tetap tinggi, maka dilaksanakan
lomba inovasi tingkat kabupaten melalui Gelar Inovasi Daerah yang
dilaksanakan setiap tahunnya. Inovasi tersebut dinilai secara objektif oleh tim
penilai independent. Peserta gelar inovasi terbagi menjadi 3 kategori yang
meliputi Perangkat Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang telah
mengusulkan inovasinya melalui aplikasi SIKOMPLIT (Sistem Informasi
Kompilasi Inovasi Terintegrasi) pada E-Office Kabupaten Sumedang.
Kedepannya, inovasi yang dilombakan tidak hanya terbatas pada 3 kategori
tersebut, namun akan diperluas lagi sehingga dapat memotret kondisi inovasi

di Kabupaten Sumedang secara lebih komprehensif.

2. Produktifitas Ekonomi

Struktur ekonomi Kabupaten Sumedang sejak 2019 masih didominasi 3
sektor utama (Industri, Pertanian, dan Perdagangan). Di tahun 2024 sektor
industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan PDRB. Dari sisi
pengeluaran, peran konsumsi rumah tangga sangat menentukan perekonomian

Sumedang.

Seiring berfungsinya tol Cisumdawu dan Bandara Kertajati, serta
pengembangan Kawasan wisata Jatigede, Kawasan perkotaan Jatinangor,
Sumedang Industrialpolis, Kabupaten Sumedang berpeluang mengakselerasi
ekonomi wilayah melalui kegiatan industri, pariwisata, perdagangan, dan
pertanian yang berkelanjutan dengan inovasi dan kolaborasi antar para

pemangku kepentingan.

Kemponen Pengeluaran 2024 ADHB (Milyar Rp) Share (%)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 31,817 67.51
Msasure Namas @ Pemgbentukan Modal Tetap Bruto - 10,289 21.83
§ P - Pengeluaran Kensumsi Pemerintah 3,531 7.49
I FDRS Berlak == Pengeluaran Konsumsi LNPRT 759 1.61
40.03 Net Ekspor Barang dan Jasa 569 1.21
o700 Perubahan Inventori 163 0.35

35.44 35.49 Produk D egi 47,128  100.00
32.53 B Lapangan Usaha 2024 ADHB (Milyar Rp) Share (%)
] 20.64 Industri Pengolahan 9,103 19.32
:'3‘ 27.01 27.5° Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 9,084 19.27
E we [ Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi... 7,456 15.82
H I 2.5 I o 67 I Konstruksi 4,819 10.22
H = Jasa Pendidikan 3,027 6.42
2 [ ] Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2,587 5.49
] Transpertasi dan Pergudangan 2,529 5.37
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan... 2,339 4.96
Jasa Keuangan dan Asuransi 2,035 4.32
Infermasi dan Komunikasi 1,757 3.73
Jasa Lainnya 967 2.05
Real Estat 684 1.45
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 501 1.06
Pengadaan Listrik dan Gas 145 0.31
g = = = = : g = = Jasa Perusahaan 45 0.1
Pertambangan dan Penggalian 39 0.08
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah... 11 0.02

Grafik 2.43 Tren dan Komposisi PDRB Kabupaten Sumedang
(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024)
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PDRB Konstan mengalami kenaikan stabil dari tahun 2015 (Rp 18,95
triliun) hingga 2024 (Rp 27,97 triliun). PDRB Berlaku menunjukkan
pertumbuhan lebih signifikan karena faktor inflasi, meningkat dari Rp 24,83
triliun pada 2015 menjadi Rp 47,13 triliun pada 2024. Pertumbuhan PDRB
berlangsung positif selama periode 2015-2024, dengan PDRB Berlaku tumbuh
lebih cepat dibandingkan PDRB Konstan akibat pengaruh inflasi.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga adalah komponen terbesar,
menyumbang 67,51% dari total PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi
masyarakat merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten
Sumedang. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menyumbang 21,83%,
menunjukkan pentingnya investasi dalam infrastruktur dan aset tetap untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
menyumbang 7,49%, menunjukkan peran aktif pemerintah dalam menjaga
stabilitas ekonomi melalui anggaran publik. Net Ekspor Barang dan Jasa
memiliki kontribusi sebesar 1,21%, yang relatif kecil, menunjukkan bahwa

ekspor belum menjadi sumber pendapatan utama bagi Kabupaten Sumedang.

Industri Pengolahan dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi
dua lapangan usaha terbesar, masing-masing menyumbang 19,32% dan
19,27% dari total PDRB. Ini menunjukkan pentingnya sektor industri
manufaktur dan pertanian dalam perekonomian Kabupaten Sumedang.
Perdagangan Besar dan Eceran serta Konstruksi juga memberikan kontribusi
signifikan, masing-masing sebesar 15,82% dan 10,22%. Sektor perdagangan
menunjukkan perkembangan yang baik, sedangkan konstruksi mencerminkan
aktivitas pembangunan infrastruktur. Jasa Pendidikan, Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum, serta Transportasi dan Pergudangan juga memiliki peran
penting, masing-masing menyumbang 6,42%, 5,49%, dan 5,37%. Sektor lain
seperti Administrasi Pemerintahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, serta
Informasi dan Komunikasi memiliki kontribusi moderat, sekitar 4%-6%. Sektor
Real Estat, Jasa Kesehatan, dan Pertambangan memiliki kontribusi lebih
rendah, menunjukkan bahwa mereka belum menjadi pilar utama pertumbuhan

ekonomi di Kabupaten Sumedang.

Adapun perkembangan Kontribusi Lapangan Usaha Pada PDRB Tahun
2019-2023 adalah sebagai berikut.
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Kontribusi Lapangan Usaha pada PDRB Kabupaten Sumedang 2015-2024

Grafik 2.44 Tren Kontribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha
Tahun 2015-2024

(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024)

Kontribusi sektor industri pengolahan cenderung stabil atau mengalami
peningkatan kecil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, kontribusinya sebesar
18,49%, dan pada 2024 meningkat menjadi 19,32%. Sektor ini tetap menjadi
pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah, menunjukkan stabilitas dan
potensi industri manufaktur di Kabupaten Sumedang. Kontribusi sektor
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan cukup stabil, dengan angka antara 19%-—
21%. Pada tahun 2015, kontribusinya sebesar 20,66%, dan pada 2024 turun
menjadi 19,27%. Sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi
daerah, meskipun ada indikasi perlambatan pertumbuhan dibandingkan sektor
lainnya. Ini menunjukkan pentingnya diversifikasi sektor ekonomi untuk

mengurangi ketergantungan pada sektor primer.

Kontribusi sektor perdagangan cenderung stabil, dengan angka sekitar
15%-16%. Pada tahun 2015, kontribusinya sebesar 16,46%, dan pada 2024
meningkat menjadi 15,82%. Sektor ini berperan penting dalam menjaga daya
beli masyarakat dan aktivitas ekonomi lokal. Namun, pertumbuhannya tampak

stagnan dibandingkan sektor lain seperti industri pengolahan.

Sektor konstruksi memiliki kontribusi yang cukup signifikan, meskipun
lebih rendah dibandingkan sektor utama lainnya. Kontribusi sektor konstruksi
cenderung stabil, dengan angka sekitar 10%-11%. Pada tahun 2015,
kontribusinya sebesar 10,16%, dan pada 2024 meningkat menjadi 10,22%.
Sektor ini mencerminkan aktivitas pembangunan infrastruktur dan

perkembangan properti di Kabupaten Sumedang. Stabilitas kontribusinya
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menunjukkan bahwa ada kebutuhan akan investasi infrastruktur yang terus

berlanjut.

Perkembangan proporsi tenaga kerja berdasarkan lapangan usaha dapat

dilihat pada gambar berikut:

Proporsi Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha (%)
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Grafik 2.45 Proporsi Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha (%)
Tahun 2019-2024

(Sumber: Sakernas BPS, 2019-2024)

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki proporsi tenaga
kerja tertinggi dibandingkan sektor lainnya. Pada tahun 2019, proporsinya
sebesar 20,19%, naik menjadi puncak 25,87% pada tahun 2020, lalu mengalami
penurunan perlahan menjadi 22,11% pada tahun 2024. Sektor pertanian tetap
menjadi penyedia lapangan pekerjaan terbesar di Kabupaten Sumedang,
meskipun ada indikasi perlambatan pertumbuhan serapan tenaga kerja setelah
mencapai puncak pada 2020. Hal ini dapat disebabkan oleh transformasi

teknologi atau migrasi tenaga kerja ke sektor lain.

Proporsi tenaga kerja dalam sektor Industri Pengolahan cenderung stabil,
dengan angka antara 19,34% hingga 17,71%. Pada tahun 2019, proporsinya
sebesar 19,34%, turun menjadi 17,71% pada tahun 2024. Sektor industri
pengolahan memiliki kontribusi yang signifikan, namun pertumbuhannya
relatif stagnan atau mengalami penurunan lemah. Ini bisa disebabkan oleh
tantangan seperti kompetisi global, ketidakpastian ekonomi, atau kurangnya

investasi baru.

Sektor Konstruksi memiliki proporsi tenaga kerja yang lebih rendah

dibandingkan dua sektor utama di atas. Pada tahun 2019, proporsinya sebesar
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11,26%, meningkat menjadi 10,00% pada tahun 2021, lalu turun menjadi
9,49% pada tahun 2024. Sektor konstruksi memiliki peran penting dalam
menyediakan lapangan pekerjaan, meskipun tidak sebesar sektor pertanian
atau industri. Penurunan proporsi tenaga kerja pada tahun-tahun terakhir
mungkin disebabkan oleh perlambatan aktivitas pembangunan infrastruktur

atau proyek-proyek besar.

PDRB per Kapita Kabupaten Sumedang relatif lebih resiliens saat terjadi
pandemi Covid-19 yang masih tumbuh positif, namun gap nya masih cukup
lebar.

Kontribusi & Pertumbuhan Lapangan Usaha PDRB Kab. Sumedang Tahun 2024
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Grafik 2.46 Kontribusi Pertumbuhan Lapangan Usaha PDRB Kabupaten
Sumedang Tahun 2024

(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024)

Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 19,32% dari total PDRB,
menjadikannya salah satu sektor terbesar. Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan berkontribusi 19,27%, hampir sama dengan industri pengolahan.
Perdagangan besar dan eceran berkontribusi sebesar 15,82%, menjadi sektor
ketiga terbesar. Sektor yang Tumbuh Positif adalah Transportasi dan
Pergudangan dimana mengalami pertumbuhan tertinggi (+11,28%),
menunjukkan perkembangan aktif dalam logistik dan distribusi. Pengadaan air,
pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang mengalami pertumbuhan
signifikan (+8,39%), mencerminkan perhatian terhadap infrastruktur
lingkungan. Jasa Pendidikan mengalami pertumbuhan (+6,97%), menunjukkan
pentingnya investasi dalam pendidikan. Sektor seperti Real Estate, Jasa
Lainnya, Informasi dan Komunikasi juga mengalami pertumbuhan positif,

meskipun lebih rendah.
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Sedangkan sektor yang mengalami kontraksi diantaranya adalah Industri
Pengolahan: Mengalami kontraksi (-1,13%), menunjukkan perlambatan
aktivitas manufaktur. Konstruksi mengalami kontraksi (-2,43%), menunjukkan
penurunan aktivitas pembangunan infrastruktur. Pertambangan dan

Penggalian mengalami kontraksi paling besar (-5,59%).

Perbandingan PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024 dapat
dilihat pada grafik berikut.

Tren PDRB per Kapita (ADHB) Kabupaten Kota di Jawa Barat

kategori

PDRB per Kpaita (Juta Rupiah)

Grafik 2.47 Perbandingan PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Tahun 2024

(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024)

Secara keseluruhan, PDRB per kapita di Jawa Barat mengalami
pertumbuhan positif dari tahun 2015 hingga 2024. Kota seperti Bandung,
Bekasi, Karawang, dan Cimahi memiliki PDRB per kapita tertinggi, sementara
kabupaten seperti Tasikmalaya, Cianjur, dan Sumedang memiliki PDRB per
kapita yang lebih rendah. Kabupaten Sumedang mengalami pertumbuhan
stabil, meskipun laju pertumbuhannya relatif lebih lambat dibandingkan
beberapa kota besar seperti Bandung atau Bekasi. Nilai PDRB per kapita
Kabupaten Sumedang tetap berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat (Rp

56,08 juta pada 2024).

Kabupaten Sumedang terus berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa
Barat selama periode analisis. Meskipun mengalami pertumbuhan, laju
pertumbuhan Kabupaten Sumedang lebih lambat dibandingkan beberapa kota

besar seperti Bandung, Bekasi, dan Karawang. Kabupaten Sumedang
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mengalami pertumbuhan PDRB per kapita yang stabil, namun masih berada di
bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat. Pertumbuhan ini didorong oleh sektor
pertanian dan perdagangan, tetapi kurangnya diversifikasi ekonomi dan
infrastruktur yang kurang mendukung menjadi tantangan utama. Kabupaten
Sumedang memiliki potensi untuk berkembang lebih cepat melalui diversifikasi
ekonomi, pengembangan infrastruktur, dan investasi dalam sektor modern

seperti teknologi informasi dan pariwisata.
2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Ekonomi hijau adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang
pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan
infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan

kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.

Penerapan ekonomi hijau dalam pembangunan berarti mengintegrasikan
prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan ke dalam kebijakan, perencanaan,
dan kegiatan ekonomi, agar pembangunan tidak hanya mendorong
pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan

kesejahteraan sosial.
Aspek kunci dan ruang lingkup ekonomi hijau yaitu:

» Menciptakan peluang kerja baru (green jobs) dan investasi baru (green
invesment).
* Mendorong pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon.

* Meningkatkan daya dukung SDA dan Lingkungan Hidup.

Selain meningkatkan ekonomi dan mata pencaharian dalam jangka

pendek Ekonomi Hijau juga melindungi kesejahteraan untuk jangka panjang.

Konsep Pembangunan Indeks Ekonomi Hijau Indonesia adalah bahwa
Indeks Ekonomi Hijau dikembangkan berdasarkan PRK dengan mengadopsi
konsep pembangunan Ekonomi Hijau dengan disesuaikan dengan karakteristik
Indonesia. Mempertimbangkan ketersediaan dan aksesbilitas data teknis untuk

dapat diproyeksi untuk mendukung proses pengukuran yang berkelanjutan.

Indeks Ekonomi Hijau ditujukan sebagai alat untuk mengukur progres
dan capaian transformasi ekonomi menuju Ekonomi Hijau secara tangible,

representatif, dan akurat.

Dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, penurunan emisi GRK
menjadi salah satu sasaran Visi Indonesia Emas tahun 2045 dan penerapan

Ekonomi hijau diintegrasikan sebagai salah satu goals, dan merupakan salah
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satu indikator makro pembangunan. Ekonomi Hijau merupakan salah satu
strategi transformasi ekonomi, dimana dengan melalui ekonomi hijau dengan

pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.

Ekonomi biru adalah pendekatan pembangunan ekonomi yang berfokus
pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian

ekosistem laut. Ciri-ciri ekonomi biru:

» Pemanfaatan laut untuk perikanan, pariwisata, energi laut, dan
bioteknologi laut.

= Menjaga kesehatan ekosistem laut dan pesisir.

= Mengurangi pencemaran laut dan penangkapan ikan yang berlebihan.

= Mendorong inovasi berbasis laut.
2.1.3.4. Transformasi Digital

Pembangunan Teknologi Informasi dan komunikasi di Kabupaten
Sumedang telah dimulai secara massif pada saat pandemi Covid-19 Tahun 2020
yang menuntut layanan publik harus tetap berjalan sekalipun di masa pandemi.
Pengembangan berbagai aplikasi layanan publik dan pengembangan
infrastruktur jaringan seperti fiber optic yang sudah sampai di 277 Desa dan
Kelurahan se-Kabupaten Sumedang ditunjang dukungan penuh dari Kepala
Daerah menjadikan perubahan signifikan pada wajah transformasi digital di

Kabupaten Sumedang.

Transformasi digital telah mengubah secara signifikan cara berinteraksi
dan berorganisasi, serta memberikan kontribusi besar bagi perekonomian.
Penggunaan internet sebagai cara baru berinteraksi di kalangan masyarakat
telah menggeser kebiasaan dari pertemuan konvensional ke pertemuan pada
platform media sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat telah
bertransformasi. Pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)
diperlukan untuk mengidentifikasi serta mengukur tingkat kesiapan dan
kapasitas masyarakat dalam menghadapi era digital. Hasil pengukuran IMDI
diharapkan menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan dan program
pengembangan SDM digital yang komprehensif dan tepat sasaran. Grafik
perkembangan IMDI di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dan Nasional

dapat dilihat pada grafik di bawah ini.
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Grafik 2.48 Indeks Literasi Masyarakat Digital Kabupaten Sumedang, Provinsi
Jawa Barat dan Nasional pada Tahun 2022 - 2024

(Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025)

IMDI Kabupaten Sumedang pada tahun 2024 termasuk dalam kategori
tinggi, bahkan mengalahkan Provinsi Jawa Barat Berikut kategori IMDI terbagi

menjadi 5 (lima) kelompok:

Tabel 2.27 Distribusi Kategori IMDI

No Nilai Kategori

1 < 30,88 Sangat Rendah
2 30,88 - 36,27 Rendah

3 36,28 - 47,06 Cukup

4 47,07 - 52,47 Tinggi

5 > 52,47 Sangat Tinggi

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025
2.1.3.5. Integrasi Ekonomi, Domestik dan Global

Dalam Upaya mendorong daya saing Investasi di Kabupaten Sumedang
saat ini sudah terbit Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentng Pemberian
Insentif Kemudahan Investasi yang telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2023 tentang Peraturan
Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif
Kemudahan Investasi sehingga akan menjamin adanya kepastian hukum dan
sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di

Daerah.

Dengan adanya regulasi ini adalah untuk diharapkan akan meningkatkan
investasi di daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan

lapangan kerja, meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah, mendorong
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pengembangan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan

masyarakat.

Hasil analisis mengenai nilai ICOR (Incremental Capital Output Ratio)
Kabupaten Sumedang dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan beberapa
tren yang signifikan, terutama dampak dari pandemi COVID-19. Nilai ICOR
terendah dalam 13 tahun terakhir dicapai tahun 2019, sebelum terjadinya
pandemi Covid-19. Angka ini menunjukkan efisiensi yang relatif baik dalam
investasi untuk menghasilkan output ekonomi. ICOR yang lebih rendah
menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan pada tahun ini cukup efektif

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Lonjakan besar dalam ICOR pada tahun 2020 mengindikasikan
penurunan efisiensi investasi yang drastis. Hal ini disebabkan oleh gangguan
ekonomi yang parah akibat pandemi COVID-19. Investasi yang dilakukan
selama tahun 2020 tidak mampu menghasilkan pertumbuhan output yang
signifikan karena pembatasan aktivitas ekonomi, gangguan rantai pasok, dan
penurunan permintaan agregat.
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Grafik 2.49 Perkembangan ICOR Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2024
(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024)

Seiring pemulihan pandemi Covid-19, penurunan ICOR menunjukkan
bahwa efisiensi investasi terus membaik, mendekati tingkat pra-pandemi. Ini
menandakan bahwa ekonomi Sumedang mulai stabil dan investasi mulai
memberikan hasil yang lebih baik dalam hal pertumbuhan output. Nilai ICOR
Kabupaten Sumedang pada tahun 2024 sebesar 5,72 mengalami kenaikan
dibanding tahun 2023 dimana ICOR tahun 2023 sebesar 4,83. Hal ini
mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan 1 trilyun rupiah pada PDRB

maka diperlukan 5,72 trilyun investasi. Hal ini menunjukkan perlunya upaya
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perbaikan lebih lanjut dalam efisiensi investasi. Terkait hal ini beberapa upaya

yang perlu dilakukan untuk mendorong investasi antara lain:

1. Meningkatkan Efisiensi Investasi
Pemerintah daerah perlu terus mendorong investasi yang lebih efisien
dengan fokus pada sektor-sektor produktif dan berpotensi tinggi untuk
pertumbuhan.

2. Penguatan Infrastruktur
Investasi dalam infrastruktur dasar seperti transportasi, pengairan, dan
digitalisasi dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi secara
keseluruhan.

3. Diversifikasi Ekonomi
Mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor
baru yang potensial dapat mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor
tertentu yang mungkin lebih rentan terhadap guncangan eksternal.

4. Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Menginvestasikan dalam pendidikan dan pelatihan vokasional untuk
meningkatkan keterampilan tenaga kerja, sehingga dapat mendukung
produktivitas yang lebih tinggi dan efisiensi investasi.

5. Melalui langkah-langkah tersebut, Kabupaten Sumedang dapat terus
memperbaiki efisiensi investasi dan stabilitas ekonominya, serta
membangun daya saing yang lebih kuat di masa mendatang.

6. Selain dukungungan regulasi, kondusifitas wilayah juga sangat berperan
dalam mendukung daya saing iklim investasi. Terkait hal tersebut, dalam
rangka Penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban
terutama kerukunan umat beragama di Kabupaten Sumedang telah
terbentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang berperan dalam
menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta
keseimbangan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat,
bernegara maupun kehidupan beragama; dengan tujuan menguatkan
Komitmen kebangsaan, memelihara toleransi, membangun tindakan anti

kekerasan serta penerimaan terhadap tradisi.
2.1.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Terkait dengan Pembangunan Desa, salah satu indikator keberhasilan
yang saat ini digunakan adalah Indeks Desa Membangun (IDM) yang
merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan 3 (tiga) indeks, yaitu

Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan
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Ekologi/Lingkungan. IDM memotret perkembangan kemandirian desa
berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa
serta Pendamping Desa. IDM mengarahkan ketepatan intervensi dalam
kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah
sesuai dengan kewenangannya serta partisipasi masyarakat yang berkorelasi

dengan karakteristik wilayah desa.
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Grafik 2.50 IDM Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024
(Sumber: DPMD Kabupaten Sumedang, 2025)

Pada 2020-2024 IDM Kabupaten Sumedang sudah mengalami kenaikan
status menjadi maju dan pada tahun 2024 menjadi berstatus Mandiri dengan
indeks sebesar 0,8711 meningkat dibanding tahun 2023 dari indeks sebesar
0,8295. Jika dilihat dari nilai IDM nya, Kabupaten Sumedang selalu mengalami

kenaikan yang cukup signifikan.

K Sosial

0,8448 IK Sosial s
wp 0,8914
/ \\ \
[\ B/ /\.
WL N AL —— ] VANSY. e L,,,T’"o,ﬁzz

A
TAHUN 2023 7%
0,7758 0,7038 0,8536 | 07672 | .
IK Lingkungan IK Ekanomi K Lingkungan LIKEkoncm| l 0,8993 | konomi J

U i o IK
Lingkungan

TAHUN 2022 A

Gambar 2.39 Nilai Indeks komposit IDM Kabupaten Sumedang
Tahun 2022-2024

(Sumber: DPMD Kabupaten Sumedang, 2025)

Dari ketiga indeks komposit IDM, pada tahun 2024 Kabupaten Sumedang
memiliki nilai tertinggi pada Indeks Ketahanan Lingkungan sebesar 0,8993,
nilai Indeks Ketahanan Sosial sebesar 0,8914, dan nilai terendah pada Indeks

Ketahanan Ekonomi yaitu sebesar 0,8228. Hal ini menjadi rekomendasi bagi
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Pemerintah maupun stakeholders dalam membangun desa untuk dapat

meningkatkan pada pengembangan aspek ekonomi.

Status Desa dibagi menjadi 4 (empat) kriteria yaitu Desa tertinggal, Desa
Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri. Status desa di Kabupaten
Sumedang terus meningkat, tergambarkan dengan tren positif terkait status
desa. Sejak Tahun 2020 sudah tidak ada status Desa tertinggal di Kabupaten
Sumedang didukung dengan adanya intervensi Pemerintah Daerah dalam
mengembangkan berbagai faktor mulai dari peningkatan infrastruktur,
pengembangan ekonomi, pengembangan pertanian dan peternakan,
peningkatan layanan kesehatan, memperluas akses teknologi dan pusat
informasi sampai peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan layanan

pendidikan. Peningkatan status desa dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

GRAFIK PERKEMBANGAN JUMLAH STRATA DESA DI KABUPATEN SUMEDANG PADA
INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2018-2024

Grafik 2.51 Status Desa di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2024
(Sumber: DPMD Kabupaten Sumedang, 2025)

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa jumlah status desa
berkembang dan desa maju terus mengalami penurunan yang diikuti dengan
penambahan jumlah status desa mandiri. Tahun 2024 sudah tidak ada lagi desa
berkembang di Kabupaten Sumedang. Pemerintah Daerah terus mengupayakan
peningkatan status desa mandiri melalui : 1) peningkatan infrastruktur yang
berkelanjutan meliputi pemeliharaan dan peningkatan jalan, memperluar
jaringan air bersih, meningkatkan akses terhadap listrik; 2) peningkatan
kualitas Pendidikan melalui pelatihan vokasi, program beasiswa dan
meningkatkan fasilitas sekolah; 3) pengembangan ekonomi dan kewirausahaan
dengan melakukan pengembangan berbagai sektor ekonomi baru, mendukung

pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, serta mmbantu pengusaha
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lokal, petani dan nelayan untuk mendapatkan akses pasar; 4) peningkatan

layanan kesehatan dan penguatan tata kelola desa.
2.1.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas Ekonomi Makro adalah kondisi di mana perekonomian suatu
negara berjalan secara seimbang dan berkelanjutan, tanpa gejolak besar yang
dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan
iklim investasi. Stabilitas ekonomi makro daerah bukan hanya tugas
pemerintah provinsi atau kabupaten. Ia adalah hasil kolaborasi antara

Pemerintah daerah, Dunia usaha, Akademisi dan Masyarakat sipil

Dengan menjaga stabilitas ekonomi lokal, maka akan tercipta fondasi
kuat untuk pertumbuhan inklusif, pemerataan kesejahteraan, dan ketahanan

bangsa di tengah ketidakpastian global.
Pentingnya menjaga stabilitas ekonomi makro daerah:

1. Menjaga Daya Beli Masyarakat
Apabila harga-harga melonjak (terutama pangan dan energi), masyarakat
paling bawah akan paling terdampak. Stabilitas harga berarti stabilitas
sosial.

2. Menarik Investasi
Daerah yang stabil secara ekonomi akan lebih dipercaya oleh investor lokal
maupun asing.

3. Menjamin Keberlanjutan Pembangunan
Tanpa ekonomi yang sehat, program pembangunan akan terhambat karena

pendanaan dan daya dukung fiskal yang lemah.

Dalam konteks RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah), stabilitas ekonomi makro menjadi landasan penting dalam
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah agar pertumbuhan
ekonomi dapat berjalan berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika
nasional maupun global. Indikator Stabilitas Ekonomi Makro dalam RPJMD

dapat dilihat pada Tabel 2.28 dibawah.

Tabel 2.28 Indikator Stabilitas Ekonomi Makro

Indikator Sasaran dalam RPJMD
Pertumbuhan Ekonomi Daerah > rata-rata nasional
Tingkat Inflasi Daerah 2-4% (mengikuti target nasional)

Tingkat Kemiskinan Menurun setiap tahun
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Indikator Sasaran dalam RPJMD

Pengangguran Terbuka <5% (disesuaikan dengan baseline
daerah)

Peningkatan PAD (Pendapatan Asli | Berkelanjutan & efisien
Daerah)

Sumber: Analisis BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2025

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum
2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Reformasi Birokrasi pada hakekatnya merupakan wupaya untuk
melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system
penyelenggaraan pemerintahan yang berujung pada perbaikan kinerja
birokrasiyang menjadi suatu kebutuhan untuk menjawab tuntutan masyarakat
yang semakin tinggi. Arah perubahan tersebut lebih diorientasikan pada upaya
peningkatan kualitas regulasi, peningkatan efisiensi, efektivitas dan
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta peningkatan kualitas
pelayanan kepada masyarakat. Sehingga pada akhirnya nanti diharapkan
mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah.
Terkait dengan hal tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten
Sumedang diperlukan suatu instrument kebijakan yang dapat menjadi tolok

ukur dari keberlanjutan pelaksanaan birokraasi tersebut.

Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan
dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang

berujung pada perbaikan kinerja birokrasi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah menerbitkan Peraturan
Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024, di mana
dirasakan terdapat kekurangan pada aspek manajemen SDM, kepemimpinan,
kebijakan, penentuan perundang-undangan, SOP, sistem penganggaran
berbasis kinerja, tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi, penyusunan
perencanaan kinerja, tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan dalam struktur

organisasi.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumedang mengagendakan Reformasi Birokrasi mencakup 9 (Sembilan)

program, yaitu:

1. Program Manajemen Perubahan;

2. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
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Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

Program Penguatan Pengawasan;

Program Penataan dan Penguatan Organisasi;
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;

Program Penataan Tata Laksana; dan

© ® N o 0 R W

Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Hasil yang diharapkan setelah pelaksanaan Reformasi Birokrasi antara

lain:

1. Terwujudnya budaya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,
kolusi dan Nepotisme;

2. Meningkatnya integritas, profesionalisme dan citra aparatur sebagai
pelayanan masyarakat;

3. Meningkatnya kualitas penyusunan dan penerapan regulasi daerah yang
efektif, efisien, harmonis dan tidak tumpang tindih;

4. Terlaksananya perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara dan
masyarakat miskin secara professional,;

Terwujudnya organisasi kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran;

6. Penerapan system, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif dan efisien,
serta berbasis e-government;

7. Dapat meningkatkan manajemen kinerja individu, menyempurnakan
sistem informasi manajemen kepegawaian yang terintegrasi, dan
meningkatkan profesionalisme pegawai;

8. Dapat meningkatkan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah,
meningkatkan penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan
bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dan mempertahankan opini WTP dari
BPK;

9. Penerapan SAKIP dan akuntabilitas aparatur semakin meningkat di semua
Perangkat Daerah, menyempurnakan integrasi perencanaan,
penganggaran dan manajemen kinerja, serta keterlibatan Kepala Perangkat
Daerah mulai dari perencanaan, penilaian kinerja dan pelaporan kinerja
semakin meningkat, sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan
nilai SAKIP dari B menjadi A; dan

10. Dapat meningkatkan kualitas pelayanan public sesuai kebutuhan dan

harapan masyarakat.
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Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
tahun 2024 berdasarkan publikasi Kementerian PANRB, menembus angka
89,65. Demikian juga capaian indikator lainnya di tahun 2024, seperti Indeks
Profesionalitas ASN (IPA) berdasarkan informasi dari BKN, menembus 83,75, ini
pun sama menjadi salah satu yang terbaik di tingkat nasional. Terkait Indeks
Pelayanan Publik, Kementerian PANRB memberikan apresiasi kepada Pemda
Kabupaten Sumedang sebagai salah satu yang terbaik tingkat nasional dengan
capaian sebesar 4,58. Untuk Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP dari BPKP,
capaiannya cukup baik yakni ada pada level 3 (3,395). Adapun untuk
Kepatuhan Pelayanan Publik yang disampaikan oleh Ombudsman, nilainya
cukup baik sebesar 92,90. Sedangkan untuk hasil MCP yang dirilis KPK,

nilainya menembus 91.

Indikator lainnya untuk melihat kinerja birokrasi Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumedang, dilihat dari capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dipublikasikan Kementerian PANRB, dimana
pada tahun 2024 mencapai 77,44, salah satu yang terbaik di tingkat Jawa Barat
maupun Nasional. Terakhir, untuk Indeks Sistem Merit tahun 2023
sebagaimana disampaikan KASN mencapai 348, terbaik pertama tingkat

nasional untuk kategori kabupaten.

Tabel 2.29 Capaian Indikator Reformasi Birokrasi Pemda Kabupaten
Sumedang Tahun 2022-2024

No Indikator 2020 2021 2022 | 2023 | 2024 Keterangan

1 | Nilai Reformasi 66,74 68,75 71,82 | 81,98 | 89,65 | A (Kementerian
Birokrasi (Poin) PANRB)

2 | Nilai SAKIP (Poin) 71,53 75,26 76,15 | 77,16 | 77,44 | Kategori BB

(Kementerian
PANRB)

3 | Indeks Sistem Merit 301,5 328,5 343,5| 348 348 | Sangat Baik
(Poin) (KASN)

4 | Indeks 63,74 63,74 63,9 83,2 | 83,75 | Meningkat
Profesionalitas ASN (BKN)

(Poin)

S | Indeks Pelayanan Tidak ada 4,56 4,66 4,19 4,58 | Meningkat

Publik (Poin) penilaian dibanding
Tahun 2023
(Kementerian
PANRB)

6 | Kepatuhan Tidak ada 76,57 79,57 1 92,35 | 92,9 | A
Penyelenggaraan penilaian (Ombudsman)
Pelayanan Publik
(Poin)

7 | Maturitas SPIP Tidak ada | Tidak ada 2,8 3,2 3,395 | Kapabilitas
(Poin) penilaian penilaian APIP Level 3

(BPKP)
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No Indikator 2020 2021 2022 | 2023 | 2024 Keterangan

8 | Nilai MCP KPK 77,41 87,76 95,45 | 91,5 91 Indikator
(Poin) penilaian tiap
tahun berbeda

Sumber: BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang (2025)

Berdasarkan berbagai indikator tersebut di atas, tampak bahwa
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah menunjukan kinerja yang
sangat baik di tingkat Jawa Barat maupun tingkat Nasional. Sebuah capaian
luar biasa, yang dapat diraih dalam tempo 4 (empat) tahun. Sebelumnya pada
tahun 2018, kinerja Pemerintah Daerah Kabuapaten Sumedang termasuk salah
satu yang terbawah di Jawa Barat. Salah satu contohnya, capaian SAKIP
Kabupaten Sumedang 48,58 atau peringkat ke 27 dari 27 Kabupaten/Kota se

Jawa Barat.

Salah satu indikator yang dapat mengukur Tingkat kualitas pelayanan
publik di suatu Kabupaten/Kota adalah Indeks Pelayanan Publik yang
pengukurannya dilakukan oleh Kementerian PAN RB. Nilai Indeks Pelayanan
Publik Kabupaten Sumedang berdasarkan data yang dirilis Kementerian PANRB
untuk Tahun 2023 adalah 4,58. Nilai ini sedikit meningkat dibanding tahun
2023 yang mencapai 4,19 poin.

Selain Indeks Pelayanan Publik, hasil penilaian Lembaga Ombudsman
selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukan kualitas pelayanan public yang
semakin baik dilihat dari sisi kepatuhan dalam menerapkan standar pelayanan.
Nilai Tahun 2023 hasil penilaian Ombudsman adalah 92,35 dengan kategori A
(opini Kualitas Tinggi). Untuk tahun 2024 nilai kepatuhan semakin baik pada
angka 92,90 dengan kategori A (opini Kualitas Tertinggi.
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Tabel 2.30 Hasil Penilaian Kepatuhan atas Penerapan Standar Pelayanan
Publik

HASIL PENILAIAN OMBUDSMAN

2022 2023

MNILAI KATEGORI OPINI NILAI KATEGORI OPINI
79,57 B KuaLITAsTINGGI | 92,35 A KUAITAS TERTINGGI
UNIT LAYANAN KATEGORI
1. Dinas Sosial 8744 91,68 A Kualitas Tertinggi
Dinas Penanaman
2. Modal Pelayanan 8538 93,39 A Kualitas Tertinggi
terpadu Satu Pintu
Dinas
3. Kependudukan dan 79,83 92,61 A Kualitas Tertinggi
Pencatatan Sipil
4. Dinas Pendidikan 79,29 87.52 B Kualitas Tinggi
UPTD Puskesmas . . .
Ranap Situ 80,97 94,64 A Kualitas Tertinggi
UPTD Puskesmas
6. Ranap Sumedang 654,53 94,24 A Kualitas Tertinggi
Selatan
Rata-Rata 79,57 92,35 A Kualitas Tertinggi

UPDATE HASIL PENILAIAN OMBUDSMAN 2024

Dimensi Penilaian

Unit Layanan

Input Proses Output Pengaduan
(21.85) (32.37) (24.24) (21.54)

1 |Puskesmas Cimalaka 21.15 32.37 23.02 19.42 95.95

2 |Puskesmas Sukamantri 20.53 32.37 | 23.07 19.42 95.38

3 |Dinas Kependudukan dan Pencatatan

A 19.97 | 3237 | 22.32 19.95 94.60
Sipil

4 |Dinas Pendidikan 18.49 | 30.00 | 2295 19.95 91.38

5 |Dinas Penanaman Modal dan

19. 4 i § .
Pelayanan Terpadu Satu Pintu =53 08 Rt Yl AR

6 |Dinas Sosial 1712 | 29.48 23.27 19.42 89.29

Nilai Akhir dan Zona

Kategori

Opini KUALITAS TERTINGGI

Sumber: Ombudsman, 2024 (diolah)

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat juga menunjukkan kinerja pelayanan
publik di Kabupaten Sumedang semakin baik berdasarkan hasil penilaian dari

pengguna layanan.
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Tabel 2.31 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sumedang

( 82,27 | 8338 | ss60 [ 88,19 |[ 8851 |
T

[ 8926(8) | [ 89214 | [9034(a) ] [ 9010(a) |

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sumedang, 2025

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan
penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE dengan

harapan menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan optimal.

Berikut merupakan capaian nilai SPBE Kabupaten Sumedang Tahun
2020-2024.

4,69

4,14
3,81 3,84
3,52

2020 2021 2022 2023 2024

Grafik 2.52 Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Tahun 2020-2024

(Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, 2025)
Nilai SPBE diperoleh dari akumulasi nilai masing-masing Domain
penyangga SPBE. Pada Laporan Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Sumedang
yang dihasilkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi, diperoleh nilai per Domain dan Sub Domain sebagai

berikut:

Tabel 2.32 Nilai Domain dan Sub Domain SPBE Kabupaten Sumedang

Tahun 2024
Nama Indeks Nilai
Domain Kebijakan SPBE 5,00
Kebijakan internal Tata Kelola SPBE 5,00
Domain Tata Kelola SPBE 4,30
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Nama Indeks Nilai
Perencanaan Strategis SPBE 3,25
Teknologi Informasi dan Komunikasi 5,00
Penyelenggara SPBE 5,00
Domain Manajemen SPBE 3,91
Penerapan Manajemen SPBE 4,38
Audit TIK 2,67
Domain Layanan SPBE 4,69
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik 4,60
Layanan Publik Berbasis Elektronik 4,83

Sumber: Kementerian PAN-RB, 2025

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

Gambar 2.40 Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek
(Sumber: Kementerian PAN-RB, 2025)

Perolehan nilai tersebut berkat daya dukung berupa:

1. Telah terbitnya Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2022 tentang
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumedang telah secara lengkap memuat berbagai komponen
SPBE, Peraturan tersebut telah direview dan ditindak lanjuti;

2. Adanya dokumen lengkap peta Proses Bisnis pada aspek perencanaan
strategis;

3. Adanya standar pengembangan aplikasi dan pemanfaatan sistem
penghubung layanan pada aspek teknologi dan komunikasi;

4. Adanya kolaborasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dengan
pemangku kepentingan baik pihak swasta maupun masyarakat dalam

penyelenggaraan SPBE;

o

Terpenuhinya pelaksanaan audit dengan perangkat standar nasional;
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6. Pemanfaatan aplikasi-aplikasi umum Pusat secara optimal. Pemanfaatan
tersebut telah direview dan ditindaklanjuti; dan

7. Tercapainya proses tahapan integrasi pada aspek layanan publik serta
melakukan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan

Kabupaten.

Untuk pencapaian yang lebih baik, perlu dilakukan proses evaluasi pada
berbagai aspek tidak hanya dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik saja, tetapi juga dilakukan oleh Perangkat Daerah lain
terkait aspek SPBE. Dokumen Arsitektur SPBE perlu diperbarui sesuai dengan
format terbaru. Konten Arsitektur SPBE dan Peta Rencana harus diselaraskan
dengan dokumen Renja Perangkat Daerah. Perlunya standar proses
pengembangan aplikasi yang mengikuti kebutuhan namun tetap memenuhi
dokumentasi SDLC. Diperlukan pemberdayaan pada Perangkat Daerah yang
mempunyai peran masing-masing indicator SPBE sesuai tugas dan fungsi
pokok serta diperlukan kerja Tim Koordinasi SPBE. Audit Teknologi Informasi
dan Komunikasi perlu melibatkan Inspektorat sebagai PIC utama dan
Manajemen SPBE perlu dilaksanakan pada semua aktivitas oleh semua

Perangkat Daerah.

2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan

Demokrasi Substansial

Penegakan Perda merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan
ketertiban masyarakat. Jenis pelanggaran Perda yang banyak terjadi di
Kabupaten Sumedang meliputi: 1) Pelanggaran Perda/Perkada terkait dengan
Pembangunan bangunan dan Gedung yang belum memiliki izin; 2)
Pengendalian dan pengawasan monitoring pajak; 3) Pelanggaran Perda/Perkada
terkait peredaran minuman beralkohol dan WTS; 4) Pelanggaran Perda/Perkada
terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang harus dilengkapi SPPL
(pertambangan, disposal, dll); dan 5) pelanggaran Perda/perkada terkait adanya

keramba jarring apung di Kawasan Waduk Jatigede.

Dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kemampuan untuk menangani
berbagai pelanggaran yang menyangkut ketertiban. Jumlah kasus pelanggaran
Perda yang tertangani menunjukan tren fluktuatif setiap tahunnya terutama
sejak tahun 2021 sebanyak 116 kasus yang tertangani lalu Tahun 2022 naik
menjadi 120 kasus yang tertangani. Pada tahun 2023 mengalami penurunan
menjadi 98 kasus tertangani dan pada tahun 2024 meningkat mencapai 158

kasus tertangani dan merupakan penanganan kasus terbanyak selama 5 (lima)
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tahun terakhir. Sosialisasi Perda yang kurang efektif mengakibatkan
dangkalnya pemahaman masyarakat akan suatu Perda, yang pada akhirnya
berpotensi besar terhadap timbulnya masalah yang bisa membahayakan

kepentingan masyarakat.

Pananganan gangguan akibat anak jalanan, penanganan peredaran
minuman beralkohol dan penertiban reklame, baligo dan iklan komersil tetap
menjadi jenis pelanggaran yang paling banyak ditangani pada Tahun 2024.

Berikut adalah tren Jumlah pelanggaran Perda yang tertangani.
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40
20

0
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= Jumlah Kasus Pelanggaran Perda yang tertangani

Grafik 2.53 Jumlah Kasus Pelanggaran Perda yang Tertangani di Kabupaten
Sumedang Tahun 2020-2024

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang, 2025)

Selain itu maraknya kasus pelanggaran peredaran rokok ilegal pun
menjadi salah satu permasalahan di Kabupaten Sumedang. Adanya kasus
peredaran rokok ilegal karena dipicu oleh harga rokok yang terus naik.
Meskipun demikian propaganda Pemerintah “Gempur Peredaran Rokok Ilegal”
berdampak pada jumlah kasus yang terjadi di Tahun 2023 yang turun menjadi
80 kasus dari 120 kasus di tahun sebelumnya. Satpol PP Kabupaten Sumedang
berkoordinasi dengan Bea Cukai terus melakukan pemberantasan peredaran
rokok illegal terutama di wilayah-wilayah perbatasan seperti Kecamatan Wado,
Jatinunggal, Ujungjaya dan Cimanggung. Berikut adalah data kasus Peredaran

Rokok Ilegal di Kabupaten Sumedang.
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Grafik 2.54 Jumlah Kasus Peredaran Rokok Ilegal Kabupaten Sumedang
Tahun 2022-2023

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang, 2024)
2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Bardaya Gentar

Kawasan

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengukur Indeks Daya Saing
Daerah (IDSD) sebagai upaya penyediaan data dasar tahunan bagi daerah. IDSD
sendiri merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan

kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

Daya saing daerah memiliki beberapa aspek yang terdiri dari kemampuan
ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan

sumber daya manusia.

Berdasarkan pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2024
yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), bahwa Kabupaten
Sumedang masuk pada kategori Daya Saing Tinggi dengan nilai 3,92. Nilai
tersebut meningkat dari tahun 2023 sebesar 3,48 dari hasil pengukuran
terhadap 4 komponen dan 12 pilar yang dapat dijelaskan pada table berikut.
Dengan skor 3.92, Kabupaten Sumedang mencetak sejarah baru dalam
pemeringkatan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2024 dengan berhasil
menduduki peringkat ke-6 nasional sebagai salah satu kabupaten paling maju
di Indonesia, melampaui berbagai daerah lain yang selama ini dikenal lebih

unggul secara ekonomi.

Prestasi ini menempatkan Sumedang dalam posisi strategis, sejajar
dengan kabupaten progresif seperti Banyumas dan Semarang, serta lebih
unggul dari daerah-daerah seperti Klaten, Sidoarjo, hingga Jombang. Lonjakan

daya saing Sumedang didorong oleh peningkatan pesat dalam beberapa pilar
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kunci seperti Dinamisme Bisnis, Pasar Produk, Stabilitas Ekonomi Makro, dan

Infrastruktur.

Kemajuan ini mencerminkan semakin kuatnya fondasi ekonomi
Sumedang dalam menghadapi tantangan pembangunan serta keberhasilan
pemerintah daerah dalam mendorong reformasi struktural, iklim usaha yang

sehat, dan efisiensi pelayanan publik.

Posisi ini juga menempatkan Kabupaten Sumedang ada di Peringkat ke-1
diantara Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat dan peringkat ke-8

dibawah 7 (tujuh) kota yang ada di Jawa Barat.

Skor IDSD 2024 Kabupaten Kota di Jabar

Nama Wilayah =
Kota Bandung [, < 257
Kota Bogor I 1717
Kota Depok I, - 150
Kota Bekasi [ NN - ocss
Kota Tasikmalaya [ -
Kota Cirebon [ -
Kota Banjar [ - --:
sumedang [N - o233
Kota Cimahi [ - =20
Bandung [N = cco1
Kota sukabumi |G : c27c
kuningan [ = =241
Bogor I - =072
Garut I, = c04o
cirebon [ = coss
Bekasi [ININNIEIEG - 7771
ciamis [INEEGEG = 7168
Cianjur NG - co:
Majalengka [N - <=4+
subang NG - 7=
Pangandaran _ 3.6472
Bandung Barat _ 3.6417
purwakarta [ - 57+
karawang [N - sc::
sukabumi [N, - s+ 1c
Tasikmalaya [INIEININGIOIDE - 7o
indramayu [N = 3303

(0) 1 2 3 4 S

Skor IDSD =

Grafik 2.55 Perbandingan Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Jawa
Barat Tahun 2024

(Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), 2025)

Dari 12 pilar utama yang dianalisis, kekuatan utama Kabupaten
Sumedang terletak pada pilar dinamisasi bisnis, Adopsi TIK, Institusi, Ukuran

Pasar, Pasar Produk serta Kesehatan.

Namun, di balik kekuatan tersebut, Sumedang juga menghadapi
tantangan besar yang dapat menghambat peningkatan daya saing secara
menyeluruh. Pilar infrastruktur dan pasar tenaga kerja msih perlu terus

didorong. Di samping itu, sektor keuangan juga menunjukkan kondisi masih
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lemah dengan skor 2,20, terutama karena terbatasnya akses pembiayaan untuk
UMKM. Tantangan lainnya hadir dari sektor ketenagakerjaan, yang mencatat
skor rendah dalam hal tingkat pengangguran terbuka dan kesulitan

menemukan tenaga kerja terampil.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, beberapa rekomendasi
strategis telah disusun. Peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan,
jembatan, dan distribusi air bersih menjadi prioritas utama. Di sisi ekonomi,
pemerintah daerah disarankan untuk memperluas akses kredit bagi UMKM
melalui kerja sama dengan lembaga keuangan dan fintech, serta
menyederhanakan birokrasi perizinan usaha. Selain itu, reformasi di sektor
ketenagakerjaan juga perlu dilakukan melalui pelatihan vokasi berbasis
industri, kemitraan dengan dunia usaha, dan program sertifikasi tenaga kerja.
Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital di sektor publik dan ekonomi, serta
pembangunan ekosistem inovasi melalui kolaborasi antara pemerintah,
akademisi, dan pelaku bisnis juga menjadi bagian penting dari strategi

penguatan daya saing jangka panjang.

Secara keseluruhan, Sumedang memiliki potensi besar untuk menjadi
pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat, terutama melalui kekuatan
digitalisasi dan tata kelola pemerintahan yang unggul. Namun, potensi ini hanya
dapat diwujudkan jika pemerintah daerah mampu mengatasi hambatan utama
yang ada, terutama pada aspek infrastruktur, keuangan, dan ketenagakerjaan,

serta mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara sektor publik dan swasta.

Tabel 2.33 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2022-2024

No Komponen Pilar 2022 2023 2024
1 Komponen Lingkungan Pilar 1: Institusi 4,45 4,58 4,62
Pendukung Pilar 2: Infrastruktur 2,11 2,37 3,58
Pilar 3: Adopsi TIK 3,39 4,58 4,63

Pilar 4: Stabilitas Ekonomi Makro 2,66 2,77 3,62

2 Komponen SDM Pilar 5: Kesehatan 4,08 4,07 4,02
Pilar 6: Keterampilan 3,00 3,24 3,67

3 Komponen Pasar Pilar 7: Pasar Produk 3,35 3,35 4,41
Pilar 8: Pasar Tenaga Kerja 2,57 2,72 2,86

Pilar 9: Sistem Keuangan 3,34 2,60 2,20

Pilar 10: Ukuran Pasar 1,60 4,52 4,54

4 Komponen Ekosistem Pilar 11: Dinamisme Bisnis 5,00 3,20 5,00
Inovasi Pilar 12: Kapabilitas Inovasi 3,84 3,79 3,92
Nilai IDSD 3,28 3,48 3,92

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), 2025
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2.1.4.4. Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah
1. Urusan Pendidikan
» Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan fondasi utama dalam
pengembangan potensi anak sejak dini. Sasarannya adalah anak usia dini 1
(satu) tahun pra SD/MI/sederajat, yang artinya setiap anak usia 5-6 tahun
wajib mendapatkan layanan PAUD minimal selama 1 tahun sebelum masuk
Sekolah Dasar, sehingga ditargetkan anak usia 5-6 tahun harus terlayani PAUD
yang diukur dari capaian jumlah anak usia 5-6 tahun yang terdaftar di Lembaga

PAUD formal maupun non formal (TK, KB, SPS dan TPA).

Pendidikan sangat menentukan perkembangan fisik, kognitif, emosional,
sosial dan spiritual anak. Sehingga penyelenggaraan PAUD yang berkualitas
memiliki peran strategis dalam membentuk fondasi karakter dan kecerdasan
anak. Cakupan layanan PAUD di Kabupaten Sumedang terus meningkat setiap
tahunnya. Begitu pun dengan capaian partisipasi PAUD-nya seperti yang

tergambar pada Grafik berikut ini.
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Grafik 2.56 Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Usia Dini di
Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024 (%)

(Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, 2024)
Berdasarkan data diatas bahwa tren angka partisipasi pendidikan PAUD
tahun 2020-2024 menunjukan peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan ini
dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain meningkatnya kesadaran orang tua
terhadap pentingnya pendidikan usia dini bagi perkembangan kognitif, sosial
dan emosional anak, meningkatnya kualitas pendidikan, infrastruktur serta

jumlah dan penyebaran lembaga PAUD yang lebih merata.
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> Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar terbagi ke dalam 2 (dua) sasaran pelayanan yaitu 1)
layanan pendidikan dasar SD/MI/sederajat yang diperuntukan bagi anak usia
7-12 tahun; dan 2) layanan pendidikan dasar tingkat lanjutan
SMP/MTs/sederajat yang diperuntukan bagi anak usia 13-15 tahun, yang
artinya anak di rentang usia 7-15 tahun wajib mendapatkan layanan
Pendidikan dasar. Pendidikan dasar tidak hanya berfungsi sebagai jembatan
menuju jenjang pendidikan lebih tinggi, tetapi juga sebagai upaya menciptakan
generasi muda yang mampu berpikir kritis, berperilaku disiplin, dan
beradaptasi dalam kehidupan sosial. Di Kabupaten Sumedang, pendidikan
dasar menjadi fokus penting dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) dan menekan angka putus sekolah. Untuk mengetahui
banyaknya penduduk usia sekolah yang memanfaatkan fasilitas pendidikan
dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Indikator

Bidang Pendidikan di Kabupaten Sumedang tersaji pada grafik dibawah.
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Grafik 2.57 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD dan SMP
di Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024

(Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, 2025)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan rasio jumlah siswa yang sedang
sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok
usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK digunakan untuk
menunjukan berapa besar tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat
pendidikan serta untuk menunjukkan besaran kapasitas sistem pendidikan
dapat menampung siswa dari kelompok usia tertentu. Sedangkan Angka
Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur

jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada
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kelompok umur tersebut. Kegunaan APM salah satunya untuk menunjukan
seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu atau seberapa besar
penduduk yang bersekolah dengan umur sesuai dengan ketentuan kelompok

usia di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.

Berdasarkan grafik 2.29 diatas diketahui bahwa baik APK SD maupun
SMP telah menunjukan capaian yang tinggi yaitu 105,75% dan 99,35% yang
artinya hampir semua anak dalam kelompok usia yang relevan dengan jenjang
pendidikan (SD atau SMP) telah terdaftar dan berpartisipasi dalam pendidikan
dasar. Adapun angka APK tidak mencapai 100% disebabkan adanya anak yang

bersekolah di pesantren maupun luar kota.

Berbeda halnya dengan APM jenjang SMP yang mengalami penurunan

sebesar 9,08% dari tahun sebelumnya atau menjadi 82,08% di Tahun 2024.
> Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan diperuntukan bagi warga negara dengan usia 16-
21 tahun atau lebih yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan
menengah melalui jalur formal, serta tidak berkesempatan mengikuti
pendidikan reguler karena berbagai kendala seperti sosial, ekonomi, geografis,
dan lain-lain. Layanan Pendidikan yang disediakan melalui Pendidikan
kesetaraan meliputi: 1) Program Paket A (setara SD); 2) Paket B (setara SMP);
dan 3) Paket C (setara SMA/SMK). Pendidikan kesetaraan dilaksanakan untuk
mengembangkan potensi warga belajar dengan penekanan pada penguasaan
pengetahuan akademik dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap
dan kepribadian profesional. Berikut Rombongan Belajar untuk Pendidikan

Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C di Kabupaten Sumedang.
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2020 2021 2022 2023 2024
Paket Rombel A 8 15 28 52 67
Paket Rombel B 159 90 212 184 182
Paket Rombel C 589 312 775 255 324

Grafik 2.58 Rombongan Belajar Paket A, Paket B dan Paket C di Kabupaten
Sumedang Tahun 2020-2024

(Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, 2025)
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Berdasarkan data diatas jumlah rombel baik paket A, B maupun c sangat
fluktuatif. Diketahui Tahun 2024 jumlah rombel paket B mengalami penurunan
menjadi 182 dari 184 rombel pada tahun 2023. Hal ini dipengaruhi oleh
beberapa faktor antara lain 1) kurangnya kesadaran masyarakat terhadap
manfaat yang akan diperoleh dari program pendidikan kesetaraan; 2) stigma
negatif yang melekat pada pendidikan kesetaraan di masyarakat sehingga
mengurangi minat untuk mengikuti program ini; 3) fasilitas dan sumber daya
yang terbatas, seperti ruang kelas dan alat bantu ajar; serta masih rendahnya
kualitas dan ketersediaan pengajar di wilayah-wilayah tertentu sehingga
menghambat pembentukan rombel baru. Namun demikian peningkatan justru
terjadi pada jumlah rombel paket A dan paket C, yang semula 52 rombel di
Tahun 2023 menjadi 87 rombel di tahun 2024 pada rombel paket A dan dari
255 rombel di Tahun 2023 menjadi 324 rombel di tahun 2024 pada rombel paket
C. Adanya dukungan Pemerintah Daerah berupa 1) fleksibilitas dan kemudahan
akses dalam pendidikan kesetaraan seperti penawaran jadwal kelas yang
fleksibel serta penggunaan teknologi yang memungkinkan peserta didik
mengikuti pembelajaran jarak jauh; 2) kebijakan Pemerintah yang mengakui
ijazah pendidikan kesetaraan setara dengan pendidikan formal; 3) adanya
kemitraan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dengan Non Government
Organization (NGO) dan organisasi sosial yang aktif menyelenggarakan program
pendidikan kesetaraan. Dan hal ini berdampak pada tren angka partisipasi
pendidikan kesetaraan di Kabupaten Sumedang yang terus mengalami

peningkatan seperti yang ditunjukan grafik berikut.
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Grafik 2.59 Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Sumedang
Tahun 2020 - 2024 (%)

(Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, 2024)

Di era digitalisasi saat ini, kemampuan literasi dan numerasi menjadi
kompetensi dasar yang esensial bagi peserta didik. Literasi tidak hanya

berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga memahami
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informasi secara mendalam, sedangkan numerasi meliputi kemampuan
memahami, menggunakan, dan menginterpretasikan angka dan data dalam
konteks yang relevan dan bermakna. Indikator literasi dan numerasi menjadi
tolak ukur utama dalam menilai efektivitas proses pembelajaran di jenjang

pendidikan dasar dan menengah.

Pemerintah Kabupaten Sumedang, melalui Asesmen Nasional (AN) telah
menjadikan literasi membaca dan numerasi sebagai bagian penting dari
pengukuran capaian pendidikan secara nasional. Hasil asesmen ini menjadi
dasar bagi sekolah, dinas pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya
untuk melakukan perbaikan pembelajaran dan peningkatan kompetensi guru.
Berikut target dan realisasi persentase siswa dengan kompetensi literasi dan
numerasi yang memenuhi kompetensi minimum yang tertuang pada tabel di
bawah ini.

Tabel 2.34 Target dan Capaian Persentase Siswa dengan Kompetensi Literasi

dan Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum
Tahun 2022-2024

2022 2023 2024
SD SMP SD SMP SD SMP

No Indikator

1. | Persentase
siswa dengan
kompetensi
literasi

2. | Persentase
siswa dengan
kompetensi
numerasi

90,78 90,22 70,75 70,1 84,59 64,78

88,65 93,48 53,61 48,25 | 79,54 | 76,26

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, 2025
2. Urusan Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan
manusia yang berkelanjutan. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam
menjamin akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas,
terjangkau, dan merata di seluruh wilayah. Beberapa indikator yang menunjang
sasaran Kabupaten Sumedang dalam rangka meningkatkan pelayanan di

bidang kesehatan, adalah sebagai berikut:
> Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan
untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, mencegah serta

menyembuhkan penyakit, dan memulihkan kesehatan baik perorangan,
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keluarga, atau masyarakat. Pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumedang

meliputi beberapa jenis pelayanan antara lain adalah sebagai berikut:
- Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Kesehatan ibu hamil merupakan masalah kesehatan yang harus
mendapat prioritas utama dalam pembangunan, karena menentukan kualitas
sumber daya manusia pada masa mendatang. Jenis pelayanan yang diberikan
kepada ibu hamil harus sesuai dengan standar yang artinya ibu hamil wajib
mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan minimal 6 (enam) kali
pemeriksaan kehamilan (ANC - Antenatal Care), yaitu 1 (satu) kali di trimester
I, 2 (dua) kali di trimester II dan 3 (tiga) kali di trimester III dan pemeriksaan

harus dilakukan tenaga kesehatan (dokter, bidan, atau perawat terlatih).

Pemantauan kesehatan ibu hamil dan kualitas pelayanan ANC dilakukan
melalui pelayanan K1. K4 dan K6. Cakupan K1 berfungsi sebagai deteksi dan
edukasi awal kehamilan, cakupan K4 merupakan pemantauan berkala
kehamilan dan pemeriksaaannya minimal dilakukan 4 (empat) kali kunjungan
ANC dan cakupan K6 merupakan pemeriksaan ibu hamil minimal 6 (enam) kali
kunjungan dengan tenaga kesehatan selama kehamilan hal ini bertujuan untuk
meningkatkan kualitas dan cakupan layanan ANC sesuai dengan standar
Kemenkes RI tahun 2023. Cakupan pelayanan K1, K4 dan K6 di Kabupaten
Sumedang disajikan pada grafik berikut.
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Grafik 2.60 Cakupan Pelayanan K1, K4 dan K6 di Kabupaten Sumedang
Tahun 2020 - 2024

(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, 2025)

Grafik diatas menunjukan tren cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil

yang terdiri dari kunjungan pertama (K1), kunjungan keempat (K4), dan
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kunjungan keenam (K6), selama periode tahun 2020 hingga 2024. Capaian
cakupan pelayanan K1 ditahun 2020-2021 menunjukan capaian kunjungan
telah melibihi target, namun terus mengalami penurunan dan di Tahun 2024
capaiannya menjadi 79,9 %. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai hal salah
satunya adalah menurunnya kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan
kehamilannya pada trisemester pertama. Lain halnya dengan capaian cakupan
pelayanan K4 yang sangat fluktuatif, dengan capaian terendah berada di tahun

2024 yaitu 75,2 %.

Kunjungan pelayanan K6 merupakan bagian dari kebijakan baru dalam
pelayanan kesehatan ibu hamil yang dikembangkan oleh Kementerian
Kesehatan RI yang bertujuan untuk memberikan edukasi yang lebih intensif
pada ibu hamil terkait kesehatan kehamilan, gizi, tanda bahaya, dan persiapan
persalinan. Sejak dimulai pencatatan data kunjungan K6 pada tahun 2021
sebesar 47,14 %, capaiannya terus mengalami peningkatan sebelum mengalami

sedikit penurunan pada 2024 menjadi 73,5 % dari 83,3 % di Tahun 2023.
- Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah serangkaian kegiatan yang
ditujukan kepada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah
melahirkan. Pelayanan ini bertujuan untuk menjamin persalinan yang aman,
pencegahan komplikasi, penanganan kegawatdaruratan dan menurunkan
angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
harus mendapatkan pelayanan sesuai standar yaitu 1) Pelayanan harus
dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih (dokter/bidan/perawat); dan 2)
Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, baik Puskesmas, Klinik, Rumah

Sakit, atau Poskesdes dengan kelengkapan standar.

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan ibu bersalin ialah dengan
melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Cakupan
pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi
kebidanan di Kabupaten Sumedang sejak tahun 2022 terus mengalami
penurunan. Bahkan pada Tahun 2024 terjadi penurunan tajam ke angka 78,3
% dan lebih rendah dari SPM Kemenkes RI yaitu 95 %. Hal ini menandakan
adanya ketidaktercapaian dalam memenuhi standar nasional yang ditetapkan,
sehingga perlu dilakukan penguatan edukasi ibu hamil dan pelayanan
kesehatan primer serta peningkatan jumlah dan distribusi tenaga kesehatan di

daerah.
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Grafik 2.61 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di
Kabupaten Sumedang Tahun 2020 - 2024

(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, 2025)
- Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir (0-28 hari) berupa
kunjungan neonatal (KN) yakni kontak neonatal dengan tenaga kesehatan
minimal 3 (tiga) kali untuk mendapatkan pelayanan dan pemeriksaan
kesehatan neonatal, baik di dalam maupun di luar fasilitas kesehatan seperti di
bidan, polindes dan kunjungan ke rumah. Pelayanan ini merupakan salah satu
Upaya untuk memastikan bayi lahir dalam keadaan sehat dan bertahan hidup,
deteksi dini kelainan atau gangguan, dan penanganan dini komplikasi neonatal,
serta inisiasi menyusui dini ditandai dengan pemberian ASI eksklusif hingga

bayi berusia 6 (enam) bulan.

Tren kunjungan neonatus di Kabupaten Sumedang cenderung lebih stabil
dari tahun 2021, terdapat kenaikan namun tidak terlalu signifikan. Pada tahun
2024 tren kunjungan menurun cukup signifikan menjadi 80,7 % atau turun
17,5 % dari tahun sebelumnya, sehingga dapat diasumsikan penurunan ini
sebagai bagian dari adanya penurunan akses atau kurangnya keterlibatan
tenaga kesehatan dalam kunjungan neonatal. Lain halnya dengan pelayanan
ASI eksklusif, dari Tahun 2020 tidak pernah mencapai 85 %. Tren nya stabil
namun rendah hanya berkisar antara 80,4 % hingga 82,08 %. Hal ini
menunjukan masih adanya tantangan dalam edukasi dan dukungan untuk
pemberian ASI eksklusif, sehingga perlunya intervensi lebih kuat dalam promosi

dan dukungan pemberian ASI eksklusif pada bayi.
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Grafik 2.62 Cakupan Kunjungan Neonatus dan Cakupan ASI Eksklusif di
Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024

(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, 2025)
- Pelayanan Kesehatan Balita

Pelayanan kesehatan balita merupakan serangkaian upaya promotif,
preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang ditujukan untuk memastikan tumbuh
kembang anak balita (usia 0-59 bulan) berlangsung secara optimal, sehat, dan
bebas dari penyakit, serta untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian
pada kelompok wusia ini. Pelayanan ini bertujuan untuk memantau
pertumbuhan dan perkembangan balita, mendeteksi secara dini masalah gizi,
tumbuh kembang dan penyakit, serta mencegah kematian balita. Cakupan
kunjungan bayi dan balita merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan
balita yang dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali pada kurun waktu tertentu.

Berikut adalah cakupan pelayanan kesehatan bayi dan balita di Kabupaten

Sumedang.
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Grafik 2.63 Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita di Kabupaten Sumedang

Tahun 2020 - 2024 (%)
(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, 2025)
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Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan yang signifikan
di tahun awal yaitu Tahun 2020-2021 untuk kedua kategori cakupan
kunjungan. Namun dimulai tahun 2022 cakupan kunjungan bayi mengalami
penurunan yang cukup besar sampai 98,7 % dari cakupan 114,8 % ditahun
sebelumnya. Lain halnya dengan cakupan kunjungan balita yang masih
mengalami peningkatan di tahun 2022 namun diikuti penurunan di tahun-
tahun selanjutnya. Bahkan ditahun 2024 cakupan kunjungan balita lebih
rendah dibanding dengan cakupan kunjungan bayi dengan selisih 1,9 %. Faktor
potensial penyebab penurunan ini adalah adanya penurunan minat masyarakat
terhadap kunjungan rutin, sehingga perlunya peningkatan peran kader atau
tenaga kesehatan untuk melakukan kunjungan rumah dalam rangka

memastikan kedua kategori cakupan tersebut mengalami peningkatan kembali.

Imunisasi merupakan bentuk pelayanan kesehatan balita lainnya. Tujuan
dari pemberian imunisasi adalah untuk melindungi bayi dan balita dari
penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Imunisasi yang diberikan pada bayi
berupa imunisasi Hepatitis-BO dengan 2 (dua) kategori pemberian imunisasi
yaitu untuk bayi baru lahir kurang dari 24 jam dan bayi berumur 1-7 hari.
Namun Imunisasi HBO biasanya segera dilakukan setelah bayi lahir, sehingga
tidak ada bayi yang diimunisasi pada umur 1-7 hari. Imunisasi lainnya yang
diberikan adalah BCG, DPT -HB-HiB 3, Polio 4 dan Campak Rubela. Dari 16.169
bayi lahir hidup, terdapat 15.844 bayi dengan imunisasi dasar lengkap atau
sebanyak 99%.
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2023 Bayi Lahir Hidup

Grafik 2.64 Jumlah Bayi Lahir Hidup dan Jenis Imunisasi yang Diperoleh
Tahun 2023

(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, 2025)
- Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Usia Pendidikan Dasar berkisar antara rentang usia 6-15 Tahun. Sasaran

dari pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar adalah anak usia sekolah
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yang berada dalam kuasa asuh dari orang tua/wali, maka informasi penjaringan
kesehatan/pemeriksaan berkala perlu diberikan wuntuk orangtua/wali.
Pelayanan berupa kegiatan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk
mengetahui secara dini masalah-masalah kesehatan anak sekolah sehingga
dapat dilakukan tindakan secepatnya agar terhindar dari keadaan yang lebih
buruk, selain itu juga dengan adanya pelayanan kesehatan pada usia
pendidikan dasar dapat diperoleh data dan informasi mengenai perkembangan
anak. Berikut adalah tren cakupan pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan
Dasar di Kabupaten Sumedang.
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Grafik 2.65 Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar di
Kabupaten Sumedang Tahun 2020 — 2024 (%)

(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, 2025)

Berdasarkan grafik di atas cakupan pelayanan kesehatan pada usia
Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumedang sangat fluktuatif. Cakupan
pelayanan terendah terjadi pada Tahun 2022 sebesar 71,4 %. Akan tetapi di
tahun 2023 meningkat menjadi 92,8 % dan bahkan di tahun 2024 teh
memenuhi target sebesar 100 %. Peningkatan ini terjadi karena telah
optimalnya pelaksanaan pembelajaran secara luring atau tatap muka serta
tidak lepas dari peningkatan kolaborasi antar sektor dalam mengupayakan

pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.
- Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Usia produktif berkisar antara 15-59 Tahun dan berhak mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar dalam bentuk edukasi (termasuk keluarga
berencana) dan skrining kesehatan. Tujuan dari pelayanan kesehatan pada usia
produktif adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan fisik dan mental,
mencegah dan mengendalikan penyakit menular dan tidak menular serta
meningkatkan kesadaran dan perilaku hidup sehat. Pelayanan kesehatan pada
usia produktif dapat dilakukan di Puskesmas dan di sekolah atau di tempat

kerja dengan jenis pelayanan yang diberikan berupa pemeriksaan fisik, deteksi
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penyakit dini, edukasi kesehatan repreduksi dan skrining kesehatan. Berikut
adalah Jumlah Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Menurut Jenis Kelamin di

Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.35 Jumlah Usia Produktif Mendapat Pelayanan Kesehatan Menurut
Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2024

Jenis Kelamin Pelayanan Kesehatan Beresiko
Tahun 2022
Laki-laki 52.024 83
Perempuan 62.586 318
Tahun 2023
Laki-laki 251.985 167.214
Perempuan 253.185 176.809
Tahun 2024
Laki-laki 206.945 182.265
Perempuan 206.984 122.765

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, 2025

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah penerima pelayanan
kesehatan mengalami kenaikan yang sangat signifikan di tahun 2023 baik laki-
laki (menjadi 251.985 dari 52.024 tahun 2022) maupun perempuan (253.185
dari 62.586 tahun 2022) peningkatan ini diindikasikan terjadi karena adanya
perluasan perluasan skrining kesehatan oleh pemerintah, meskipun di tahun

2024 terjadi penurunan namun tidak terlalu signifikan.

Jika dibandingkan dengan jumlah pelayanan kesehatan usia produktif
pada laki-laki dan perempuan, terjadi lonjakan jumlah kasus berisiko di tahun
2023. Akibat dari adanya perluasan skrining kesehatan sebanyak 167.214
orang laki-laki dan 176.809 orang terdeteksi berisiko. Dan untuk pelayanan
kesehatan usia produktif berjenis kelamin laki-laki terus meningkat sampai di
tahun 2024 menjadi 182.265 orang, yang artinya hampir 90 % yang dilayani
masuk ke dalam kategori berisiko. Lain halnya dengan pelayanan kesehatan
usia produktif berjenis kelamin perempuan yang mengalami penurunan
walaupun kecil menjadi 122.765 orang, namun jumlah tersebut masih relatif
tinggi jika dibandingkan dengan jumlah pelayanan yang diberikan. Ini
menunjukan pentingnya intervensi kesehatan yang lebih spesifik dan intensif
untuk usia produktif, terutama pencegahan penyakit tidak menular (PTM),

kesehatan mental dan perilaku gaya hidup menuju gaya hidup lebih sehat.
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- Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut diberikan kepada setiap warga yang
telah berusia 60 tahun ke atas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan
kesadaran pada lansia untuk memelihara kesehatan sendiri, meningkatkan
kemampuan serta peran serta keluarga dan masyarakat dalam mengatasi
kesehatan lansia, meningkatkan jenis dan jangkauan pelayanan lansia serta

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan lansia.

Jumlah pelayanan kesehatan pada penduduk usia lanjut terus meningkat
dari tahun ke tahun untuk kedua jenis kelamin. Meskipun pada tahun 2022
sempat mengalami penurunan namun tidak terlalu signifikan, diasumsikan
penurunan jumlah pelayanan ini dipengaruhi oleh kondisi pasca-pandemi. Tren
jumlah pelayanan yang terus meningkat untuk kedua jenis kelamin dari tahun
2023-2024 menunjukkan adanya perbaikan akses dan jangkauan layanan.
Namun tetap lansia perempuan menjadi kelompok yang lebih terjangkau oleh

pelayanan kesehatan dibanding laki-laki.

Untuk cakupan pelayanan usia lanjut, pelayanan untuk jenis kelamin
perempuan secara konsisten memiliki cakupan lebih tinggi dibanding laki-laki
setiap tahunnya, bahkan di tahun 2024 melampaui 100 %. Cakupan pelayanan
untuk jenis kelamin laki-laki mengalami kenaikan signifikan dari 68% (tahun
2022) menjadi 93,7 % (tahun 2024), ini menunjukkan keberhasilan intervensi
atau program yang lebih inklusif terhadap kelompok laki-laki, seperti yang
disajikan pada grafik berikut.
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100 _—— 110.000
/ 100.000
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70 60.000
60 50.000
. 40.000
> 30.000
40 20.000
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Jumlah Pelayanan pada Usia

. 86.559 79.996 104.070 99.396
Lanjut Perempuan
lah Pel i
Jumiah Pelayanan pada Usia 60.976 54.575 74.309 81.726
Lanjut Laki-laki
@ Cakupan !Jelayanan pada Usia 89,1 98,8 99,33 105,8
Lanjut Perempuan
Cakupan Pelayanan pada Usia 66,1 69,4 7471 93,7

Lanjut Laki-laki

Grafik 2.66 Data Pelayanan Kesehatan Penduduk Usia Lanjut Menurut Jenis
Kelamin di Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2024

(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, 2025)
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- Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Hipertensi disebut sebagai the silent killer karena sering tanpa keluhan,
sehingga penderita tidak mengetahui dirinya menyandang hipertensi dan baru
diketahui setelah terjadi komplikasi. Hipertensi merupakan penyakit yang
berada pada 10 (sepuluh) besar penyakit di Kabupaten Sumedang. Tujuan dari
pelayanan ini adalah untuk menekan angka komplikasi akibat hipertensi,
mengendalikan tekanan darah penderita dan meningkatkan kualitas hidup dan
produsktivitas Masyarakat. Grafik di bawah ini adalah Penderita Hipertensi

yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten

Sumedang.
145.000 - 120
—
125.000 100
105.000 80
85.000 60
65.000
40
45.000
25.000 ‘ 20
5.000
2021 2022 2023 2024
Jumlah Pelayanan Penderita 100.673 9.417 66.101 70.978
Hipertensi Laki-laki
Jumiah Pelayanan Penderita 144.236 111.707 70.100 72.959
Hipertensi Perempuan
—Cakupa_n Pelaya.nan.Penfjerlta 100,8 76,2 845 35,58
Hipertensi Laki-laki
e Cakupan Pelayanan Penderita 108,9 1044 112,60 35,58

Hipertensi Perempuan

Grafik 2.67 Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Menurut
Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2024

(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, 2025)

Jumlah pelayanan pada penderita hipertensi di Kabupaten Sumedang
didomonasi oleh pelayanan hipertensi pada perempuan. Meskipun terjadi
penurunan namun jumlah pelayanannya tetap lebih tinggi dibandingkan
dengan pelayanan pada penderita laki-laki dengan jumlah pelayanan tertinggi
pada tahun 2021 sebesar 144.236 orang. Sedangkan untuk pelayanan
hipertensi pada laki-laki sempat menurun di tahun 2022 dengan jumlah
pelayanan kurang dari 10.000 orang, dan berangsur mengalami peningkatan di
tahun 2023-2024 namun tidak kembali ke level awal. Begitu pun dengan
cakupan pelayanan penderita hipertensi. Naik turunnya cakupan pelayanan
hipertensi berbanding lurus dengan penurunan jumlah pelayanan hipertensi

yang dilakukan, dengan besar cakupan pelayanan penderita hipertensi pada
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perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan cakupan pelayanan

penderita hipertensi pada laki-laki.

Jika dilihat dari grafik diatas, penurunan cakupan pelayanan hipertensi
baik pada perempuan ataupun laki-laki terjadi pada tahun 2022 dan tahun
2024. Diasumsikan penurunan cakupan pelayanan hipertensi pada tahun 2022
dipicu oleh dampak pandemi COVID-19. Adapun untuk cakupan pelayanan
hipertensi terrendah terjadi di tahun 2024 (35,58 % untuk perempuan dan laki-
laki) padahal terjadi peningkatan jumlah pelayanan hipertensi (70.978 orang
laki-laki dan 71.959 orang perempuan). Hal ini menunjukkan adanya tantangan
dalam memberikan pelayanan yang cukup bagi semua penderita hipertensi,
karena bisa saja pertumbuhan populasi penderita hipertensi yang lebih cepat
daripada peningkatan jumlah pelayanan, mengakibatkan ketidakmampuan

sistem kesehatan dalam memenuhi kebutuhan karena banyaknya pasien.
- Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Diabetes Melitus disebabkan karena adanya gangguan dalam tubuh,
sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel.
Sasaran dari program pelayanan kesehatan untuk penderita diabetes melitus
adalah penduduk usia 215 tahun yang telah terdiagnosis menderita Diabetes
Melitus Tipe 2 atau menunjukkan gejala klinis yang mengarah ke diabetes
melitus. melalui pelayanan. Pencapaian program pelayanan kesehatan
penderita Diabetes Melitus (DM) Tahun 2024 mencapai 23.184 jiwa atau 100%
dari total penderita sebanyak 23.184 jiwa. Berikut adalah Data Pelayanan
Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) di Kabupaten Sumedang Tahun
2021-2024.

Tabel 2.36 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) di Kabupaten
Sumedang Tahun 2021-2024

Uraian 2021 2022 2023 2024
Jumlah Penderita DM 64.920 62.100 20.443 23.184
Penderita DM Dilayani 62.409 61.143 20.008 23.184
Persentase Terlayani 96,1 98,5 98,26% 100 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penderita DM setiap
tahunnya terus mengalami penurunan, yang artinya Pemerintah Daerah telah
memberikan pelayanan kesehatan yang memadai seperti pengukuran gula

darah, edukasi dan terapi farmakologi dalam upaya penurunan penderita.
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Bahkan di tahun 2024 seluruh penderita DM telah menerima pelayanan

kesehatan.
- Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)
termasuk didalamnya psikotik akut dan skizofrenia merupakan jenis pelayanan
yang membutuhkan pendekatan komprehensif dan holistik, sebagai salah satu
upaya pencegahan sekunder. Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan
melaporkan jumlah sasaran ODGJ Tahun 2023 sebanyak 1.631 orang atau
meningkat 17 orang dari tahun sebelumnya, dengan jumlah penderita ODGJ
yang terlayani di tahun 2023 sebanyak 1.592 orang atau 97,6 % dari target 100
%.

Belum optimalnya pelayanan penderita ODGJ disebabkan oleh beberapa
kendala yang dihadapi yaitu 1) perlunya peningkatan kapasitas pengetahuan
dokter dan petugas kesehatan jiwa di Puskesmas; 2) belum semua kecamatan
membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM); 3) belum
tersedianya ruang khusus untuk kasus ODGJ di Rumah Sakit sehingga kasus
ODGJ lebih banyak dirujuk ke RS khusus orang dengan gangguan jiwa. Berikut
adalah Data Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)
di Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.37 Data Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat di
Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024

Uraian 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Sasaran ODGJ 1.616 1.665 1.614 1.631 1.751
Penderita ODGJ Dilayani 1.528 1.331 1.585 1.592 1.751
Persentase Terlayani 94,55 80,4 98,2 97,6 100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, 2025

Disamping pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, derajat
kesehatan keluarga pun harus diukur dengan tujuan untuk mengetahui sejauh
mana keluarga berperan dalam memenuhi standar hidup sehat sehingga
mempermudah intervensi program kesehatan yang berbasis keluarga serta
mendorong peran aktif kader dan petugas kesehatan dalam pendataan dan
promosi kesehatan keluarga. Salah satu cara untuk mengukur derajat

kesehatan keluarga adalah dengan mengukur Indeks Keluarga Sehat (IKS).

Besaran Standar Indeks Keluarga Sehat (IKS) diukur berdasarkan skor
komposit dari 12 indikator kesehatan keluarga yang meliputi 1) Keluarga

mengikuti program KB; 2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan; 3)
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Bayi mendapat imunisasi lengkap; 4) Bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan;
5) Balita mendapat pemantauan pertumbuhan; 6) Penderita TB paru mendapat
pengobatan sesuai standar; 7) Penderita hipertensi melakukan pengobatan
rutin; 8) Penderita gangguan jiwa berat mendapat pengobatan dan tidak
ditelantarkan; 9) Anggota keluarga tidak merokok; 10) Keluarga memiliki akses
air bersih; 11) Keluarga memiliki akses atau menggunakan jamban sehat; dan
12) Keluarga menjadi anggota JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Adapun

kategori standar IKS adalah sebagai berikut:

Tabel 2.38 Kategori Standar Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Nilai IKS (%) Kategori Keterangan
< 50 Tidak sehat Kurang dari setengah indikator terpenuhi
50 -79,9 Pra sehat Sebagian besar indikator terpenuhi
> 80 Sehat Sebagian besar hingga seluruh indikator
terpenuhi

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, 2025

Nilai IKS Kabupaten Sumedang Tahun 2024 adalah 0,179 poin yang
menunjukkan skor komposit dari penilaian seluruh indikator IKS. Jika
dikonversi dalam bentuk persen maka nilai IKS Sumedang hanya 17,9 %. yang
artinya nilai hanya sekitar 17,9 % saja dari keseluruhan indikator yang telah
dipenuhi. Dengan demikian IKS Kabupaten Sumedang masih termasuk ke
dalam kategori tidak sehat karena nilainnya kurang dari 50%, sehingga
menunjukkan bahwa keluarga belum memenuhi standar perilaku dan kondisi
lingkungan yang mendukung kesehatan atau dengan kata lain banyak indikator
IKS yang masih perlu diperbaiki agar kategori tahun berikutnya dapat
meningkat. Berikut adalah capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten
Sumedang Tahun 2023-2024.

Tabel 2.39 Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Sumedang
Tahun 2023-2024

Uraian 2023 2024
Indeks Keluarga Sehat (IKS) (poin) 0,179 0,179
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, 2025

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pemerintah
daerah terus melakukan penguatan terhadap pelayanan kesehatan yang
bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pelayanan kesehatan
difokuskan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Berbagai strategi
diterapkan untuk memperluas cakupan layanan kesehatan, antara lain sebagai

berikut:
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- Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Sesuai Standar

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) merupakan tempat yang
digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik yang
bersifat promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Jenis fasilitas
pelayanan kesehatan terbagi menjadi 1) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat
pertama (FKTP) seperti puskesmas, klinik pratama serta dokter dan bidan
praktek mandiri; 2) fasilitas pelayanan kesehatan rujukan seperti rumah sakit
umum, klinik utama; 3) fasilitas pelayanan non rujukan seperti posyandu,
poskesdes, puskesmas keliling dan lain-lain. Berikut adalah jumlah dan jenis

fasilitas kesehatan yang tersedia di Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.40 Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Sumedang

Tahun 2024
Sarana Pelayanan Kesehatan Jumlah
Rumah Sakit Umum 3
Puskesmas Rawat Inap 17
Puskesmas Non Rawat Inap 18
Puskesmas Pembantu 65
Klinik Pratama 82
Klinik Utama 11
Tempat Praktek Mandiri Dokter 91
Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi 27
Tempat Praktek Mandiri Dokter Spesialis 0
Tempat Praktek Mandiri Bidan 419
Tempat Praktek Mandiri Perawat 3
Laboratorium Kesehatan 4
Unit Transfusi Darah 1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, 2025

Berikut adalah daftar fasilitas kesehatan yang tersebar di Kecamatan
dalam upaya untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan sampai ke

kecamatan.
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Tabel 2.41 Daftar Fasilitas Kesehatan yang Tersebar di Kecamatan Tahun 2024

No

Kecamatan

Satuan

Fasilitas Kesehatan

ll;:‘s”l:slr:: :: Pu;:&i??:allon Pustu Klinik Mandiri Apotek

1 | Buahdua 1 1 6 2 5
2 | Cibugel 1 2 1
3 | Cimalaka 1 3 2 13
4 | Cimanggung 2 1 14 14
5 | Cisarua 1 2 2
6 | Cisitu 1 3 2
7 | Conggeang 1 3 3
8 | Darmaraja 1 1 2 7
9 | Ganeas Jumlah 1 2 1 4
10 | Jatigede 1 4

11 | Jatinangor 1 1 1 17 23
12 | Jatinunggal 1 4 3 7
13 | Pamulihan 2 3 5
14 | Paseh 1 3 2 7
15 | Rancakalong 1 2 3 2
16 | Situraja 1 S 2 7
17 | Sukasari 1 1 3
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No Kecamatan
18 | Sumedang Selatan
19 | Sumedang Selatan
20 | Surian

21 | Tanjungkert

22 | Tanjungmedar

23 | Tanjungsari

24 | Tomo

25 | Ujungjaya

26 | Wado

Satuan

Fasilitas Kesehatan

Puskesmas

Puskesmas Non

Rawat Inap Rawat Inap Pustu Klinik Mandiri Apotek

2 2 14 25

2 1 2 13 28

1 1

1 1 1 4 5
1 3 2

1 1 2 8 17

1 3 1

1 5 ] 4

1 3 2 3

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, 2025
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- Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan Memenuhi Standar

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu pilar utama
dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Ketersediaan tenaga kesehatan yang mencukupi, tersebar merata, dan
memiliki kompetensi yang sesuai sangat menentukan keberhasilan sistem
kesehatan, baik di tingkat fasilitas pelayanan dasar hingga rujukan. Dalam
upaya memenuhi standar SDM kesehatan terutama dalam hal peningkatan
kualitas dan kompetensinya dilakukan berbagai macam pembinaan dan
pelatihan bidang kesehatan. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten
Sumedang diketahui bahwa jumlah tenaga kesehatan yang telah dilatih dan
dibina atau bahkan bersertifikat telah mencapai 310 orang di tahun 2024
atau bertambah 51 orang dari tahun sebelumnya dengan jenis pembinaan
atau pelatihan yang diikuti sebanyak 9 (sembilan) pelatihan, seperti yang
disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.42 Jumlah Tenaga Kesehatan yang Telah

Dibina/Dilatih /Bersertifikat di Kabupaten Sumedang
Tahun 2023 - 2024

No Jenis Data Lalnl
2023 2024
1 Jumlah Tenaga Kesehatan yang Telah 559 310
Dilatih /Dibina/Bersertifikasi
2 | Jenis Pelatihan/Pembinaan S 9

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, 2025

Data jumlah SDM bidang kesehatan menjadi landasan penting dalam
perencanaan, evaluasi, dan kebijakan pembangunan kesehatan di daerah.
Dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal,
perlu dilakukan pemetaan dan penguatan terhadap jumlah dan jenis SDM
kesehatan yang tersedia. Berikut adalah jumlah SDM Kesehatan di

Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.43 Jenis dan Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sumedang

Tahun 2023
Jumlah
No Jenis Tenaga Kesehatan
Rumah Sakit Puskesmas
1 Dokter / Dokter Layanan Primer 57 72
2 Dokter Spesialis 72 -
3 Dokter Gigi 3 26
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Jumlah
No Jenis Tenaga Kesehatan
Rumah Sakit Puskesmas

4 | Dokter Gigi Spesialis 2 -

5 Perawat 500 456
6 Bidan 872 682
7 | Tenaga Kefarmasian S1 70

8 | Tenaga Apoteker 30 -

9 Tenaga Kesehatan Masyarakat 7 46
10 | Tenaga Kesehatan Lingkungan 6 37
11 | Tenaga Gizi 16 34
12 | Ahli Teknologi Laboratorium Medik 42

Jumlah 1.661 1.465

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, 2025
- Pelayanan Kesehatan Rujukan

Fasyankes rujukan merupakan fasyankes yang memberikan
pelayanan kesehatan lanjutan kepada pasien yang memerlukan
penanganan medis lebih lanjut dari fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Fungsinya adalah memberikan pengobatan, dan perawatan lanjutan yang
tidak bisa ditangani di fasilitas tingkat pertama dan menyediakan tenaga
kesehatan spesialis atau subspesialis. Pelaksanaan sistem rujukan di
Indonesia telah diatur dengan bentuk bertingkat atau berjenjang, yaitu
pelayanan kesehatan tingkat pertama, kedua dan ketiga, yang dalam
pelaksanaannya tidak berdiri sendiri-sendiri namun berada di suatu sistem

dan saling berhubungan.

Rumah sakit umum merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan
kesehatan rujukan. Jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) di Kabupaten
Sumedang pada tahun 2023 berjumlah 3 (tiga) RSU dan terdapat
penambahan jumlah di Tahun 2024 menjadi 5 (lima) RSU, yaitu RSUD Wira
Hadikusumah Sumedang, RSU Pakuwon, RSU Harapan Keluarga, RSU
Padjadjaran dan RSU Cimalaka. Penambahan jumlah RSU ini tentunya
akan berpenguruh juga terhadap penambahan jumlah tempat tidur yang

merupakan salah satu indikator penting dalam kapasitas pelayanan.

II-165 |RPJMD KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029



Jumlah tempat tidur yang memadai berpengaruh terhadap kualitas,

efisiensi, dan aksesibilitas layanan kesehatan.

Tren jumlah tempat tidur RSU di Kabupaten Sumedang dari tahun
2021-2023 cenderung stagnan dan sempat mengalami penurunan jumlah
tempat tidur di tahun 2023 menjadi 556 tempat tidur. Peningkatan
signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana jumlah tempat tidur melonjak
menjadi 889 unit, atau meningkat lebih dari 59% dibandingkan tahun
sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan adanya intervensi atau penguatan
kapasitas layanan kesehatan, salah satunya adalah dengan penambahan
jumlah rumah sakit umum di Kabupaten Sumedang. Data Jumlah Tempat
Tidur Rumah Sakit Umum di Kabupaten Sumedang disajikan pada grafik

dibawah ini.

889

560 584 556

2021 2022 2023 2024
Jumlah Tempat Tidur

Grafik 2.68 Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Umum di Kabupaten
Sumedang Tahun 2021-2024

(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, 2025)

Menurut WHO, idealnya suatu negara memiliki 1 (satu) tempat tidur
Rumah Sakit untuk setiap 1.000 penduduk atau dengan kata lain memiliki
ed to population ratio 1:1.000. Dengan demikian indikator dari terpenuhi
atau tidaknya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di
suatu wilayah dapat dilihat dari rasio tersebut. Dari grafik diatas dapat
diketahui bahwa rasio tempat tidur di Kabupaten Sumedang baru mencapai
0,73 per 1000 penduduk. Sehingga rasio ini masih berada di bawah standar
WHO, yang artinya ketersediaan tempat tidur rumah sakit masih kurang,
dan berisiko menyebabkan keterbatasan pelayanan rawat inap, terutama

saat lonjakan kasus (seperti saat pandemi atau bencana).
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Berikut adalah data ketersedian tempat tidur di 5 (lima) rumah sakit

umum yang terdapat di Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.44 Ketersediaan Tempat Tidur di Rumah Sakit Umum Kabupaten
Sumedang Tahun 2024

No Nama Rumah Sakit Ketersediaan Tempat Tidur
1 | Rumah Sakit Umum Daerah 381
2 | Rumah Sakit Pakuwon 126
3 | Rumah Sakit Harapan Keluarga 63
4 | RSU Padjadjaran 200
5 | RSU Cimalaka 119
Jumlah 889

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, 2025
» Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan salah satu
urusan pemerintahan wajib yang berkaitan erat dengan pelayanan dasar
masyarakat serta penguatan daya saing wilayah. Kewenangan Kabupaten
dalam urusan ini meliputi perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan
pengelolaan infrastruktur dasar seperti jalan kabupaten, irigasi, drainase,

jaringan air bersih, sanitasi, serta tata ruang wilayah.
- Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat
penting bagi kelangsungan hidup dan kesehatan. Ketersediaan air minum
yang aman dan terjangkau setiap hari menjadi indikator penting dalam
menjamin kualitas hidup Masyarakat. Di tengah dinamika pertumbuhan
penduduk, urbanisasi, serta perubahan iklim yang memengaruhi sumber
daya air menjadi tantangan dalam penyediaan air minum yang layak.
Pemantauan terhadap cakupan pelayanan air minum layak sangat penting
untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, khususnya
kelompok rentan,sehingga dapat menikmati akses terhadap air bersih

setiap hari.

Akses rumah tangga terhadap air bersih merupakan salah satu
indikator dalam menilai kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan

masyarakat. Air bersih yang aman diminum idealnya adalah yang aman
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dikonsumsi, jernih, tidak berbau, tidak berasa aneh, bersuhu wajar, bersih
dari bakteri serta mengandung sejumlah mineral. Berikut adalah Tren

Rumah Tangga Berakses Air Bersih.
82,5 82,34
82
81,5

81

80,5
80

79,5
2020 2021 2022 2023 2024

e Persentase Rumah Tangga berakses Air Bersih

Grafik 2.69 Tren Rumah Tangga Berakses Air Bersih (%)
Tahun 2020-2024

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2025)

Grafik tersebut menunjukkan tren peningkatan positif pada
persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih selama
periode lima tahun terakhir. Persentase rumah tangga dengan akses air
bersih terus meningkat setiap tahun, meskipun dengan laju pertumbuhan
yang relatif lambat namun stabil. Kenaikan rata-rata tahunan sekitar 0,5%
menunjukkan adanya upaya yang konsisten dalam penyediaan
infrastruktur air bersih melalui pembangunan infrastruktur jaringan
distribusi air dan pengolahan air serta sosialisasi perilaku hidup bersih

kepada masyarakat.
- Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk menciptakan
lingkungan permukiman yang sehat dan bersih. Air limbah domestik
berasal dari aktivitas rumah tangga, permukiman, fasilitas umum, dan
komersial, dan umumnya terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu air limbah
rumah tangga dan air limbah yang berasal dari kotoran manusia. Air limbah
domestik ini Berpotensi mencemari air tanah dan permukaan, merusak
ekosistem air serta berpengaruh terhadap sumber air minum masyarakat
jika tidak diolah dengan benar, karena itu pengelolaan air limbah domestik
sangat penting untuk mencegah pencemaran lingkungan dan menjaga

kesehatan masyarakat.
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Penyediaan layanan pengolahan air limbah domestik yang
terintegrasi dan ramah lingkungan merupakan kewenangan Pemerintah
daerah. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat
adalah dengan sistem sanitasi berbasis masyarakat atau rumah tangga
bersanitasi. Rumah tangga bersanitasi salah satu kriterianya adalah

mempunyai jamban dan akses sanitasi yang layak.

Target capaian untuk rumah tangga bersanitasi nasional adalah
100%. Meskipun capaian belum mencapai target nasional, namum capaian
rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Sumedang terus mengalami
peningkatan. Tahun 2024 capaian rumah tangga bersanitasi meningkat
menjadi 87,08% atau naik 0,25 % dari tahun sebelumnya. Meskipun
menunjukan kenaikan yang relatif sangat kecil namun hal ini menunjakan
adanya komitmen pemerintah daerah dan masyarakat dalam memperbaiki
kondisi lingkungan permukiman. Selain itu juga peningkatan program
edukasi tentang sanitasi dan kebersihan serta pembangunan atau
rehabilitasi fasilitas sanitasi seperti jamban sehat pun terus terus

ditingkatkan.

87,08%

86,83%

2023 2024

B Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Sanitasi Layak

Grafik 2.70 Capaian Rumah Tangga ber-Sanitasi di Kabupaten Sumedang
Tahun 2023-2024 (%)

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2025)
- Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap

Total panjang jalan di Kabupaten Sumedang sampai Tahun 2020
sepanjang 774,606 km. Namun dengan adanya Keputusan Gubernur Jawa
Barat Nomor 620/Kep.1350-Rek/2016 tentang Penetapan Ruas Jalan
dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Kolektor 2
(JKP-2), Jalan Kolektor 3 (JKP-3), Jalan Kolektor 4 (JKP-4), Jalan Lokal
(JLP), Jalan Lingkungan (JLingP) dan Jaringan Jalan Sekunder Menurut
Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAS), Jalan Kolektor (JKS), Jalan Lokal

(JLS) dan Jalan Lingkungan (JLingS), maka ada penurunan status fungsi

II-169 |[RPJMD KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029



menjadi jalan lingkungan sebanyak 10 ruas jalan sepanjang 7,238 km serta

penambahan ruas jalan sepanjang 7,000 Km dengan lokasi sebagai berikut:

1. Ruas Jalan Citengah - Cigumentang /Sindangwangi (Batas Kabupaten
Bandung), 5,000 km;
Ruas Jalan Wado - Cikareo 0,500 km; dan

Ruas Jalan Jalan Cikawung - Darmaraja 1,500 km.

Sehingga panjang jalan kabupaten semula 774,606 km menjadi
774,368 km. Pada Tahun 2024 panjang jalan Kabupaten mengalami
penanbahan menjadi 811,318 Km sebagai akibat dari adanya jalan strategis

sehingga kewenangannya menjadi jalan kabupaten.

Berdasarkan kondisinya panjang jalan dibagi menjadi 4 (empat) yaitu
kondisi baik, kondisi sedang, kondisi rusak ringan dan kondisi berat.

Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.45 Kondisi Jalan Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024

Tahun (Km)
No Uraian
2020 2021 2022 2023 2024
1 | Kondisi Jalan 422,232 | 392,495 | 464,931 524,233 577,014
Baik
2 | Kondisi Jalan 173,760 | 251,878 | 205,208 159,076 133,192
Sedang
3 | Kondisi Jalan 29,326 70,019 61,330 45,969 29,457
Rusak Ringan
4 | Kondisi Jalan 149,050 59,976 42,900 45,090 71,655
Rusak Berat

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa kondisi jalan (kondisi
baik, rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat) di Kabupaten Sumedang
sangat fluktuatif. Untuk kondisi jalan baik mengalami peningkatan tiap
tahunnya kecuali di tahun 2021 menurun 3,84% dari tahun 2020 menjadi
392,495 km. Ini terjadi dikarenakan pada tahun tersebut penganggaran
keuangan lebih dititikberatkan pada penanganan pasca pandemi COVID-
19 sehingga untuk perbaikan kondisi jalan lebih difokuskan pada jalan
kondisi rusak berat saja. Namun pada tahun-tahun berikutnya meningkat
dan pada tahun 2024 mencapai 577,014 km. Untuk kondisi jalan rusak
berat, sempat mengalami penurunan sampai di Tahun 2022 sepanjang
42,900 km, akan tetapi panjang jalan yang rusak berat kembali meningkat
di tahun 2023 dan 2024. Bahkan di tahun 2024 mencapai panjang 71,655
km.
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Kondisi jalan mantap merujuk pada kondisi jalan yang layak untuk
dilalui kendaraan dan tidak mengalami kerusakan signifikan yang dapat
menghambat kelancaran lalu lintas atau membahayakan keselamatan
pengguna jalan. Suatu jalan dinyatakan dalam kondisi mantap apabila
Permukaan jalan rata, tidak berlubang, dan tidak bergelombang secara
signifikan meskipun ada sedikit kerusakan namun masih bisa dilewati

dengan aman dan nyaman.

Jaringan jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Sumedang
menunjukan tren meningkat secara signifikan dari tahun 2020 hingga
2023. Puncak capaian terjadi pada tahun 2023 sebesar 88,24% yang
menandakan  keberhasilan dalam  program  pembangunan dan
pemeliharaan jalan. Namun, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan
menjadi 87,54%. Adanya penambahan ruas jalan baru serta kerusakan
akibat bencana alam atau cuaca serta keterbatasan anggaran untuk
pemeliharaan jalan menjadi salah satu faktor penurunan capaian. Tren

peningkatan jaringan jalan mantap disajikan pada grafik berikut.

88,24
87,54

86,54/ —_—

83,21/

—_ == Persentase jalan kondisi
mantap
76,96

2020 2021 2022 2023 2024

Grafik 2.71 Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap di
Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2025)
- Tingkat Kondisi Jembatan Kabupaten Mantap

Jembatan merupakan bagian penting dari infrastruktur transportasi
yang berfungsi menghubungkan wilayah, mendukung konektivitas antar-
wilayah, serta menunjang kelancaran distribusi barang dan mobilitas
penduduk. Kondisi jembatan yang mantap mendukung pertumbuhan
ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemeliharaan

rutin, rehabilitasi, serta pembangunan jembatan baru salah satu upaya
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yang dilakukan agar jembatan berada dalam kondisi mantap sesuai dengan

standar yang ditetapkan.

Panjang jembatan dalam kondisi mantap di Kabupaten Sumedang
selama 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hal ini
mencerminkan komitmen dalam memberikan pelayanan infrastruktur yang
baik, mendukung konektivitas antarwilayah, serta mewujudkan
pemerataan pembangunan yang berkelanjutan. Tren panjang jembatan

kondisi mantap disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.46 Panjang Jembatan Kabupaten Sumedang dalam Kondisi
Mantap Tahun 2024

No Uraian Panjang (m)
1 Kondisi Baik 1850,7
2 Kondisi Sedang 968,43
3 Rusak Ringan 156,8
4 Rusak Berat 68,8
Panjang Total Jembatan dalam Kondisi
2819,1
Mantap

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2025

- Cakupan Pelayanan Daerah Irigasi dan Persentase Jaringan Irigasi

dalam Kondisi Baik

Pengelolaan sistem irigasi yang efektif merupakan salah satu elemen
penting dalam mendukung ketahanan pangan dan produktivitas pertanian
di tingkat daerah. Daerah irigasi yang tertata dengan baik berperan besar
dalam menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian secara merata,
berkelanjutan, dan tepat waktu. Tiga pilar pengelolaan sumber daya air
meliputi: konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan

pengendalian daya rusak air.

Komponen utama jaringan irigasi meliputi bangunan, saluran
pembawa, saluran pembuang serta petak yang diairi. Tujuan dari
pembangunan irigasi tidak hanya mempermudah petani dalam penggunaan
air serta meningkatkan produktivitas hasil produksi dan efisiensi pertanian
tetapi juga mengurangi risiko kekeringan dan meningkatkan ketahanan
pangan lokal. Penilaian kondisi infrastruktur irigasi meliputi kondisi
saluran dan pompa. Adapun kondisi cakupan jaringan irigasi di Kabupaten

Sumedang dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.47 Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Kabupaten dalam

No

Kondisi Baik di Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024

Indikator

Persentase
Irigasi
Kabupaten
dalam

kondisi baik

(%)

Panjang
Saluran
Irigasi
Kabupaten
(m)

Panjang

Irigasi Primer

(m)

Panjang
Irigasi
Primer
Kondisi
Baik (m)

Panjang
Irigasi
Primer
Kondisi
Rusak

Ringan (m)

Panjang
Irigasi
Primer
Kondisi
Rusak
Berat (m)

b Panjang

Irigasi

Sekunder (m)

Panjang
Irigasi
Sekunder
Kondisi
Baik (m)

Panjang
Irigasi
Sekunder
Kondisi
Rusak

Ringan (m)

Panjang
Irigasi
Sekunder
Kondisi
Rusak
Berat (m)

2020
62,32

2.115.811

952.115

411.759

241.395

298.961

1.163.696

503.261

295.038

365.397

2021
67,02

2.115.811

952.115

430.363

234.845

286.907

1.163.696

525.999

287.033

350.664

Tahun
2022
68,62

2.115.811

952.115

446.066

235.914

270.135

1.163.696

545.192

288.340

330.164

2023
70,20

2.115.811

952.115

453.996

232.760

265.360

1.163.696

554.884

284.484

324.328
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2024
71,40

2.115.811

952.115

454.810

254.525

242.780

1.163.696

555.879

311.087

296.731



Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

3 Luas Irigasi 30.069 30.069 30.069 30.069 30.069
Kabupaten
(Ha)

a Luas Irigasi 18.739 20.152 20.633 21.108 21.469
Kondisi
Baik (Ha)

b Luas Irigasi 5.854 5.268 5.292 5.196 5.196
Kondisi
Rusak
Ringan (Ha)

¢ Luas Irigasi 5.476 4.649 4.144 3.765 3.404
Kondisi
Rusak
Berat (Ha)

4 Persentase 46 47 48 49 50
Pengembang
an Sistem
Irigasi Primer
dan
Sekunder
pada daeerah
yang
Luasnya
Kurang dari
1000 Ha

5 Rasio 70,37 70,37 70,37 70,37 70,37
Jaringan
Irigasi (Rasio)

6 Panjang 86.032 83.233 81.611 80.436 79.347
Total Area
yang
Terlayani
Irigasi Teknis

No Indikator

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2025

Panjang jaringan irigasi di Kabupaten Sumedang mencapai
2.115.811 meter yang mengairi lahan seluas 30.069 Ha, dari luasan
tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) kondisi irigasi yang mengairi, yaitu irigasi
dengan kondisi baik, rusak ringan dan rusak berat. Luasan areal yang
terairi irigasi baik dengan kondisi baik, rusak ringan ataupun rusak berat
sangat fluktuatif. Akan tetapi di Tahun 2024, areal yang diairi oleh irigasi
kondisi baik semakin bertambah menjadi 21.469 Ha dari 21.108 Ha di
tahun 2023. Hal ini akibat dari adanya rehabilitasi ataupun perbaikan
kondisi irigasi yang rusak berat. Sehingga di tahun 2024 areal yang diairi
irigasi dengan kondisi rusak berat mengalami penurunan dari 3.765 Ha

menjadi 3.404 Ha. Begitupun dengan panjang irigasi primer dan sekunder
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yang mengalami peningkatan panjang irigasi dengan kondisi baik di tahun

2024.

Peningkatan kondisi irigasi baik dari sisi luasan areal maupun
panjangnya sangat berpengaruh terhadap rasio jaringan irigasi yang telah
mencapai 70,37 persen. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa sistem
irigasi di Kabupaten Sumedang berfungsi optimal dan memberikan manfaat
maksimal bagi kegiatan pertanian serta pengelolaan sumber daya air.
Adapun sarana penyedia air untuk irigasi di Kabupaten Sumedang berasal
dari 15 titik mata air dan 3 (tiga) buah bendungan, yaitu Bendungan

Jatigede, Bendungan Cipanas dan Bendungan Sentig.

- Persentase Penataan Ruang/Bangunan/Gedung di Kabupaten

Sumedang

Penataan ruang, bangunan dan gedung merupakan salah satu
bagian dari upaya menciptakan lingkungan wilayah yang tertata dan
mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas hidup
masyarakat. Penataan ruang ini dilakukan dengan memperhatikan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang yang telah
ditetapkan, sehingga RTRW menjadi acuan dalam pengelolaan tata ruang
guna mencegah tumpang tindih pemanfaatan ruang dan mengurangi risiko

bencana.

Sebagai salah satu indikator kualitas infrastruktur dan bangunan
publik, persentase bangunan gedung dalam kondisi baik menjadi perhatian
serius Kabupaten Sumedang. Data tahun 2024 bahwa sekitar 75% dari
total bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum di Kabupaten
Sumedang berada dalam kondisi baik, sementara sisanya membutuhkan
pemeliharaan berkala hingga renovasi besar. Upaya peningkatan
persentase bangunan dalam kondisi baik dilakukan melalui program rutin

pemeliharaan dan rehabilitasi fisik gedung.

II-175 |RPJMD KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029



66,25 67,5
61,25

50

19

1

2020 2021 2022 2023 2024

Jumlah bangunan dan gedung yang direhabilitasi

e Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik

Grafik 2.72 Persentase dan Jumlah Bangunan dan Gedung dalam Kondisi
Baik Tahun 2020-2024

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2025)
- Persampahan

Sampah merupakan salah satu tantangan utama dalam upaya
mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
Permasalahan persampahan tidak hanya berkaitan dengan estetika kota,
tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas lingkungan, kesehatan
masyarakat, serta keberlanjutan sumber daya alam. Pengelolaan sampah
merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kebersihan,
kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Dengan meningkatnya
aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, volume sampah yang dihasilkan
juga terus bertambah setiap tahunnya. Jika tidak dikelola secara baik dan
benar, sampah dapat menjadi sumber pencemaran lingkungan, penyakit,

serta berbagai masalah perkotaan.

Metode pengelolaan sampah yang banyak digunakan di Indonesia
melalui metode open dumping dan landfill, namun ada juga metode lain
seperti pembuatan kompos, pembakaran, pemilahan dan daur ulang
meskipun tidak banyak digunakan. Berikut adalah data Jumlah Timbulan
Sampah, Sampah Dikelola dan Sampah Tidak Terkelola di Kabupaten

Sumedang.
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Grafik 2.73 Jumlah Timbulan Sampah, Sampah Dikelola dan Sampah
Tidak Terkelola Tahun 2019-2023

(Sumber: Dinas DLHK Kabupaten Sumedang, 2024)

Timbulan sampah merupakan volume sampah atau berat sampah
yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan
waktu. Faktor yang mempengaruhi timbulan sampah adalah jumlah
penduduk, sistem pengumpulan/pembuangan sampah, jenis sampah dan
kebiasan masyarakat. Jumlah timbulan sampah di Kabupaten Sumedang
terus mengalami peningkatan seiring dengan pertambahan jumlah
penduduk di hampir seluruh wilayah Sumedang, yang jika tidak dikelola
akan berdampak negatif bagi masyarakat, salah satunya ialah menjadi

sumber polusi dan pencemaran tanah, air dan udara.

Namun, Pemerintah Kabupaten Sumedang terus melakukan
pengelolaan sampah, sehingga jumlah sampah yang dikelola menunjukan
tren positif. Pada tahun 2023 jumlah sampah yang dikelola meningkat
5.105,53 ton dari tahun sebelumnya menjadi 61.896,40 ton. Pengelolaan
sampah ini dilakukan melalui metode pengurangan sampah (pendaur
ulangan sampah) dan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir.
Meskipun demikian Pengelolaan sampah di Kabupaten Sumedang masih
belum terlaksana secara optimal, karena jumlah sampah yang tidak
dikelola masih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah sampah yang

terkelola.
» Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan kawasan permukiman merupakan kebutuhan dasar

masyarakat yang memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas
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hidup, kesejahteraan, serta ketertiban lingkungan sosial. Ketersediaan
hunian yang layak, terjangkau, dan tertata dengan baik mencerminkan
keberhasilan pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Urusan
perumahan rakyat dan kawasan permukiman tidak hanya berfokus pada
penyediaan tempat tinggal, tetapi juga mencakup penataan lingkungan,
peningkatan infrastruktur dasar, serta pengurangan kawasan kumuh.
Sehingga menjadi sangat penting memastikan bahwa seluruh masyarakat,
khususnya kelompok berpenghasilan rendah, dapat memperoleh akses

terhadap hunian yang layak.

- Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban

Bencana Daerah Kabupaten/Kota

Rumah yang layak huni tidak hanya berfungsi sebagai tempat
berteduh, tetapi juga sebagai simbol pemulihan, keamanan, dan pemulihan
psikososial pasca-bencana. Oleh karena itu, penyediaan dan rehabilitasi
rumah layak huni bagi korban bencana menjadi salah satu prioritas dalam
upaya penanganan pascabencana yang menyeluruh. Melalui program
penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana memastikan
pemulihan kehidupan masyarakat dengan pembangunan kembali hunian
yang rusak atau hancur akibat bencana. Berikut adalah data penyediaan

dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana di Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.48 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencanadi
Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2024

Tahun (KK)
No Jenis Pelayanan Dasar
2021 2022 2023 2024
1 Penyediaan dan Rehabilitasi 30 0 6 7

Rumah Bagi Korban Bencana

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Sumedang, 2025

Pada tahun 2021 terjadi bencana alam berupa tanah longsor di
Kecamatan Cimanggung, jumlah keluarga yang terdampak bencana
tersebut berjumlah 135 kepala keluarga. Pasca bencana tersebut,
Pemerintah Kabupaten Sumedang menindaklanjuti program Pemerintah
Pusat, baru merelokasi sekitar 30 kepala keluarga yang termasuk ke dalam
daftar warga terdampak bencana prioritas I (satu), melalui penyediaan
rumah khusus yang diperuntukan bagi warga terdampak bencana. Adapun
untuk Tahun 2022, Pemerintah Daerah belum melakukan relokasi sisa

warga yang terdampak bencana dikarenakan belum tersedianya lokasi
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pembangunan pemukiman di daerah sekitar yang jauh dari zona merah
bencana. Dan pada Tahun 2023, Pemerintah Daerah menyediakan dan
rehabilitasi rumah yang ditujukan kepada warga yang terdampak bencana
banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Cimanggung sebanyak 6
(enam) Kepala Keluarga. Adapun pada tahun 2024, merupakan bantuan
lanjutan dari tahun sebelumnya dengan melakukan rehabilitasi rumah bagi
korban bencana sebanyak 7 (tujuh) KK di Desa Sawahdadap Kecamatan

Cimanggung.

- Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat
yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

Relokasi merupakan langkah penting dalam mewujudkan lingkungan
yang tertib, aman, dan sesuai dengan rencana tata ruang. Dalam rangka
mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang
wilayah, Pemerintah kerap melakukan program relokasi bagi masyarakat
yang menempati kawasan rawan bencana, daerah aliran sungai, atau
wilayah yang terdampak proyek strategis. Namun, fasilitasi penyediaan
rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program
Pemerintah Daerah, belum pernah terjadi di Kabupaten Sumedang sampai
dengan Tahun 2024. Dikarenakan program-program Pemerintah Daerah
lebih dititikberatkan pada program yang bersentuhan langsung dengan
masyarakat seperti program dalam upaya penurunan kemiskinan,
pengangguran dan stunting serta memperbaiki fasilitas umum dalam upaya

mendukung peningkatan perekonomian masyarakat.
-  Rumah Tidak Layak Huni

Rumah merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi setiap
individu dan keluarga. Rumah yang layak menjadi fondasi utama dalam
menciptakan kehidupan yang sehat, aman, dan bermartabat. Namun,
masih banyak masyarakat yang tinggal di rumah dengan kondisi tidak
layak huni, yakni rumah yang tidak memenuhi syarat keselamatan

bangunan, luas minimum, serta akses terhadap sanitasi dan air bersih.

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi salah satu indikator
ketimpangan sosial dan ekonomi, serta tantangan dalam mewujudkan
kesejahteraan yang merata. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah

terus mendorong program perbaikan dan rehabilitasi RTLH.
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Jumlah RTLH yang direhabilitasi di Kabupaten Sumedang mengalami
fluktuasi yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Jumlah RTLH yang
direhabilitasi meningkat tajam pada Tahun 2021 menjadi 2.592 unit, dan
mencapai jumlah tertinggi di tahun 2022 sebanyak 3.172 unit. Namun, tren
ini mengalami penurunan drastis di tahun 2023 hanya 580 unit RTLH yang
direhabilitasi. Bahkan di tahun 2024 hanya 81 unit. Penurunan yang
terjadi di Tahun 2023 diakibatkan adanya penurunan pagu anggaran yang
diperuntukkan bagi kegiatan tersebut baik yang bersumber dari Bantuan
Keuangan Provinsi maupun DAK. Selain adanya penurunan alokasi
anggaran, diasumsikan adanya perubahan kebijakan dalam penentuan
program prioritas. Padahal berdasarkan hasil evaluasi Rencana
Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(RP3KP) masih terdapat 120 ribu unit rumah tidak layak huni di Kabupaten
Sumedang, dan baru 10 % dari jumlah tersebut yang telah diintervensi atau
sekitar 10 ribu unit rumah. Sedangkan RP3KP ini merupakan acuan bagi
seluruh kepentingan di bidang Pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman di Indonesia. Untuk Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dapat

dilihat pada grafik di bawah ini.

3172

2592

928
— R

2020 2021 2022 2023 2024

B Jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang direhabilitasi

Grafik 2.74 Rumah Tidak Layak Huni Diperbaiki di Kabupaten Sumedang
Tahun 2020-2024

(Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Sumedang, 2025)

- Backlog Rumah

Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal masih menjadi salah satu
masalah di Indonesia. Hal ini pun diperparah dengan semakin tingginya
harga properti akibat lahan yang sempit di daerah perkotaan yang masih

menjadi tempat utama masyarakat mencari nafkah. Selain itu juga
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tingginya tingkat urbanisasi menjadi ancaman ekonomi bisa tetap tumbuh
secara berkelanjutan, terutama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan

tempat tinggal.

Backlog rumah merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh
Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra)
maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) baik Nasional
maupun Daerah yang terkait bidang perumahan. Tujuannya adalah untuk

mengukur jumlah kebutuhan rumah di Indonesia.

Pemerintah Indonesia masih menghadapi permasalahan kesenjangan
antara ketersediaan rumah dengan kebutuhan hunian yang layak bagi
masyarakat. Perhitungan backlog rumah diperoleh dari jumlah keluarga
eksisting dikurangi dengan jumlah rumah eksisting. Apabila ada selisih,
maka keluarga tersebut belum memperoleh rumah dan masuk kedalam
kategori backlog. Backlog perumahan di Kabupaten Sumedang masih relatif
tinggi, analisis backlog rumah dilakukan pada Tahun 2023 dengan hasil

sebagai berikut.

Tabel 2.49 Jumlah Backlog Rumah Kabupaten Sumedang Tahun 2023

Kabupaten Jumlah Rumah Tangga (unit) Jumlah Backlog (unit)
Sumedang 342.413 137.718

Sumber: Buku Analisa RP3KP Kabupaten Sumedang, 2024

Analisis backlog rumah di Kabupaten Sumedang dilakukan melalui
survei dalam kegiatan Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang dilakukan pada
Tahun 2023. Berdasarkan hasil analisis teridentifikasi backlog eksisting di
Kabupaten Sumedang mencapai 137.718 unit dengan backlog tertinggi
terkonsentrasi di Kecamatan Perkotaan, yaitu Kecamatan Sumedang Utara,

Sumedang Selatan, Tanjungsari, Cimanggung, dan Jatinangor.

- Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan
Permukiman merupakan komponen vital dalam mendukung terwujudnya
perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat, dan
berkelanjutan. Adapun jenis PSU yang harus tersedia sesuai dengan

Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:
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a. Prasarana perumahan dan permukiman meliputi: jaringan jalan,
jaringan saluran pembuangan air limbah, jaringan pembuangan air
hujan (drainase) dan tempat pembuangan sampah.

b. Sarana perumahan dan permukiman meliputi: sarana perbelanjaan,
sarana pelayanan umum dan pemerintahan, sarana Pendidikan,
Kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olah raga, sarana pemakaman,
sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau serta sarana parkir

c. Utilitas perumahan dan permukiman meliputi: jaringan air bersih,
jaringan listrik, telepon, gas, jaringan transportasi, pemadam

kebakaran dan sarana penerangan jasa umum.

Peningkatan akses terhadap PSU menjadi bagian penting dalam
pembangunan perumahan rakyat. Penyediaan PSU yang memadai mampu
mempercepat integrasi kawasan permukiman dengan pusat pertumbuhan,
meningkatkan produktivitas masyarakat, serta mengurangi kesenjangan
antarwilayah. Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan dan
kawasan permukiman merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung

terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau.

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan dan
kawasan permukiman difasilitasi oleh pemerintah jika perumahan tersebut
memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor
12 Tahun 2020 tentang Bantuan PSU. Adapun kriteria perumahan yang
berhak mendapatkan bantuan PSU antara lain : 1) Perumahan untuk
masyarakat berpenghasilan rendah; 2) Telah memiliki izin; 3) Masih dalam
tahap pengembangan; 4) Luas minimal dan jumlah unit tertentu; 5)
Pengembang atau pelaku usaha berkomitmen menyelesaikan
pembangunan; dan 6) Telah atau akan diserahterimakan ke Pemerintah
Daerah. Berikut adalah jumlah perumahan yang telah diserahterimakan
kepada Pemerintah Daerah.

Tabel 2.50 Jumlah Perumahan yang Telah Diserahterimakan kepada
Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024

) Tahun
No Uraian Data
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | Jumlah Perumahan yang 11 12 15 9 6

telah diserahterimakan
kepada Pemerintah
Daerah

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Sumedang, 2025
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Jumlah perumahan yang dibangun di Kabupaten Sumedang sampai
dengan Tahun 2024 mencapai 343 perumahan, dan sampai dengan tahun
ini pun baru 53 perumahan yang telah diserahterimakan kepada
Pemerintah Daerah. Terhambatnya proses serah terima perumahan kepada
Pemerintah Daerah disebabkan oleh rendahnya ketaatan para pengembang
perumahan seperti 1) banyaknya kondisi perumahan yang sudah tidak
sesuai dengan siteplan yang diajukan; 2) belum adanya pemindahan
kepemilikan tanah atas nama Pemerintah Daerah yang menjadi salah satu
syarat serah terima perumahan dikarena tingginya biaya atas pemindahan
kepemilikan tanah tersebut dan 3) keberadaan pengembang perumahan
sudah tidak ada atau perumahan sudah terbengkalai sehingga proses

permohonan serah terima dilakukan oleh warga.
- Kawasan Kumuh

Kawasan kumuh merupakan salah satu tantangan utama dalam
pembangunan perkotaan dan perdesaan yang berkelanjutan. Permukiman
kumuh umumnya ditandai dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat,
kualitas bangunan yang buruk, akses terbatas terhadap layanan dasar
seperti air bersih, sanitasi, serta drainase yang memadai. Selain itu,
kawasan ini juga sering dikaitkan dengan tingkat kemiskinan dan
kerentanan sosial yang tinggi. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan
penduduk tekanan terhadap penyediaan permukiman yang layak pun
semakin besar. Tanpa intervensi yang tepat, kawasan kumuh akan terus
berkembang dan memperburuk permasalahan lingkungan, sosial, serta

pelayanan publik.

Peningkatan kualitas permukiman kumuh merupakan tanggung
jawab Pemerintah Daerah berdasarkan penetapan lokasi permukiman
kumuh. Luas kawasan kumuh di Kabupaten Sumedang tahun 2022-2023
adalah 164,69 Ha yang tersebar di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan
Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan
Sumedang Selatan dan Kecamatan Sumedang Utara. Berikut adalah tabel

luasan kawasan kuluh di Kabupaten Sumedang.
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Tabel 2.51 Luas Kawasan Kumuh di Kabupaten Sumedang
Tahun 2020-2024 (Ha)

Variabel Data

2020 2021

2022 2023

2024

Luas Kawasan
Kumuh

Masih dalam
pendataan

169,64 Ha

151,46 Ha

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Sumedang, 2025

Adapun Tahun 2024, berdasarkan perhitungan dan penetapan

luasan kumuh di Kabupaten Sumedang mengalami pengurangan sebesar

13,23 Ha di Desa Lebak Biru-Pasigaran-Talun, sehingga luasan menjadi

151,46. Berdasarkan berita acara kesepakatan perhitungan dan penetapan

luasan kawasan kumuh Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas

Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel

dibawah ini.

Tabel 2.52 Daftar Kawasan Kumuh di Kabupaten Sumedang

Luas SIS Pengurangan SICE
No | Desa/Kelurahan Kumuh APk Kumuh 2024 ATEISHI
SK (ha) Kumuh (Ha) Kumuh
2023 (ha) (Ha)
1 | Karasak 2,44 2,44 - 2,44
Cisempur- - 18,70
2 | Cibungur- 18,70 18,70
Sipajaran
3 | Mandalangu 8,55 8,55 - 8,55
4 g;ﬁi‘;gﬁ; 16,40 16,40 i 16,40
S | Sayang 2,52 2,52 - 2,52
6 | Depok 7,70 7,70 - 7,70
- Pamagersari— 15,65 15.65 - 15,65
Mariuk
8 IPJ’Z:?gI;g;l:lTalun 13,23 13,23 19,2
9 | Pagaden 6,85 6,85 - 6,85
10 | Citulampa 5,87 5,87 - 5,87
11 | Gordah 2,78 2,78 - 2,78
12 | Lembang 6,30 6,30 - 6,30
13 | Panday 4,14 4,14 - 4,14
14 | Singaparna 3,21 3,21 - 3,21
15 | Ciraja 4,24 4,24 - 4,24
16 | Ciranggon 5,87 5,87 - 5,87
17 | Nalegong 6,34 6,34 - 6,34
18 | Burujul 2,81 2,81 - 2,81
19 ngteng Pacing- 7.70 7.70 - 7,70
Cibunut
20 gzljrse'gﬁbon 2,83 2,83 - 2,83
21 | Warung Cina II 4,35 4,35 - 4,35
22 | Legok Cabe 3,54 3,54 - 3,54
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Status Sisa

Luas Luasan Pengurangan Luasan
No | Desa/Kelurahan Kumuh Kumuh 2024

SK (ha) Kumuh (Ha) Kumuh

2023 (ha) (Ha)

23 | Talun 7,59 7,59 - 7,59

24 | Situ 5,08 5,08 - 5,08
Jumlah Luasan (ha) 164,69 164,69 13,23 151,46

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Sumedang, 2025

» Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat
- Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan keadaan dinamis
yang memungkinkan Pemerintah dan masyarakat dapat melakukan
kegiatan dengan tentram, tertib dan teratur sehingga pembangunan di
berbagai sektor akan terlaksana secara optimal. Pelayanan ketentraman
dan ketertiban umum meliputi berbagai aspek, mulai dari penegakan
peraturan daerah (perda), pengawasan terhadap potensi gangguan sosial,
penanganan kerawanan sosial, hingga pencegahan dan penertiban

terhadap pelanggaran norma-norma sosial dan ketertiban umum.

Dalam pelaksanaannya, pelayanan ketentraman dan ketertiban tidak
hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif melalui pendekatan edukatif dan
pembinaan kepada masyarakat. Upaya tersebut bertujuan untuk
menciptakan kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan yang aman,
tertib, dan harmonis. Beberapa jenis gangguan yang sering ditemukan di

Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Pelanggaran Protokol Keamanan (pada kondisi khusus)
Penyalahgunaan Fasilitas Umum ]
Pelanggaran Ketertiban Lalu Lintas Jalan (parkir liar) ™
Gangguan dari Penyandang Masalah Kesejahteraan... Il -
Peredaran Rokok llegal/Barang Tanpa Cukai I
Pelanggaran Jam Operasional Usaha
Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Bangli) mmm=mmm
PKL Liar  E— ]
Penanganan peredaran minuman beralkohol
Penanganan gangguan ODGJ N
Penertiban reklame, baligo dan iklan komersial Bl |
Gangguan karaoke melebihi batas waktu
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H2020 m2021 m2022 w2023 m2024

Grafik 2.75 Jenis Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat Tahun 2020-2024 (%)

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang, 2025)
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Selama periode 2020 sampai 2024, Pemerintah Daerah telah
menangani berbagai bentuk pelanggaran terhadap ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat. Pedagang Kaki Lima (PKL) liar menjadi jenis
pelanggaran yang paling tinggi dilayani selama S (lima) tahun terakhir,
seperti yang ditunjukan pada grafik jumlah gangguan PKL liar terus
mengalami peningkatan yang signifikan dengan peningkatan tertinggi pada
tahun 2023 sebanyak 80 kali. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan
regulasi dan penataan kawasan usaha informal. Adapun untuk jenis
pelanggaran Peredaran Rokok Ilegal/Barang Tanpa Cukai mulai mulai
menjadi masalah besar di tahun 2022 sebanyak 32 kali dan terus
meningkat sampai tahun 2024. Untuk penanganan kasus pelanggaran ini
diperlukan penguatan pengawasan lintas sektor serta pendekatan sosial

yang lebih holistik.

Dalam wupaya menjamin ketertiban umum dan keberhasilan
pelaksanaan kebijakan daerah, pemerintah mengeluarkan peraturan baik
berbentuk Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah
(Perkada). Namun, keberadaan Perda dan Perkada tidak akan bermakna
jika tidak disertai dengan upaya penegakan yang konsisten dan
berkelanjutan. Penegakan Perda merupakan salah satu wujud nyata
komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tertib hukum, ketertiban

umum, serta kepastian pelaksanaan pembangunan.
- Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pelayanan Informasi Rawan Bencana merupakan upaya strategis
dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana
dengan memberikan informasi tentang bagian wilayah yang rawan bencana
secara terperinci berbasis kajian risiko bencana serta wilayah yang
berpotensi terpapar bencana. Jenis informasi rawan bencana dapat berupa
sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana yang
dilakukan melalui berbagai media, termasuk situs resmi Pemerintah
Daerah, aplikasi mobile, media sosial, pusat informasi bencana di tingkat
desa dan kelurahan, serta penyuluhan langsung ke masyarakat. Tujuannya
adalah memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang merata
terhadap informasi yang dapat menyelamatkan jiwa dan harta benda
Berikut adalah data pelayanan informasi rawan bencana di Kabupaten

Sumedang selama Tahun 2021-2024.
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Tabel 2.53 Pelayanan Informasi Rawan Bencana di Kabupaten Sumedang
Tahun 2021-2024

Tahun
2021 2022 2023 2024

1 Pelayanan Informasi 691.534 715.525 719.102 802.377
Rawan Bencana (orang)

No Jenis Pelayanan

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Sumedang, 2025

Pada tahun 2021 di Kabupaten Sumedang sudah terbentuk layanan
informasi rawan bencana. Layanan tersebut berupa informasi terkait
perubahan iklim, titik lokasi rawan bencana dan layanan pengaduan serta
laporan ke tingkat kabupaten. Diawal tahun pembentukan, informasi
rawan bencana sudah tersampaikan kepada 691.634 orang di daerah
rawan bencana dan terus meningkat hingga mencapai 802.377 orang di
Tahun 2024. Informasi rawan bencana dilakukan melalui sosialisasi dan
media sosial. Tren peningkatan tingkat pelayanan informasi di Kabupaten
Sumedang dikarenakan seringnya kejadian bencana yang terjadi selama
lima tahun terakhir, seperti longsor dan pergerakan tanah, banjir dan
banjir bandang, pohon tumbang, angin puting beliung dan kebakaran
hutan, sehingga untuk mengantisipasi serta mitigasi kejadian bencana
dilakukan sosialisasi informasi rawan bencana terutama di daerah-daerah
yang berpotensi bencana serta dilakukan juga melalui media sosial
sehingga dapat menjangkau semua jenis usia terutama usia produktif yang

aktif menggunakan media sosial.

- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
merupakan bagian dari kegiatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan
iklim, sedangkan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
merupakan tindakan setelah adanya kejadian bencana. Tujuan utama
pelayanan ini adalah untuk meminimalkan potensi kerugian yang
ditimbulkan oleh bencana melalui langkah-langkah antisipatif dan
penguatan kapasitas masyarakat. Tren Pelayanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan

evakuasi korban bencana disajikan pada gambar berikut.
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Grafik 2.76 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (orang)
Tahun 2020-2024

(Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sumedang, 2025)

Berdasarkan data diatas terdapat ketidakseimbangan antara
pelayanan pencegahan dan penyelamatan di beberapa tahun terutama di
tahun 2022 dimana aspek pencegahan lebih dominan dibandung dengan
penyelamatan. Hal ini berbanding terbalik dengan tahun 2024 justru
pelayanan pada aspek penyelamatan lebih besar. Fluktuasi yang tajam
menunjukkan perlunya kebijakan dan perencanaan yang lebih stabil dan
terintegrasi antara aspek preventif dan tanggap darurat. Peningkatan
pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dari tahun 2023
(1.475 orang) hingga 2024 (2.924 orang) menandakan adanya peningkatan
kejadian bencana yang membutuhkan penanganan terutama evakuasi

korban bencana longsor dan kebakaran.
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
merupakan salah satu jenis SPM yang termasuk ke dalam bidang trantibum
linmas. Berkembangnya Kawasan permukiman di Kabupaten Sumedang
saat ini belum sepenuhnya patuh dan taat terhadap implementasi aturan
yang berlaku terutama terkait dengan pencegahan penanggulangan
kebakaran. Adapun pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban

kebakaran di Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada grafik berikut.
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3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Grafik 2.77 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan
Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
Tahun 2020-2024

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang, 2025)

Berdasarkan grafik diatas, jumlah pelayanan penyelamatan dan
evakuasi korban kebakaran mengalami tren peningkatan yang signifikan
setiap tahunnya. Tahun 2024 menjadi tahun dengan jumlah pelayanan
penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tertinggi selama 5 (lima)
tahun kebelakang sebanyak 686 kejadian. Perubahan iklim global
mengakibatkan cuaca menjadi lebih panas dan kering dapat meningkatkan
risiko kebakaran. Disamping itu juga peningkatan jumlah kejadian
mencerminkan adanya peningkatan efektivitas sistem respon darurat dan
kesiapan petugas dalam memberikan layanan serta keberhasilan edukasi
publik. Hal ini berbanding lurus dengan cakupan layanan penyelamatan
dan evakuasi korban kebakaran yang telah mencapai 100% di tahun 2024.
Artinya kecepatan waktu dalam penanganan kejadian kebakaran, jarak
jangkauan lokasi kejadian dan jenis permintaan layanan masih dapat
dijangkau dan dilayani dengan cepat oleh petugas, meskipun tidak
diimbangi dengan penyediaan jumlah armada pemadam kebakaran yang
jumlahnya masih 7 (tujuh) unit sehingga tidak semua wilayah/kecamatan
difasilitasi atau disediakan mobil pemadam. Selain dari peningkatan
kesiapsiagaan petugas, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya
tindakan cepat dalam keadaan darurat kebakaran pun mengalami

peningkatan.

Peningkatan kejadian kebakaran ini tidak diimbangi dengan jumlah

SDM, sehingga akan berpengaruh terhadap kecepatan dan ketepatan
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penanganan kejadian kebakaran. Tren jumlah anggota Pemadam

Kebakaran di Kabupaten Sumedang disajikan pada grafik berikut.
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Grafik 2.78 Tren Jumlah Anggota Pemadam Kebakaran di Kabupaten
Sumedang Tahun 2020-2024

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang, 2025)

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa jumlah anggota pemadam
kebakaran masih sangat sedikit terutama untuk pegawai ASN, sehingga
perekrutan secara formal sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan peran

dan fungsi satuan pemadam kebakaran.
- Penegakan Perda

Peraturan Daerah (Perda) memiliki peran strategis dalam mengatur
tata kelola pemerintahan, perekonomian, lingkungan hidup, ketentraman
dan ketertiban, serta pelayanan publik sesuai dengan karakteristik dan
kebutuhan lokal masyarakat setempat. Namun, keberadaan Perda tidak
akan bermakna jika tidak disertai dengan upaya penegakan yang konsisten
dan berkelanjutan. Penegakan Perda merupakan salah satu wujud nyata
komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tertib hukum, ketertiban

umum, serta kepastian pelaksanaan pembangunan.

Jenis pelanggaran Perda yang banyak terjadi di Kabupaten
Sumedang meliputi: 1) Pelanggaran Perda/Perkada terkait dengan
Pembangunan bangunan dan Gedung yang belum memiliki izin; 2)
Pengendalian dan pengawasan monitoring pajak; 3) Pelanggaran
Perda/Perkada terkait peredaran minuman beralkohol dan WTS; 4)
Pelanggaran Perda/Perkada terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan

yang harus dilengkapi SPPL (pertambangan, disposal, dll); dan 95)
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pelanggaran Perda/perkada terkait adanya keramba jarring apung di

Kawasan Waduk Jatigede.

Dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kemampuan untuk
menangani berbagai pelanggaran yang menyangkut ketertiban. Jumlah
kasus pelanggaran Perda yang tertangani tren nya menunjukan ada
kenaikan setiap tahunnya terutama sejak tahun 2021 sebanyak 87 kasus
yang tertangani lalu Tahun 2022 naik menjadi 95 kasus yang tertangani
dan merupakan penanganan kasus terbanyak selama 5 (lima) tahun
terakhir. Sosialisasi Perda yang kurang efektif mengakibatkan dangkalnya
pemahaman masyarakat akan suatu Perda, yang pada akhirnya berpotensi
besar terhadap timbulnya masalah yang bisa membahayakan kepentingan

masyarakat.

Pananganan gangguan akibat anak jalanan, penanganan peredaran
minuman beralkohol dan penertiban reklame, baligo dan iklan komersil
tetap menjadi jenis pelanggaran yang paling banyak ditangani pada Tahun

2024. Berikut adalah tren Jumlah pelanggaran Perda yang tertangani.

180
160 158
140
120 121 e 120

98
100
80
60
40
20

0
2020 2021 2022 2023 2024

Jumlah Kasus Pelanggaran Perda yang tertangani

Grafik 2.79 Jumlah Kasus Pelanggaran Perda yang Tertangani di
Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang, 2025)

Dengan tingginya kasus pelanggaran di Kabupaten Sumedang, maka
perlu didukung oleh kualitas sumber daya optimal serta sarana dan
prasarana yang memadai. Ketersediaan sumber daya manusia yang
maksimal belum dapat dipenuhi dalam sistem perekrutan apparat,
sehingga sampai dengan Tahun 2023 jumlah anggota Satpol PP ASN
sebanyak 68 orang yang dibantu oleh tenaga non ASN sebanyak 63 orang.
Sebagaimana pada grafik berikut.
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Grafik 2.80 Jumlah Personil Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang, 2025)

Salah satu tugas Satpol PP ialah mengawasi dan mengendalikan
kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam rangka
penegakkan Perundang-undangan Daerah, oleh karena itu diperlukan SDM
yang berfungsi sebagai penyidik atas pelanggaran Perda. Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) bertugas untuk melakukan penyidikan terhadap
pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan
perundangan. Adapun anggota PPNS di Kabupaten Sumedang masih
terbilang sangat minim karena sejak Tahun 2020 jumlah PPNS di
Kabupaten Sumedang hanya 3 (tiga) orang dengan 2 (dua) orang
diantaranya merupakan anggota linmas yang telah memiliki kualifikasi
sebagai PPNS. Dibawah ini adalah tren Jumlah Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS) di Kabupaten Sumedang.

2019 2020 2021 2022 2023
= = Jumlah Penyidik PNS (PPNS)

Grafik 2.81 Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten

Sumedang Tahun 2018-2024
(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang, 2025)
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» Urusan Sosial
- Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seseorang,
keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan,
kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya,
sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan
sosial) secara memadai dan wajar. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS) merupakan perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau
masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan,
mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. PSKS
digunakan sebagai database bagi pemerintah daerah guna menangani

PPKS.

PPKS yang direhabilitasi tetapi untuk penanganannya dikembalikan
ke keluarga PPKS (reunifikasi). Penyelenggaraan kesejahteraan sosial
bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan
kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai
kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah
dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan,
kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan
kemampuan dan kepedulian masyarakat

dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Untuk data PPKS dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat

dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.54 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Orang) Tahun

2020-2024

PPKS 2020 2021 2022 2023 2024
Anak Bayi terlantar 6 6 1 1 1
Anak terlantar 618 618 317 224 62
Anak yang berhadapan 40 40 16 30 22
dengan hukum
Anak jalanan 0 0 0 1 5
Anak dengan kedisabilitasan 0 0 75 15 75
(ADK)
Anak yang menjadi korban 15 15 1 0 0
tindak kekerasan atau
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PPKS 2020 2021 2022 2023 2024
diperlakukan salah
Anak yang memerlukan 112 112 19 0 13
perlindungan khusus
Lanjut usia terlantar 1.214 1.214 736 464 212
Penyandang disabilitas 796 796 782 318 131
Tuna susila 20 20 20 10 9
Gelandangan 5 5 5 5 35
Pengemis 3 3 3 3 7
Pemulung 10 10 0 3 S
Kelompok minoritas S S 26 7 1
Bekas warga binaan lembaga 34 34 34 1 -
pemasyarakatan
Korban penyalahgunaan 0 0 1 1 2
NAPZA
Korban trafficking 1 1 1 3 1
Korban tindak kekerasan 6 6 52 0 1
Pekerja migran bermasalah 0 0 0 1 1
sosial
Korban Bencana Alam 2.868 1.053 5.283 1.378 2.638
Fakir miskin 197.190 197.190 58.863 54.562 86.400
Keluarga bermasalah sosial 0 0 0 0 0
psikologis

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, 2025

» Urusan Tenaga Kerja
- Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja

Lulusan pendidikan merupakan salah satu segmen strategis dalam
pasar tenaga kerja, namun tantangan yang sering muncul adanya adanya
ketidaksesuaian (mismatch) antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan
dunia kerja (link and match). Oleh karena itu, pelatihan, penempatan dan
perluasan tenaga kerja merupakan jembatan antara dunia pendidikan dan
dunia kerja yang bertujuan mengoptimalkan lulusan pendidikan menjadi
tenaga kerja produktif, mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat
melalui akses kerja yang lebih luas dan layak serta menciptakan ekosistem
transisi yang efektif dari bangku sekolah ke dunia kerja, karena tanpa

intervensi ini, lulusan rentan masuk ke kelompok pengangguran terdidik.
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Berikut adalah data terkait dengan pencari kerja berdasarkan lulusan di

Kabupaten Sumedang.
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Grafik 2.82 Pencari Kerja Berdasarkan Lulusan Pendidikan Kabupaten
Sumedang Tahun 2022-2024

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumedang, 2025)

Data menunjukkan bahwa lulusan jenjang Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) secara konsisten mendominasi jumlah lulusan
dibandingkan jenjang pendidikan lainnya selama periode 2020 — 2024 dan
terjadi kenaikan yang signifikan, dari 4.774 di Tahun 2020 menjadi 6.396
di Tahun 2024. Hal ini mencerminkan peningkatan minat terhadap
pendidikan vokasional yang lebih siap kerja, dan peran Pemerintah dalam
hal menyeleraskan keterampilan lulusan dengan kebutuhan pasar tenaga

kerja.

Penurunan tren terjadi pada lulusan pendidikan SD dan SMP, yang
mencerminkan adanya perbaikan dalam angka partisipasi sekolah dan
keberhasilan transisi ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Peningkatan
jumlah lulusan di jenjang SMK, Diploma, dan S1 membuka peluang besar
dalam program pelatihan, penempatan, dan perluasan kesempatan kerja

sehingga dihasilkan tenaga kerja yang kompeten.

Peningkatan pelatihan, penempatan dan perluasan tenaga kerja
menjadi kunci untuk meningkatkan tingkat produktivitas tenaga kerja.
Ketiganya membentuk ekosistem kerja yang efisien, efektif, dan adaptif
terhadap kebutuhan industri. Berikut adalah Persentase tingkat

produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Sumedang.
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Grafik 2.83 Persentase Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Tahun 2022-2024

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumedang, 2025)

Tingkat produktivitas tenaga kerja menunjukkan peningkatan
signifikan selama tiga tahun terakhir, yang mencerminkan efektivitas
intervensi kebijakan ketenagakerjaan, khususnya dalam bidang pelatihan
dan penempatan tenaga kerja. Tren ini mengindikasikan bahwa semakin
banyak tenaga kerja yang memperoleh pelatihan, penempatan kerja yang
tepat, serta terserap dalam sektor produktif, sehingga mampu memberikan

kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah.
- Hubungan Industri

Hubungan industrial merupakan sistem hubungan yang terbentuk
antara para pelaku dalam dunia kerja, yaitu pekerja, pengusaha, dan
pemerintah, yang didasarkan pada nilai-nilai saling menghormati hak dan
kewajiban masing-masing pihak dengan tujuan menciptakan hubungan
kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan guna meningkatkan
produktivitas dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks ketenagakerjaan,
Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dan mediator dalam
membangun iklim hubungan industrial yang sehat, yang dilakukan melalui
pembinaan terhadap serikat pekerja dan organisasi pengusaha,
penyusunan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (PKB),
serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara adil dan
profesional. Hanya saja jumlah tenaga fungsional Mediator Hubungan
Industri di Kabupaten Sumedang sangat minim. Sejak Tahun 2020 hingga
2024 Kabupaten Sumedang hanya mempunyai 1 (satu) orang mediator.
Dengan jumlah mediator yang terbatas penanganan perselisihan antara

pekerja dan pengusaha menjadi lambat, hal ini bisa memicu eskalasi
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konflik, yang semula dapat diselesaikan secara mediasi menjadi aksi mogok
kerja atau unjuk rasa, dan juga bisa mengakibatkan penumpukan antrean
kasus, memperpanjang waktu penyelesaian dan menurunkan efisiensi
layanan publik, serta berdampak pada hubungan kerja yang memburuk

atau bahkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Jumlah perusahaan yang terdaftar di Kabupaten Sumedang selama
S (lima) tahun ini mengalami tren positif, kecuali di Tahun 2021 terjadi
penurunan yang signifikan menjadi 53 perusahan dari sebelumnya 566
perusahaan di tahun 2020. Hal ini diasumsikan sebagai dampak dari
pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyaknya perusahaan yang tidak
beroperasi. Namun peningkatan kembali terjadi sejak tahun 2022 hingga
2024, meskipun diiringi dengan kenaikan jumlah kasus konflik hubungan
industrial, yang sebelumnya stabil di angka 10 (sepuluh) kasus pada 2020-
2023, meningkat menjadi 13 kasus pada 2024.

4000 15

3000 /
10

2000

1000

2020 2021 2022 2023 2024

Jumlah perusahaan yang terdaftar di Kabupaten Sumedang

e Jumlah Kasus Konflik antara pekerja dengan pengusaha

Grafik 2.84 Kasus Konflik antara Pekerja dengan Pengusaha
Tahun 2020-2024

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumedang, 2025)
» Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian
kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan
ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan
pembangunan manusia antara lak-laki dan perempuan. Indikator IPG
terdiri dari Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan, Angka Melek Huruf

(AMH) Perempuan, Rata-Rata Lama Sekolah dan Sumbangan pendapatan.
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Grafik 2.85 Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten
Sumedang Tahun 2020-2024

(Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah))

IPG Kabupaten Sumedang pada Tahun 2023 sebesar 96,13 poin, dan
pada tahun 2024 menjadi 96,22 poin atau naik 0,09 poin dibanding tahun
2023. Nilai IPG ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Sumedang
pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan telah setara atau

lebih baik.
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Grafik 2.86 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

(Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah))
- Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan salah satu indikator
yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan
gender. IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi
dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan
kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan

dalam pengambilan keputusan, sehingga IDG dapat digunakan untuk
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mengukur pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang

kehidupan.
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Grafik 2.87 Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029

(Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah))

IDG Kabupaten Sumedang Tahun 2024 mencapai 76,99 poin,
meningkat disbanding tahun 2023 yang mencapai 72,60 poin atau di atas
Provinsi Jawa Barat dengan 72,76 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa di
Kabupaten Sumedang perempuan berperan lebih aktif dalam bidang
ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan dibanding tahun

sebelumnya.
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Grafik 2.88 Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota
Tahun 2024

(Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah))

- Indeks Ketimpangan Gender

Kesetaraan Gender menjadi target pembangunan di banyak negara
terutama yang mengalami disparitas pembangunan yang tinggi.

Ketimpangan pembangunan menurut gender mengakibatkan
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pembangunan tidak dapat mencapai potensinya secara optimal. Kondisi
yang ideal dalam pembangunan manusia yang diharapkan adalah
kelompok penduduk laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama
untuk berperan dalam pembangunan, memegang kendali atas sumber daya
pembangunan yang ada, serta menerima manfaat dari pembangunan yang

setara dan adil.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan kerugian atau
kegagalan dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya
ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan,
serta akses dalam pasar tenaga kerja. Semakin rendah nilai IKG

menunjukkan keadaan yang lebih baik.
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Grafik 2.89 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Sumedang
Tahun 2020 - 2024

(Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025)

Capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Sumedang tahun 2024
sebesar 0,217 poin masuk kategori ketimpangan rendah. Hal ini penurunan
signifikan dibandingkan capaian tahun 2023 yang mencapai 0,438 poin.
Nilai ini lebih rendah dari IKG Jabar sebesar 0,458 poin. Mencermati
ketimpangan gender di Kabupaten Sumedang masuk katagori rendah,
maka peran semua pihak dibutuhkan untuk terus mempertahankan dan
meningkatkan upaya di berbagai dimensi agar perempuan memiliki

kesempatan lebih untuk meningkatkan akses dan kapasitasnya.

Nilai IKG Kabupaten Sumedang berada pada posisi ke-3 setelah Kota
Cimahi dan Kota Depok, bahkan lenbih unggul dari IKG Provinsi Jawa
Barat. Nilai IKG Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada
Grafik di bawah ini.

II-200 |[RPJMD KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029



0,7

0,577
0,6 ’
05 0,458
0,4
0,3
’ 0,217
020,162
)
- II‘
0
§9c g8 >>EQo0o0casmg @@ 2EISLE >0
Q8 S x © 0S5 ®We 5 S L g W G ©c © © 3 S g 8 D
EV TS TV WET2RVQPTERISTaiIafacsls
SO o commggag®@®escE @520 T o ® g @
T e X © < ® @© o ~ O
s 8 E ol 523 80Q0R S g0 .0 = = c = 2=
26386 0 c v n o8® X o © o C 3 A 55
~ ¥ oo ¥ = ©® g X 5 < S - ° g ®©
z oy FgT e & = —
~ = o 0
S
=

Grafik 2.90 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Barat Tahun 2024

(Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah))
- Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Perempuan dan anak merupakan kelompok rentan yang sering
menjadi korban kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun
penelantaran. Pemerintah daerah terus berupaya memberikan layanan
yang komprehensif bagi korban kekerasan, mulai dari pengaduan,
pendampingan hukum, layanan psikologis, hingga rujukan ke layanan

kesehatan.

Dalam lima tahun terakhir, data menunjukkan adanya peningkatan
jumlah kasus kekerasan yang berhasil ditangani baik pada perempuan
maupun pada anak. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2023,
keduanya mengalami lonjakan kasus di tahun yang sama dengan
peningkatan kasus anak cenderung lebih tinggi dibanding kasus
perempuan, yaitu sebanyak 37 kasus kekerasan pada perempuan dan 60
kasus kekerasan pada anak. Meskipun demikian, angka yang meningkat
tidak hanya mencerminkan tingginya angka kejadian akan tetapi
menunjukan bahwa selama 2 (dua) tahun terakhir kesadaran masyarakat
meningkat untuk melapor dan mencari bantuan serta peningkatan dan
penguatan sistem pelaporan yang ramah korban dan peningkatan
kapasitas petugas layanan pengaduan. Berikut data tindak kekerasan

perempuan dan anak yang tertangani.
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Grafik 2.91 Perempuan dan Anak korban Kekerasan yang Tertangani
Tahun 2020-2024

(Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Sumedang, 2025)

Berdasarkan data kasus kekerasan yang ditangani jenis kasus
kekerasan pada perempuan yang ditangani didominasi oleh kasus
kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Adapun untuk
jenis kasus kekerasan pada anak yang ditangani didominasi oleh kasus
perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur dan kekerasan terhadap
anak dibawah umur. Bentuk pelayanan yang diberikan untuk penanganan
dan percepatan dalam menangani kasus kekerasan perempuan dan anak
berupa 1) hipnoterapis; 2) mediasi; 3) pendampingan kasus; 4) konsultasi
dan 5) psikolog. Metode ini dilakukan secara terintegrasi dari tingkat

Kabupaten, Kecamatan sampai Desa/Kelurahan.
» Urusan Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati
produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan,
perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang
diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.
Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara
sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang
cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata,
dan terjangkau, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara
berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan ditujukan untuk

memenuhi kebutuhan pangan dan gizi penduduk.
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- Skor Pola Pangan Harapan

Pola pangan harapan merupakan susunan keragaman pangan yang
didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada
tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. Faktor yang berpengaruh
terhadap pola pangan harapan terdiri dari jumlah pengeluaran rumah

tangga, besaran anggota keluarga serta tingkat pendidikan.

2019 2020 2021 2022 2023

Skor Pola Pangan Harapan

Grafik 2.92 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Sumedang
Tahun 2019-2023

(Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2024)

Berdasarkan grafik 2.64 menunjukkan bahwa skor pola pangan
harapan di Kabupaten Sumedang terus mengalami kenaikan meskipun
belum mencapai skor maksimal. Namun ini berarti bahwa belum mencapai
skor ideal yaitu 100, hal ini disebabkan hampir semua kelompok pangan
belum mencapai konsumsi energi yang cukup. Kondisi ini menunjukan
bahwa konsumsi pangan penduduk Kabupaten Sumedang perlu
ditingkatkan keberagamannya melalui gerakan pola konsumsi pangan
Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) sehingga pemenuhan
asupan gizi lebih seimbang.

- Jumlah Ketersediaan Pangan Pokok

Dalam menjamin ketahanan pangan daerah maka Pemerintah
Kabupaten Sumedang diperlukan memantau tingkat ketersediaan pangan
di Kabupaten Sumedang. Berdasarkan grafik 2.71 dibawah dapat dilihat

bahwa ketersedian pangan pokok di Kabupaten Sumedang terus mengalami

penurunan, meskipun di Tahun 2023 jumlah ketersediaan pangan pokok
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mencapai 236,9 kg/kapita/tahun atau naik 1, 74 kg/kapita/tahun dari
tahun sebelumnya. Namun jika didasarkan pada target tahunan yang telah
ditetapkan, jumlah ketersediaan pangan pokok selalu melebihi target

sehingga pasokan pangan di Kabupaten Sumedang masih relatif aman.
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Grafik 2.93 Ketersediaan Pangan Pokok (Kg/Kapita/Tahun)
Tahun 2019-2023

(Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sumedang, 2024)
» Urusan Pertanahan

Pengelolaan urusan pertanahan merupakan aspek strategis dalam
mendukung pembangunan daerah. Kewenangan Kabupaten/Kota dalam
urusan pertanahan meliputi administrasi pertanahan, penyelesaian
sengketa dan konflik pertanahan, fasilitasi redistribusi tanah dan reforma
agraria, serta pendataan dan pemetaan bidang tanah. Tugas ini menjadi
semakin penting dalam menghadapi tantangan urbanisasi, pembangunan
infrastruktur, kebutuhan perumahan, serta pengendalian alih fungsi lahan
yang semakin kompleks. Selain itu juga percepatan legalisasi aset,
penyusunan data pertanahan, dan penerbitan surat keterangan tanah pun

menjadi salah satu kewenangan Pemerintah Daerah.
- Jumlah Lahan Milik Pemerintah Yang Sudah Bersertifikat

Lahan milik Pemerintah merupakan tanah yang dimiliki dan dikelola
oleh Pemerintah. Lahan ini digunakan untuk berbagai keperluan yang
bermanfaat bagi publik seperti fasilitas umum, pembangunan infrastruktur
dan lain-lain yang mendukung keberlanjutan Pembangunan. Hasil
verifikasi administrasi asset Peremrintah Daerah Kabupaten Sumedang,
lahan milik Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2023 berjumlah

2.371 bidang tanah, dan yang telah bersertifikat sebanyak 83,127 bidang
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atau sekitar 28,52 %. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya karena
adanya pembebasan lahan yang dipergunakan untuk kepentingan
Pemerintah Daerah. Data lahan milik Pemerintah yang sudah bersertifikasi

disajikan pada grafik berikut.

28,52

2019 2020 2021 2022 2023

M Lahan Milik Pemerintah yang Sudah Bersertifikat

Grafik 2.94 Lahan Milik Pemerintah Sudah Bersertifikat (%)
Tahun 2019-2023

(Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Sumedang, 2024)
- Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk

Pembangunan oleh Pemerintah Daerah

Pembangunan infrastruktur yang merata menjadi prioritas utama
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu aspek penting
yang memengaruhi kelancaran pelaksanaan pembangunan tersebut adalah
penyelesaian masalah ganti kerugian tanah, yang merupakan salah satu
kewajiban bagi Pemerintah Daerah. Persentase penyelesaian ganti kerugian
tanah menjadi indikator kunci untuk menilai efektivitas koordinasi antar
pihak. Berikut adalah tren Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah

untuk Pembangungan oleh Pemerintah Sumedang.
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Grafik 2.95 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk
Pembangungan oleh Pemerintah Sumedang (%) Tahun 2020-2024

(Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Sumedang, 2025)

Berdasarkan Grafik diatas menunjukkan adanya fluktuasi dalam
persentase penyelesaian masalah ganti kerugian tanah oleh pemerintah
daerah dari tahun 2020 hingga 2024. Tahun 2020 dan 2022 mencatat
penyelesaian sempurna (100%), yang menandakan keberhasilan dalam
penanganan sengketa atau ganti rugi tanah secara tuntas. Namun
penurunan terjadi di Tahun 2021, persentasenya hanya 80% dan Tahun
2024 hanya sebesar 75%. Beberapa penyebab dapat menjadi latar belakang
penurunan persentase ganti keruguan tanah di Kabupaten Sumedang,

antara lain:

a. Alokasi dana untuk pembebasan lahan atau ganti rugi yang tidak
mencukupi sehingga menghambat penyelesaian sengketa tanah;

b. Masyarakat menuntut nilai ganti rugi yang lebih tinggi dari nilai yang
ditetapkan oleh tim appraisal pemerintah; dan

c. Penolakan dari masyarakat terhadap relokasi atau pembangunan

proyek tertentu.
» Urusan Lingkungan Hidup
- Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air (Water Quality Index/WQI) merupakan suatu
metode yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat pencemaran perairan
yang cukup efektif dengan informasi yang komprehensif, mudah dipahami
dan dapat digunakan oleh masyarakat (Bardolo et al, 2006; Alam & Pathak,

2010). Kategori IKA dikembangkan menjadi lima kategori sesuai Peraturan
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Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup digambarkan

dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.55 Kategori Indeks Kualitas Air

Nomor Kategori Angka Rentang
1. Sangat Baik 90 <x =100
2. Baik 70 <x <90
3. Sedang 50=<x <70
4. Kurang 25=<x<50
o. Sangat Kurang 0=<x<25

Sumber: Permen LHK RI Nomor 27 Tahun 2021

Indeks Kualitas Air (IKA) mencerminkan mutu air permukaan.
Memperhatikan grafik di bawah, bahwa Indeks Kualitas Air (IKA) di
Kabupaten Sumedang mengalami tren negatif selama lima tahun terakhir.
Capaian IKA tertinggi terjadi pada Tahun 2020 yaitu 64,29 poin. Namun
tahun-tahun setelahnya mengalami penurunan, dan pada tahun 2024
capaian IKA hanya 39,17 poin atau turun 7,78 poin dari tahun sebelumnya.
Jika melihat rentang angka kategori indeks, maka kualitas air di Kabupaten
Sumedang tahun 2024 termasuk ke dalam kategori “Kurang” karena masih
dibawah 50 poin, yang artinya kualitas air buruk, tidak layak untuk
sebagian besar kebutuhan. Penurunan ini menandakan bahwa tantangan
pengelolaan kualitas air masih cukup besar, terutama di wilayah yang

mengalami tekanan pembangunan dan konversi lahan.

Penurunan kualitas air dapat diakibatkan oleh eksploitasi air yang
dilakukan oleh manusia, limbah rumah tangga serta kegiatan industri,
yang mengakibatkan semakin banyaknya pemanfaatan air tanah atau air
permukaan untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu perindustrian yang
mulai Kembali menggeliat juga berdampak terhadap peningkatan jumlah

limbah industri yang dihasilkan.
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Grafik 2.96 Indeks Kualitas Air (poin) Tahun 2020-2024
(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Sumedang, 2025)

- Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai
pencemaran udara. Indeks ini biasa digunakan oleh badan pemerintah
untuk memperlihatkan seberapa bersih atau tercemarnya udara serta
potensi efek kesehatannya dalam jangka pendek di suatu daerah. Untuk
pengukuran kategori indeks kualitas udara (IKU) sesuai Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup digambarkan dalam tabel

dibawah ini.

Tabel 2.56 Kategori Indeks Kualitas Udara

Nomor Kategori Angka Rentang
1. Sangat Baik 90<x=<100
2. Baik 70 £x <90
3. Sedang 50=<x<70
4. Kurang 25<x <30
S. Sangat Kurang 0=<x<25

Sumber: Permen LHK RI Nomor 27 Tahun 2021

Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kabupaten Sumedang menunjukkan
fluktuasi dalam lima tahun terakhir, dengan tren peningkatan signifikan
dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2020, indeks berada pada angka
85,24, menurun ke titik terendah di 80,84 pada tahun 2021. Penurunan ini
kemungkinan dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas pencemar udara,
seperti kendaraan bermotor atau aktivitas industri pasca-pandemi. Namun,
sejak tahun 2022 kualitas udara mulai membaik dan di tahun 2024
mencapai 87,24 poin. Kondisi IKU diatas angka 80 secara umum
mencerminkan kualitas udara yang baik, yang berarti aman untuk aktivitas

harian masyarakat dan relatif rendah risiko kesehatan akibat pencemaran
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udara. Adanya peningkatan IKU juga menandakan adanya upaya

Pemerintah Daerah dalam perbaikan lingkungan yang efektif.
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Grafik 2.97 Indeks Kualitas Udara (poin) Tahun 2020-2024
(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Sumedang, 2025)

- Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan indikator
mencerminkan seberapa baik suatu wilayah dalam mempertahankan dan
mengelola fungsi ekologis lahan, termasuk tutupan vegetasi, kawasan
lindung, serta pengendalian alih fungsi lahan. IKTL berfungsi untuk menilai
kualitas lingkungan hidup dalam kaitannya dengan keberlanjutan ruang

terbuka hijau dan keberadaan tutupan vegetasi alami maupun buatan.

Pada metode perhitungan IKLH sebelumnya, terdapat keterbatasan
dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya
indikator yang mewakili isu hijau. Oleh Karena itu dilakukan
penyempurnaan metode perhitungan IKTL dengan menambahkan tutupan
semak belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan
sungai, danau dan pantai, lereng >25% (0,6 dari tutupan hutan), Ruang
Terbuka Hijau (RTH), Kebun Raya dan Taman Keanekaragaman Hayati (0,6
dari tutupan hutan). Berikut adalah tren IKTL Kabupaten Sumedang.
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Grafik 2.98 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Poin) Tahun 2020-2024
(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Sumedang, 2025)

Berdasarkan grafik diatas, nilai IKTL mengalami peningkatan dari
tahun 2020 hingga 2022, yang mencerminkan adanya perbaikan atau
stabilitas dalam pengelolaan lahan selama periode tersebut. Namun, pada
tahun 2023, terjadi penurunan signifikan menjadi 56,75 poin, yang
kemungkinan besar disebabkan oleh alih fungsi lahan, peningkatan
aktivitas pembangunan, atau berkurangnya vegetasi hijau. Pada tahun
2024, nilai indeks kembali mengalami penurunan menjadi 56,69 poin.
Dengan nilai indeks tersebut, Kabupaten Sumedang berada pada kategori
cukup baik, meskipun tidak berada dalam kondisi buruk namun perlu
dilakukan berbagai tindakan pengelolaan dan konservasi untuk
peningkatan kualitas tutupan lahan karena cenderung mengalami

penurunan dalam dua tahun terakhir.
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Pengendalian lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang
menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota
sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kualitas lingkungan hidup
yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan
manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh

dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Pengukuran kualitas lingkungan secara umum dilakukan secara
parsial berdasarkan media, yaitu air, udara, dan lahan sehingga sulit untuk

menilai kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah bertambah baik atau
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sebaliknya. Salah satu cara untuk mereduksi banyak data dan informasi

adalah dengan menggunakan indeks.

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau
indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi
lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH Kabupaten
Sumedang pada Tahun 2024 mencapai 62,47 mengalami penurunan
dibanding tahun 2023 yang mencapai 65,02 poin dan berada dalam
kategori “sedang”. Capaian IKLH dapat dilihat pada grafik di bawah ini.
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Grafik 2.99 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin) Tahun 2019-2024
(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Sumedang, 2025)

2.1.5. Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis
dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib
yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Berkenaan hal
tersebut, pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah
mengamanatkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan
berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan

peraturan pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri dari 6 (enam) urusan yaitu (1)
Urusan Pendidikan, (2) Urusan Kesehatan, (3) Urusan Pekerjaan Umum, (4)
Urusan Perumahan Rakyat, (5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum,
dan Perlindungan Masyarakat, dan (6) Urusan Sosial. Sedangkan muatan
SPM mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima
pelayanan dasar. Setiap jenis pelayanan dasar harus memiliki mutu

pelayanan dasar.
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2.1.5.1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

Jenis SPM wurusan Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022

tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan terdiri atas:

1) Pendidikan Anak Usia Dini

Sasaran dari jenis pelayanan dasar untuk Pendidikan PAUD adalah
bagi anak usia dini 1 (satu) tahun pra SD/MI/sederajat, yang artinya setiap
anak usia 5-6 tahun wajib mendapatkan layanan PAUD minimal selama 1
tahun sebelum masuk Sekolah Dasar, sehingga ditargetkan anak usia 5-6
tahun harus terlayani PAUD yang diukur dari capaian jumlah anak usia 5-
6 tahun yang terdaftar di Lembaga PAUD formal maupun non formal (TK,

KB, SPS dan TPA).

2) Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar terbagi ke dalam 2 (dua) sasaran pelayanan yaitu
1) layanan pendidikan dasar SD/MI/sederajat yang diperuntukan bagi
anak usia 7-12 tahun; 2) layanan pendidikan dasar tingkat lanjutan
SMP/MTs/sederajat yang diperuntukan bagi anak usia 13-15 tahun, yang
artinya anak di rentang usia 7-15 tahun wajib mendapatkan layanan

Pendidikan dasar.

3) Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan diperuntukan bagi warga negara dengan usia
16-21 tahun atau lebih yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan
menengah melalui jalur formal, serta tidak berkesempatan mengikuti
pendidikan reguler karena berbagai kendala seperti sosial, ekonomi,
geografis, dan lain-lain. Layanan Pendidikan yang disediakan melalui
Pendidikan kesetaraan meliputi : 1) Program Paket A (setara SD); 2) Paket
B (setara SMP); dan 3) Paket C (setara SMA/SMK). Untuk menghitung hasil
capaian Pendidikan kesetaraan dihasilkan dari target atau jumlah warga

yang terdata.

Adapun hasil capaian SPM Kabupaten Sumedang untuk urusan

Pendidikan Tahun 2024, disajikan pada Tabel berikut.
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Tabel 2.57 Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024

No

Jenis Layanan
SPM

Satuan

Indikator Pencapaian/ Output

Jumlah
yang
Harus
Dilayani

Jumlah

yang
Terlayani

Jumlah
yang Belum
Terlayani

Total
Pencapaian
(%)

Pendidikan Anak
Usia Dini

Jumlah warga
negara usia 5-
6 tahun yang
berpartisipasi
dalam
pendidikan
PAUD

Orang

37.200

34.366

2.834

92,38

Pendidikan Dasar

Jumlah warga
negara usia 7-
15 tahun yang
berpartisipasi
dalam
pendidikan
dasar

Orang

172.757

164.772

7.985

95,38

Pendidikan
Kesetaraan

Jumlah warga
negara usia 7-
18 tahun yang
belum
menyelesaikan
pendidikan
dasar dan
atau
menengah
yang
berpartisipasi
dalam
pendidikan
kesetaraan

Orang

7.233

6.001

1.232

82,97

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten
Sumedang Tahun 2024

Dari data diatas dapat diketahui bahwa capaian layanan SPM bidang

pendidikan belum mencapai 100 persen bahkan untuk layanan Pendidikan

kesetaraan masih berada dibawah 90 persen. Beberapa permasalahan yang

dapat dianalisis berdasarkan hasil capaian SPM bidang Pendidikan

tersebut diatas antara lain:

a.

b.

Masih banyak PAUD yang belum terakreditasi;

Kurangnya kesadaran orang tua tentang pentingnya PAUD;
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Usia peserta didik dibawah 7 tahun dan diatas 13 tahun masih
bersekolah di tingkat SD;

Usia peserta didik dibawah 13 tahun dan diatas 15 tahun masih
bersekolah di Tingkat SMP;




e. Peserta didik yang berada di wilayah perbatasan bersekolah di luar
Kabupaten atau dari luar Kabupaten bersekolah ke Kabupaten
Sumedang, sehingga angka partisipasi tidak akurat;

f. Terdapat ketimpangan jumlah guru untuk mata pelajaran tertentu;

g. Guru enggan ditugaskan di tempat yang terpencil;

h. Kualitas layanan pendidikan belum merata, baik dari segi tenaga
pendidik, sarana-prasarana, maupun kurikulum;

i. Rendahnya minat masyarakat terhadap program kesetaraan karena
stigma negatif atau kurangnya informasi; dan

j- Belum optimalnya pendataan warga yang butuh layanan pendidikan

kesetaraan.

Disamping permasalah yang disebutkan diatas, terdapat beberapa
faktor pendorong pencapaian layanan SPM bidang Pendidikan adalah

sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, LPMP,
Perusahaan, Pegiat dan Praktisi Pendidikan untuk meningkatkan
kompetensi guru sesuai kebutuhan KBM khususnya berbasis
lingkungan dan budaya sekitar;

b. Pemerintah daerah melakukan rekrutmen dan seleksi guru kontrak
daerah sesuai analisis kebutuhan; dan

c. Adanya bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang salah satu
manfaatnya adalah untuk operasional sekolah, terutama Program

Indonesia Pintar (PIP) terhadap anak dari keluarga miskin.
2.1.5.2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

SPM bidang Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 4 Tahun 2019 terdiri dari 12 indikator, yaitu:
1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Kesehatan ibu hamil merupakan masalah kesehatan yang harus
mendapat prioritas utama dalam pembangunan, karena menentukan
kualitas sumber daya manusia pada masa mendatang. Jenis pelayanan
yang diberikan kepada ibu hamil harus sesuai dengan standar yang artinya
ibu hamil wajib mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan minimal
empat kali pemeriksaan kehamilan (ANC - Antenatal Care), yaitu 1 (satu)
kali di trimester I, 1 (satu) kali di trimester II dan 2 (dua) kali di trimester
III dan pemeriksaan harus dilakukan tenaga kesehatan (dokter, bidan, atau

perawat terlatih).
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2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah serangkaian kegiatan yang
ditujukan kepada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam
sesudah melahirkan. Pelayanan ini bertujuan untuk menjamin persalinan
yang aman, pencegahan komplikasi, penanganan kegawatdaruratan dan
menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Pelayanan
Kesehatan ibu bersalin harus mendapatkan pelayanan sesuai standar yaitu
1) Pelayanan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih
(dokter/bidan/perawat); dan 2) Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan,
baik Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit, atau Poskesdes dengan kelengkapan

standar.
3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir (0-28 hari)
berupa kunjungan neonatal (KN) yakni kontak neonatal dengan tenaga
kesehatan minimal 3 (tiga) kali untuk mendapatkan pelayanan dan
pemeriksaan kesehatan neonatal, baik di dalam maupun di luar fasilitas
kesehatan seperti di bidan, polindes dan kunjungan ke rumah. Pelayanan
ini merupakan salah satu Upaya untuk memastikan bayi lahir dalam
keadaan sehat dan bertahan hidup, deteksi dini kelainan atau gangguan,
dan penanganan dini komplikasi neonatal. Ruang lingkup pelayanan

kesehatan bayi baru lahir meliputi:

a. Kunjungan Neonatal (KN) minimal 3 kali dengan jadwal kunjungan 1)
KN 1: 6 — 48 jam setelah lahir; 2) KN 2: hari ke-3 sampai ke-7; 3) KN 3:
hari ke-8 sampai ke-28.

b. Imunisasi dasar (Hepatitis);

c. Pemantauan berat badan, Panjang badan dan status menyusui;

d. Pemberian edukasi kepada ibu tentang perawatan bayi;

e. Deteksi dini gangguan seperti infeksi, hipotermia dan kelainan bawaan.
4) Pelayanan Kesehatan Balita

Balita diartikan sebagai salah satu periode usia dengan rentang usia
mulai 12-59 bulan. Pelayanan Kesehatan balita bertujuan untuk
memantau pertumbuhan dan perkembangan balita, mendeteksi secara dini
masalah gizi, tumbuh kembang dan penyakit, serta mencegah kematian

balita.
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5) Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Usia Pendidikan Dasar berkisar antara 6-15 Tahun. Sasaran dari
pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar adalah anak usia sekolah
yang berada dalam kuasa asuh dari orang tua/wali, maka informasi
penjaringan kesehatan/pemeriksaan berkala perlu diberikan untuk
orangtua/wali. Pelayanan berupa kegiatan pemeriksaan kesehatan yang
bertujuan untuk mengetahui secara dini masalah-masalah kesehatan anak
sekolah sehingga dapat dilakukan tindakan secepatnya agar terhindar dari
keadaan yang lebih buruk, selain itu juga dengan adanya pelayanan
kesehatan pada usia pendidikan dasar dapat diperoleh data dan informasi

mengenai perkembangan anak.
6) Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Usia produktif berkisar antara 15-59 Tahun dan berhak
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam bentuk edukasi
(termasuk keluarga berencana) dan skrining Kesehatan. Skrining usia
produktif merupakan salah satu indikator SPM bidang Kesehatan yang
tujuannya sebagai Upaya pencegahan penyakit tidak menular (PTM),
deteksi dini faktor resiko Kesehatan dan peningkatan kualitas hidup usia

kerja.
7) Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut diberikan kepada setiap warga
yang telah berusia 60 tahun ke atas. Tujuan dari pelayanan kesehatan ini
adalah untuk meningkatkan kesadaran pada lansia untuk memelihara
kesehatan sendiri, meningkatkan kemampuan serta peran serta keluarga
dan masyarakat dalam mengatasi kesehatan lansia, meningkatkan jenis
dan jangkauan pelayanan lansia serta meningkatkan mutu pelayanan

kesehatan lansia.
8) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Hipertensi disebut sebagai the silent killer karena sering tanpa
keluhan, sehingga penderita tidak mengetahui dirinya menyandang
hipertensi dan baru diketahui setelah terjadi komplikasi. Hipertensi
merupakan penyakit yang berada pada 10 (sepuluh) besar penyakit di
Kabupaten Sumedang. tujuan dari pelayanan SPM ini adalah untuk

menekan angka komplikasi akibat hipertensi, mengendalikan tekanan
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darah penderita dan meningkatkan kualitas hidup dan produsktivitas

Masyarakat.
9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)

Sasaran dari program pelayanan kesehatan untuk penderita diabetes
melitus adalah penduduk usia 215 tahun yang telah terdiagnosis menderita
Diabetes Melitus Tipe 2 atau menunjukkan gejala klinis yang mengarah ke

diabetes melitus. melalui pelayanan.
10) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)

Sasaran dari pelayanan SPM kali ini adalah penduduk yang
mengalami gangguan jiwa berat, seperti skizofrenia, bipolar, psikosis berat,
atau gangguan jiwa kronis lainnya yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan
jiwa (dokter atau psikiater), dengan tujuan untuk menjamin
ODGJmendapatkan pengobatan dan pemantauan berkala, mencegah
kambuh dan kekambuhan yang berulang serta mendukung rehabilitasi

social dan integrasi kemabali ke masyarakat.
11) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit menular yang umumnya
menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ lain seperti
tulang, kelenjar getah bening, ginjal, bahkan otak. Tujuan dari pelayanan
Kesehatan ini adalah untuk menemukan kasus secara aktif dan dini,
menjamin penderita TBC mendapatkan pengobatan dan mencegah

penularan dan pemutusan mata rantai penularan.

12) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang
Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human

Immunodeficiency Virus (HIV))

HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus yang menyerang
sistem kekebalan tubuh. Jika tidak ditangani, HIV bisa berkembang
menjadi AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome), yaitu tahap akhir
infeksi HIV saat daya tahan tubuh sangat lemah. Pelayanan Kesehatan ini
diberikan kepada orang dengan risiko tinggi tertular HIV, seperti Pasangan
dari Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), pekerja seks dan pelanggannya,
Homoseksual, pengguna narkoba suntik dan Ibu hamil yang terdiagnosis
HIV positif. Adapun tujuan dari pelanyan ini adalah untuk deteksi dini

infeksi HIV melalui tes sukarela (VCT) dan skrining, mencegah penularan
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HIV lebih lanjut ke pasangan atau bayi dan memulai pengobatan dini (ART)
bagi yang terdiagnosis HIV.

Adapun hasil capaian SPM Kabupaten Sumedang dari ke-12
indikator untuk Bidang Kesehatan Tahun 2024, disajikan pada Tabel

berikut.
Tabel 2.58 Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024
Indikator Pencapaian/ Output
. Jumlah Total
No | Jenis Layanan Satuan Jumlah Jumlah yang | pencapaian
SPM yang an, Belum °
Harus T yl £ . Terl . (%)
Dilayani erlayani erlayani
1 | Pelayanan Orang 14.673 13.770 903 93.85
Kesehatan Ibu
Hamil
2 | Pelayanan Orang 14.673 14.668 5 99,97
Kesehatan Ibu
Bersalin
3 | Pelayanan Orang 14.680 14.334 346 97,64
Kesehatan Bayi
Baru Lahir
4 | Pelayanan Orang 65.543 62.735 2.808 95,72
Kesehatan Balita
5 | Pelayanan Orang 153.920 153.920 0 100
Kesehatan pada
Usia Pendidikan
Dasar
6 | Pelayanan Orang 522.186 413.929 108.257 79,27

Kesehatan pada
Usia Produktif

7 | Pelayanan Orang 181.122 181.122 0 100
Kesehatan pada

Usia Lanjut

8 | Pelayanan Orang 143.937 121.808 22.129 84,63
Kesehatan pada
Penderita
Hipertensi

9 | Pelayanan Orang 21.763 21763 0 100

Kesehatan pada
Penderita Diabetes
Melitus

10 | Pelayanan Orang 1.757 1.757 0 100
Kesehatan Orang

Dengan Gangguan
Jiwa (ODGJ)

11 | Pelayanan Orang 25.486 25.486 0 100
Kesehatan Orang
Terduga
Tuberkolusis

12 | Pelayanan Orang 22.937 22.937 0 100
Kesehatan Orang

dengan Risiko
Terinfeksi Virus
yang Melemahkan
Daya Tahan
Tubuh Manusia
(HIV)

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten
Sumedang Tahun, 2024

Dari data diatas dapat diketahui bahwa capaian layanan SPM bidang

Kesehatan belum seluruhnya mencapai 100 persen meskipun sudah
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terdapat beberapa indikator yang 100 persen. Beberapa permasalahan yang
dapat dianalisis berdasarkan hasil capaian SPM bidang Kesehatan tersebut
diatas terutama untuk indikator dengan capaian yang masih dibawah 90

persen, antara lain:

a. Kesadaran Masyarakat untuk melakukan skirining Kesehatan masih
rendah;

b. Belum semua Perempuan usia produktif (usia 30-50 tahun) terakses
pemeriksaan IVA atau papsmear untuk mendeteksi dini kanker leher
rahim;

c. Masih rendahnya pemahaman ibu hamil tentang pentingnya
pemeriksaan kehamilan (Antenatal care);

d. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk rutin cek tekanan darah;

e. Dari tiga puluh lima UPTD Puskesmas yang ada di Kabupaten
Sumedang, memiliki karakteristik dan sebaran tenaga (SDM) kesehatan
yang berbeda dan belum merata baik dari jumlah maupun
kualitas/kemampuan dalam menunjang pencapaian target SPM bidang
Kesehatan; dan

f. Belum adanya poli khusus geriatric di Kabupaten Sumedang.

Disamping permasalahan yang disebutkan diatas, terdapat beberapa
faktor pendorong pencapaian layanan SPM bidang Kesehatan adalah

sebagai berikut:

a. Untuk mingkatkan kompetensi SDM Kesehatan dilakukan beberapa
pelatihan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan
seperti pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat Obstetri dan
Neonatus (PPGDON) serta sosialisasi, seminar dan transfer
pengetahuan yang dilakukan oleh dokter spesialis kandungan kepada
tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas;

b. Optimalisasi peran bidan desa dan Puskesmas;

c. Optimalisasi kolaborasi lintas sektor: Dinas Kesehatan, Dinas

Pendidikan, dan sekolah (UKS/Trias UKS).

2.1.5.3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

SPM bidang pekerjaan umum menjamin pelayanan dasar kepada
masyarakat di bidang infrastruktur dasar yang wajib disediakan oleh

pemerintah daerah yang, meliputi:
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1) Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Tujuan dari pelayanan SPM ini adalah untuk menjamin setiap
penduduk memiliki akses terhadap air minum yang aman dan cukup
secara kuantitas dan berkelanjutan. Jenis pelayanan ini diberikan kepada
penduduk miskin, kelompok rentan (anak-anak, lansia dan kelompok

berkebutuhan khusus), wilayah dengan keterbatasan akses air minum.
2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas
sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air. Air limbah
rumah tangga dapat berupa air sisa deterjen, air sabun dan air tinja. Air
limbah rumah tangga berpotensi dapat merusak ekosistem air, mencemari
tanah, serta berpengaruh terhadap sumber air minum masyarakat. Tujuan
dari pelayanan SPM ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup
Masyarakat melalui akses sanitasi aman dan layak serta menurunkan

risiko pencemaran lingkungan dan penyakit berbasis air.

Adapun hasil capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten
Sumedang Tahun 2024, disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.59 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

Indikator Pencapaian/ Output
No Jenis Layanan Satuan Ju;r:ah Jumlah Jumlah Pen'l;zt:alian
SPM yang yang yang Belum %
Harus Terlayani Terlayani %)
Dilayani
1 | Penyediaan Orang 4.952 5.584 0 100
Kebutuhan
Pokok Air
Minum
2 | Penyediaan Orang 4.040 4.040 0 100
Pelayanan
Pengolahan Air
Limbah
Domestik

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten
Sumedang Tahun, 2024

Dari data diatas dapat diketahui bahwa capaian layanan SPM bidang
Pekerjaan Umum telah mencapai 100 persen namun meskipun demikian
masih terdapat permasalahan dalam pencapaian layanan tersebut. Berikut
adalah hasil analisis permasalahan berdasarkan hasil capaian SPM bidang

Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

a. Masih terdapat rumah tangga masih bergantung pada sumber air tidak

aman seperti sumur dangkal dan sungai;
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b. Masih terbatasnya kapasitas PDAM,;

c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi
aman;

d. Minimnya anggaran dan sumber daya untuk pengelolaan air limbah;
dan

e. Keahlian atau kemampuan sumber daya manusia terbatas.

Disamping permasalahan yang disebutkan diatas, faktor pendorong
pencapaian layanan SPM bidang Pekerjaan Umum salah satunya adalah
dengan melakukan koordinasi dengan PDAM, Dinas PUPR, dan pihak

swasta untuk pengembangan infrastruktur.

2.1.5.4. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan dan

Permukiman

SPM bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjamin
pelayanan kepada penduduk miskin dan kelompok rentan berupa

pemenuhan hunian layak huni dan permukiman yang sehat, meliputi:

1) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban

Bencana Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana
merupakan salah satu alternatif untuk menjamin korban bencana memiliki
tempat tinggal yang layak dan aman setelah terjadinya bencana serta
mengurangi kerentanan sosial dan ekonomi akibat kehilangan tempat
tinggal dengan tujuan untuk mendorong percepatan pemulihan kehidupan

sosial Masyarakat terdampak.

2) Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat
yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena
relokasi merupakan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak
relokasi akibat program/kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah,
dengan cara memfasilitasi penyediaan rumah yang layak huni dan aman

sebagai bentuk perlindungan hak dasar atas tempat tinggal.

Adapun hasil capaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Sumedang Tahun 2024, disajikan pada Tabel
berikut.
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Tabel 2.60 Capaian SPM Bidang Perumahan dan Kawsan Permukiman

Tahun 2024
Indikator Pencapaian/ Output
. Total
No Jenis Layanan Satuan Ju::llah Jumlah Jumlah Pencapaian
SPM yang yang yang Belum (%)
Harus 1 i Terlayani °
Dilayani Terlayani erlay
1 | Penyediaan dan Orang 81 81 0 100
Rehabilitasi
Rumah yang
Layak Huni Bagi
Korban Bencana
2 | Fasilitasi Orang 0 0 0 100
Penyediaan
Rumah yang
Layak Huni Bagi
Masyarakat yang
Terkena Relokasi
Program
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten
Sumedang Tahun, 2024

Dari data diatas dapat diketahui bahwa capaian layanan SPM bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mencapai 100 persen. Adapun
untuk SPM terkait dengan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi
masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah, belum
pernah terjadi di Kabupaten Sumedang sampai dengan Tahun 2024.
Dikarenakan program-program Pemerintah Daerah lebih dititikberatkan
pada program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti
program dalam upaya penurunan kemiskinan, pengangguran dan stunting
serta memperbaiki fasilitas umum dalam upaya mendukung peningkatan
perekonomian masyarakat. Namun meskipun capaian telah 100 perman,
masih terdapat permasalahan dalam pencapaian layanan tersebut. Berikut
adalah hasil analisis permasalahan berdasarkan hasil capaian SPM bidang

Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

a. Lahan yang akan dijadikan tempat relokasi terkadang tidak sesuai;
b. Sering adanya penolakan dari warga terkait dengan lokasi relokasi
dikarenakan tidak strategis atau jauh dari sumber perekonomian;

c. Belum optimalnya data dan pemetaan korban pasca bencana.

Disamping permasalahan yang disebutkan diatas, faktor pendorong
pencapaian layanan SPM bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
salah satunya adalah dengan melakukan koordinasi dengan BPBD, Dinas

terkait, dan Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan relokasi ataupun
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pembangunan rumah, serta dengan mengajukan bantuan stimulan atau

Pembangunan rumah ke Provinsi atau Pemerintah Pusat.

2.1.5.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman,

Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tujuan dari pelayanan SPM bidang ketentraman, ketertiban umum,
dan perlindungan masyarakat adalah untuk menjamin masyarakat hidup
dengan rasa aman dan tenteram, meningkatkan respon cepat terhadap
potensi gangguan ketertiban dan keamanan dan menyediakan dukungan
perlindungan kepada masyarakat dalam situasi darurat atau bencana.
Jenis Pelayanan Dasar SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan

Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:
1) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan keadaan dinamis
yang memungkinkan Pemerintah dan masyarakat dapat melakukan
kegiatan dengan tentram, tertib dan teratur. Jenis pelayanan diberikan
diberikan kepada Masyarakat alam bentuk penanganan gangguan
ketenteraman dan ketertiban umum. Tujuannya adalah untuk 1)
Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam
menjaga ketertiban; 2) Mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman,
tertib, dan nyaman; dan 3) Mencegah dan menindak gangguan
ketenteraman, seperti pelanggaran peraturan daerah, keributan di ruang

publik dan gangguan fasilitas umum.
2) Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pelayanan informasi rawan bencana merupakan pelayanan informasi
kepada Masyarakat tentang potensi dan kerentanan wilayah terhadap
bencana, dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan
kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman bencana dengan cara
memberikan akses informasi rawan bencana yang cepat, akurat, dan
mudah dipahami, meningkatkan kesadaran dan kesiapan masyarakat
terhadap potensi bencana dan mengurangi risiko dan dampak bencana
melalui deteksi dini dan mitigasi. Pelayanan informasi rawan bencana dapat

disampaikan melalui media cetak, media elektronik maupun media sosial.
3) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

merupakan bagian dari kegiatan mitigasi bencana. Jenis pelayanannya
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berupa pencegahan bencana dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
menghadapi potensi bencana, dengan tujuan untuk mengurangi risiko dan
dampak bencana melalui upaya preventif, meningkatkan kapasitas
masyarakat dan kelembagaan dalam menghadapi bencana dan
mewujudkan masyarakat yang tanggap, tangguh, dan siap siaga bencana.
Metode pelaksanaan pelayanan SPM ini melalui pelatihan, simulasi dan
sosialisasi di masyarakat, sekolah, tempat bekerja maupun di wilayah siaga

bencana.
4) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Tujuan dari jenis pelayanan dasar ini adalah untuk memberikan
pelayanan penyelamatan jiwa dan evakuasi korban ketika terjadi bencana,
agar dapat meminimalkan jumlah korban jiwa dan luka serta kerusakan

yang lebih besar.
5) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
merupakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk
penyelamatan jiwa manusia dan harta benda, serta evakuasi korban
kebakaran secara cepat dan tepat. Tujuannya adalah meminimalkan
korban jiwa dan luka akibat kebakaran, menyelamatkan masyarakat dari
bangunan atau area terdampak kebakaran dan mengurangi kerugian

material dan mempercepat proses penanganan kebakaran.

Adapun hasil capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum,
dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumedang Tahun 2024,
disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.61 Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

Indikator Pencapaian/ Output
N i Jumlah Total
° Jemssll;z;.v};anan Satuan yang Jumlah Jumlah Pencapaian
Harus yang | yang Belufn (%)
Dilayani Terlayani Terlayani
1 | Pelayanan Orang 16 16 0 100
Ketentraman
dan Ketertiban
Umum
2 | Pelayanan Orang 802.350 802.350 0 100
Informasi Rawan
Bencana
3 | Pelayanan Orang 856 856 0 100
Pencegahan dan
Kesiapsiagaan
terhadap
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Indikator Pencapaian/ Output
© | Jenis Layanan Satuan an Jumlah Jumlah Pencapaian
SPM yang an ang Belum o
Harus TeZla ini yTefla ani (%)
Dilayani y y
Bencana
Pelayanan Orang 2.483 2.483 0 100
Penyelamatan
dan Evakuasi
Korban Bencana
Pelayanan Orang 116.703 116.703 0 100
Penyelamatan
dan Evakuasi
Korban
Kebakaran

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten
Sumedang Tahun, 2024

Dari data diatas dapat diketahui bahwa capaian layanan SPM bidang

Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat telah

mencapai 100 persen namun meskipun demikian masih terdapat

permasalahan dalam pencapaian layanan tersebut. Berikut adalah hasil

analisis permasalahan berdasarkan hasil capaian SPM bidang Pekerjaan

Umum adalah sebagai berikut:

a.

b.

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap perda/perkada;
Terbatasnya ketersediaan SDM terutama PPNS di Satpol PP;
Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pencapaian SPM seperti
mobil dan peralatan pemadam kebakaran, perahu dan logistik
penunjang kebencanaan;

Masih banyak daerah belum memiliki rencana kontinjensi atau sistem
peringatan dini atau Early Warning System (EWS);

Belum tersedianya data dan peta rawan bencana yang telah

dimutakhirkan.

Disamping permasalahan yang disebutkan diatas, terdapat beberapa

faktor pendorong dalam pencapaian layanan SPM bidang Ketentraman,

Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, antara lain:

a.
b.

Penguatan koordinasi dengan Babinsa dan Linmas;

Kolaborasi aktif dengan BMKG, BNPB, TNI/POLRI dan Pemerintah
daerah;

Pengembangan desa tangguh bencana; dan

Simulasi evakuasi rutin bekerja sama dengan sekolah, rumah sakit, dan

Masyarakat.
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